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Puji Syukur ke hadirat Allah Subhanahu  wa 
Ta'ala yang mencurahkan rahmat  dan 
karunia-Nya sehingga Laporan Pendanaan 
Kawasan Konservasi melalui Mekanisme 
Perjanjian Kerja Sama,  Konsesi, dan Kredit 
Karbon dapat diselesaikan. Kajian ini dibuat 
dengan tujuan untuk: (1) mendapatkan 
gambaran opsi-opsi pendanaan konservasi 
melalui Perjanjian Kerja Sama, konsesi 
konservasi, dan kredit karbon, (2) 
mendapatkan pembelajaran dari 
implementasi ketiga mekanisme dalam 
pengelolaan kawasan konservasi, terutama 
pada lanskap TN Kerinci Seblat, (3) 
mendapatkan rekomendasi dalam 
melakukan  implementasi ketiga mekanisme 
tersebut di masa mendatang.

Perjanjian Kerja Sama, konsesi konservasi, 
dan kredit karbon merupakan inisiatif 
pendanaan berkelanjutan yang dapat 
mengoptimalkan pengelolaan suatu 
kawasan konservasi. Perjanjian Kerja 
Samadan konsesi di dalam kawasan 
konservasi dan penyangganya telah banyak 
diterapkan di berbagai pengelolaan kawasan 
konservasi di Indonesia. Namun demikian, 
pengembangan masih diperlukan untuk 
meningkatkan efektivitas pengelolaan 
kawasan konservasi dengan  
mengoptimalkan peran pihak-pihak di  
sekitar kawasan konservasi. 

Untuk kredit karbon, pengembangan di 
kawasan konservasi dan penyangganya lebih 
ke arah mekanisme kredit karbon sukarela 
terkait REDD+. Di TN Kerinci Seblat, 
mekanisme kredit karbon sukarela 
dikembangkan di hutan desa yang 
bersentuhan dengan taman nasional. 
Dari inisiatif ini, masyarakat mendapatkan 
pendapatan dari melindungi dan 
mempertahankan hutan desa tersebut.

Secara umum laporan ini memberikan 
gambaran mengenai: (i) pendanaan 
berkelanjutan kawasan konservasi, (ii) 
penjabaran mekanisme Perjanjian Kerja Sama, 
(iii) penjabaran mekanisme Konsesi,(iv) 
penjabaran mekanisme Kredit Karbon, dan (v) 
rekomendasi penguatan ketiga mekanisme 
untuk pengelolaan kawasan konservasi.

Akhir kata, diucapkan terima kasih kepada 
semua pihak yang telah membantu dalam 
pelaksanaan penyusunan Laporan Pendanaan 
Kawasan Konservasi melalui Mekanisme 
Perjanjian Kerja Sama, Konsesi, dan Kredit 
Karbon. Kami mengharapkan laporan ini dapat 
memberikan manfaat bagi pengelolaan 
kawasan konservasi di Indonesia. Saran dan 
kritik diharapkan untuk penyempurnaan lebih 
lanjut.

Agustus 2020

Nur Hygiawati Rahayu

Direktur Kehutanan dan Konservasi 
Sumber Daya Air, 
Kementerian PPN/Bappenas

Kata
Pengantar
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Pendanaan berkelanjutan dapat dilakukan 
dengan dukungan beberapa mekanisme 
kerjasama dalam bentuk pengelolaan 
kolaboratif atau co-management. 
Pengelolaan kolaboratif yaitu sebagai bentuk 
pengelolaan kawasan konservasi dan 
penyangganya antara otoritas atau Unit 
Pelaksana Teknis (UPT) dengan mitra secara 
bersama melalui pembagian peran dan 
pendanaan. Beberapa inisiatif yang dilakukan 
adalah Perjanjian Kerja Sama (PKS), konsesi 
konservasi dan kredit karbon. Tujuan dari 
kajian ini adalah mendapatkan gambaran 
mengenai mekanisme PKS, konsesi dan kredit 
karbon ini termasuk prosedur dan 
regulasinya, tantangan dan pembelajaran 
yang dihadapi dalam implementasi 
mekanisme ini dan rekomendasi penting 
untuk implementasinya sehingga lebih 
optimal dan efisien dalam konteks 
pengelolaan kolaboratif. Ketiga mekanisme 
ini juga dibahas dalam tataran salah satu 
lokasi proyek UNDP - TIGER dari pendanaan 
GEF yaitu Taman Nasional Kerinci Seblat 
(TNKS). 

PKS memiliki nilai penting yaitu sebagai 
bagian dari peningkatan performa pengelola 
kawasan konservasi dan dijadikan landasan 
penilaian kinerja UPT terhadap penerapan 
kemitraan di kawasan konservasi dan 
penyangganya.

Dalam prakteknya, beberapa syarat PKS 
antara UPT dengan mitra meliputi kerjasama  
menurunkan ancaman biodiversitas dan 
ekosistemnya, pemulihan ekosistem, 
pemberdayaan masyarakat dan jasa 
lingkungan sebagai penguatan fungsi.

Kemudian, PKS juga bertujuan untuk 
memperkuat pembangunan strategis yang tak 
dapat dielakkan. Dalam lingkup Direktorat 
KSDAE, 765 PKS telah dihasilkan terdiri atas 
574 PKS untuk penguatan fungsi dan 191 PKS 
untuk pembangunan strategis yang tak dapat 
dielakkan. Di TNKS, 32 PKS telah dihasilkan 
antara tahun 2015 - 2020. Contoh penerapan 
PKS di TNKS adalah antara BBTNKS dengan 
pemerintah daerah dalam pembangunan jalan 
dan pariwisata alam. Dalam taraf PKS antara 
BBTNKS dan perusahaan atau NGO, titik 
beratnya kepada perlindungan dan 
pengamanan kawasan konservasi tersebut.

Mengenai konsesi di kawasan konservasi saat 
ini, perizinan di dalam kawasan konservasi 
fokus kepada pemberian izin untuk pariwisata 
alam (IPPA) dan konsesi untuk panas bumi 
(IPJLPB). Tahun 2019 setelah ditetapkan UU no. 
17 tahun 2019, izin pemanfaatan pengusahaan 
jasa lingkungan air terutama IUPA dan IUPEA 
tidak diperbolehkan kecuali untuk kepentingan  
individu dan non komersil. kemudian dalam 
konteks konsesi konservasi di kawasan 
penyangga adalah IUPHHK - RE untuk restorasi 
ekosistem. Berkenaan dengan mekanisme 
pendanaan bagi kawasan konservasi, 
kontribusi izin konsesi ini tidak dalam bentuk 
dari pungutan PNBP tetapi dari kewajiban 
dalam melindungi dan mengamankan 
kawasan TNKS atau minimal di dalam 
konsesinya atau disebut sebagai praktek baik.  

Ringkasan
Eksekutif
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Secara nasional sampai tahun 2020, 162 
izin IPPA telah diterbitkan dengan proporsi 
52 izin untuk IUPSWA dan 109 IUPJWA. Di 
TNKS, hanya 1 IUPSWA yang terbit untuk 
PT. Linggau Bisa, Lubuk Linggau, Sumatera 
Selatan. Untuk pemanfaatan air, secara 
nasional 26 izin terbit untuk IPA dan IUPA 
sampai tahun 2018. Kemudian, 7 izin lagi 
terbit untuk IUPEA pada periode yang 
sama. Di TNKS, 6 izin terbit untuk IPA, 
IUPA, IPEA dan IUPEA, tetapi belum ada 
penerbitan izin untuk IPJLPB karena posisi 
TNKS sebagai situs warisan dunia penting 
menurut UNESCO. Untuk konsesi kawasan 
konservasi, satu IUPHHK-RE berada di 
perbatasan TNKS wilayah Bengkulu. 
Pembelajaran dari mekanisme konsesi 
konservasi adalah dari kriteria efektivitas 
dan regulasi. Di TNKS, tidak banyak izin 
IPPA terbit karena pengaruh efektivitas 
kesiapan dari otoritas kawasan dan 
dukungan pelaku usaha di TNKS. BBTNKS 
telah mengakomodir berbagai keperluan 
pemangku kepentingan lain untuk 
mendukung perizinan tersebut, misalnya 
zona pemanfaatan telah ditentukan di 36 
lokasi dan 14 lokasi target yang telah 
dipromosikan BBTNKS untuk wisata alam 
dan beberapa diantaranya didukung dari 
pemerintah daerah melalui kemitraan. 

Kredit karbon dirancang sebagai 
mekanisme yang berorientasi pasar untuk 
mengurangi emisi gas rumah kaca. 
Lembaga (negara atau perusahaan atau 
lembaga lainnya) mendapatkan 
keuntungan dari kredit karbon dari hasil 
penjualan sertifikat yang telah didapat 
pada saat terbukti melakukan 

pengurangan emisi gas rumah kaca di 
bawah angka baseline yang ditentukan. Di 
TNKS, inisiasi di kawasan konservasi dan 
daerah penyangganya yang menonjol 
adalah praktek kredit karbon sukarela 
melalui skema REDD+, misalnya kredit 
karbon sukarela Plan Vivo di Hutan Desa 
Bujang Raba dan Hutan Desa Durian 
Rimbun. 

Pembelajaran dari masyarakat ini adalah 
ternyata masyarakatpun bisa belajar dan 
memahami mekanisme kredit karbon dan 
kunci kesuksesan dari mekanisme ini 
adalah kesiapan dan keaktifan masyarakat 
dalam melindungi hutan dan melakukan 
pemulihan ekosistem hutan.
PKS, konsesi konservasi dan kredit karbon 
adalah mekanisme yang dapat 
dimanfaatkan untuk pendanaan 
berkelanjutan kawasan konservasi. 
Ketiganya dapat dijalankan secara paralel 
di dalam kawasan konservasi. Di TNKS, PKS 
telah dipraktekkan oleh otoritas kawasan 
sehingga mekanisme ini yang menjadi 
pilihan utama dari pemangku kepentingan 
yang berkeinginan kerjasama dengan 
BBTNKS. Inisiasi praktek baik pemegang 
konsesi kawasan konservasi juga dapat 
diimplementasikan melalui PKS. Konsesi 
kawasan konservasi dan kredit karbon 
merupakan mekanisme yang perlu 
dikembangkan secara optimal di TNKS 
terutama IPPA dan IPJLPB dan demostrasi 
proyek REDD+ untuk target kredit karbon di 
dalam kawasan TNKS. 
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1.1. Latar Belakang

Mekanisme pendanaan berkelanjutan 
menjadi prasyarat atau target pendanaan 
saat ini terutama untuk pengelolaan kawasan 
konservasi dan keanekaragaman hayati. 
Berbagai konvensi internasional mendorong 
hal ini dimulai dari Konvensi keanekaragaman 
hayati (CBD), Konvensi Spesies Migrasi, 
Konvensi Ramsar, Konvensi Perubahan Iklim, 
CITES dan konvensi mengenai gas rumah 
kaca dalam pengurangan pelepasan karbon  . 
Dalam konferensi para pihak di CBD tahun 
2014 menegaskan kembali komitmen secara 
subtansial bahwa pengeluaran dana untuk 
konservasi keanekaragaman hayati adalah 
besar dan itu sebuah keharusan. Untuk itu, 
keputusan para pihak adalah menggandakan 
total arus sumber daya keuangan 
internasional yang terkait pendanaan bagi 
keanekaragaman hayati terutama untuk 
negara berkembang dan meningkatkan 
keuangan domestik dan mobilisasi sumber 
daya keuangan tambahan dari berbagai 
sumber untuk jangka panjang  .

sumber foto: wahyu_dwidi (brisik.com)

Bagi kawasan konservasi, kebutuhan 
pendanaan yang berkelanjutan relatif besar 
karena uang yang harus dikeluarkan setiap 
tahun untuk monitoring kawasan dan 
spesies dan penurunan ancaman terhadap 
biodiversitas. Di banyak negara selalu terjadi 
kesenjangan terutama tidak tercukupinya 
dana meskipun sudah dalam penghitungan 
skala prioritas. Untuk itu komitmen 
internasional dan nasional menjadi penting. 
Dalam konteks ini, kawasan konservasi tidak 
harus menggantungkan dana 100% dari 
pemerintah (di Indonesia melalui DIPA) atau 
dari PNBP dan melalui strategi efisiensi 
pendanaan, tetapi perlu menggali berbagai 
pendanaan yang berkelanjutan lain 
misalnya melalui pengelolaan kolaboratif 
(co-management) dengan para pihak atau 
kerjasama sektor privat (swasta) dalam 
kemitraan konservasi melalui Perjanjian 
Kerja Sama (PKS). Cara ini sangat potensial 
dan dapat memberikan dukungan jangka 
panjang bagi kawasan konservasi.

1

3

1

2

1. Konwar MR, Dhakal S, Acharya RP, Poudel PR. 2012. Sustainable financial for protected area of Nepal. Department of National Parks and Widlife 
Conservation.
2. Berghofer A, Rode J, Emerton L, Sclaack CS. 2017. Sustainable financing for biodiversity conservation – a review in German development 
cooperation.UFZ discussion papers of department of Environmental Politics, Leipzig.
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1.3. Metodologi
Pengelolaan kolaboratif adalah bentuk 
pengelolaan antara kawasan konservasi 
dengan mitra secara bersama melalui 
pembagian peran dan pendanaan. Mitra ini 
adalah lembaga-lembaga pendukung 
pengelolaan kawasan konservasi yaitu 
Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), 
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau 
Non Government Organization (NGO), 
pemerintah daerah dan sektor privat. PKS 
menjadi penting karena menjadi salah satu 
acuan performa KLHK dalam membangun 
kemitraan antara pemerintah (UPT atau Unit 
Pelaksana Teknis) dengan mitra yaitu 
pemerintah, sektor swasta, NGO atau LSM. 
PKS antara pemerintah (UPT) dengan mitra 
juga sebagai salah satu model 
penyelenggaraan pengelolaan kawasan 
konservasi untuk tujuan menutup 
kesenjangan anggaran yang menjadi 
penghambat signifikan untuk mengelola 
kawasan konservasi  .

Pengelolaan kolaboratif lainnya adalah 
mekanisme konsesi yang dapat dilakukan 
melalui kemitraan dengan sektor swasta dan 
non swasta. Salah satu pola yang bisa 
memberikan sumbangan untuk mendukung 
konservasi adalah dengan pemberian izin 
dan hak untuk mengelola kawasan hutan 
untuk konservasi yang disebut konsesi 
konservasi. Mekanisme konsesi ini berada di 
dalam kawasan konservasi atau diluar 
kawasan konservasi melibatkan 
pemanfaatan jasa lingkungan termasuk 
pengunaan pariwisata alam.

Dalam dokumen ini juga melibatkan 
mekanisme kredit karbon sebagai salah 
satu jasa lingkungan penting untuk mitra 
sektor privat dan non privat sebagai pihak 
ketiga. Mekanisme pengelolaan dan kredit 
karbon menjadi penting karena dapat 
mendorong alternatif ekonomi baru diikuti 
perlindungan hutan, memperkuat upaya 
restorasi atau pemulihan ekosistem dan 
Indonesia ikut andil dalam pengurangan 
gas rumah kaca dan penyebab perubahan 
iklim. 

Dengan terus dibukanya peluang 
perdagangan karbon global sebagaimana 
ditetapkan pada Paris Agreement, maka 
pemerintah Indonesia perlu mengkaji 
peluang pasar ke depan dan offset yang 
aman bagi Indonesia untuk melakukan 
perdagangan karbon .Regulasi untuk 
perdagangan karbon akan diselesaikan di 
tahun 2020 dan realisasi akan dilakukan di 
tahun 2024

Kajian ini menitikberatkan pada 
mekanisme pendanaan berkelanjutan 
melalui PKS, pengelolaan konsesi 
konservasi untuk perlindungan kawasan 
hutan, dan kredit karbon. Ketiga 
mekanisme ini telah memiliki pembelajaran 
dari berbagai inisiasi di kawasan konservasi 
terutama Taman Nasional Kerinci Seblat 
dan sekitarnya sebagai case study. Bagi 
Indonesia terutama bagi pemangku 
kepentingan terkait dalam membangun 
kemitraan konservasi, PKS, konsesi 
konservasi dan mekanisme karbon adalah 
alternatif-alternatif yang sangat potensial 
untuk dikembangkan dalam kontribusinya 
terhadap kawasan konservasi dan sebagai 
mekanisme pendanaan berkelanjutan yang 
layak sebagai model di Indonesia.

3

4

3. Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan. 2016. Penandatanganan perjanjian kerjasamapemulihan ekosistem TWA Danau Rawa 
Taliwang. 
https://www.facebook.com/HumasKemenLHK/posts/penandatanganan-perjanjian-kerjasama-pemulihan-ekosistem-twa-danau-rawa-taliwang
/977031742424542
4. Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim. 2019. “Perdagangan Karbon : Apa Implikasinya terhadap Pemenuhan Komitmen 
Indonesia Pasca 2020”? Pers Release KLHK. 
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Mendapatkan gambaran mekanisme 
pendanaan konservasi melalui 
pengelolaan kolaboratif dalam tiga 
skema alternatif yaitu mekanisme 
Perjanjian Kerjasama (PKS), konsesi 
konservasi dan kredit karbon.

Mendapatkan gambaran mengenai 
implementasi dari mekanisme PKS, 
konsesi dan kredit karbon ini untuk 
mekanisme pendanaan kawasan 
konservasi terutama TNKS dan 
kawasan penyangganya. 

Menghasilkan ulasan mengenai 
kelebihan, kekurangan atau 
tantangan dan pembelajaran penting 
mengenai ketiga mekanisme ini untuk 
mekanisme pendanaan berkelanjutan 
kawasan konservasi.

Mendapatkan rekomendasi penting 
bagi langkah-langkah yang baik dalam 
implementasi terhadap ketiga 
mekanisme pendanaan tersebut. 

Mendapatkan gambaran mengenai 
dukungan regulasi atau kebijakan 
ataupun peluang kebijakan untuk 
rekomendasi penerapan ketiga 
mekanisme ini. 

1.2. Tujuan

1.3. Metodologi
Kajian ini berlangsung antara bulan Januari 
sampai Mei 2020 dengan melakukan desk 
study, interview secara informal kepada 
responden spesifik terutama dari 
pemerintah daerah, NGO, KSM dan sektor 
privat termasuk melakukan kunjungan 
lapangan berkenaan dengan kajian ini ke 
lembaga-lembaga target untuk 
pembelajaran di Jakarta, Kabupaten Kerinci 
dan Merangin. 

Gambar 1. Langkah kerja dalam kajian PKS, 
Konsesi konservasi dan kredit karbon

Kemudian kajian ini juga mengikutsertakan 
FGD kepada pemangku kepentingan kunci 
untuk mendapatkan gambaran lebih utuh 
mengenai inisiasi PKS, pengelolaan konsesi 
sektor swasta dan perdagangan karbon 
terutama berkaitan tentang rekomendasi 
terbaik untuk implementasi.

Dalam kajian mekanisme pendanaan 
berkelanjutan ini juga melibatkan analisis 
PKS, mekanisme konsesi sektor swasta di 
dalam kawasan konservasi terutama 
berkaitan dengan TNKS dan penyangganya 
dan kredit karbon. Kemudian, analisis juga 
dilakukan untuk mendapatkan gambaran 
dari implementasi ke-3 mekanisme 
tersebut, tantangan dan pembelajaran 
dalam penerapan PKS, perizinan konsesi di 
dalam kawasan konservasi untuk pariwisata 
alam, air dan panas bumi, perizinan 
restorasi ekosistem di kawasan penyangga 
kawasan konservasi dan beberapa opsi 
kredit karbon untuk mendukung kawasan 
konservasi dan sekitarnya.

Januari - Maret

Maret

April - Mei

Interview kepada 
pemerintah daerah, 
NGO, KSM, dan 
sektor private.

Desk Study dan FGD 
PKS konsesi dan 
kredit karbon.

Analisa Informasi dari 
berbagai pemangku 
kepentingan kunci 
dan proyeksi 
penerapan di TNKS.
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1.4. Ruang Lingkup

Lingkup dari kajian ini adalah sebagai 
berikut.

Lingkup subtansinya adalah kajian 
mekanisme PKS dan konsesi 
konservasi difokuskan kepada 
definisi, maksud, mekanisme dan 
prosedur dari dua mekanisme 
tersebut. Kemudian, dokumen ini 
juga mengkaji implementasi dari 
PKS dan konsesi konservasi secara 
nasional dan terfokus kepada 
TNKS. Studi kasus yang 
implementatif juga digambarkan 
dalam dokumen ini sebagai contoh 
dan pembelajaran penerapan PKS 
dan konsesi konservasi yang 
dianggap baik atau telah dilakukan 
di kawasan konservasi tersebut.  
Rekomendasi-rekomendasi 
penting juga dimuat dari 
pembelajaran yang didapat dari 
praktek PKS dan konsesi 
konservasi tersebut. 

Kajian kredit karbon difokuskan 
pada gambaran mengenai definisi, 
maksud, mekanisme dan prosedur 
dari kegiatan tersebut. Kemudian, 
dokumen ini juga mengkaji 
implementasi dari kredit karbon 
secara nasional dan terfokus 
kepada TNKS dan kawasan 
penyangganya. Studi kasus yang 
implementatif juga digambarkan 
sebagai contoh dan pembelajaran 
penerapan kredit karbon yang 
dianggap baik atau telah dilakukan 
di lokasi tersebut.  
Rekomendasi-rekomendasi 
penting juga dimuat dari 
pembelajaran yang didapat dari 
praktek kredit karbon. 

Lingkup wilayah adalah kajian ini 
menggali informasi penerapan 
PKS, mekanisme konsesi 
konservasi dan kredit karbon di 
Indonesia dan contoh-contoh 
penerapan yang spesifik terutama 
di wilayah Sumatera dan TNKS 
sebagai wilayah pembelajaran 
proyek UNDP-TIGER. 
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2.1.

2.2.

Konsep dan Definisi

Opsi Pendanaan 
Berkelanjutan

Mekanisme pendanaan berkelanjutan 
memiliki banyak opsi. Beberapa opsi adalah 
mekanisme pendanaan pemerintah melalui 
pajak masyarakat, hibah atau mekanisme lain 
yang dituangkan melalui Daftar Isian 
Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Kemudian, 
pendanaan yang sifatnya non DIPA juga bisa 
berkelanjutan. Pendanaan tersebut misalnya 
hibah berkelanjutan dari luar negeri atau 
dalam negeri yang langsung kepada kepada 
Unit Pelaksana Teknis (UPT) berupa barang, 
infrastruktur dan jasa. 

7,8,9

5

6

Mekanisme pendanaan yang 
berkaitan dengan menarik dan 
mengelola aliran eksternal, 
termasuk anggaran pemerintah 
dan donor, hibah atau sumbangan 
sukarela dari internasional dan 
domestik.

Cost-sharing dan benefit-sharing, 
dana hasil dari investasi 
perusahaan, instrument fiskal dan 
pendanaan berbasis performa 
untuk pengelolaan kegiatan 
konservasi di kawasan inti dan area 
penyangga oleh manajemen 
kawasan dan masyarakat secara 
kolaboratif.

Biaya penggunaan sumber daya, 
pungutan pariwisata dan 
pembayaran jasa lingkungan 
berbasis pasar untuk barang dan 
jasa lingkungan. 

Pendanaan berkelanjutan adalah portofolio 
dari berbagai mekanisme keuangan yang 
secara stabil berkontribusi terhadap suatu 
kawasan konservasi, meliputi biaya 
operasional dan lainnya dengan kombinasi 
opsi pendapatan jangka pendek dan panjang . 
Pendanaan berkelanjutan tidak hanya 
mengenai jumlah uang tetapi juga mengenai 
seberapa efektifnya dana tersebut 
dipergunakan seberapa baik manfaat yang 
didapatkan oleh para pemangku kepentingan 
lokal, terutama masyarakat dan faktor – 
faktor lainnya. 

Pendanaan berkelanjutan umumnya 
mengacu pada proses mempertimbangkan 
pertimbangan lingkungan dan sosial ketika 
membuat keputusan investasi, yang 
mengarah pada peningkatan investasi dalam 
kegiatan jangka panjang dan berkelanjutan . 
Tata kelola lembaga publik dan swasta, 
termasuk struktur manajemen, hubungan 
terhadap sumber daya manusia, memainkan 
peran mendasar dalam memastikan 
dimasukkannya pertimbangan sosial dan 
lingkungan dalam proses pengambilan 
keputusan.Ketiga komponen - lingkungan, 
sosial dan pemerintahan (ESG) - adalah 
bagian integral dari pembangunan ekonomi 
dan keuangan berkelanjutan.

Pendanaan lain yang sifatnya non DIPA 
adalah melalui kemitraan konservasi 
dengan pemangku kepentingan lain, 
strategi BLU (Badan Layanan Umum) 
untuk kawasan konservasi dan kerjasama 
sektor privat (Kerjasama Pemerintah – 
Badan Usaha/KPBU) melalui komponen 
jasa lingkungan. 

Mekanisme lainnya untuk non DIPA adalah 
pengelolaan konsesi yang mendukung 
perlindungan kawasan dan mekanisme 
perdagangan karbon atau kredit karbon. 

Tiga kategori pendanaan yang mencakup 
serangkaian mekanisme pembiayaan yang 
dikelompokkan berdasarkan cara 
pengumpulan dan penggunaan dana 
yaitu:

5

6

5. Bappenas. 2019. Opsi pendanaan berkelanjutan untuk kawasan konservasi dan non-konservasi berbasis kawasan lanskap. Jakarta 
Indonesia: kementerian PPN/Bappenas. 
6. European Commision. 2019. Sustainable finance.  
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance_en
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Opsi-opsi tersebut adalah      :

Dana DIPA pemerintah dimana pendanaan 
kawasan konservasi dibagi menjadi dua bagian 
yaitu anggaran rutin pemerintah dari APBN 
atau dari dana lainnya dalam Daftar Informasi 
yang Dikecualikan (DIK) dan Daftar Informasi 
Publik (DIP) yang diturunkan menjadi DIPA 
atau sumber dana lain. Anggaran DIPA adalah 
sesuai PMK RI no. 
171/PMK.02/2013 dan disempurnakan 
melalui PMK RI 208/PMK.02/2014. DIPA 
berasal dari rupiah murni, Penerimaan 
Negara Bukan Pajak (PNBP), pinjaman atau 
hibah luar negeri, hibah dalam negeri, 
Budget Tagging dan Surat Berharga Syariah 
Negara (SBSN). 

Dana non DIPA

Dana hibah luar negeri dan dalam 
negeri – dana yang didapat dalam 
bentuk hibah atau sukarela (bukan 
pinjaman) kepada lembaga 
pemerintah atau lembaga lainnya 
termasuk NGO dan kelompok 
masyarakat. Dana hibah ini diperoleh 
dari pemerintah internasional atau 
nasional, lembaga internasional 
independen atau perusahaan 
internasional dan nasional. 

Payment Environmental Service (PES) 
meliputi pemanfaatan air dari strategi 
konservasi DAS yang juga meliputi 
kawasan konservasi, jasa pariwisata, 
bioprospekting atau HHBK (hasil 
hutan bukan kayu) dan karbon (skema 
Result-based Payment misalnya 
dalam REDD+). PES dapat bersifat 
mandatori yang diatur UU atau 
sukarela dalam berbagai skema PES.

Skema Debt-for-Nature Swap (DNS) 
sering juga disebut 
Debt-for-Environment Swap 
didefinisikan sebagai pembatalan 
hutang dalam pertukaran dengan 
komitmen atas mobilisasi sumber 
daya domestik untuk pelestarian 
lingkungan atau sumber daya alam. 
DN/ES yang pertama kali dilakukan di 
Amerika Latin pada periode krisis 
ekonomi tahun 1980-an, merupakan 
alternatif mekanisme yang digunakan 
negara-negara berkembang dalam 
mengurangi tingginya hutang luar 
negeri, dan sekaligus meningkatkan 
dukungan bagi pelestarian 
lingkungan, misalnya aman nasional, 
riset dan pendampingan 
kelompok-kelompok masyarakat.

a.

b.

c.

Kerjasama Pemerintah dan Badan 
Usaha (KPBU)
KPBU atau dalam bahasa Inggris 
disebut sebagai Public Private 
Partnership atau disingkat P3 adalah 
bentuk perjanjian jangka panjang 
(biasanya lebih dari 20 tahun) antara 
pemerintah, baik pusat ataupun 
daerah dengan mitra swasta. 
Melalui perjanjian ini, kedua belah 
pihak yang memiliki keahlian dan aset 
(pemerintah dan swasta) bekerjasama 
dalam menyediakan dukungan 
perlindungan kawasan, perlindungan 
biodiversitas, pemanfaatan yang 
berkelanjutan dan pelayanan kepada 
kepada masyarakat. Dalam 
pembelajaran mekanisme KPBU dan 
konsesi perusahaan, beberapa 
kawasan konservasi memiliki 
pengalaman yang banyak mengenai 
inisiasi kerjasama tersebut

d.

7,8,9

7. Bappenas. 2019. Kajian Kelayakan Pendanaan Berkelanjutan pada Kawasan Konservasi di Indonesia. Jakarta, Indonesia: Kementerian 
PPN/Bappenas.
8. Haryanto JT. 2015. Opsi Pendanaan Biodiversity di Indonesia. Jurnal Biologi Indonesia 12(1):65-79.
9. Sheikh, Pervaze A. 2010. Debt-for-Nature Initiatives and the Tropical Forest Conservation Act: Status and Implementation. Congressional 
Research Service.
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Instrumen fiskal –Dari pola 
pengubahan perilaku produsen dan 
konsumen yang digunakan untuk 
pendanaan konservasi misalnya 
instrument fiskal dalam bentuk 
transfer fiskal untuk dana desa, Dana 
Bagi Hasil Sumber Daya Alam 
(DBH-SDA), Dana Alokasi Khusus 
melalui DAK Fisik bidang lingkungan 
hidup dan kehutanan serta DAK Non 
Fisik Bantuan Biaya Layanan 
Pengelolaan Sampah dan Dana 
Insentif Daerah (DID) melalui 
penilaian kategori kinerja 
pengelolaan sampah.

Cost Sharing dan Benefit Sharing 
(CSBS) – Menekankan pada 
pembiayaan yang terintegrasi antara 
UPT dengan lembaga mitra dalam 
mekanisme kemitraan atau masuk 
dalam katagori pengelolaan 
kolaboratif melalui PKS. CSBS ini 
dapat dilakukan tanpa sharing 
pendanaan langsung ke UPT, tetapi 
mitra memberikan kontribusi dalam 
bentuk infrastruktur atau dukungan 
operasional kepada UPT atau UPT 
memberikan ruang kegiatan di dalam 
kawasan konservasi kepada mitra 
untuk mengurangi kesenjangan dana 
DIPA. 

i.

j.

Skema Penurunan Emisi Karbon - di 
luar dari skema PES, skema karbon 
ini berkenaan dengan hibah 
negara-negara yang tergabung dalam 
CoP pengurangan emisi gas rumah 
kaca. MCA (Millenium Challenge 
Account) Indonesia mulai 
mengucurkan skema pendanaan 
untuk pembangunan rendah karbon 
melalui proyek Kemakmuran Hijau 
(Green Prosperity).

g.

h.

h.

Business to Business (BtB) - 
Mekanisme BtB ini berjalan apabila 
pengelolaan kawasan konservasi 
dilakukan secara profesional dan 
mandiri dan tidak dibebankan 
birokrasi seperti pemerintahan 
meskipun masih mendapatkan dana 
DIPA. Salah satu strateginya adalah 
membangun BLU stau BLUD untuk 
kawasan konservasi misalnya taman 
nasional. BLU atau BLUD ini dapat 
bekerjasama dengan partner lokal, 
nasional dan internasional untuk 
promosi dan menjual kawasan 
konservasi dari sisi jasa atau PES 
misalnya untuk pariwisata alam atau 
strategi HHBK dan karbon. 

Dana Perwalian –Dana perwalian ini 
untuk tujuan konservasi adalah 
mekanisme pendanaan dalam 
konteks endowment fund dimana ada 
dana penyertaan yang dipersiapkan 
untuk mekanisme investasi keuangan 
dimana hasil dari bunga atau 
keuntungan dan investasi digunakan 
untuk kegiatan konservasi.

f.

g.

e. Pengelolaan kolaboratif adalah suatu 
konsep tatalaksana pengelolaan 
sumberdaya alam yang melibatkan 
dua pihak atau lebih, dimana mereka 
secara bersama-sama melakukan 
negosiasi, menentukan serta 
menjamin berjalannya mekanisme 
kerjasama secara fair dalam hal fungsi 
manajemen, entitlements and 
responsibilities pada suatu wilayah. 
Dalam tata kelola konservasi, 
pengelolaan kolaboratif 
(co-management) telah diinisiasi sejak 
tahun 2000an. Inisiasi pengelolaan 
kolaborasi dalam pengelolaan 
kawasan konservasi telah diinisiasi 
dalam Permenhut no. 19 tahun 2004 
kemudian Permenhut no. 85 tahun 
2014 dan Permenlhk no. 44 tahun 
2017 dalam tata cara kemitraan KSA 
dan KPA termasuk mekanisme 
kerjasama.
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3.1. Konsep, Definisi,  Maksud, 
Mekanisme dan Prosedur 

3.1.1. Definisi dan maksud

Pengelolaan kolaboratif suatu konsep 
tatalaksana pengelolaan sumberdaya alam 
yang melibatkan dua pihak atau lebih, dimana 
mereka secara bersama-sama melakukan 
negosiasi, menentukan serta menjamin 
berjalannya mekanisme kerjasama secara fair 
dalam hal fungsi manajemen, entitlements 
and responsibilities pada suatu wilayah. 
Dalam tata kelola konservasi, pengelolaan 
kolaboratif telah diinisiasi sejak tahun 1980an 
oleh Food Agriculture Organization (FAO) di 
bawah koordinasi John Mc Kinnon/Kathy Mc 
Kinnon. Jan Win di periode tahun yang sama 
melakukan seri kajian menyeluruh tentang 
usulan kawasan konservasi di Indonesia dan 
menggunakan konsep integrated 
management sebagai salah satu bentuk 
pengelolaan kawasan konservasi.

Pada dekade 1990an, muncul proyek besar 
Integrated Conservation and Development 
Project (ICDP) di TN Kerinci Seblat dan 
Integrated Protected Area System (IPAS) di 
Taman Nasional Siberut dan Taman Wisata 
Alam Ruteng. Kedua proyek ini 
mengembangkan strategi pengelolaan 
terpadu terhadap kawasan konservasi dan 
daerah penyangganya dengan berbagai 
aktivitas yang saling berkaitan dalam 
mendukung pengelolaan kawasan konservasi. 
Disamping itu, berkembang pola pendanaan 
Government to Government (G2G atau 
Kemitraan Internasional antar Pemerintah 
(KIP)), misalnya German Technical 
Cooperation Agency (GTZ)-Jerman, Japan 
International Cooperation Agency (JICA), 
United States Agency for International 
Development (USAID), Australia Agency for 
International Development (AusAID), 
Canadian International Development Agency 
(CIDA), dan sebagainya.  Pendanaan ini juga 
mendukung dalam upaya pengelolaan yang 
terintegrasi dan periode

10

10

Menciptakan rasa tenang bagi 
pihak-pihak yang terlibat dalam proyek 
kerjasama karena ada kepastian di 
dalamnya.

Mengetahui dengan jelas batas hak dan 
kewajiban setiap pihak yang bersepakat.

Menghindari perselisihan yang mungkin 
timbul di masa depan.

akhir 1990an atau awal tahun 2000  atau 
masuk dalam istilah pengelolaan kolaboratif. 
Istilah pengelolaan kolaboratif untuk 
pengelolaan kawasan konservasi pertama kali 
diperkenalkan oleh IUCN pada tahun 1996   .

Pengelolaan kolaboratif dalam pengelolaan 
kawasan konservasi telah diinisiasi dalam 
Permenhut no. 19 tahun 2004 dalam 
Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan 
pelestarian Alam (KPA) dan di dalam 
beberapa pasal tersebut menerangkan 
mengenai mekanisme PKS. Kemudian, 
Permenhut no. 85 tahun 2014 dan Permenlhk 
no. 44 tahun 2017 dalam tata cara kemitraan 
KSA dan KPA memuat kembali tata cara PKS. 
Mitra dalam hal ini universitas, swasta, NGO 
atau masyarakat memenuhi ketentuan yang 
diatur dalam permenlhk tersebut. Mekanisme 
pendanaan diawali dengan pembuatan 
proposal bersama dan kemudian disepakati 
bersama antara mitra dan Kementerian 
Lingkungan Hidup dan kehutanan (KLHK) atau 
mekanisme pendanaan langsung dari 
universitas, swasta, NGO atau dari 
masyarakat.

PKS adalah persetujuan (baik lisan maupun 
tulisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, 
dimana masing-masing pihak melakukan 
perjanjian dalam hak dan kewajiban dan 
kesepakatan-kesepakatan yang mengikat 
dalam hukum atau dalam asas kekeluargaan 
akan menaati persetujuan atau perjanjian 
tersebut untuk tujuan bersama. 

Maksud dari PKS adalah   ;11

10. Wiratno. 2013. Kolaborasi dalam Pembiayaan Kawasan Konservasi di Indonesia : Beberapa Catatan Pemikiran. Workshop Green Partnership, 
Grand Hyatt Hotel – Jogjakarta. 
11. Nurul H. 2019. Surat Perjanjian Kerjasama: Fungsi, Syarat, dan Contohnya. https://lifepal.co.id/blog/surat-perjanjian-kerjasama/
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PKS memiliki nilai penting yaitu sebagai 
perwujudan kinerja yang efektif bagi 
pengelola kawasan konservasi dan bisa 
dijadikan landasan penilaian kinerja UPT 
terutama berdasarkan jumlah PKS yang 
telah dihasilkan. METT memiliki nilai yang 
tinggi dalam kolaborasi pemerintah dan 
swasta dalam pengelolaan lahan dan air, 
adanya partisipasi masyarakat tradisional 
atau adat dalam pengelolaan dengan UPT 
dan adanya keuntungan ekonomis dalam 
kolaborasi tersebut   .

PKS memuat deskripsi suatu kerja 
kolaboratif sebuah proyek atau program 
yang akan dilakukan dan berisikan 
kontribusi masing-masing pihak atau 
lembaga.  Jenis surat perjanjian kerjasama 
secara umum ada dua, yaitu:

Proses PKS dilakukan dengan menyusun 
Rencana Pelaksanaan Program (RPP) yang 
berlaku selama periode kerjasama 
berlangsung, yaitu maksimal lima tahun untuk 
periode kerjasama. Rencana tersebut harus 
memuat tujuan yang akan dicapai dalam 
waktu maksimal lima tahun, keluaran dan 
outcome yang direncanakan, jenis kegiatan 
dan dampak bagi perlindungan ekosistem, 
konservasi alam, pengelolaan sumber daya 
alam lestari. RPP harus disusun berdasarkan 
hasil identifikasi, pemantauan dan evaluasi 
permasalahan dan disesuaikan dengan 
kebutuhan, peluang dan ketersediaan dana. 
RPP dipersiapkan bersama-sama kedua belah 
pihak (UPT dan mitra) dan disepakati bersama 
– sama dan juga dapat disinkronkan dengan 
kebijakan kabupaten, provinsi, atau rencana 
pembangunan nasional. 

Kemudian Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) 
disusun dalam satu tahun kegiatan (dalam 
durasi maksimal 5 tahun) oleh kedua belah 
pihak dan dapat dipresentasikan kepada 
Kepala UPT atau Dirjen KSDAE atau 

Dalam hal PKS antara UPT (pemerintah) 
dengan mitra dalam pengelolaan konservasi, 
surat perjanjian yang dibangun adalah surat 
perjanjian otentik kecuali antar lembaga non 
pemerintah, perlu disaksikan oleh pejabat 
pemerintah. 

Beberapa syarat dan target PKS antara 
pemerintah dengan lembaga mitra yaitu:

12

3.1.2. Mekanisme

Surat perjanjian autentik, yaitu surat 
perjanjian yang dibuat dan dihadiri 
atau diketahui pejabat pemerintah 
sebagai saksi.

Surat perjanjian di bawah tangan, 
yaitu surat perjanjian yang dibuat 
tanpa ada saksi dari pejabat 
pemerintah.

Kerjasama kemitraan dalam melakukan 
pembinaan, pengendalian monitoring 
dan evaluasi. 

Kerjasama kemitraan konservasi dalam 
hal monitoring dan mendukung 
pemerintah dalam menurunkan 
ancaman biodiversitas dan 
ekosistemnya.

Kerjasama dalam pemulihan ekosistem 
di dalam kawasan konservasi atau di 
kawasan penyangga.

Kerjasama kemitraan dalam 
pemberdayaan masyarakat. Dalam 
pemberdayaan masyarakat, PKS dapat 
dilakukan antara UPT pemerintah 
dengan kelompok masyarakat dalam 
konteks koleksi
hasil hutan non kayu yang 
berkelanjutan, wisata alam dan    
perburuan tradisional spesies non 
dilindungi. 

Acuan dalam menyelesaikan 
perselisihan atau perkara yang mungkin 
timbul akibat kerjasama, termasuk 
penyelesaiannya melalui jalur hukum.

Sebagai perjanjian tertulis dalam 
mewujudkan pengelolaan kolaboratif 
untuk tujuan bersama. 

12

12. Sentosa A, Setyowati AB. Pengelolaan kawasan  konservasi secara  kolaboratif. Lestari paper no. 1 – USAID.
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eselon I di institusinya masing-masing. RKT 
berisi rincian dari tujuan, jenis kegiatan, 
orang yang terlibat, jadwal waktu, prosedur 
evaluasi, perkiraan biaya, dan juga kontribusi 
yang akan diberikan dari UPT dan mitra atau 
dengan pihak-pihak terkait lainnya. 

Di dalam RPP dan RKT juga memasukkan 
klausul mengenai mekanisme pelaporan, 
monitoring dan evaluasi, diseminasi 
informasi dan publikasi dan mekanisme 
koordinasi antara kedua belah pihak 
sehingga dihasilkan sinkronisasi hubungan, 
koordinasi dan strategi komunikasi dan 
memperkuat terhadap capaian bersama. 

Kemudian dokumen PKS disusun yang 
memuat beberapa kriteria kerjasama adalah 
sebagai berikut.

PKS melibatkan KSA dan KPA sebagai 
dasar kerjasama meskipun kegiatan 
tersebut banyak dilakukan di wilayah 
penyangga kawasan konservasi 
tersebut. 

PKS menerangkan mengenai maksud 
dan tujuan kerjasama dan tipe atau 
lingkup kegiatan. Di dalam Permenhut 
no. 85 tahun 2014 memuat dua lingkup 
kegiatan yaitu 

penguatan fungsi KSA dan KPA dan 
konservasi keanekaragaman hayati di 
dalamnya dan pembangunan strategis 
(sarana fisik). 

PKS juga menerangkan profil 
masing-masing pihak atau lembaga 
yang akan bekerjasama.

PKS menerangkan mengenai ruang 
lingkup kegiatan yang lebih spesifik 
yaitu mengenai penguatan 
kelembagaan, perlindungan 
keanekaragaman hayati (flora dan 
fauna), perlindungan kawasan, 
pemulihan ekosistem, peningkatan jasa 
lingkungan dan pemberdayaan 
masyarakat. 

PKS menerangkan mengenai hak dan 
kewajiban masing-masing pihak.

PKS menerangkan mekanisme 
pelaporan, monitoring dan evaluasi dan 
indikator capaian.

PKS menerangkan mekanisme 
koordinasi, diseminasi informasi dan 
publikasi. 

PKS juga menerangkan mengenai force 
majour dan penyelesaian perselisihan. 

Pendanaan Kawasan Konservasi melalui Mekanisme  Perjanjian Kerja Sama, Konsesi, dan Kredit Karbon 13



Mitra mempersiapkan kerjasama 
dengan pemerintah atau UPT dengan 
melakukan koordinasi dan 
memberikan draft konsep proposal 
kepada UPT yang akan dikerjasamai 
(sebagai Pihak Pertama dalam PKS). 

Kemudian, mitra melakukan 
permohonan kerjasama tertulis 
kepada UPT atau pemerintah, dengan 
dilampiri: proposal kerjasama, antara 
lain memuat maksud, tujuan, sasaran, 
bentuk kegiatan, jangka waktu, 
pendanaan, hak dan kewajiban para 
pihak.

Untuk lembaga internasional, 
permohonan dilengkapi surat
kerjasama internasional dan surat 
permohonan PKS ditujukan ke 
Menteri LHK. 

Dalam PKS ini, keperluan mitra dalam 
bekerjasama dengan pemerintah 
memenuhi kriteria untuk; 

menyediakan atau memelihara 
sarana prasarana pendukung 
kegiatan yang dikerjasamakan.

melakukan kegiatan 
perlindungan dan pengamanan 
kawasan di sekitar lokasi 
pembangunan dari kemungkinan 
kebakaran hutan, 
perambahan/pemukiman liar.

menghindari pembangunan yang 
menyebabkan fragmentasi 
habitat sehingga menggangu 
perpindahan hidupan liar utama; 
d. menghindari penggunaan 
material baik hidup atau mati 
yang dapat berakibat terjadinya 
perubahan struktur vegetasi dan 
keragaman jenis sehingga 

muncul spesies invasif maupun 
terjadi perubahan fungsi 
kawasan.

menjaga dan melindungi 
keberadaan hidupan liar yang 
berada di sekitarnya

menyediakan data dan informasi 
yang diperlukan.

menyediakan tenaga 
pendamping dan pengawas

merehabilitasi kawasan yang 
rusak akibat dampak 
pembangunan kerjasama

melibatkan petugas unit 
pengelola setempat pada setiap 
kegiatan

tidak mengganggu keindahan 
lansekap, struktur maupun 
warna bangunannya disesuaikan  
dengan kondisi di sekitarnya.

3.1.3. Prosedur

Prosedur dalam PKS adalah sebagai berikut ;

Untuk kerjasama dengan mitra 
internasional, penilaian persyaratan 
tersebut dilakukan oleh dirjen dari 
menteri. Untuk kerjasama dengan 
mitra lokal dalam lingkup nasional, 
penilaian persyaratan dilakukan oleh 
direktur teknis dari dirjen. Dalam 
konteks kerjasama lokal untuk skala 
UPT, penilaian bersyarat dilakukan 
oleh Kepala Tata Usaha dari Kepala 
UPT. 

Hasil penilaian diumumkan kepada 
mitra kemudian dilakukan pembuatan 
RPP dan RKT bersama – sama 
termasuk pembiayaan dalam 
kerjasama. 

Setelah final baik PKS, RPP dan RKT, 
dokumen PKS dapat ditanda tangani 
kedua belah pihak. 
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3.2. Peraturan Perundangan  terkait Perjanjian Kerja Sama 

Regulasi untuk PKS sebenarnya tercermin 
dalam UU no. 5 tahun 1990 yaitu pasal 4 
yang berbunyi Konservasi sumber daya alam 
hayati dan ekosistemnya merupakan 
tanggung jawab dan kewajiban Pemerintah 
serta masyarakat dan masyarakat perlu 
berperan dalam kegiatan konservasi tersebut 
(Bab 9 pasal 37). Dalam Permenhut no. 19 
tahun 2004 dalam kolaborasi pengelolaan 
KSA dan KPA, bahwa tujuan pedoman 
kolaborasi pengelolaan KSA  dan KPA adalah 
terwujudnya persamaan visi, misi, dan 
langkah-langkah strategis dalam mendukung, 
memperkuat dan meningkatkan pengelolaan 
KSA dan KPA sesuai dengan kondisi fisik, 
sosial, budaya dan aspirasi setempat. 
Kolaborasi dalam rangka pengelolaan KSA 
dan KPA adalah proses kerjasama yang 
dilakukan oleh para pihak yang bersepakat 
atas dasar prinsip-prinsip saling 
menghormati, saling menghargai, saling 
percaya dan saling memberikan 
kemanfaatan.

Kemudian Permenhut no. 85 tahun 2014 
memuat tata cara kerjasama termasuk dalam 
pembuatan dokumen PKS untuk KSA dan 
KPA, memuat ruang lingkup kemitraan, 
lingkup penguatan fungsi dan pembangunan 
strategis terutama yang perlu dilakukan 
misalnya dalam pembangunan jalan lintas 
batas, pos lintas batas, mercu suar, dermaga, 
jalur air atau untuk keperluan energi listrik. 
Peraturan tambahan lain adalah Permenlhk 
no. 44 tahun 2017 yaitu penambahan tipe 
penguatan fungsi yaitu kerjasama dalam 
pemasangan atau penanaman pipa instalasi 
air terutama bagi masyarakat tradisional 
yang sifatnya tidak komersial dan kerjasama 
kemitraan konservasi. 

Dalam kemitraan konservasi, tujuan 
penguatan fungsi antara pemerintah 
dengan pemangku kepentingan termasuk 
masyarakat adalah untuk mempertahankan 
KSA dan KPA atau pemulihan ekosistem di 
kawasan tersebut dan sekitarnya (sebagai 
daerah penyangga). Dalam konteks 
pembangunan strategis, pengembangan 
transportasi terbatas juga menjadi bagian 
dalam kerjasama ini selain infrastruktur 
yang berpengaruh pada kedaulatan negara, 
sarana prasarana komunikasi, jalur instalasi 
listrik atau energi terbarukandan mitigasi 
bencana. Di beberapa pasal P. 44 
mengalami perubahan dari P. 85 terutama 
dalam prosedur PKS dan memasukkan 
unsur membangun nota kesepahaman di 
dalam mekanisme kerjasama sebelum 
melangkah ke arah PKS. 

Kemudian pada kawasan non KSA dan KPA 
adalah menggunakan PP no. 24 tahun 2010 
dan perubahannya di PP no. 105 tahun 
2015 untuk PKS di kawasan hutan untuk 
kepentingan pembangunan di luar kegiatan 
kehutanan hanya dapat dilakukan untuk 
pembangunan strategis. Kegiatan 
kerjasama ini dilakukan melalui izin pinjam 
pakai kawasan hutan. Pedoman pinjam 
pakai kawasan dapat menggunakan 
Permenlhk no. 27 tahun 2018 Jo. no. 7 
tahun 2019.
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3.3.
Implementasi Perjanjian Kerja Sama untuk Kawasan 
Konservasi (nasional, lanskap sumatera, lanskap TNKS)

Implementasi PKS saat ini difokuskan kepada 
dua hal yaitu penguatan fungsi kawasan dan 
pembangunan strategis yang tak dapat 
dielakkan. Untuk penguatan fungsi, kegiatan 
yang dapat dilakukan meliputi penguatan 
kelembagaan, konservasi dan penguatan 
pengelolaan kawasan pengawetan flora dan 
fauna, pemulihan ekosistem, wisata alam, 
pemberdayaan masyarakat dan penguatan 
pemanfaatan jasa lingkungan termasuk air. 
Implementasi pembangunan strategis yang 
tak dapat dielakkan meliputi kegiatan yang 
berkenaan memperkuat kedaulatan negara 
misalnya pemasangan dan pemeliharaan 
patok batas negara, pembangunan dermaga, 
jalur patroli, menara komunikasi pertahanan 
keamanan, pemasangan radar, helipad, area 
strategis militer, pos jaga, area latihan militer, 
jalan lintas provinsi. 

Penguatan sarana komunikasi meliputi 
pembangunan menara komunikasi, 
pembangunan sarana mitigasi bencana, 
membangun akses sarana komunikasi, 

rumah genset bawah tanah, jaringan 
kabel/optik bawah tanah dan perairan atau la 
ut.Pembangunan sarana transportasi 
terbatas dan Energi baru Terbarukan (EBT) 

dan jaringan listrik meliputi pembangunan 
jalan penghubung daerah 
terisolir/perbatasan negara, pembuatan alur 
perairan agar kapal dapat berlabuh atau 
melintasi kawasan, membangun menara 
navigasi atau suar, dermaga, jalan inspeksi, 
pemasangan kabel. Kemudian, 
pengembangan sarana mitigasi bencana 
meliputi pembangunan jalur evakuasi, 
membangun kanal khusus pencegah banjir, 
normalisasi sungai, penyediaan embung air, 
pemasangan alat pendeteksi gunung berapi, 
tanggul penahan, pengembangan early 
warnzing system dan menyelenggarakan 
pelatihan siaga bencana.

Dalam konteks keseluruhan kerjasama di 
dalam lingkup Direktorat Jenderal KSDAE, 
terdapat 765 PKS seluruh Indonesia yang 
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Tabel 1. Peraturan perundangan terkait PKS di KSA/KPA dan kawasan hutan

HUTAN KONSERVASI 
( KSA  /KPS ) HUTAN LINDUNG HUTAN PRODUKSI

UU 5/1990, Psl.37, tentang 
Konservasi Sumberdaya 
Alam Hayati dan 
Ekosistemnya Permenhut 
P. 19 tahun 2004 dalam 
kolaborasi pengelolaan 
KSA dan KPA

PP 28/2011 jo. 108/2015, Psl. 
43, tentang Pengelolaan 
KSA dan KPA

Permenhut P.85/2014 Jo. 
Permenlhk P.44/2017 
tentang Tata Cara 
Kerjasama 
Penyelenggaraan KSA dan 
KPA

UU 41/1999 jo. UU 19/2004, 
Psl. 38, tentang Kehutanan 

PP 28/2011 jo. 108/2015, Psl. 43, 
tentang Pengelolaan KSA dan 
KPA   PP 24/2010 Jo. PP 
105/2015 tentang Penggunaan 
Kawasan Hutan

Permenlhk No.P.27/2018 Jo. 
P.7/2019 tentang Pedoman 
Pinjam Pakai Kawasan Hutan

UU 41/1999 jo. UU 
19/2004, Psl. 38, tentang 
Kehutanan 

PP 24/2010 Jo. PP 
105/2015, tentang 
Penggunaan Kawasan 
Hutan

Permenlhk No.P.27/2018 
Jo. P.7/2019, tentang 
Pedoman Pinjam Pakai 
Kawasan Hutan
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terdiri atas 574 PKS untuk penguatan fungsi 
dan 191 PKS untuk pembangunan strategis. 
PKS terkonsentrasi di Sumatera, Jawa, 
Kalimantan dan Sulawesi, tetapi di Bali – Nusa 
Tenggara, Maluku dan Papua relatif tidak 
banyak kemitraan  .Dalam penguatan fungsi, 
kegiatan penyedia data dan informasi, 
pemulihan ekosistem, menjaga dan 
melindungi hidupan liar, upaya melakukan 
penurunan fragmentasi habitat dan 
pelindungan kawasan konservasi adalah 
kegiatan yang relatif dominan. Kegiatan lain 
adalah penyediaan sarana prasarana 

pendukung perlindungan dan pengawetan, 
sarana edukasi dan penyadaran masyarakat 
dan pemberdayaan masyarakat merupakan 
kegiatan yang menunjang dari penguatan 
kawasan. Dalam pembangunan strategis, 
pembangunan dan pemeliharaan 
transportasi terbatas teridentifikasi paling 
dominan yaitu 84 PKS, sedangkan 
penyediaan jaringan listrik sebanyak 40 PKS 
dan 39 PKS untuk pembangunan alat 
komunikasi.  Sedangkan lainnya untuk 
pertahanan keamanan, mitigasi bencana, 
sarana pelabuhan dan lain-lain adalah 
masing-masing di bawah 10 PKS.

Dalam konteks lanskap Sumatera, BKSDA 
Bengkulu yang melingkupi provinsi Bengkulu 
dan Lampung memiliki PKS terbanyak yaitu 
25 PKS (22 PF dan 3 PS) dan BKSDA Jambi 
yang memiliki jumlah PKS terendah (3 PKS). 
Untuk kawasan taman nasional, Taman 
Nasional Bukit Barisan Selatan memiliki 
jumlah PKS yang tertinggi yaitu 26 PKS (19 PF 
dan 7 PS) dengan yang paling rendah adalah 
TN Way Kambas dengan 1 PKS. Taman 
Nasional Siberut sampai saat ini tidak 
memiliki PKS dengan pihak lain. 

PKS UPT di Sumatera ini bertujuan 
memperkuat kemitraan konservasi di 
Sumatera misalnya antara Pemerintah 
Kabupaten Aceh SIngkil dengan BKSDA Aceh 
dalam pengelolaan wisata di TWA Kepulauan 
Banyak untuk tujuan penguatan fungsi. 
Kemudian di Riau, PKS antara BBKSDA Riau 
dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN) 
untuk penguatan fungsi kawasan di wilayah 
Suaka Margasatwa Rimbang Baling. Di 
Sumatera Utara, BBKSDA Sumut juga 
melakukan PKS dengan Kelompok Tani 
Mangrove Sejahtera untuk pemulihan 
ekosistem Suaka Margasatwa Karang Gading 
dan Langkat Timur Laut. 

Gambar 2. Jumlah PKS dari masing-masing perwakilan pulau di Indonesia berdasarkan jumlah kerjasama untuk 
penguatan fungsi (PF) dan pembangunan strategis (PS)
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13. Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam. 2020. Data dan informasi perjanjian kerjasama (PKS) lingkup Direktorat 
jenderal KSDAE. KLHK. 
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Gambar 3.  Gambaran PKS untuk PF dan PS untuk kawasan KSA dan KPA per UPT di bawah jajaran KSDAE di Sumatera

3.3.1. PKS di Taman Nasional Kerinci Seblat

Fokus di Taman Nasional Kerinci Seblat 
(TNKS), total kerjasama antara tahun 2015 - 
2020 adalah 32 kerjasama dalam bentuk PKS 
dimana 27 diantaranya untuk penguatan 
fungsi dan 5 PKS adalah untuk pembangunan 
strategis yang tak terelakkan. Beberapa 
kerjasama melibatkan pemerintah daerah 
provinsi dan kabupaten, beberapa kerjasama 
perusahaan daerah dan dengan NGO dan 
kelompok masyarakat. Satu PKS kemitraan 
dilakukan dengan kepolisian di 4 provinsi. PKS 
– PKS yang berisikan penguatan fungsi adalah 
untuk kegiatan monitoring atau pendataan 
biodiversitas kunci misalnya harimau 
sumatera, pemulihan ekosistem, 
pengamanan kawasan dan pemberdayaan 
masyarakat dalam kemitraan konservasi 
dengan masyarakat lokal misalnya 

pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu 
(HHBK) kecombrang dan daun pakis oleh 
Kelompok Perempuan Peduli Lingkungan 
(KPPL) Maju Bersama di dalam zona 
tradisional. Untuk penguatan fungsi dan 
pembangunan strategis, BBTNKS juga 
melakukan kerjasama dengan pemerintah 
daerah untuk kegiatan pembangunan jalan 
penghubung antar wilayah atau daerah 
terisolir di dalam zona kawasan TNKS dan 
instalasi listrik atau telekomunikasi. 

PKS antara BBTNKS dengan pemerintah 
daerah umumnya untuk tujuan 
pembangunan strategis. Dari total 
keseluruhan PKS sejak 2015, 3 PKS 
difokuskan dalam pembangunan 
infrastruktur jalan untuk tujuan 
aksesibilitas masyarakat dan 

BBKSDA Sumut juga melakukan kerjasama 
(PKS) dengan beberapa NGO mitra yaitu 
Yayasan Orangutan Sumatera Lestari OIC, 
Yayasan Persamuhan  Bodhicitta Mandala 
Medan, Yayasan Scorpion Medan, Yayasan 
TIME dan beberapa lembaga lainnya. Di 
Bengkulu, BKSDA Bengkulu membangun PKS 

dengan pemda Provinsi Bengkulu dalam 
kerjasama pembangunan strategis di Cagar 
Alam Danau Dusun Besar terutama 
renovasi dan pemeliharaan jalan yang 
sebelumnya ditutup. Di samping itu pula 
BKSDA Bengkulu membangun PKS dengan 
dua kelompok tani untuk pengelolaan getah 
pohon pinus di blok TWA Danau Tes. 
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pariwisata di Kabupaten Solok Selatan, Kerinci 
dan Lebong. BBTNKS melakukan PKS dengan 
Kabupaten Solok Selatan untuk  tujuan 
pembangunan jalan Teluk Air Putih – Simpang 
melalui Tandai pada tahun 2015 dan 
kemudian diperpanjang kembali di tahun 
2020. Tujuan peningkatan mutu jalan ini 
adalah sebagai lintasan strategis masyarakat 
ke Muara Bungo dari Solok Selatan, sebagai 
jalur strategis pengangkutan hasil panen 
termasuk hasil perkebunan dan mendorong 
pariwisata. Pembangunan dan peningkatan 
mutu jalan ini dilakukan atas persetujuan 
menteri KLHK. 

PKS antara BBTNKS dengan pemerintah 
Kabupaten Kerinci pada tahun 2017 
dilakukan untuk tujuan penguatan fungsi 
dan pembangunan strategis terutama 
untuk pengembangan pariwisata di Gunung 
Tujuh dan Gunung Kerinci (wilayah zona 
pemanfaatan). PKS ini berlaku hingga tahun 
2022. Kerjasama ini dilakukan untuk 
lingkup pembangunan jalan akses, tangga, 
sarana prasarana pariwisata, 
pemberdayaan masyarakat dan 
pengaturan wisatawan ke lokasi tersebut. 
Kemudian, sama halnya di wilayah Solok 
Selatan, BBTNKS melakukan PKS dengan 
pemerintah Kabupaten Lebong tahun 2018 
di Bengkulu untuk tujuan pembangunan 
jalan akses di zona khusus taman nasional 
antara Desa Seblat Ulu ke Desa Sungai Lisai 
dan PKS ini diharapkan dapat memberikan 
manfaat dari masyarakat di kedua desa 
yang terisolir. 
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No Unit Kerja Mitra Periode Lokasi TipeNomor 
Perjanjian / MOU

BBTNKS BPTN II 
SUMATERA BARAT

BBTNKS BPTN III 
Bengkulu – Sumsel

BBTNKS BPTN III 
Bengkulu – Sumsel

BBTNKS BPTN I 
JAMBI

BBTNKS BPTN I 
JAMBI

BBTNKS BPTN III 
Bengkulu – Sumsel

BBTNKS

BBTNKS BPTN III 
Bengkulu – Sumsel

BBTNKS BPTN I 
JAMBI

BBTNKS BPTN II 
SUMATERA BARAT

BBTNKS BPTN II 
SUMATERA BARAT

BBTNKS BPTN III 
Bengkulu – Sumsel

BBTNKS BPTN I 
Jambi

BBTNKS BPTN I 
Jambi

BBTNKS BPTN I 
Jambi

BBTNKS BPTN I 
Jambi

BBTNKS BPTN III 
Bengkulu – Sumsel

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Pemerintah Kab. 
Solok Selatan

PT. Bangun Tirta 
Lestari

Kelompok Tani Bina 
Karya Desa Pal VIII 
Kec. Bermani Ulu 
Raya Kab. Rejang 
Lebong

PT. PLN Persero Unit 
Induk 
Pembangunan III

Pemerintah Kota 
Sungai Penuh

Pemerintah 
Kabupaten Lebong

Kepolisian Daerah 
Sumatera Selatan ; 
Kepolisian Daerah 
Sumatera Barat ; 
Kepolisian Daerah 
Jambi ; Kepolisian 
Daerah Bengkulu

Lingkar Institute

Pemerintah Daerah 
Kabupaten Kerinci

PT Supreme Energy 
Muara Labuh

KKM Bangun Rejo

KSM Karya Utama 
Desa Karang Anyar, 
Rejang Lebong

KTH Danau Belibis, 
Giri Mulyo

KTH Karya Jaya, Giri 
Mulyo

KTH Meranti Jaya, 
Kayu Aro

KTH Sejahtera 
Bersama, Kayu Aro

Pemerintah Daerah 
Kabupaten Lebong

PKS.17/IV-10/BTK/2015

PKS.15/IV-10/BTK/2015; 
Nomor.04/BTL-Leg/I/2015

PK.21/IV-10/BTK/2015 
16/KT.BPK/P.8/VI/2015

025/IV-10/BTU/2015 
025/HKM.00.01/UIP 
III/2015

PKS No. 1/KSDAE/PIKA/
KSDAE.0/1/2016; No.130/01
/MOUKSD-SPN/1/2016

PKS. 113/ IV-10/BTK/2016; 
dan 30/ B.3/ 2016

Nomor : 
PKS.10/BIDTEK/3/2017 ; 
Nomor B/03/III/2017 ; 
Nomor B/02/III/2017 ; 
Nomor B/02/III/2017 ; 
Nomor B/05/III/2017

PKS.05/T.1/BIDTEK/3/2017

PKS No 
6/T.1/BIDTEK/KSA/9/2017

PKS. 
326/T.1/BTU/REN/4/2018. 

dan 
ML-MGT-LTR.036.IV.2018

PKS. 
364/T.1.BTU/REN/4/2018 

dan 02/KKM-BRJ/IV-2018

PKS 
363/T.1/BTU/REN/4/2018 

dan 01/KU/P.8/4/2018

PKS.741/T.1BTU
/REN/10/2018 dan 

01/KTH-DB/VIII/2018

PKS.742/T.1BTU
/REN/10/2018 dan 

01/KTH-KJ/VIII/2018

PKS.999/T.1BTU
/REN/10/2018 dan 

01/KTH-MJ/VIII/2018

PKS.1000/T.1BTU
/REN/10/2018 dan 

01/KTH-SB/VIII/2018

PKS.369/T.1/BTU
/REN/4/2018 

dan16/B.2/2018

2015 - 2020

2015 - 2020

2015 - 2018

2015 - 2016

2016 - 2026

2016 - 2021

2017 - 2020

2017 - 2020

2017 - 2022

2018 - -2023

2018 - 2021

2018 - 2021

2018 - 2023

2018 - 2023

2018 - 2023

2018 - 2023

2018 - 2028

PF

PF

PF

PF

PF

PF

PF

PF

PF

PF

PF

PF

PF

PST

PST

PST

PST

Solok Selatan, 
Sumatera Barat

Lebong, 
Bengkulu

Rejang Lebong, 
Bengkulu

Sungai Penuh 
Merangin

Sungai Penuh 
Jambi

Lebong, 
Bengkulu

Sungai Penuh, 
Padang, 
Linggau, 
Curup

Curup

Kerinci, Jambi

Padang Aro, 
Solok Selatan, 
Sumatera 
Barat

Solok Selatan, 
Sumatera Barat

Rejang Lebong, 
Sumatera Barat

Kabupaten 
Kerinci, Jambi

Kabupaten 
Kerinci, Jambi

Kabupaten 
Kerinci, Jambi

Kabupaten 
Kerinci, Jambi

Lebong Provinsi 
Bengkulu
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Tabel 2. PKS BBTNKS dengan mitra strategis untuk wilayah kerja di kawasan TNKS



BBTNKS BPTN III 
Bengkulu – Sumsel

BBTNKS BPTN II 
Sumatera Barat

BBTNKS BPTN III 
Bengkulu - Sumsel

BBTNKS BPTN III 
Bengkulu - Sumsel

BBTNKS BPTN III 
Bengkulu - Sumsel

BBTNKS BPTN I Jambi

BBTNKS BPTN III 
Bengkulu - Sumsel

BBTNKS BPTN III 
Bengkulu - Sumsel

BBTNKS BPTN II 
Sumatera Barat

BBTNKS BPTN II 
SUmatera Barat

BBTNKS BPTN II 
Sumatera Barat

BBTNKS BPTN II 
SUmatera Barat

BBTNKS BPTN II 
Sumatera Barat

BBTNKS BPTN I 
Jambi

BBTNKS BPTN II 
Sumatera Barat

19

18

20

21

22

23

25

24

26

27

28

29

30

31

32

KPPL (Kelompok 
Perempuan Peduli 
Lingkungan) Maju 

Bersama

PILI-NGO Movement

KSM Malus Maju 
Bersama

KSM Mitra Malus 
Sejahtera

Pemerintah Kota 
Lubuk Linggau

Pemerintah 
Kabupaten 
Merangin

Kelompok Tani 
Tunas Harapan

Kelompok Tani Lisai 
Lestari

KSM Harapan Maju, 
Linggo Sari Baganti

KSM Talawi Sepakat

KSM Labuah Gajah

KTH Jorong Letteter 
W Nagari

PT Mitra Kerinci 
(perkebunan teh 

Liki)

KTH Renah Kasah 
Lestari

Pemerintah 
Kabupaten Solok 

Selatan

PKS.175/T.1/BTU
/REN/3/2019 dan 

01/KPPL/PKS
/PALVIII/2019

PKS.837/T.1/BTU/REN/10/2018 
dan 

003/PKS-TNKS/X/2018

PKS.974/T.1/BTU
/REN/11/2019 dan 

01/MMS/Tahun 2019 
Tanggal 21

PKS.983/T.1/BTU
/REN/11/2019 
dan 01/MMS-

Perpanjangan dari 
PKS tahun 2014 - 

PKS.390/IV/10/2014

PKS.572/T.1/BTU
/REN/7/2019 dan 

134.4/PKS/HK/VII/2019

PKS.1030/T.1
/BTU/REN/12/2019

KS.1029/T.1/BTU
/REN/12/2019

PKS.1034/T.1/BTU
/REN/12/2019 dan 

01/HP-RS/

PKS.1038/T.1/BTU/REN/12/2019 
dan 01/G-TS/ 2019

PKS.1039/T.1/BTU
/REN/12/2019 dan 

01/GMO/2019

PKS.1041/T.1/BTU
/REN/12/2019 dan 
01/MTN2/XII/2019

PKS 
02/T.1/BTU/REN/1/2020

No : 01 /MK/SPJ/01/I/2020

PKS. 
03/T.1/BTU/REN/02/2020  

Nomor. 
01/KTH-RKL/2/2020   

PKS.04/T.1/BTU/REN
/03/2020 - Nomor : 

180.2/PK/BUP-SS/III/2020

2019 - 2024

2018 - 2023

2019  --2024

2019 - 2024

2019 

2019 - 2023

2019 - 2024

2019 - 2024

2019 - 2024

2019  -2024

2019 - 2024

2019 - 2024

2020 - 2024

2020 - 2023

2020

PF

PF

PF

PF

PF

PF

PF

PF

PF

PST

PF

PF

PF

PF

PF

Lebong Provinsi 
Bengkulu

Sumatera Barat

Sumatera 
Selatan

Sumatera 
Selatan

Lubuk Linggau, 
Sumatera Selatan

Merangin, 
Jambi

Desa Sungai Lisai, 
Pinang Berlapis, 

Lebong, Bengkulu

Desa Sungai Lisai, 
Pinang Berlapis, 

Lebong, Bengkulu

Pesisir Selatan, 
Sumatera Barat

Pesisir Selatan, 
Sumatera 

Barat

Pesisir Selatan, 
Sumatera Barat

Pesisir Selatan, 
Sumatera Barat

Solok Selatan, 
Sumatera Barat

Kabupaten 
Kerinci, Jambi

Solok Selatan, 
Sumatera Barat

BBTNKS BPTN III 
Bengkulu – Sumsel

Keterangan: PF = Penguatan fungsi, PST = Pembangunan strategis yang tak dapat dielakkan. Sumber: KLHK 2019 dan 
BBTNKS 2018   - 202014

14. Balai Besar TNKS. 2018. Mitra TNKS. https://tnkerinciseblat.or.id/mitra-tnks/

No Unit Kerja Mitra Periode Lokasi TipeNomor 
Perjanjian / MOU

Pendanaan Kawasan Konservasi melalui Mekanisme  Perjanjian Kerja Sama, Konsesi, dan Kredit Karbon 21



PKS dengan sektor swasta dan beberapa NGO 
dan Community Social Organization (CSO) 
umumnya bertujuan untuk penguatan fungsi 
(meskipun di sektor swasta juga 
mengembangkan PKS untuk tujuan 
pembangunan strategis yang tak dapat 
dielakkan) untuk pengembangan monitoring 
dan reduksi ancaman terhadap konservasi 
satwa liar, penerapan sistem patroli 
SMART-RBM, survei okupansi harimau 
sumatera dan beberapa satwa mangsa 
lainnya. Kemudian dari sisi zona penyangga, 
konservasi gajah sumatera dilakukan di 
koridor TWA Seblat – TNKS dimana spesies ini 
melintasi sejumlah konsesi perusahaan dan 
lahan masyarakat. NGO yang melakukan PKS 
dengan BTNKS adalah FFI, Pusat Informasi 
Lingkungan Indonesia (PILI) – NGO 
Movement, Akar Network, Perkumpulan 
Walestra dan Lingkar Institute. 

FFI merupakan lembaga internasional yang 
cukup lama berkerja di TNKS memiliki 
Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai bagian 
PKS dengan BBTNKS (PKS antara BBTNKS dan 
FFI tercatat di tahun 2013) yaitu meliputi 
pengembangan konservasi spesies dan 
ekosistemnya terutama dalam pengelolaan 
sistem patroli SMART, pembentukan dan 
pengelolaan Masyarakat Mitra Polhut (MMP), 
monitoring harimau sumatera dan 
penurunan ancaman terhadap populasi dan 
habitatnya di alam. FFI juga dengan BBTNKS 
mengembangkan program pemberdayaan 
masyarakat dalam mitigasi konflik satwa liar 
dengan masyarakat, peningkatan ekonomi 
masyarakat dan penguatan kapasitas 
pemangku kepentingan dalam pengelolaan 
kawasan konservasi dan ekosistem yang 
mendukung keberadaan taman nasional. 

Akar Network yang didukung oleh Tropical 
Forest Conservation Act (TFCA) adalah 
konsorsium antara lembaga Genesis di 
Muko-muko, Bengkulu, Lembaga Tumbuh 
Alami (LTA) di Kerinci, Lembaga Tiga Beradik 
(LTB) dan Institute Conservation Society (ICS) 
mengembangkan kegiatan pengamanan 
kawasan TNKS, rehabilitasi lahan di dalam 

kawasan dan di zona penyangga dan 
pengembangan dan pengelolaan hutan 
adat terutama di wilayah penyangga TNKS 
yaitu hutan adat Tigo Luhah Kemantan dan 
Hutan 
Adat Tigo Luhah Permenti Yang Berenam 
Pungut Mudik. PKS antara BBTNKS dengan 
Akar Network dilakukan di tahun 2013. PILI 
NGO Movement yang adalah NGO nasional 
juga mendukung BBTNKS dalam 
pengelolaan juga melakukan PKS untuk 
kegiatan di Resort  Lunang Sako, seksi 
wilayah III, Sumatera Barat. Untuk 
kegiatannya adalah penguatan konsep 
Resort Based Management atau skema 
Kemitraan berbasiskan Resort dan 
pengembangan ekowisata. 

Kemudian, BBTNKS juga didukung oleh 
CSO (KPPL, kelompok tani Bina Karya dan 
kelompok tani Karya Utama) 
mengembangkan kerjasama untuk 
pemanenan HHBK getah pinus (Kelompok 
Tani Bina Karya), pemanenan HHBK dan 
pengelolaan sampah (KPPL dan kelompok 
tani Karya Utama) di Bengkulu. Kemudian 
Kelompok Konservasi Mandiri (KKM) 
Bangun Rejo di Solok Selatan dalam 
perlindungan kawasan TNKS dengan 
melakukan penanaman dan pengelolaan 
kopi lestari Bangun Rejo. Kelompok ini 
termasuk mendapatkan penghargaan 
nasional untuk desa binaan konservasi. 

Dalam periode 2019 - 2020, sekurangnya 
14 PKS terbangun antara BBTNKS dengan 
pemerintah daerah, sektor swasta dan 
kelompok tani masyarakat. Di wilayah 
Sumatera Selatan, Pemerintah kota Lubuk 
Linggau melakukan perpanjangan PKS 
dengan BBTNKS untuk pengembangan 
wisata alam Bukit Sulap (bagian TNKS). 
Lokasi ini telah dikembangkan untuk wisata 
umum dan beberapa even sepeda gunung. 
Kemudian, BBTNKS juga melakukan PKS 
dengan 10 kelompok tani atau KSM dalam 
kemitraan konservasi dengan masyarakat 
dan BBTNKS dengan Bupati Solok Selatan 
juga melakukan PKS tentang pembangunan 
strategis yang tak dapat dielakkan berupa 
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sepanjang 13,918 km di zona khusus TNKS 
di Kabupaten Solok Selatan, Sumatera 
Barat. Kemudian, BBTNKS juga melakukan 
PKS dengan sektor swasta (perkebunan teh 
Liki) PT. Mitra Kerinci dalam konteks 
penguatan fungsi perlindungan TNKS. 

Dari total keseluruhan 62 inisiasi PKS di 
TNKS sejak tahun 2010, 45 PKS telah 
diakomodir di TNKS (atau 32 PKS dari 
tahun 2015 - 2020) dan 17 inisiatif belum 
mencapai PKS. Contohnya adalah 
perusahaan - perusahaan (sektor swasta) 
termasuk perusahaan geothermal yang 
hanya sampai tahap inisiasi, 3 BUMD yaitu 
PDAM Merangin, PDAM Rejang Lebong dan 
PDAM Kabupaten Pesisir Selatan juga 
hanya sampai di tahap inisiasi    .

PENGUATAN 
FUNGSI

Pembangunan Strategis 
yang tak terelakkan

BUMD
NGO

CSO

SEKTOR 
SWASTA

LEMBAGA 
PEMERINTAHAN 

DAERAH

Gambar 4. Tipe pemangku kepentingan terhadap tujuan melakukan PKS dengan BBTNS untuk Taman Nasional 
Kerinci Seblat
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3.4. Tantangan dan Pembelajaran Implementasi Perjanjian 
Kerja Sama

3.4.1. Tantangan dan pembelajaranPKS secara nasional

Tantangan yang dihadapi dalam PKS adalah 
sebagai berikut:

3.4.1.1 Tantangan PKS secara nasional

Paradigma dua arah yang saling 
membutuhkan dan menurunkan 
tensi otoritas atau kewenangan 
dengan meningkatkan pelayanan dan 
collective action kepada mitra di 
beberapa UPT masih sulit dilakukan 
sehingga mitra masih dianggap 
subordinat dan pelangkap dalam 
pengelolaan kawasan, meskipun 
amanat UU 5 tahun 1990 bahwa 
pengelolaan kawasan konservasi 
atau kawasan hutan adalah 
pemerintah. 

Tidak semua mitra memiliki motivasi, 
tujuan dan mendapatkan 
keuntungan yang sama untuk 
konservasi sumber daya alam. 
Dukungan mitra terhadap konservasi 
kawasan dan keanekaragaman hayati 
relatif kurang atau tidak ada tetapi 
mitra mendapat keuntungan 
ekonomi, akses dan publikasi dari 
kerjasama kemitraan tersebut tanpa 
kontribusi terhadap perlindungan 
kawasan dan biodiversitas. 

Sistem birokrasi proses PKS dan 
persetujuan pejabat publik yang 
relatif belum praktis sehingga 
memunculkan pandangan bahwa 
PKS yang dibangun masih rumit dan 
membutuhkan waktu yang panjang. 

Mitra membutuhkan isu sentral dan 
strategis sehingga memiliki tujuan 
dalam berkolaborasi dengan UPT 
untuk konservasi kawasan. Isu 
strategis yaitu dua bagian yaitu 
lanskap atau ekoregion penting dan 
spesies terancam punah. Salah satu 
kendala, sulitnya mitra melakukan 
kolaborasi kemitraan di Maluku dan 
Papua adalah tidak banyak isu lanskap 
dan spesies yang terancam punah 
diangkat sebagai icon dalam 
kemitraan. Kemudian dalam konteks 
flagship species atau iconik, banyak 
spesies penting, unik dan endemik 
memiliki status least concern (IUCN) 
atau data deficient (DD) meskipun saat 
ini populasi semakin menurun tajam. 
Strategi peningkatan status 
keterancaman spesies potensi flagship 
atau iconic dan dukungan dalam isu 
lanskap penting (KEE – Kawasan 
Ekosistem Esensial, Isu transboundary 
landscape atau Segitiga Terumbu 
Karang dan Cagar Biosfer) menjadi 
penting untuk masuk ke dalam 
strategi pendanaan konservasi 
biodiversitas. 

Stabilitas kawasan dan zonasi 
kawasan juga menentukan 
kesinambungan kerjasama terutama 
zona – zona kawasan yang kemudian 
dikonversi secara ilegal oleh oknum 
masyarakat atau memiliki potensi 
dirambah akan berdampak pada 
gangguan kerjasama tersebut atau 
keinginan mitra dalam melakukan 
dukungan konservasi.   

1.

2.

3.

4.

5.
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Transparansi dan koordinasi dalam 
pelaporan, pengelolaan keuangan 
dan publikasi yang perlu diatur oleh 
kedua belah pihak dan tidak ada 
mekanisme check and balance. 
Beberapa kasus konflik pasca 
kerjasama disebabkan karena tidak 
transparan dalam mekanisme ini 
sehingga mengurangi tingkat 
koordinasi, menurunkan trust dan 
akhirnya para pihak berjalan sendiri – 
sendiri. 

Monitoring dan evaluasi dalam setiap 
pelaksanaan kegiatan atau dalam 
periode penyusunan awal kembali 
RKT setiap tahun sehingga 
masing-masing pihak terutama mitra 
mendapatkan informasi yang utuh 
dan lengkap mengenai mekanisme 
penilaian KLHK terhadap proses 
kerjasama ini.

PKS adalah sebuah harapan dalam 
mendorong kerjasama multi 
pemangku kepentingan tetapi tidak 
setiap pemangku kepentingan di luar 
otoritas pengelolaan (BBTNKS) 
memiliki cara pandang yang sama 
tentang pengelolaan kolaboratif 
termasuk beberapa pemangku 
kepentingan tidak sinkron terhadap 
tujuan kerjasama dan kemitraan 
dengan BBTNKS terutama berkaitan 
dengan maksud dan tujuan pendirian 
dan pengelolaan taman nasional. Isu 
yang sensitif adalah kerjasama 
pembangunan infratruktur jalan 
terbatas dan orientasi pembukaan 
lahan di dalam kawasan untuk tujuan 
pemberdayaan masyarakat tetapi 
tidak sesuai fungsi kawasan. 

3.4.1.2. Pembelajaran PKS secara nasional

Pembelajaran dari implementasi terhadap 
regulasi, PKS memiliki regulasi yang relatif 
lengkap dimana Permenhut no. 85 tahun 
2014 dan Permenhut no. 44 tahun 2017 
memperkuat dari mekanisme dan prosedur 
PKS terutama bagi mitra potensial dan 
strategis. Beberapa kelebihan yang didapat 
dari peraturan tersebut dibandingkan 
Permenhut no. 19 tahun 2004 adalah 
Permenhut no. 19 lebih menekankan pada 
konsep pengelolaan kolaboratif sedangkan 
peraturan terbaru lebih implementatif dan 
detail membahas mengenai mekanisme dan 
prosedur untuk pembuatan dokumen PKS, 
prosesnya dan monitoring – evaluasi dalam 
kerangka pengelolaan kolaboratif. Bagi mitra, 
regulasi-regulasi tersebut mempermudah 
dalam penyusunan dokumen PKS, RPP dan 
RKT.

Dalam hal PKS, prinsip-prinsip dasar yang 
sebaiknya dijadikan acuan dalam 
pengembangan kolaborasi atau kerjasama 
para pihak dalam mendukung peningkatan 
efektivitas pengelolaan kawasan konservasi 
antara lain adalah bagaimana dapat 
membangun mutual respect, mutual trust 
dan mutual benefits di antara para pihak 
yang bekerjasama tersebut. Untuk itu harus 
dapat dibangun suatu “common platform”, 
atau agenda bersama yang akan 
dilaksanakan dan dievaluasi bersama, 
sehingga dilakukan proses pembelajaran 
bersama para pihak   . Motivasi kerjasama 
yang saling membutuhkan itulah yang 
dibangun atas dasar regulasi yang berlaku. 
Dalam model kolaborasi, hirarkis yang tinggi 
adalah kesalingtergantungan atau bukan satu 
pihak tergantung dengan pihak lain, 
kemudian menang-menang dan adanya 
collective spirit, collective awareness dan 
collective actions. 

Tantangan yang dihadapi dalam inisiatif PKS 
di TNKS adalah:

6.

7. 6

3.4.2. Tantangan dan pembelajaran
PKS di TNKS
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PKS yang berkaitan dengan 
masyarakat adat dimana masyarakat 
adat berkeinginan untuk melakukan 
kerjasama dengan BBTNKS untuk 
tujuan pelepasan kawasan karena 
berkaitan dengan wilayah adat   .
Pelepasan kawasan adalah aspek 
dilematis dan mengurangi dari 
performa pengelolaan taman 
nasional sehingga kecil kemungkinan 
kerjasama kemitraan dapat dibangun 
untuk tujuan tersebut. 

Cakupan PKS meliputi wilayah yang 
luas, sehingga teridentifikasi banyak 
pemangku kepentingan yang dapat 
melakukan kemitraan dengan 
BBTNKS. Sehingga, strategi yang 
lebih efisien adalah kemitraan dalam 
bentuk konsorsium atau kelompok 
pemangku kepentingan dengan 
tujuan yang sama melakukan 
kerjasama dengan BBTNKS misalnya 
konsorsium di sektor swasta atau 
konsorsium desa yang melibatkan 
banyak desa dengan satu PKS 
dengan BBTNKS. Inisiatif ini akan 
lebih efisien, tetapi dalam prakteknya 
tidak terjadi selama inisiatif ini 
berjalan sampai saat ini. 

Sektor swasta sebenarnya memiliki 
potensi yang besar untuk membiayai 
pengelolaan konservasi kawasan 
(penguatan fungsi), tetapi konteks ini 
tidak banyak dilakukan selain dalam 
konteks pembangunan strategis. 
Dalam kerjasama jangka panjang, 
penguatan fungsi inilah yang paling 
penting dikembangkan antara 
BBTNKS dengan sektor swasta 
terutama kontribusi swasta dalam 
mendukung pengelolaan kawasan 
misalnya kontribusi dalam 
pengembangan Resort-Based 
Management (RBM), mendukung 
patroli SMART kawasan atau 
monitoring biodiversitas secara 
intensif. 

Banyak pemangku kepentingan yang 
tidak terdata karena belum memiliki 
inisiatif tetapi potensinya besar 
misalnya perusahaan konsesi Hutan 
Tanaman Industri (HTI), perkebunan 
teh, beberapa perkebunan sawit di 
sekitar TNKS misalnya beberapa 
perkebunan di Bengkulu Utara dan 
Mukomuko (Provinsi Bengkulu) untuk 
konservasi gajah sumatera di 
penyangga TNKS, kerjasama 
pengelolaan DAS dengan Balai 
Wilayah Sungai tingkat Provinsi, 
konsesi hutan alam, konsesi hutan 
desa dan hutan adat oleh kelompok 
masyarakat di luar TNKS (penyangga) 
dan kelompok tani ladang dan 
persawahan di sekitar TNKS. 
Pemangku kepentingan – pemangku 
kepentingan ini memiliki potensi 
besar sebagai penjaga kawasan TNKS 
dari dampak penguatan pengelolaan 
di wilayah penyangga. 
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3.5. Rekomendasi Penguatan Mekanisme Perjanjian
Kerja Sama untuk Konservasi

Dalam era pengelolaan konservasi terkini 
berkenaan dengan penguatan dari sisi 
kompetensi, perpektif dan pengelolaan 
yang sifatnya jangka panjang dan 
berkelanjutan melibatkan pendanaan 
yang berkelanjutan. PKS bertujuan pula 
untuk mendorong pendanaan yang 
berkelanjutan bagi pengelola kawasan 
konservasi dan mitranya. Untuk itu, 
beberapa perubahan yang diharapkan 
adalah:

perubahan yang mengarahkan 
pada perlindungan kawasan dan 
keanekaragaman hayati yang 
memiliki fungsi 
sosial-ekonomi-budaya yang 
sifatnya jangka panjang bagi 
pembangunan yang berkelanjutan. 
Beban pembiayaan ditanggung 
bersama – sama antara pemerintah 
dan mitra (penerima kerjasama). 

Penentuan kebijakan bersifat 
bottom-up, pengelolaan berbasis 
multi-pihak, mengurangi model 
birokrasi-normatif ke arah 
professional – responsif – 
pelayanan – adaptif, tata 
pengelolaan yang desentralistik 
misalnya dalam penerapan Resort 
Based Management dan peran UPT 
dapat sebagai fasilitator dan 
stimulator terhadap mitra 
pemangku kepentingan untuk 
tujuan optimalisasi dan efektivitas 
pengelolaan dan pendanaan 
kawasan konservasi.
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KSDAE - KLHK saat ini mendorong 
inovasi-inovasi baru dalam 
pengelolaan kawasan konservasi, 
yang akhirnya bermuara pada 
penguatan kemitraan konservasi 
melalui PKS. Inovasi baru itu tertuang 
di dalam 10 cara baru konservasi 
kawasan yaitu masyarakat sebagai 
subyek atau pelaku utama dalam 
model pengelolaan kawasan, 
penghormatan pada hak asasi 
manusia, kerjasama lintas eselon I, 
kerjasama lintas kementerian, 
penghormatan nilai budaya dan adat, 
kepemimpinan multilevel di semua 
lini wilayah dengan prinsip mutual 
respect, mutual trust dan mutual 
benefits, pengambilan keputusan 
berbasiskan sain, pengelolaan 
berbasiskan resort, penghargaan dan 
pendampingan dan organisasi 
pembelajar   .Untuk itu, berbagai 
kerjasama dan implementasi 
pengelolaan untuk kawasan 
konservasi dibangun dalam cara baru 
tersebut. 

PKS pada Kawasan KSA, KPA dan 
kawasan hutan lain (termasuk TNKS) 
adalah sebagai pembelajaran 
manajemen konflik. Ada banyak 
kasus konflik melibatkan kawasan 
konservasi terutama dalam 
pengelolaan lahan. Total area konflik 
lahan di dalam KSA dan KPA 
mencapai 2,7 juta ha di seluruh 
Indonesia   . Dalam konteks PKS 
untuk resolusi konflik, PKS antara UPT 
dengan masyarakat diusulkan masuk 
ke dalam skema pengelolaan hutan 
berbasiskan masyarakat 
(Community-Based Forest 
Management (CBFM)). Untuk itu, PKS 

-CBFM diarahkan pada 
kegiatan-kegiatan yang mendorong 
kesepakatan dan partisipasi 
masyarakat dalam perlindungan 
kawasan dan pengembangan 
ekonomi masyarakat berbasiskan 
pengelolaan hutan secara lestari 
misalnya dalam program Hutan 
Kemasyarakatan (HKm), Hutan 
Tanaman Rakyat (HTR) di sekitar 
kawasan atau Rehabilitasi Hutan 
Lahan (RHL). 

Dalam manajemen atau pengelolaan 
konflik yang berkaitan dengan 
perambahan hutan, otoritas 
pengelola kawasan konservasi 
termasuk TNKS mendorong PKS 
untuk membangun 
kesepakatan-kesepakatan yang 
terikat dengan kelompok masyarakat 
perambah dalam pengembangan 
berbagai skema yang berkaitan 
dengan perlindungan hutan dan 
pengembangan ekonomi masyarakat 
yang berkelanjutan sesuai regulasi 
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16. Wiratno. 2018. Sepuluh cara baru kelola kawasan konservasi di Indonesia: membangun "organisasi pembelajar". Direktorat Jenderal 
KSDAE - KLHK. 
17. Purwanto E. 2015. Konflik lahan di kawasan konservasi. Infosheet no. 7 September 2015 – Tropenbos International Indonesia 
Programme. 
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Mekanisme 
Konsesi



4.1. Konsep, Definisi, Maksud, Mekanisme,Prosedur

4.1.1. Definisi dan maksud

Salah satu pola yang memberikan sumbangan 
untuk  mendukung konservasi adalah dengan 
pemberian izin dan hak kepada non otoritas 
pemerintah untuk mengelola kawasan 
konservasi atau kawasan hutan untuk tujuan 
konservasi yang disebut konsesi konservasi 
(Conservation Concession). Dalam PP 34 
Tahun 2002, Konsesi konservasi atau hak 
konservasi hutan adalah izin tertentu untuk 
melaksanakan tugas dan fungsi perlindungan 
dan pelestarian. Konsesi konservasi adalah 
salah satu bentuk penerapan mekanisme 
pembiayaan untuk pemanfaatan jasa 
lingkungan yang agak berbeda dari konsesi 
pengusahaan hutan (HPH).   

Pada pola HPH atau Izin Usaha 
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) 
pemerintah memberi hak kepada 
perusahaan untuk mengambil kayu, dalam 
pola ini lembaga tertentu diberi hak untuk 
mengelola suatu kawasan untuk tujuan 
konservasi. Suatu kawasan akan disewa 
sesuai dengan mekanisme pasar 
sebagaimana dalam HPH atau IUPHHK. 
Pemerintah akan mendapat uang dari 
kawasan tersebut karena kawasan tersebut 
telah dibeli hak kelolanya dari pemerintah. 
Prosedur pelelangan, pemberian hak atau 
izin, pajak dan kewajiban fiskal  dan teknis 
lainnya dibuat berdasarkan model HPH atau 
IUPHHK.
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Konsesi konservasi pengertiannya semakin 
luas yaitu ke arah pemberian izin usaha 
pemanfaatan kawasan untuk konservasi dan 
atau jasa lingkungan di dalam atau diluar 
kawasan konservasi. Dalam konteks konsesi 
konservasi di dalam kawasan konservasi, 
konsesi konservasi dapat dilakukan melalui 
Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam 
(IUPSWA), Izin Usaha Penyediaan Jasa Wisata 
Alam (IUPJWA), Izin Pemanfaatan Jasa 
Lingkungan Panas Bumi Tahap Eksploitasi 
(IPJLPB), Izin Usaha Pemanfaatan Air (Massa 
Air) (IUPA) dan Izin Usaha Pemanfaatan 
Energi Air (IUPEA). Bagi di luar kawasan 
konservasi, konsesi konservasi diwujudkan ke 
dalam Restorasi Ekosistem. 

Izin Pengusahaan Pariwisata Alam (IPPA) 
dibagi menjadi dua bagian perizinan yaitu 
IUPSWA dan IUPJWA. Dalam penerapan 
perizinan IPPA ini berdasarkan acuan regulasi 
terutama peraturan mengenai perizinan 
pengusahaan pemanfaatan jasa lingkungan 
di dalam kawasan konservasi, prakondisi 
kawasan, ketentuan infrastruktur dan 
promosi pemasaran, dan prinsip 
pengembangan pariwisata dan target 
pengusahaan pariwisata alam melalui 3 
skema pengembangan, 10 DPP, 5 DSP dan 3 
Konsep Pengembangan Pariwisata Alam 
(KPPA). Prakondisi kawasan atau persiapan 
kawasan IPPA melalui kegiatan zonasi 
kawasan, membangun rencana pengelolaan 
PJL wisata alam dan pembuatan - 
pengembangan desain tapak (penataan 
ruang usaha untuk investasi swasta dan 
ruang publik). Kemudian, dalam hal 
infrastruktur, sarana prasarana dan 
pengembangan produk pariwisata termasuk 
pemanduan wisata perlu dijalankan 
berdasarkan pemanfaatan jasa lingkungan 
wisata alam dan pendanaan berasal dari 
dana APBN atau APBD, investasi swasta atau 
lembaga pariwisata termasuk kelompok 
pariwisata alam melalui IUPSWA atau IUPJWA 
atau kerjasama dengan pihak lain. Promosi 
pariwisata juga diharapkan inovatif dan 
proaktif melalui jalur marketing 4.0, promosi 
4.0 dan kerjasama dengan banyak pihak. 

Izin usaha air dan panas bumi mengacu pada 
tata peraturan untuk pengusahaan jasa 
lingkungan air dan panas bumi terutama 
dalam prakondisi kawasan, infrastruktur, 
sarana prasarana dan pengembangan 
produk jasa lingkungan. Dalam usaha air dan 
panas bumi, prakondisi kawasan, kajian yang 
mendalam mengenai kondisi kawasan 
termasuk nilai ketersediaan air dan panas 
bumi melalui eksplorasi dan pembangunan 
infrastruktur dan sarana prasarana adalah 
menduduki posisi prioritas. Pada prakondisi 
dilakukan dengan kajian dan penetapan areal 
kerja usaha untuk pemanfaatan jasa 
lingkungan panas bumi dan kajian dan 
penetapan areal pemanfaatan air dan energi 
air. Untuk infrastruktur, sarana prasarana 
dan pengembangan produk dilakukan 
pengembangan melalui dana APBN, investasi 
swasta atau sektor privat melalui IPJLPB. 
Untuk pemanfaatan jasa lingkungan air, 
terbitnya UU No 17 Tahun 2019 tentang 
sumberdaya air, negara melarang 
pendayagunaan sumber daya air komersial di 
KSA dan KPA kecuali untuk kebutuhan 
perorangan atau masyarakat sekitarnya yang 
tidak bersifat komersial    .

Kebijakan pemanfaatan hutan produksi 
melalui restorasi ekosistem ini telah 
mendorong perubahan cara pandang 
terhadap hutan dan pengelolaannya. Hutan 
yang semula dianggap sebagai pepohonan 
dan penghasil kayu semata, kini 
diperhitungkan sebagai satu kesatuan 
ekosistem dengan hasil hutan beragam 
sesuai tipe ekosistem dan karakteristiknya. 
Definisi restorasi ekosistem mengalami 
dinamisasi, diawali dalam Permenhut no. 
159/Menhut-II/2004, areal konsesi restorasi 
adalah kawasan hutan produksi baik yang 
masih produktif, kurang produktif, dan tidak 
produktif. Sementara dalam PP no. 6 Tahun 
2007, areal konsesi restorasi bisa dilakukan di 
hutan produksi yang masih produktif dengan 
syarat tidak layak untuk dijadikan satu unit 
izin usaha dan di kawasan hutan produksi 
yang tidak produktif yang berupa tanah  
kosong, alang-alang atau semak belukar. 
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Ketika PP no. 3 Tahun 2008 ditetapkan, areal 
konsesi restorasi hanya diberikan di kawasan 
hutan produksi yang tidak produktif. 
Ketentuan ini kembali berubah setelah 
dikeluarkannya Permenhut no. 
50/Menhut-II/2010 - yang mengalami revisi 
pula beberapa kali dan terakhir dengan 
Permenlhk no. 9/Menlhk-II/2015 dan 
kemudian Permenlhk no. 
28/menlhk/setjen/kum.1/7/2018, bahwa areal 
konsesi restorasi diberikan di hutan produksi 
yang tidak dibebani izin/hak. Dengan kata 
lain, areal IUPHHK-RE dapat diberikan di 
kawasan hutan produksi yang masih 
produktif, kurang produktif, atau tidak 
produktif, asal areal tersebut tidak dalam 
kondisi dibebani izin/hak.

Mengacu Permenhut no. 159/Menhut- 
II/2004, Permenhut no. 61/Menhut-II/2008, 
Permenhut no. 50/Menhut-II/2010, ataupun 
Permenhut no. 26/Menhut-II/2012, tidak ada 
pembatasan luasan areal izin konsesi 
restorasi. Namun ketika Permenhut no. 
8/Menhut-II/2014 ditetapkan, luasan areal 
izin konsesi dibatasi. Luas areal konsesi 
restorasi ekosistem mencapai 100 ribu hektar 
hanya diberikan untuk Provinsi Papua dan 
Papua Barat. Di luar dua provinsi tersebut, 
luas areal konsesi restorasi ekosistem paling 
luas adalah 50 ribu hektar   .

Konsesi konservasi tidak merusak hutan 
maka dana reboisasi atau pungutan lain 
sejenis akan diubah atau disesuaikan di 
dalam kewajiban finansial atau fiskal lainnya. 
Untuk itu, kebijakan pemerintah untuk 
mendukung hal ini sangat penting 
peranannya. Konsesi konservasi diberi misi  
dan sasaran untuk lebih mendorong kegiatan 
konservasi hutan, melakukan penghutanan 
kembali (reboisasi), atau menjamin 
keselamatan dan melindungi warisan budaya 
masyarakat asli melalui mekanisme 
pemberian insentif pembiayaan. Ada juga 
misi yang ditujukan untuk mempromosikan 
keberlanjutan sumberdaya dan pelestarian 
hutan, melindungi satwa dan fauna langka 
serta memperbaiki, mempertahankan 

keanekaragaman hayati dan 
mempertahankan cadangan karbon di hutan.

Maksud dari konsesi konservasi adalah 
sebagai bentuk kolaborasi antara pemerintah 
dengan badan usaha (sektor swasta) atau 
lembaga non pemerintah dalam memperkuat 
pengelolaan kawasan konservasi atau non 
konservasi untuk tujuan utama yaitu 
melindungi kawasan dari ancaman atau 
kerusakan dan melindungi pula 
keanekaragaman hayati di dalamnya untuk 
jangka panjang dan stimulasi ekonomi 
pembangunan untuk jangka pendek, 
menengah dan panjang. Konsesi konservasi 
menawarkan alternatif penggunaan lahan 
bagi konservasionis, pemerintah, dan 
masyarakat lokal secara berkelanjutan. Untuk 
itu, ketiga pihak tersebut harus saling 
mendukung dan bersinergis. Konsesi 
konservasi juga mendukung pembangunan 
yang berkelanjutan dengan menyeimbangkan 
pengelolaan hutan dengan cara konservasi 
hutan dan ekosistemnya sebagai 
penyeimbang terhadap pengelolaan hutan 
melalui konversi dan pemanenan hasil hutan. 
Dalam konteks restorasi ekosistem yang 
dilakukan oleh perusahaan terutama 
perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) 
adalah sebagai kompensasi terhadap  
konversi lahan yang dilakukan perusahaan 
tersebut dengan upaya konservasi yang 
dilakukannya di wilayah yang lain.

19

19. Qodriyatun SN. 2016. Konsesi konservasi melalui kebijakan restorasi ekosistem di hutan produksi. Aspirasi 7 (1): 49 – 62. 
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4.1.2. Mekanisme Konsesi Konservasi

4.1.2.1. Pariwisata Alam

Pembangunan pariwisata alam berdasarkan 
kriteria keberlanjutan antara lain dapat 
didukung secara ekologis dalam waktu yang 
lama, layak secara ekonomi, adil secara etika 
dan sosial dan budaya bagi masyarakat 
setempat. Pemerintah, sektor swasta dan 
kelompok masyarakat setempat dapat 
mengambil tindakan proaktif untuk 
mengintegrasikan perencanaan pariwisata ke 
dalam pembangunan berkelanjutan. 
Pemerintah dan sektor swasta 
memprioritaskan dan memperkuat bantuan 
terhadap proyek-proyek pariwisata yang 
berkontribusi bagi perbaikan kualitas 
lingkungan. Ruang-ruang dengan lingkungan 
dan budaya yang rentan saat ini maupun di 
masa depan diberi prioritas khusus dalam hal 
kerjasama teknis dan bantuan keuangan 
untuk pembangunan pariwisata tersebut. 

Promosi dan dukungan terhadap berbagai 
bentuk alternatif kegiatan pariwisata yang 
sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan 
berkelanjutan. Pemerintah harus mendukung 
dan berpartisipasi dalam penciptaan jaringan 
untuk penelitian, diseminasi informasi, dan 
transfer pengetahuan tentang pariwisata dan 
teknologi pariwisata berkelanjutan. 
Penetapan kebijakan pariwisata 
berkelanjutan memerlukan dukungan dan 
sistem pengelolaan pariwisata yang ramah 
lingkungan, studi kelayakan untuk 
transformasi sektor, dan pelaksanaan 
berbagai proyek percontohan dan 
pengembangan program kerjasama 
internasional. 

Dalam perkembangan pariwisata alam, 
penekanan berkelanjutan bahkan tidak cukup 
berkelanjutan ekologis dan berkelanjutan 
pembangunan ekonomi. Yang tidak kalah 
pentingnya adalah berkelanjutan 
kebudayaan, karena kebudayaan merupakan 

salah satu sumber daya yang sangat penting 
dalam pembangunan kepariwisataan. 
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 
tentang kepariwisataan mengamanatkan 
bahwa kepariwisataan merupakan bagian 
integral dari pembangunan nasional yang 
dilakukan secara sistematis, terencana, 
terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung 
jawab dengan tetap memberikan 
perlindungan terhadap nilai-nilai agama, 
budaya yang hidup dalam masyarakat, 
kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta 
kepentingan nasional. 

Di kawasan konservasi alam, konsep 
pariwisata alam adalah yang terbaik 
diterapkan dengan beberapa kriteria 
pengembangan yaitu    :

Pariwisata alam yang berorientasi 
pada konservasi kawasan dan 
keanekaragaman.

Pariwisata yang dapat 
mempromosikan pengetahuan lokal 
dan kearifan tradisional dalam 
pengelolaan sumber daya alam. 

Menerapkan teknik interpretasi alam 
dan menggunakan pengaturan alam 
sebagai media pembelajaran itu 
termasuk pelaksanaan pendidikan  
lingkungan.

Pengelolaan menyertakan unit usaha 
skala kecil atau skala industri rumah 
tangga yang dapat membantu 
meningkatkan ekonomi masyarakat 
setempat.

Di beberapa tempat, pengembangan 
pariwisata harus dibatasi bukan 
pariwisata massal.

1.

2.

3.

4.

5.

20

20. Sukmantoro W, Purwoko A, Arshad, Sudibyo A. 2010. Assesment on ecotourism in Tesso Nilo National Park and its surrounding areas. 
Technical report 005/CMC-WWF/2010. 
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Pengusahaan pariwisata alam 
dilaksanakan sesuai dengan asas 
konservasi sumber daya alam dan 
ekosistem guna mencegah kerusakan 
dan kepunahan spesies unik, khas, 
endemik dan terancam punah di 
suaka margasatwa, taman nasional, 
taman hutan raya dan taman wisata 
alam. 

Pengusahaan pariwisata juga 
berasaskan untuk peningkatan 
ekonomi masyarakat di sekitar 
kawasan konservasi (suaka 
margasatwa, taman nasional, taman 
hutan raya dan taman wisata alam). 

Pemerintah diharapkan memberikan 
kemudahan dan kepastian berusaha 
dalam pengurusan perizinan 
pengusahaan pariwisata alam. 

Penyediaan pariwisata alam terutama 
untuk jasa wisata alam dapat 
dilaksanakan pada zona atau blok 
kawasan suaka margasatwa, taman 
nasional kecuali zona inti, taman 
hutan raya dan taman wisata alam. 
Pada pengusahaan sarana wisata 
alam hanya dapat dilaksanakan di 
dalam zona atau blok pemanfaatan 
taman nasional, taman hutan raya 
dan taman wisata alam. 

Pengusahaan pariwisata alam wajib 
sesuai dengan rencana pengelolaan 
kawasan dan bagi izin sarana wisata 
alam, selain harus sesuai dengan 
rencana pengelolaan kawasan, 
kegiatan yang dilakukan juga harus 

1.

2.

3.

4.

5.

A.   Lingkup Pariwisata Alam

Pariwisata alam menetapkan ruang lingkup 
aktivitas – aktivitas yang berkaitan dengan 
alam yaitu interpretasi alam termasuk 
mendaki gunung, menyusuri sungai, trekking 
di dalam hutan, menyusuri gua, melihat 
terumbu karang dan aktivitas lintas alam 
lainnya. Kemudian, kegiatan berkemah di 
lokasi perkemahan, atau berkemah di hutan, 
pengembangan rumah pohon, pembuatan 
dan penggunaan canopy trail, laboratorium 
alam yang berwawasan pariwisata, atau 
stasiun riset yang dapat dikunjungi dan 
digunakan untuk turis adalah menjadi bagian 
dari pariwisata alam. Kemudian pariwisata 
alam memasukkan tipe wilderness use yaitu 
memancing, menggunakan gajah dan kuda 
untuk ditunggangi dan perburuan yang 
terkontrol juga masuk dalam lingkup ini. 
Pariwisata tipe ini masih dalam konteks turis 
yang selektif sampai massal (melibatkan 
banyak orang)  .

Dalam perkembangan selanjutnya pariwisata 
alam juga memfokuskan pada ekowisata 
yaitu kegiatan yang memasukkan tiga 
aktivitas besar yaitu interpretasi alam yang 
spesifik misalnya pemantauan biodiversitas, 
interpretasi sosial dan budaya masyarakat 
termasuk kearifan tradisional masyarakat 
misalnya mengenai wisata pemanenan madu 
hutan dan pendidikan lingkungan. Ketiga hal 
ini dilakukan secara paralel dalam satu paket 
wisata. Tipe wisata ini adalah terbatas 
dengan turis yang terbatas pula  .

B.   Asas Dalam Pariwisata Alam

Berkenaan dengan acuan Permenlhk no. 8 
tahun 2019 tentang pengusahaan pariwisata 
alam di suaka margasatwa, taman nasional, 
taman hutan raya dan taman wisata alam. 
Pariwisata alam berazaskan adalah:

19

19

Pariwisata yang memperhatikan 
kealamiahan, kenyamanan dan 
kebersihan kawasan sehingga 
pengelolaan sampah misalnya menjadi 
penting di dalam pengembangan 
pariwisata ini. Sehingga, mekanisme 
yang dibangun adalah mekanisme 
pariwisata alam termasuk ekowisata 
yang menjadi bagian dari pariwisata 
alam ini. Beberapa mekanisme untuk 
membangun pariwisata alam termasuk 
ekowisata tersebut adalah sebagai 
berikut.

6.
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sesuai dengan desain tapak 
pengelolaan pariwisata alam. 

Desain tapak disusun oleh kepala UPT 
atau kepala UPTD sesuai 
kewenangannya dan disahkan oleh 
direktur teknis.

6.

C.   Mekanisme Perizinan IUPJWA dan 
IUPSWA

IPPA diberikan berdasarkan permohonan 
yang diajukan oleh pelaku usaha. Pelaku 
usaha terdiri atas pelaku usaha perorangan 
atau pelaku usaha non perorangan atau 
badan usaha. IUPJWA dberikan kepada 
pelaku usaha perorangan dan non 
perorangan atau badan usaha, tetapi 
IUPSWA hanya diberikan kepada pelaku 
usaha non perorangan atau badan usaha 
(BUMN, BUMD, perusahaan swasta atau 
koperasi). Persyaratan permohonan IUPJWA 
dilampiri dengan pernyataan komitmen dan 
persyaratan teknis. 

Dalam pernyataan komitmen, pelaku usaha 
wajib membayar PNBP dan persyaratan 
komitmen wajib dipenuhi oleh pelaku usaha 
untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha. 
Permohonan IUPSWA diajukan kepada 
menteri untuk IUPSWA yang berlokasi di 
taman nasional dan taman wisata alam atau 
gubernur atau bupati atau wali kota sesuai 
kewenangannya untuk IUPSWA yang 
berlokasi di taman hutan raya. Permohonan 
IUPSWA selain menyertakan pernyataan 
komitmen dan teknis, pelaku usaha juga 
melampirkan peta usulan proyek, menyusun 
UKL/UPL dan membuat Rencana 
Pengusahaan Pariwisata Alam (RPPA). 

PRINSIP IPPA BENTUK USAHA 
IPPA

PENGELOLA 
IPPA

Konservasi ( Prokondisi 
Kawasan - Zonasi / blok, 
ddesain tapak, pemanduan, 
manajemen kebersihan )

Edukasi ( trekinterprestasi, 
pusat Informasi )

EKONOMI ( Sharing 
Keuntungan )

Peran serta Masyarakat

Rekreasi ( Pengelolaan turis 
dan estetika )

Kriteria kawasan adalah unik, 
alami, estetis, biodiversitas 
tinggi, endemisitas tinggi, dan 
unik

PJWA meliputi informasi 
pariwisata, ppramuwisata, 
penyewaan transportasi, 
perjalanan wisata, 
cinderamata, makanan dan 
minuman dan penyewaan 
peralatan wisata alam

PSWA meliputi sarana 
akomodasi seperti pondok 
wisata, bumi perkemahan, 
karavan, kantor, penginapan, 
sarana transportasi air ( 
Wisata tirta ), transportasi 
darat, sarana wisata budaya

Badan Usaha 
Milik Negara

Badan Usaha Milik 
Swasata

Perorangan

Koperasi

Tabel 3. Prinsip, kriteria pengelola dan bentuk kegiatan IPPA
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Pemohon (BUMN, BUMD, 
swasta, koperasi atau 

perorangan) (IUPJWA))

KEPALA UPT 
ATAU UPTD

PERNYATAAN KOMITMEN 
DAN TEHNIS

PERNYATAAN KOMITMEN 
DAN TEHNIS

TERIMA TERIMA

TERIMA

UKL / UPL

MENTERI LHK

DIRJEN KSDAE

RPPA PENATAAN 
BATAS DENGAN 

BAPLAN

PERSETUJUAN 
PRINSIP

TOLAK TOLAK

TOLAK

IPPA

MENTERI LHK / 
GUBERNUR / BUPATI / 

WALIKOTA

Pernyataan komitmen: RPPA, peta areal 
rencana usaha 1:25.000, profil atau data 

perusahaan, UKL/UPL dan iuran 
IUPSWA. 

Persyaratan teknis: pertimbangan 
tehnis kepala UPT, IL, rencana kegiatan 

usaha dan pakta integritas

Pemohon (BUMN, BUMD, 
swasta, koperasi 

(IUPSWA))

LEMBAGA
OSS

Gambar 5. Mekanisme permohonan, persetujuan Menteri LHK dan penerimaan IPPA dari KLHK

A.   Pemanfaatan jasa lingkungan air

Pada rangkaian manajemen Daerah Aliran 
Sungai (DAS) terdapat aktivitas pengelolaan 
yang melibatkan hubungan timbal balik 
antara sumber daya alam dengan 
masyarakat. Dalam pelaksanaannya 
terjadinya dampak hubungan timbal balik 
antara manusia dengan lingkungan yang 
secara spesifik dikenal dengan eksternalitas  .

Terkait dengan eksternalitas tersebut, 
sebagai salah satu upaya untuk mengurangi 
kerusakan lingkungan dan meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat, terutama di 
kawasan DAS dapat diterapkan konsep Imbal 

4.1.2.2. Jasa lingkungan Air dan Panas Bumi

21

Jasa Lingkungan (IJL) atau populer dengan 
istilah Payment for Environmental Services 
(PES)   .

Pagiola (2005) dalam Economic and Social 
Commission for Asia and the Pasific (2009) 
mendefinisikan IJL sebagai transaksi sukarela 
untuk jasa lingkungan yang telah 
didefinisikan secara jelas, dibeli oleh pembeli 
jasa lingkungan dari sedikitnya seorang 
penyedia jasa lingkungan, jika penyedia jasa 
lingkungan tersebut memenuhi persyaratan 
dalam perjanjian dan menjamin penyediaan 
jasa lingkungan  .

22

21

21. Napitupulu DF, Asdhak C, Budiono. 2013. Mekanisme imbal jasa lingkungan di sub-DAS Cikapundung (Studi Kasus pada Desa Cikole dan 
Desa Suntenjaya Kabupaten Bandung Barat). Jurnal Ilmu Lingkungan 11 (2): 72 – 83. 
22. LP3ES. 2009. Program pembayaran jasa perlindungan DAS; mengembangkan mekanisme transaksi hulu-hilir untuk meningkatkan 
kehidupan masyarakat. Jakarta: PSDAL- LP3ES & IIED.
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Jasa lingkungan air terbagi ke dalam 4 tipe 
yaitu:

Dalam aspek manfaat air dibagi menjadi dua 
bagian yaitu manfaat langsung misalnya 
untuk kebutuhan rumah tangga, air minum, 
untuk irigasi, perikanan dan produksinya 
terdapat potensi pasar. Manfaat air tidak 
langsung adalah untuk energi listrik, untuk 
perlindungan biodiversitas dan estetika 
untuk rekreasi, sebagai indikator erosi dan 
kebersihan lingkungan dan menunjang 
perlindungan cadangan karbon. 

Jasa penyediaan air yaitu sumber air 
terutama di bagian hulu dan 
penyebab dari ketersediaan air di 
sumber air yaitu tutupan hutan 
sebagai sumber daya genetik dan 
mineral. 

Jasa pengaturan air yaitu berfungsi 
menjaga kualitas air, pengaturan 
debit air, kontrol erosi, kualitas 
kejernihan air, kontrol sebaran 
penyakit melalui air, pengurangan 
resiko banjir. 

Jasa kultural air yaitu identitas dan 
keragaman budaya dan nilai nilai 
religi dan spiritual dari air, 
pengetahuan dan kebijakan 
tradisional memanfaatkan air dan 
biodiversitas di dalamnya misalnya 
lubuk larangan di Sumatera dan 
sebagai tempat rekreasi. 

Jasa pendukung air yaitu produksi 
oksigen bagi biodiversitas, 
biodiversitas air, penggunaan air 
untuk kebutuhan rumah tangga dan 
energi listrik, irigasi dan wilayah 
sempadan sungai. 

1.

2.

3.

4.

Bagi kawasan konservasi saat ini, UU no. 17 
tahun 2019 telah melarang kegiatan 
pendayagunaan air di dalam kawasan 
konservasi (KSA dan KPA) dalam bentuk 
usaha (kecuali untuk kebutuhan 
perorangan untuk keperluan sehari-hari). 
Meskipun 

demikian pada kajian ini, isu jasa 
lingkungan air tetap dimasukkan sebagai 
bahan informasi terutama mengenai 
Permenlhk nomor 18 tahun 2019 tentang 
pemanfaatan air dan energi air di suaka 
margasatwa, taman nasional, taman hutan 
raya dan taman wisata alam. Peraturan 
tersebut berisikan azas bahwa 
pemanfaatan air atau energi air sesuai 
dengan konservasi sumber daya alam dan 
ekosistem guna mencegah kerusakan dan 
atau kepunahan keanekaragaman hayati 
dan ekosistemnya. Selain itu, pemanfaatan 
air digunakan untuk perekonomian 
masyarakat di dalam dan Pemanfaatan air 
dapat dilakukan di suaka margasatwa, 
taman nasional, taman hutan raya dan 
taman wisata alam kecuali eksploitasi di 
blok perlindungan, zona inti dan zona 
rimba. Pemanfaatan air dapat dilakukan 
secara komersial maupun non komersial 
dan dilakukan berdasarkan rencana 
pengelolaan dan hasil inventarisasi sumber 
daya air. Inventarisasi ini memperhatikan 
identifikasi pemanfaatan air yang sudah 
ada, daya dukungnya, jumlah dan 
penyebaran penduduk yang berkaitan 
dengan sumber air tersebut, dan nilai 
estetika untuk rekreasi. Debit air untuk 
pemanfaatan massa air paling banyak 50% 
dari debit air minimal untuk non komersial 
atau 20% untuk kepentingan komersial. 
Apabila dimanfaatkan keduanya (non 
komersial dan komersial) maka 
pembagiannya adalah 30% dan 20%. 
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Pemanfaatan air non komersial adalah untuk 
pemenuhan keperluan rumah tangga, irigasi 
dan kepentingan sosial (untuk rumah ibadah, 
sekolah, panti asuhan dan instansi 
pemerintah). Pemanfaatan air untuk tujuan 
komersial adalah untuk penyediaan air 
minum termasuk dalam kemasan, untuk 
kebutuhan industri pertanian, kesehatan, 
kehutanan, perkebunan, pertambangan, 
pariwisata dan industri lainnya. Untuk energi 
air non komersial adalah untuk pembangkit 
listrik mikrohidro dan minihidro dan ditujukan 
untuk kebutuhan listrik rumah tangga dan 
kepentingan sosial. Pemanfaatan energi air 
untuk listrik komersial adalah untuk 
pemanfaatannya menghasilkan keuntungan 
dan biasanya dalam skala di atas mikrohidro. 
Sekitar kawasan konservasi. Asas ketiga 
adalah memberikan kemudahan dan 
kepastian berusaha bagi pemohon dalam 
pengurusan perizinan dan penyelenggaraan 
pengusahaan pemanfaatan air dan energi air. 
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B.   Perizinan pemanfaatan jasa 
lingkungan air

Perizinan pemanfaatan air dan energi air 
dilakukan secara non komersial melalui Izin 
Pemanfaatan Air (IPA) dan Izin Pemanfaatan 
Energi Air (IPEA). Untuk komersial melalui 
IUPA dan IUPEA. IUPA dan IUPEA 
dikelompokkan ke dalam 4 bagian yaitu:

Mekanisme perizinannya adalah 
permohonan IPA dan IPEA dilakukan oleh 
pemerintah, kelompok masyarakat atau 
lembaga sosial. Untuk IUPA dan IUPEA, 
permohonan diajukan oleh pelaku usaha non 
perorangan yaitu BUMN, BUMD, sektor 
swasta atau koperasi. Kemudian 
permohonan tersebut dikaji dan diawasi 
terhadap pernyataan komitmen dan 
persyaratan teknis. Pelaksanaan pengawasan 

Untuk skala mikro, pengunaan debit 
air kurang dari 5 liter/detik  atau 
memiliki modal paling banyak lima 
puluh juta rupiah.

Usaha skala kecil, untuk penggunaan 
debit lebih dari 5 liter/detik sampai 
dengan 20 liter/detik, atau yang 
memiliki modal lebih dari lima puluh 
juta rupiah sampai dengan paling 
banyak sampai lima ratus juta rupiah 
tidak termasuk tanah dan bangunan 
tempat usaha. 

Usaha skala menengah, untuk 
penggunaan debit lebih dari 20 
liter/detik sampai dengan 50 
liter/detik, atau yang memiliki modal 
lebih dari lima ratus juta rupiah 
sampai dengan paling banyak 
sepuluh milyar rupiah tidak termasuk 
tanah dan bangunan tempat .

Usaha skala besar, untuk 
penggunaan debit lebih dari 50 
liter/detik, atau yang memiliki modal 
lebih dari sepuluh milyar rupiah tidak 
termasuk tanah dan bangunan 
tempat usaha.

1.

2.

3.

4.

melakukan identifikasi dan pemilahan data 
kelengkapan persyaratan pemohon dan 
melakukan telaah teknis. Dari hasil penilaian 
pelaksana pengawasan inilah kepala dinas 
provinsi atau kepala UPTD melalui gubernur 
atau bupati atau walikota dapat menyetujui 
atau menolak perizinan. 

Setelah proses ini dipenuhi lalu pemerintah 
memberikan IUPA dan IUPEA definitif kepada 
pemohon. Tetapi, apabila ketentuannya tidak 
dipenuhi, maka pemerintah membatalkan 
IUPA atau IUPEA. Pemerintah dalam hal ini 
dirjen atau kepala UPTD provinsi atau 
kabupaten atau kota menyampaikan hasil 
penilaian kepada lembaga Online Single 
Submission (OSS) berupa dokumen 
elektronik dan pemberian IUPA dan IUPEA 
definitif atau pembatalan izin tersebut 
disampaikan melalui lembaga OSS. Untuk 
IUPA atau IUPEA skala kecil, pemberian izin 
melalui surat keputusan dirjen terkait, 
sedangkan untuk skala menengah dan skala 
besar, izin ddikukuhkan melalui surat 
keputusan menteri LHK.  Dalam pelaksanaan 
IPA, IPEA, IUPA atau IUPEA, memiliki 
kewajiban menyampaikan rencana kerja 
tahunan yang diahkan oleh Kepala UPT atau 
kepala UPTD provinsi atau kepala UPTD 
kabupaten atau kota. Kemudian 
melaksananan rencana kerja tahunan dan 
menyampaikan laporan hasil pelaksanaan 
kegiatan tahunan kepada dirjen atau kepala 
UPT atau kepala UPTD provinsi atau 
kabupaten atau kota. Kemudian, di dalam 
RKT juga diharapkan memuat upaya 
rehabilitasi kawasan terutama akibat 
pemanfaatan air atau energi air dan menjaga 
kelestarian dan kebersihan alam. 

Pemegang IUPA atau IUPEA wajib membayar 
Pungutan Usaha Pemanfaatan Air (PUPA) 
atau Pungutan Usaha Pemanfaatan Energi 
Air (PUPEA) sesuai dengan ketentuan 
undang-undang. Jangka waktu IPA atau IPEA 
adalah lima tahun dan dapat diperpanjang 
dalam jangka waktu itu, sedangkan jangka 
waktu IUPA diberikan selama 10 tahun dan 
IUPEA diberikan jangka waktu 20 tahun dan 
dapat diperpanjang untuk jangka waktu 
berikutnya. 
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Pemohon IPA, IPEA, IUPA 
atau IUPEA

PELAKSANA PENGAWASAN

LEMBAGA OSS

LEMBAGA OSS

Direktur Jenderal atau Kepala UPTD 
Provinsi atau Kepala UPTD 

Kabupaten/Kota selaku pelaksana 
pengawasan

IMPLEMENTASI 
KEGIATAN

DITERIMA 
DAN 

DEFINITIF

DITERIMA

RPP DAN 
RKT

IUPA atau 
IUPEA -PUPA 
atau PUPEA

DITOLAK

DITOLAK

IPA atau 
IPEA – Kepala 

UPT

IUPA atau IUPEA - 
Pernyataan 
komitmen

IUPA atau IUPEA - 
Pemenuhan 
komitmen

IUPA atau 
IUPEA – 

menteri LHK 
atau gubernur

/bupati
/walikota 

IPA atau IPEA - tembusan 
kepada kepada direktur 

teknis, untuk suaka 
margasatwa, taman nasional, 
dan taman wisata alam atau 
kepala UPTD Provinsi atau 

UPTD 

1.   Melakukan       
pemberian tanda batas 
areal usaha yang 
dimohon.
2.   Membuat peta areal 
rencana kegiatan usaha 
yang akan dilakukan 
dalam skala paling kecil 
1:10.000.
3.   Membuat rencana 
pengusahaan 
pemanfaatan air atau 
energi air.
4.   Menyusun UKL atau 
UPL
5.   Membayar IUPA atau 
IUPEA. 

Gambar 6.  Mekanisme perizinan, persetujuan dan implementasi  IPA, IPEA, IUPA dan IUPEA untuk jasa lingkungan air
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C.   Energi panas bumi

Jasa lingkungan panas bumi merupakan 
upaya penyediaan energi terbarukan dan 
ramah lingkungan melalui pemanfaatan tidak 
langsung panas bumi dan upaya ini tanggung 
jawab bersama antara pemerintah pusat 
dengan pemerintah daerah. Penggunaan 
energi panas bumi dapat dipergunakan 
dalam berbagai hal terutama pembangkit 
tenaga listrik. Untuk diketahui, kebutuhan 
energi listrik mengalami peningkatan terus 
dari tahun ke tahun dengan petumbuhan 
rata-rata 7 – 9% per tahun. Di Indonesia, 
sekitar 2.519 desa yang tidak dialiri listrik    ,
sehingga diversifikasi energi untuk listrik itu 
sangat dperlukan, salah satunya adalah 
dengan panas bumi.

Kebutuhan energi fosil untuk energi listrik 
masih mendominasi yaitu dari panas bumi 
sebesar 50% (26 Gigawatt) dan batubara 
adalah 23% (12 Gigawatt). Kemudian, minyak 
bumi untuk energi listrik masih sebesar 14% 
(7,5 Gigawatt). Berdasarkan rencana 
pemerintah mengurangi penggunaan 
batubara, gas bumi dan minyak bumi, maka 
energi panas bumi adalah energi yang paling 
potensial digunakan dalam jangka panjang. 
Dari tahun 2007, kapasitas yang dapat 
diekploitasi panas bumi untuk energi listrik 
adalah 992 Megawatt kemudian meningkat 
tahun 2010 mencapai 1,2 Gigawatt      .
Di Indonesia, energi panas bumi umumnya 
masih berlokasi di Pulau Jawa dan masuk di 
dalam kawasan konservasi, hutan produksi, 
hutan produksi terbatas dan hutan lindung. 

Uzsaha pemanfaatan jasa lingkungan panas 
bumi sesuai Permenlhk nomor 4 tahun 2019 
tentang pemanfaatan jasa lingkungan panas 
bumi difokuskan pada kawasan konservasi 
yaitu taman nasional, taman hutan raya dan  

23

24,25

taman wisata alam. Tahapan yang dilalui 
untuk perizinan dan implementasi adalah 
survei pendahuluan, eksplorasi, ekploitasi 
dan pemanfaatan. Survei pendahuluan 
dilakukan untuk menetapkan areal potensi 
cadangan panas bumi di wilayah kerja 
panas bumi. Eksplorasi merupakan tindak 
lanjut dari survei pendahuluan untuk 
memperoleh informasi kondisi geologi 
bawah permukaan guna menemukan dan 
mendapatkan perkiraan cadangan panas 
bumi. 

Eksploitasi dan pemanfaatan merupakan 
tindak lanjut tahap eksplorasi yang 
dilaksanakan berdasarkan IPJLPB tahap 
eksploitasi untuk operasi produksi panas 
bumi. Survei pendahuluan dapat dilakukan 
di seluruh kawasan taman nasional, taman 
hutan raya dan taman wisata alam. Survei 
pendahuluan dapat dilakukan setelah 
mendapat Surat Izin Masuk Kawasan 
Konservasi (SIMAKSI). Penetapan areal 
potensi cadangan panas bumi digunakan 
untuk menentukan areal usaha 
pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi. 

Mekanisme pemberian IPJLPB adalah untuk 
eksplorasi, eksploitasi dan pemanfaatan. 
Badan usaha pemohon IPJLPB adalah 
badan usaha milik negara, badan usaha 
milik daerah, sektor swasta dan koperasi. 
Permohonan IPJLPB tahap eksplorasi 
diajukan pemohon kepada menteri LHK 
melalui lembaga OSS dilengkapi 

23. Supriyatna I, Fauzi A. 2019. 2.500 desa di pelosok Indonesia masih gelap gulita tanpa listrik. Suara.com/bisnis/2019.
24. Ruggero B. 2007, World Geothermal Generation in 2007: Geo-Heat Centre Quarterly Bulletin, Klamath Falls, Oregon: Oregon Institute of Technology, 
28 (3): 8-9. 
25. Alison H. 2010. Geothermal Energy:International Market Update. Geothermal Energy Association: 7. 
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Permohonan pertimbangan teknis diajukan 
pemohon kepada kepala UPT dengan 
melampirkan persyaratan administrasi 
dimana pertimbangan teknis tersebut 
dengan memperhatikan:

Dalam IPJLPB tahap eksploitasi dan 
pemanfaatan, izin tersebut dapat diperoleh 
oleh pemegang IPJLPB tahap eksplorasi jika 
ia mengajukan permohonan tahap lanjut. 
Permohonan diajukan ke menteri LHK 
melalui Lembaga OSS. Berdasarkan 
permohonan, dirjen memeriksa kelengkapan 

sesuai persyaratan. Apabila persyaratan 
lengkap, menteri menyetujui konsep 
keputusan IPJLPB tahap eksploitasi dan 
pemanfaatan dan menteri menugaskan 
dirjen dalam jangka waktu tertentu 
memberikan laporan pengawasan kepada 
Lembaga OSS dan Lembaga OSS 
menerbitkan IPJLPB eksploitasi dan 
pemanfaatan dengan komitmen.

Dalam tahap eksploitasi dan pemanfaatan, 
apabila terjadi perubahan lokasi pengeboran 
sumur produksi atau pengembangan 
sumbur injeksi yang tidak berakibat 
terjadinya penambahan luas pemanfaatan 
kawasan, maka pemegang izin wajib 
melaporkan kepada dirjen. Apabila terjadi 
penambahan jumlah pengeboran sumur 
produksi dan sumur injeksi yang berakibat 
penambahan luas kawasan, maka pemohon 
mengajukan permohonan dan izin dari 
menteri. 

IPJLPB diberikan dalam jangka waktu paling 
lama 37 tahun untuk eksplorasi, eksploitasi 
dan pemanfaatan. Untuk tahap eksplorasi 
diberi jangka waktu paling lama adalah 5 
tahun dan dapat diperpanjang dua kali untuk 
masing-masing perpanjangan 1 tahun. Untuk 
tahap eksploitasi dan pemanfaatan paling 
lama adalah 30 tahun dan dapat 
diperpanjang paling lama 20 tahun setiap kali 
perpanjangan. 

Zona atau blok dan rencana 
pengelolaan kawasan yang sudah 
ditetapkan dan lokasi areal yang akan 
diekploitasi. 

Informasi luas areal pemanfaatan 
kawasan yang dimohon.

Desain tapak (ruang publik dan ruang 
usaha) seperti keberadaan obyek, 
daya tarik wisata, areal pemanfaatan 
air, jalur lintasan atau aktivitas satwa, 
cagar budaya, situs sejarah dan 
keselarasan antara rencana 
pemanfaatan jasa lingkungan panas 
bumi dengan optimalisasi 
pengelolaan kawasan konservasi.

1.

2.

3.
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Pemohon IPJLPB 
eksplorasi

LEMBAGA OSS

Persyaratan
 administrasi

Penyusunan rencana 
kegiatan UPJLPB

Penyusunan rencana 
UPJLPB eksploitasi dan 

pemanfaatan lima tahun 
pertama

Pertimbangan 
teknis

Penyusunan UKL – UPL

Pembayaran iuran IPJLPB 
(SPP-IIPJLPB)

Penyusunan AMDAL

Survei 
pendahuluan

Pemberian tanda batas 
areal izin usaha

Pemberian tanda batas 
areal yang dimanfaatkan

LEMBAGA OSS

MENTERI LHK

MENTERI LHK

IPJLPB eksplorasi 
diterima

Dokumen Laporan 
penandaan batas 

dan peta

Persyaratan 
administrasi

IPJLPB eksplorasi 
diterima

Pemohon IPJLPB 
eksploitasi dan 
pemanfaatan

Gambar 7. Mekanisme IPJLPB eksplorasi dan IPJLPB eksploitasi/pemanfaatan

4.1.2.3.Restorasi Ekosistem

Dalam Permenlhk no. 28 tahun 2018 tentang 
tata cara pemberian, perluasan areal kerja 
dan perpanjangan izin usaha pemanfaatan 
hasil hutan kayu dalam hutan alam, izin 
usaha pemanfaatan hasil hutan kayu 
restorasi ekosistem atau izin usaha 
pemanfaatan hasil hutan kayu hutan 
tanaman industri pada hutan produksi, 
IUPHHK-RE adalah izin usaha yang diberikan 
untuk membangun kawasan dalam hutan 
alam pada hutan produksi  yang memiliki 

ekosistem penting sehingga dapat 
dipertahankan fungsi dan keterwakilannya 
melalui kegiatan pemeliharaan, perlindungan 
dan pemulihan ekosistem hutan termasuk 
penanamanpengayaan, penjarangan, 
penangkaran satwa, pelepasliaran flora dan 
fauna untuk mengembalikan unsur hayati 
(flora dan fauna) serta unsur non hayati 
(tanah, iklim dan topografi) pada suatu 
kawasan kepada jenis yang asli, sehingga 
tercapai keseimbangan hayati dan 
ekosistemnya.

Pendanaan Kawasan Konservasi melalui Mekanisme  Perjanjian Kerja Sama, Konsesi, dan Kredit Karbon 43



Izin Lingkungan yang selanjutnya disingkat IL 
adalah izin yang diberikan kepada setiap 
orang yang melakukan Usaha dan atau 
kegiatan yang wajib dilengkapi dokumen 
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup 
(AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan 
Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan 
Hidup (UKL-UPL) dalam rangka perlindungan 
dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai 
prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau 
kegiatan.

Melalui kebijakan ini, hutan produksi dapat 
dikelola untuk dimanfaaatkan hasilnya mulai 
dari hasil hutan bukan kayu, jasa lingkungan, 
serta pemanfaatan kawasan dan hasil hutan 
kayu setelah keseimbangan hayati dan 
ekosistemnya tercapai. IUPHHK-RE ini pula 
membuka peluang investasi baru di sektor 
kehutanan mengingat akan potensi 
ekonominya bagi pelaku usaha maupun 
masyarakat sekitar kawasan.

Kebijakan pemanfaatan hutan produksi 
melalui restorasi ekosistem telah mendorong 
perubahan cara pandang terhadap hutan dan 
pengelolaannya. Hutan yang semula 
dianggap sebagai pepohonan dan penghasil 
kayu kini diperhitungkan sebagai satu 
kesatuan ekosistem dengan hasil hutan 
beragam sesuai tipe ekosistem dan 
karakteristiknya. Pengelolaan hutan produksi 
melalui restorasi diyakini bisa memberikan 
kontribusi nyata dalam peningkatan 
produktivitas hutan dan pendapatan.

Perkembangan jumlah permohonan 
IUPHHK-RE di Indonesia cukup progresif dari 
tahun ke tahun. Sejak diterbitkan SK 
IUPHHK-RE pertama kepada PT. Restorasi 
Ekosistem Indonesia (Hutan Harapan) pada 
tahun 2007, KLHK telah menerbitkan 16 
IUPHHK-RE dengan total luasan 622.861.59 
hektar atau 29% dari target capaian dari 
alokasi arahan pemanfaatan RE saat ini 
(1.557.750 hektar). Hampir 60% dari 16 
IUPHHK-RE adalah bertipe ekosistem gambut, 
24% dataran rendah dan sisanya dataran 
tinggi, mangrove dan rawa.

Mekanisme perizinan untuk IUPHHK-RE 
memiliki azas yaitu memudahkan pelaku 
usaha untuk pengurusan perizinan, 
implementasi usaha dan kepastian hukum 
kepada pelaku usaha. Izin usaha terintegrasi 
secara elektronik dan dengan syarat bahwa 
lokasi yang dimohon berupa kawasan hutan 
produksi tidak dibebani izin atau hak dan 
tidak dalam proses permohonan. Lokasi atau 
areal yang dimohon dapat diberikan pada 
areal yang telah dicadangkan atau ditetapkan 
oleh menteri berupa peta indikatif arahan 
pemanfaatan kawasan hutan pada hutan 
produksi yang tidak dibebani izin untuk 
usaha pemanfaatan hasil hutan kayu. Areal 
yang telah ditetapkan arahan 
pemanfaatannya merupakan acuan bagi 
gubernur dalam memberikan rekomendasi 
permohonan izin. 

Kewajiban calon pemegang izin yang 
dikenakan sebagai penerimaan negara bukan 
pajak (PNBP) berupa iuran izin usaha 
pemanfatan hasil hutan kayu (IUPHHK) 
besarnya ditentukan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Pemohon izin adalah pelaku usaha 
perorangan atau persekutuan firma atau 
pelaku usaha non perorangan yaitu 
perseroan terbatas, perseroan umum, 
perseroan umum daerah atau koperasi. 
Permohonan IUPHHK-RE diajukan kepada 
Menteri melalui Lembaga OSS dilengkapi 
persyaratan. Persyaratan pemohon terdiri 
atas dua bagian yaitu persyaratan komitmen 
dan persyaratan teknis. 

Berdasarkan hasil akses, unduhan atau 
dokumen asli permohonan dan persyaratan 
permohonan, dirjen dalam jangka waktu 2 
(dua) hari kerja melakukan pengawasan 
terhadap Pernyataan Komitmen dan 
Persyaratan Teknis. Pelaksanaan pengawasan 
terhadap persyaratan permohonan terdiri 
atas: a. melakukan identifikasi dan pemilahan 
data kelengkapan persyaratan permohonan; 
dan b. melakukan Penelaahan Teknis terdiri 
dari verifikasi teknis, penelaahan areal dan 
peta, serta penilaian proposal teknis.
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4.1.3.1. Pariwisata Alam
Dalam pariwisata alam, IPPA dibagi menjadi 
dua bagian yaitu IUPJWA dan IUPSWA. Kriteria 
pelaku untuk IUPJWA adalah pelaku usaha 
perorangan dan pelaku usaha non 
perorangan. Sedangkan untuk IUPSWA 
adalah pelaku usaha non perorangan atau 
lembaga. Pelaku usaha IPPA ini telah memiliki 
Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan 
oleh Lembaga OSS. Untuk lembaga adalah 
pendirian lembaga menurut hukum legal dan 
profil lembaga. 

Untuk prosedur permohonan IUPJWA dan 
IUPSWA berbeda dimana permohonan 
IUPJWA diajukan kepada kepala UPT untuk 
IUPJWA yang berlokasi di taman nasional, 
taman wisata alam, dan suaka margasatwa 
atau kepala UPTD untuk IUPJWA yang 
berlokasi di taman hutan raya melalui 
lembaga OSS dilengkapi persyaratan. 
Sedangkan, permohonan IUPSWA diajukan 
kepada menteri untuk IUPSWA yang berlokasi 
di taman nasional dan taman wisata alam 
atau gubernur atau bupati atau wali kota 
sesuai kewenanganya untuk IUPSWA yang 
berlokasi di taman hutan raya, melalui 
Lembaga OSS dilengkapi persyaratan. IUPJWA 
dapat melakukan aktivitasnya di seluruh zona 
kecuali zona inti di dalam taman nasional, 
sedangkan IUPSWA hanya di zona 
pemanfaatan kawasan.

Pemegang IUPJWA dan IUPSWA selain 
memenuhi kriteria teknis dan dokumen 
untuk perizinan, juga pemenuhan komitmen 
pembayaran PNBP berdasarkan surat 
perintah pembayaran iuran IUPJWA atau 
IUPSWA yang diterbitkan oleh kepala UPT 
atau kepada UPTD. Untuk IUPSWA, 
persyaratan tehnisnya relatif banyak yaitu 
dengan pernyataan komitmen dalam 
pemberian tanda batas areal usaha, 
membuat peta areal konsesi usaha di dalam 
zona pemanfaatan paling kecil 1:25.000, 

4.1.3.2. Jasa lingkungan air dan panas bumi

menyusun UKL dan UPL, membuat rencana 
pengusahaan pariwisata alam dan membayar 
iuran IUPSWA. IUPJWA dan IUPSWA diberi hak 
dan kewajiban dalam implementasi IPPA 
yaitu menyelenggarakan sebaik-baiknya IPPA 
tersebut termasuk melakukan pengamanan 
kawasan IPPA, pengamanan tamu, menjaga 
kebersihan dan melakukan pengelolaan 
limbah dan  sampah dan mampu pula dalam 
mengembangkan kegiatan rehabilitasi di 
dalam kawasan pariwisata tersebut. 
Penjelasan detail dari prosedur IPPA 
mengacu kepada Permenlhk no. 8 tahun 
2019 tentang pengusahaan pariwisata alam 
di suaka margasatwa, taman nasional, taman 
hutan raya dan taman wisata alam, dapat 
dilihat dalam Lampiran 2. dokumen ini.

4.1.3. Prosedur Konsesi Konservasi

A. Jasa Lingkungan Air

Prosedur perizinan pemanfaatan jasa 
lingkungan air dan energi air dimulai dari 
pemohon izin melakukan permohonan 
tertulis kepada UPT atau pejabat pemerintah 
terkait. Perizinan itu adalah untuk IPA, IPEA, 
IUPA dan IUPEA. IPA dan IPEA dapat 
dilakukan kepada individu, kelompok 
masyarakat atau instansi pemerintah dengan 
tujuan non komersil. Bagi lembaga sosial 
yang mengajukan izin perlu dilengkapi akte 
pendirian lembaga, nomor pokok wajib pajak 
(NPWP), profil lembaga dan rencana kerja 
pemanfaatan air untuk IPA dan IPEA.

Untuk IUPA dan IUPEA, pengajuan izin 
kepada menteri LHK dan sifatnya komersial. 
Untuk IUPA atau IUPEA di Tahura, 
permohonan izin ditujukan kepada gubernur 
atau Bupati atau walikota di lokasi proyek 
tersebut melalui lembaga OSS. Untuk 
katagori komersial seperti IUPA dan IUPEA, 
pemegang izin pemanfaatan air komersial ini 
dibebani komitmen beberapa dokumen yang
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disyaratkan yaitu pemberian tanda batas 
areal usaha, membuat peta usaha, rencana 
kerja pengusahaan pemanfaatan air atau 
energi air, UKL atau UPL dan membayar 
iuran IUPA atau IUPEA. Pemenuhan 
komitmen paling lama 1 (satu) tahun untuk 
prosedur. Prosedur perizinan ini juga 
memuat hak dan kewajiban pemegang IPA, 
IPEA, IUPA dan IUPEA pada saat pelaksanaan 
pemanfaatan air dan energi air ini. 
kemudian, peraturan ini juga memuat 
pengamanan kepemilikan aset, tata cara 
perpanjangan izin, tata cara perluasan area 
izin, pengawasan, pembinaan dan evaluasi 
pelaksanaan izin tersebut. Detail prosedur 
yang sesuai dengan Permenlhk P.18 tahun 
2019  tentang pemanfaatan air dan energi air 
di suaka margasatwa, taman nasional, taman 
hutan raya dan taman wisata alam dapat 
dilihat pada Lampiran 3. dokumen ini.

B. Jasa Lingkungan Panas Bumi

Prosedur perizinan IPJLPB untuk eksplorasi, 
eksploitasi dan pemanfaatan saat ini 
mengacu pada Permenlhk nomor 4 tahun 
2019 tentang pemanfaatan jasa lingkungan 
panas bumi pada kawasan taman nasional, 
tahura dan TWA. IPJLPB diberikan oleh 
menteri LHK kepada pelaku usaha untuk 
tahapan eksplorasi, eksploitasi dan 
pemanfaatan. IPJLPB tahap eksplorasi 
diberikan untuk kegiatan penyelidikan 
geologi, geofisika, geokimia, pengeboran uji, 
dan pengeboran sumur eksplorasi. 

IPJLPB dalam tahap eksploitasi dan 
pemanfaatan diberikan untuk pengeboran 
sumur pengembangan dan sumur reinjeksi, 
pembangunan fasilitas lapangan dan 
operasional produksi panas bumi. 
Permohonan IPJLPB di kawasan taman 
nasional, taman hutan raya dan taman 
wisata alam diajukan oleh pemegang izin 
panas bumi yang berbentuk badan usaha 
atau badan layanan umum yang bergerak di 
bidang panas bumi. IPJLPB tahap eksplorasi, 
permohonan IPJLPB tahap eksplorasi 
diajukan oleh pemohon kepada Menteri LHK 

melalui KBKPM. Pemegang IPJLPB tahap 
eksplorasi dapat mengajukan permohonan 
IPJLPB tahap eksploitasi dan pemanfaatan 
juga kepada Menteri LHK melalui KBKPM.

Untuk sarana prasarana, pembangunan 
sarana prasarana dan fasilitas produksi 
pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi 
dilaksanakan sejak IPJLPB tahap eksplorasi 
dan atau eksploitasi diterbitkan.  Ketentuan 
sarana prasarana dan fasilitas yang dapat 
dibangun mengacu pada Izin Lingkungan (IL). 
Pembangunan sarana prasarana dan fasilitas 
produksi pemanfaatan jasa lingkungan panas 
bumi, pemegang IPJLPB dapat menggunakan 
alat berat dalam melakukan pembangunan 
sarana - prasarana asalkan memenuhi 
kriteria perlindungan terhadap kawasan dan 
biodiversitas. Ketentuan lama waktu 
eksplorasi, eksploitasi dan pemanfaatan, hak 
dan kewajiban pemegang izin, tata cara 
perpanjangan izin, tata cara perluasan area 
izin, tata cara pelaporan, pengawasan, 
pembinaan dan evaluasi dapat dilihat pada 
Lampiran 4. dokumen ini. 

4.1.3.3. Restorasi Ekosistem

Prosedur perizinan IUPHHK-RE adalah 
diawali dengan pemohon sebagai pelaku 
usaha memperoleh Nomor Induk Berusaha 
(NIB) sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. Pemohon IUPHHK-RE 
oleh perseorangan dan Perseroan Terbatas, 
modalnya tidak dapat berasal dari investor 
asing. Permohonan IUPHHK-RE, diajukan 
kepada Menteri melalui Lembaga OSS 
dilengkapi persyaratan. Pernyataan 
Komitmen terdiri atas: 

Pembuatan Berita acara hasil 
pembuatan koordinat geografis batas 
areal yang dimohon

Penyusunan AMDAL atau UKL/UPL 

Pembayaran Iuran IUPHHK-RE 

1.

2.

3.
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Setelah IUPHHK-RE diterbitkan, pemenuhan 
komitmen dilakukan oleh pemegang 
IUPHHK-RE. Dalam pemenuhan komitmen, 
Pemegang IUPHHK-RE dapat menyelesaikan 
berbagai persyaratan tersebut termasuk 
membayar iuran untuk perizinan. Pemegang 
IUPHHK-RE diberikan hak dan kewajiban dan 
dipersyaratkan untuk memenuhi mekanisme 
pelaporan, melakukan perpanjangan izin, 
membangun sarana prasarana termasuk 
penggunaan alat berat sesuai dengan 
ketentuan di dalam kawasan konservasi, tata 
cara apabila ingin memperluas wilayah izin, 
adanya pengawasan, pembinaan dan 
evaluasi kegiatan. Prosedur ini sesuai dengan  
Permenlhk no. 28 tahun 2018 tentang tata 
cara pemberian, perluasan areal kerja dan 
perpanjangan IUPHHK-RE dan dapat dilihat 
pada Lampiran 5. dokumen ini.

mengenai IUPJWA dan IUPSWA ditetapkan 
dalam Permenlhk no. 8 tahun 2019 tentang 
pengusahaan pariwisata alam di suaka 
margasatwa, taman nasional, taman hutan 
raya dan taman wisata alam.

Proses perizinan usaha penyediaan sarana 
wisata alam diatur dalam Permenlhk no. 1 
tahun 2015 tentang perubahan Permenlhk 
no. 97 tahun 2014 tentang pendelegasian 
wewenang pemberian perizinan dan non 
perizinan di bidang lingkungan hidup dan 
kehutanan dalam rangka pelaksanaan 
pelayanan terpadu satu pintu kepada 
KBKPM. Peraturan Menteri tersebut 
ditindaklanjuti dengan Permenlhk no. 7 
tahun 2015 tentang petunjuk teknis 
pemberian perizinan dan non perizinan di 
bidang lingkungan hidup dan kehutanan 
dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu 
satu pintu. 

Untuk IPA, IPEA, IUPA dan IUPEA, Permenhut 
no. 64 tahun 2013 tentang pemanfaatan air 
dan energi air di suaka margasatwa, taman 
nasional, taman hutan raya dan taman 
wisata alam. Kemudian, peraturan tersebut 
diperbaharui dalam Permenlhk no. 18 tahun 
2019 tentang pemanfaatan air dan energi air 
di suaka margasatwa, taman nasional, taman 
hutan raya dan taman wisata alam. Undang 
Undang no. 17 tahun 2019 diberlakukan 
tentang pelarangan izin usaha air di KSA dan 
KPA sehingga Permenlhk no. 18 tahun 2019 
otomatis tidak bisa diberlakukan. Untuk 
energi panas bumi, peraturan di dalam 
kawasan konservasi melalui  Permenlhk no. 
46 tahun 2016 tentang pemanfaatan jasa 
lingkungan panas bumi pada kawasan taman 
nasional, taman hutan raya dan taman 
wisata alam, kemudian dicabut dan 
diperbaharui  dengan Permenlhk no. 4 tahun 
2019. 

Peraturan mengenai konsesi konservasi 
dalam konteks jasa lingkungan wisata alam 
diatur pertama kali pada Peraturan 
Pemerintah (PP) no. 18 tahun 1994 tentang 
pengusahaan pariwisata alam di zona 
pemanfaatan taman nasional, taman hutan 
raya dan taman wisata alam. Kemudian, 
Keputusan Menteri Kehutanan no. 167 tahun 
1994 tentang sarana prasarana pengusahaan 
pariwisata alam di Kawasan Pelestarian Alam 
(KPA). Kemudian, aturan diperbaharui dalam 
dalam PP no. 36 tahun 2010 dan Permenhut 
no. 48 tahun 2010 tentang pengusahaan 
pariwisata alam di suaka margasatwa, taman 
nasional, taman hutan raya dan taman 
wisata alam, serta Permenhut no. 4 tahun 
2012 tentang perubahan atas Permenhut no. 
48 tahun 2010 tentang pengusahaan 
pariwisata alam di suaka margasatwa, taman 
nasional, taman hutan raya dan taman 
wisata alam. Kemudian peraturan terbaru 

4.2. Peraturan Perundangan Terkait Konsesi

4.2.1. 4.2.2.Wisata Alam Jasa Lingkungan Air dan
Panas Bumi
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Definisi restorasi ekosistem mengalami 
dinamisasi, diawali dalam Permenhut no. 159 
tahun 2004, areal konsesi restorasi adalah 
kawasan hutan produksi baik yang masih 
produktif, kurang produktif, dan tidak 
produktif. Sementara dalam PP no. 6 Tahun 
2007, areal konsesi restorasi bisa dilakukan 
di hutan produksi yang masih produktif 
dengan syarat tidak layak untuk dijadikan 
satu unit izin usaha dan di kawasan hutan 
produksi yang tidak produktif yang berupa 
tanah kosong, alang-alang atau semak 
belukar. Ketika PP no. 3 Tahun 2008 
ditetapkan, areal konsesi restorasi hanya 
diberikan di kawasan hutan produksi yang 
tidak produktif. Ketentuan ini kembali 
berubah setelah dikeluarkannya Permenhut 
no. 50 tahun 2010 yang mengalami revisi 
pula beberapa kali dan terakhir dengan 
Permenlhk no. 9 tahun 2015 dan kemudian 
Permenlhk no. 28 tahun 2018, bahwa areal 
konsesi restorasi diberikan di hutan produksi 
yang tidak dibebani izin atau hak. Dengan 
kata lain, areal IUPHHK-RE dapat diberikan di 
kawasan hutan produksi yang masih 
produktif, kurang produktif, atau tidak 
produktif, asal areal tersebut tidak dalam 
kondisi dibebani izin atau hak.

Mengacu Permenhut no. 159 tahun 2004, 
Permenhut no. 61 tahun 2008, Permenhut 
no. 50 tahun 2010, ataupun Permenhut no. 
26 tahun 2012, tidak ada pembatasan luasan 
areal izin konsesi restorasi. Namun ketika 
Permenhut no. 8 tahun 2014 ditetapkan, 
luasan areal izin konsesi dibatasi. Kemudian 
pembaharuan perizinan restorasi ekosistem 
di dalam IUPHHK-RE diimplementasikan 
melalui Permenlhk no. 28 tahun 2018 
tentang tata cara pemberian, perluasan areal 
kerja dan perpanjangan izin usaha 
pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan 
alam, izin usaha pemanfaatan hasil hutan 
kayu restorasi ekosistem atau izin usaha 
pemanfaatan hasil hutan kayu hutan 
tanaman industri pada hutan produksi.

4.3.1.1.Lingkup Nasional

Sampai tahun 2020, IPPA di Indonesia 
berjumlah 162 yaitu 53 IUPSWA (11 di taman 
nasional, 31 di taman wisata alam dan 11 
lainnya di kawasan konservasi lain) dan 109 
IUPJWA. Dari total tersebut, terbanyak adalah 
di Jawa (24 IUPSWA dan IUPJWA), kemudian 
Bali dan Nusa Tenggara (20 IUPSWA dan 24 
IUPJWA). Untuk wilayah Sumatera, terdiri atas 
5 IUPSWA dan 16 IUPJWA terutama untuk izin 
jasa transportasi wisata. Papua hanya 1 
IUPJWA untuk izin usaha penyedia jasa 
informasi wisata. Dari jumlah perizinan 
wisata alam di Indonesia, investasi 
diperkirakan adalah 2,48 trilyun untuk sarana 
prasarana dengan melibatkan 1.859 pekerja 
dan 125 tenaga kerja untuk IUPJWA di 
kawasan konservasi    .

Dari data penghitungan wisatawan yang 
berkunjung ke kawasan konservasi, minimal 
sebanyak 1.592.855 turis mancanegara 
berkunjung ke kawasan konservasi di 
Indonesia selama 5 tahun dan tahun 2018 
dianggap kunjungan tertinggi yaitu sebesar 
486.240 orang. Jumlah kunjungan wisata dari 
turis nusantara ke kawasan konservasi 
adalah 24.409.596 orang dalam 5 tahun 
dengan capaian 6.919.108 orang di tahun 
201726. UPT yang memiliki pendapatan 
terbesar pariwisata alam (untuk PNBP) di 
kawasan konservasi adalah BBKSDA Jawa 
Barat, Taman Nasional (TN) Bromo Tengger, 
TN Komodo, BKSDA Jawa Tengah, TN 
Bantimurung Bulusaraung, TN Tanjung 
Puting, TN Gunung Rinjani, TN Bali Barat, TN 
Gede Pangrango dan BKSDA Jawa Timur.

4.2.3. Restorasi Ekosistem

4.3.1. IPPA Untuk Jasa Lingkungan            
Pariwisata Alam

4.3.

Implementasi Konsesi 
untuk Kawasan 
Konservasi (Nasional, 
Lanskap Sumatera dan 
Lanskap TNKS)

17, 26

26. Direktorat jenderal KSDAE. 2018. Laporan kinerja Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi. KLHK.
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Gambar 8. Jumlah IUPJWA dan IUPSWA seluruh kawasan konservasi di Indonesia

Pengembangan taman nasional dan taman 
wisata alam sebagai dukungan Destinasi 
Pariwisata Prioritas (DPP) meliputi 15 
destinasi terdiri dari TN Bromo Tengger 
Semeru, TN Bantimurung Bulusaraung, TN 
Gunung Rinjani, TWA Kawah Ijen, TWA 
Gunung Tunak, TN Merapi, TN Merbabu, TN 
Gunung Tambora, TN Kelimutu, TWA Muka 
Kuning, TWA Tanjung Belimbing, TWA 
Sorong, TN Betung Kerihun Danau Sentarum, 
TN Teluk Cenderawasih,  dan Hutan 
Pendidikan Wanagama. Pengembangan 
ekowisata dengan Konsep SAVE (Science, 
Academic, Voluntary, Education) meliputi 7 
destinasi terdiri dari TN Komodo, TN Baluran, 
TN Alas Purwo, TN Bali Barat, TWA Kamojang, 
TN Gunung Leuser dan KHDTK Aek Nauli . 
Pengembangan Ekowisata dan Wisata Bahari 
pada Kawasan Konservasi meliputi 3 
destinasi terdiri dari TN Wakatobi, TN 
Bunaken, TN Takabonerate.

Dalam mencapai indikator kinerja utama 
(IKK) untuk pariwisata alam, KLHK 
memperhatikan 6 koridor ekonomi utama 
yaitu koridor ekonomi Sumatera untuk 
pengolahan hasil bumi dan lumbung energi 
nasional, koridor ekonomi Jawa adalah 
mendorong industri dan jasa nasional, 
koridor ekonomi Kalimantan untuk 
pengolahan hasil tambang dan lumbung 
energi nasional, koridor ekonomi Sulawesi 
untuk pengolahan hasil pertanian, 
perkebunan, perikanan, migas dan 
pertambangan nasional, koridor ekonomi 
Bali dan Nusa Tenggara untuk pariwisata dan 
pendukung pangan nasional. Kemudian 
koridor ekonomi Papua dan Maluku untuk 
pengembangan pangan, perikanan, energi 
dan pertambangan nasional.
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Dari pesebaran koridor ekonomi, kemudian 
KLHK menerapkan pengembangan kluster 
destinasi baru sebagai katagori (high–end 
Nature-based destination atau potensi 
dengan pendapatan tinggi) yaitu kluster Nusa 
Tenggara Barat meliputi TN Gunung Rinjani, 
TN Gunung Tambora dan TWA Gunung 
Tunak. Kluster Jawa Timur terdiri atas TN 
Baluran, TN Alas Purwo, TN Meru Betiri dan 
TWA Kawah Ijen. Untuk Kluster Lampung – 
Jawa Barat terdiri atas TN Bukit Barisan 
Selatan, TN Way Kambas, Gunung Krakatau 
dan TN Gede Pangrango.

4.3.1.2.Lingkup Sumatera dan TNKS

Pariwisata alam di Sumatera , tersebar dari 
Provinsi Aceh sampai Lampung melibatkan 
berbagai KSA dan KPA misalnya TN Leuser, 
TN kerinci Seblat, TN Bukit Barisan Selatan, 
TN Way Kambas dan TWA Barumun. 
Beberapa kawasan lain juga memiliki potensi 
untuk wisata alam yaitu Taman Nasional 
Berbak – Sembilang, Taman Nasional Tesso 
Nilo yang sejak 2010 telah mengembangkan 
konsep wilderness use dan ekowisata, Suaka 
Margasatwa Rimbang Baling, Taman 
Nasional Bukit Tigapuluh, Taman Wisata 
Alam Tambling yang dikelola antara BBKSDA 
dengan PT. Artha Graha Mandiri dan 
beberapa KSA dan KPA lainnya. 

Di Sumatera, kalangan usaha tidak banyak 
memanfaatkan IUPJWA dan IUPSWA karena 
hanya tercatat 16 IUPJWA dan 5 IUPSWA. Dari 
total perizinan tersebut, izin terbanyak di TN 
Bukit Barisan Selatan yaitu dengan 11 
IUPJWA dengan kepemilikan perseorangan. 
PNBP tahun 2017 terbesar dari pariwisata di 
Sumatera adalah dari Taman Nasional Leuser 
yaitu 2,13 milyar rupiah dan TN Way Kambas 
adalah 778,342 juta rupiah. Kemudian 
selebihnya PNBP di lingkup atau di bawah 
100 juta rupiah untuk kontribusi pariwisata 
dari UPT yang lain di Sumatera.

Di TNKS, PNBP dari jasa lingkungan terutama 
pariwisata alam tahun 2017 adalah 101,7 juta 
rupiah. Nilai tersebut masih relatif kecil dari 
target bahwa tahun 2016 – 2017, TNKS 
menjadi wilayah prioritas untuk wisata alam 
dengan kunjungan wisatawan ditargetkan 
untuk seluruh UPT di taman nasional adalah 
1,5 juta orang. Sampai saat ini, hanya satu 
izin IUPSWA di dalam kawasan TNKS 
terutama di zona pemanfaatan pariwisata 
alam. Tahun 2018 – 2019, TNKS tidak 
dimasukkan di dalam wilayah prioritas wisata 
alam untuk pelaksanaan Indikator Kinerja 
Kegiatan (IKK). Dari evaluasi rayon, TNKS 
masih masuk di dalam rayon 3 (nilai kurang 
dari 3) dengan pertimbangan penilaian 
terhadap survei keinginan untuk membayar 
(willingness to pay), daya beli dan 
kemanfaatan ekonomi wilayah, kondisi 
sumber daya manusia dalam mendukung 
standar pariwisata alam yang berkelanjutan, 
sistem anggaran yang dinilai memadai atau 
tidak dalam pengembangan pariwisata alam, 
pertimbangan sarana prasarana pengelolaan 
pariwisata, informasi dan promosi dan 
potensi obyek dan daya tarik wisata alam. 
Kemudian, penilaian lain adalah aksesibilitas, 
pangsa pasar dan sosial ekonomi 
masyarakat. 

Potensi wisata di TNKS adalah sangat tinggi. 
Di dalam dan sekitar TNKS, tercatat 203 
lokasi spesifik pariwisata alam, 39 lokasi 
untuk wisata sejarah atau budaya dan 50 
lokasi wisata buatan dan kuliner. Lokasi 
terbanyak adalah di Provinsi Jambi (127 
lokasi) dan 32 lokasi di Sumatera Barat untuk 
wisata alam. Provinsi Jambi juga memiliki 21 
lokasi untuk wisata sejarah dan budaya dan 
36 wisata buatan dan kuliner. Di provinsi lain, 
wisata sejarah atau budaya dan wisata 
kuliner tidak terlalu banyak meskipun 
beberapa lokasi tumbuh berkembang 
menjadi lokasi pariwisata misalnya di 
beberapa tempat di Kepahiang dan Rejang 
Lebong. 
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Tabel 4.  Jumlah lokasi spesifik wisata alam, wisata sejarah dan budaya dan wisata 
buatan/kuliner berdasarkan wilayah provinsi di TN Kerinci Seblat dan daerah penyangganya

Gambar 9.  Sebaran lokasi wisata alam dan wisata budaya di TN Kerinci Seblat dan wilayah penyangganya      .

TNKS dan daerah 
penyangganya 

(Provinsi)

JAMBI1 127 2121 36

32 8 2

26 5 2

5 818

2

3

4

SUMATERA 
BARAT

BENGKULU

SUMATERA 
SELATAN

WISATA ALAMNO
WISATA 

SEJARAH DAN 
BUDAYA

WISATA BUATAN 
DAN KULINER

27, 28

27. Geospasial untuk negeri. https://tanahair.indonesia.go.id/portal-web
28. TNKS. 2019. Harapan terakhir habitat harimau sumatera. http://tnkerinciseblat.or.id/wp-content/uploads/2018/08/booklet.pdf
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Salah satu wilayah yang berkembang 
pariwisata di dalam kawasan TNKS adalah 
hutan wisata Madapi (Kabupaten Rejang 
Lebong), Provinsi Bengkulu. Sepanjang tahun 
2018, jumlah pengunjung mencapai 4.897 
pengunjung dan berkembang hampir dua 
kali lipat dibandingkan tahun 2017 yaitu 
hanya berkisar 2.313 pengunjung saja.  
Ketertarikan masyarakat berkunjung ke 
Hutan Madapi adalah lokasi reboisasi yang 
berhasil untuk luasan 212 hektar yang 
didominasi tumbuhan mahoni, damar, kemiri 
dan pinus. Estimasi PNBP kontribusi dari 
Hutan Madapi adalah 19,5 juta rupiah pada 
tahun 2017 dan meningkat yaitu 25,9 juta 
rupiah tahun 2018   .

Secara umum, pariwisata di TNKS didominasi 
untuk kegiatan pendakian ke wilayah 
ketinggian Gunung Kerinci, Gunung Tujuh, 
Danau Kaco, Bukit Tapan, Bukit Sulap, Danau 
Bontak, Goa batu Napallicin, Rawa Ladeh 
Panjang, Gunung Masurai (yang sebagian 
kawasan ini rusak oleh perambahan hutan) 
dan Sungai Ampuh yang merupakan 
kawasan penting bagi konservasi burung 
(Important Bird Area). Dari berbagai lokasi 
yang digunakan untuk pariwisata, 
pemerintah daerah di berbagai kabupaten 
berinisiatif dalam pengembangan kerjasama 
misalnya antara BBTNKS dengan pemerintah 
daerah Kerinci tahun 2017 dalam 
pengembangan pariwisata di kabupaten 
tersebut terutama yang berada di dalam 
kawasan taman nasional. Yang terbaru 
adalah kerjasama antara BBTNKS dengan 
pemerintah daerah Kabupaten Merangin. 
Pada tahun 2019, Bupati Merangin 
melakukan inisasi MoU dengan Kepala 
BBTNKS untuk tiga obyek wisata yaitu Danau 
Pauh, Danau Depati Empat dan Gunung 
Masurai. Ketiga wisata ini masuk ke dalam 
zona pemanfaatan TNKS   .

Dalam konteks konsesi pengusahaan 
pariwisata alam, IUPJWA dapat dilakukan di 
seluruh area kawasan taman nasional kecuali 
zona inti, tetapi untuk IUPSWA hanya 
dilakukan di zona pemanfaatan saja. Dalam 
konteks zona pemanfaatan, zona 
pemanfaatan memiliki luas 30.994,569 
hektar tersebar di 4 provinsi atau seluruh 
bidang wilayah TNKS. Beberapa kawasan 
wisata yang masuk di dalam zona 
pemanfaatan TNKS adalah lokasi wisata 
Gunung Kerinci, Gunung Tujuh, Danau Pauh, 
Danau Depati Empat, Gunung Masurai, Bukit 
Bontak, Hutan Madapi, air panas 
Renahkemumu, Air Putih Lebong Bioputiak, 
Bukit Sulap, Danau Mas harun Bastari dan 
wilayah lainnya. Beberapa lokasi sebagian 
masuk di dalam zona inti misalnya jalur 
pendakian ke Gunung Kerinci di wilayah 
Solok Selatan. Kondisi ini mengakibatkan 
provider pariwisata sulit mengelola atau 
melakukan praktek jasa wisata alam di trek 
ini.

Beberapa daerah pariwisata yang 
dipromosikan pemerintah daerah kabupatan 
di 4 provinsi dan BBTNKS masuk di dalam 
zona pemanfaatan. Daerah itu adalah Bukit 
Langkisau (80), air terjun Balan Sani (73), 
Gunung Talang – Danau di Atas (54), Gunung 
Kerinci (30), Danau Bukit Bontak (31), Bukit 
Tapan (32), Danau Gunung Tujuh (487), air 
panas Renahkemumu (651), Danau Pauh (33), 
Danau Depati Empat (34), Gua Napal Licin 
(115), Bukit Sulap (Lubuk Linggau) (16), Hutan 
Madapi (18) dan Gunung Seblat (17). Total 
poligon zona pemanfaatan TNKS adalah 36 
buah tersebar di seluruh wilayah TNKS di 4 
provinsi. Zona pemanfaatan ini menjadi 
rujukan lokasi untuk IUPSWA – TNKS. 
Pembangunan sarana prasarana difokuskan 
di lokasi ini selain promosi pariwisata. 
Sebagai ilustrasi, PT. Linggau Bisa telah 
mengembangkan pariwisata alam melalui 
IUPSWA di zona pemanfaatan TNKS di Bukit 
Sulap (Kabupaten Lubuk Linggau). 

29

30

29. Muhammad N. 2019. Pengunjung Hutan WIsata Madapi, Rejang Lebong meningkat. Bengkulu.antaranews.com. 
30. Bangko Independent. Zona TNKS dimanfaatkan. Bangko-independent.com
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Tabel 5. Lokasi target prioritas pariwisata alam di dalam zona pemanfaatan TNKS

Gambar 10.   Sebaran poligon zona pemanfaatan SK 945/KSDAE/KSA.0 tahun 2017 dan lokasi wisata alam (dan kode 
angka untuk zona pemanfaatan yang digunakan untuk pariwisata)

80 6511 8Bukit Langkisau Air panas 
Renahkemumu

Air terjun Balan Sani Danau Pauh

Danau Bukit Bontak Bukit Sulap

Gunung Talang - Danau di atas Danau Depati Empat

Bukit Tapan Hutan Madapi

Gunung Kerinci Gua Napal Licin

Danau Gunung Tujuh Gunung Seblat

2 9

5 12

3 10

6 13

4 11

7 14

73 33

31 16

54 34

32 18

30 115

487 17

NO NOKODE KODELokasi target pariwisata TNKS Lokasi target pariwisata TNKS
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4.3.2.1.Lingkup Nasional   

Sampai tahun 2018, 26 izin pemanfaatan air 
(22 IPA dan 4 IUPA) dan 7 izin pemanfaatan 
energi air (IUPEA) dihasilkan investasi dengan 
63,3 milyar rupiah untuk pemanfaatan air 
dan 37,579 KWH dengan nilai investasi 1,02 
trilyun rupiah untuk energi air ke listrik. Dari 
izin usaha ini mampu menyerap 1.668 tenaga 
kerja   . Secara target dari IUPA dan IUPEA 
adalah 2,037 milyar rupiah untuk PNBP 
(terget tahun 2017), dan tahun 2017 dapat 
dicapai adalah 808,535 juta rupiah. PNBP 
yang dihasilkan tahun 2019 untuk 
pemanfaatan air adalah 1,630 milyar rupiah 
(IUPA/IUPEA). Empat izin IUPA diberikan 
kepada CV Sun Palung Borneo (TN Gunung 
Palung), CV Tirta Mekar (Gunung Ciremai), 
PDAM Bone Bolango SPAM Tulabolo dan 
PDAM Bone Bolango SPAM Lombongo (TN 
Bogani Nani Wartabone). 22 unit IPA tersebar 
di TN Kelimutu (3 IPA), TN Bantimurung 
Bulusaurung (1 IPA), TN Bogani Nani 
Wartabone (2 IPA), TN Bukit Barisan Selatan 
(14 IPA), TN Rawa Aopa Watumohai (1 IPA) 
dan TN Meru Betiri (1 IPA)      .

Tahun 2010 - 2014, 64 izin pemanfaatan air 
telah diterbitkan (63 IPA dan 1 IPEA). Lokasi 
IPA yang berada di taman nasional berjumlah 
49 IPA. Di taman wisata alam dan di suaka 
margasatwa masing-masing berjumlah 7 IPA. 
Satu IPEA berlokasi di taman nasional. 
Sampai tahun 2014, masih terdapat 11 
pengajuan izin dengan MoU untuk IPA dan 
IUPA dan 1 permohonan izin untuk IUPEA. 
Pada tahun 2015, izin yang dikeluarkan 
adalah 10  izin (9 IPA dan 1 IUPA) dan tahun 
2016 tercatat 32 (31 IPA dan 1 IUPA). Pada 
tahun 2017, terjadi peningkatan keluarnya 
izin mencapai 40 izin (36 IPA dan 4 IUPA   .
Proyeksi ke depan untuk jasa lingkungan air 
di kawasan konservasi sangat prospektif 
terutama di Sumatera dan Papua karena 
menyangkut ketersediaan air dan surplus air 

karena tidak digunakan dalam berbagai 
aktivitas atau usaha. Di Sumatera, 
ketersediaan air diperkirakan 111,178 milyar 
m per tahun dan digunakan adalah 49,58 
milyar m per tahun (surplus 61,5 milyar m 
per tahun. Sedangkan Papua, memiliki 
surplus air mencapai 349,28 milyar m3 per 
tahun. Tetapi, Jawa, Bali, Sulawesi dan Nusa 
Tenggara mengalami defisit air antara 4 – 
42,5 milyar m per tahun. Kemudian, 
pemanfaatan air untuk energi juga tidak 
menghilangkan ketersediaan air sehingga 
pemanfaatan air untuk usaha air minum dan 
energi listrik menjadi penting terutama di 
dua pulau besar yang surplus air yaitu 
Sumatera dan Papua   .

Potensi air untuk seluruh kawasan 
konservasi di Indonesia adalah 600 milyar m 
per tahun atau 6,5 milyar m per tahun di 
seluruh taman nasional. Potensi air untuk 
energi listrik terutama mikrohidro dan 
minihidro mencapai 75 KWH untuk seluruh 
kawasan konservasi sementara pemanfaatan 
hanya sekitar 9%. Untuk teknologi mikro 
hidro (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro 
(PLTMH) dan Pembangkit Listrik Tenaga Air 
(PLTA) memiliki kapasitas 8,34 GigaWatt dan 
meningkat 10,622 GigaWatt tahun 2019, 
dengan rencana tambahan pembangkit 
sebesar 2,510 GigaWatt. Target jumlah 
mikrohidro yang terpasang adalah 50 unit 
dengan total kontribusi 200 MegaWatt untuk 
IPEA dan IUPEA.

Tahun 2019, UU no. 17 tahun 2019 
menguburkan target capaian untuk IPA, IPEA, 
IUPA dan IUPEA karena semua perizinan di 
kawasan konservasi untuk pemanfaatan air 
terutama usaha sudah tidak diperbolehkan. 
Pemanfaatan air dalam UU 17 tersebut harus 
tidak komersil dan dimanfaatkan bukan dari 
badan usaha tetapi perseorangan. 

4.3.2. Jasa Lingkungan Air dan Panas Bumi
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31. Direktorat Jenderal KSDAE. 2019. Laporan kinerja 2018. Direktorat Jenderal KSDAE – KLHK. 
32. Direktorat Pemanfaatan jasa Lingkungan Hutan Konservasi. 2015. Rencana Strategis Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan 
Konservasi (DPJLHK). Direktorat PJLHK – KLHK. 

Pendanaan Kawasan Konservasi melalui Mekanisme  Perjanjian Kerja Sama, Konsesi, dan Kredit Karbon 54



Untuk panas bumi, acuan terhadap hasil survei panas bumi di seluruh kawasan di Indonesia 
oleh Badan Geologi tahun 2014, 299 titik panas bumi teridentifikasi. Pada tahun 2017, survei 
diperbaharui kembali dengan 342 teridentifikasi lokasi potensi titik panas bumi dengan titik 
potensi panas bumi terbanyak di Sumatera (98 titik panas bumi), Sulawesi (87 titik panas 
bumi) dan Jawa (73 titik panas bumi). Jumlah Panas bumi tersebut juga termasuk di kawasan 
konservasi (48 titik panas bumi), hutan lindung (56 titik panas bumi), hutan produksi (50 titik 
panas bumi) dan APL (145 titik panas bumi). Potensi panas bumi di kawasan konservasi 
menghasilkan energi listrik sebesar 4,873 GigaWatt - 6,16 GigaWatt. Potensinya untuk total 
keseluruhan termasuk penghitungan cadangan panas bumi adalah 28,5 GigaWatt. Kapasitas 
yang sudah terpasang untuk Pembangkit Listrik Tenaga Panasbumi (PLTP) adalah 1,925 
GigaWatt      .

Investasi panas bumi di kawasan konservasi tersebar di berbagai pulau misalnya di Jawa, PT. 
Chevron Geothermal mengembangkan panas bumi di Taman Nasional Gunung Salak Halimun 
dengan IPJLPB seluas 228,69 hektar dengan investasi 12,8 trilyun rupiah untuk kapasitas 377 
MegaWatt (MW). PT Indonesia Power juga mengembangkan panas bumi untuk IPJLPB dengan 
tempat yang sama seluas 13,725 hektar dengan investasi 2 trilyun rupiah untuk 180 MW. 
Kemudian, PT. Pertamina Geothermal Energy - Star Energy Geothermal Darajat II, Ltd di TWA 
Gunung Papandayan mengembangkan panas bumi di 26 hektar lahan dengan investasi 25,2 
trilyun rupiah (kapasitas untuk 270 MW). Kemudian, PT. Pertamina Geothermal Energy 
mengembangkan pula energi panas bumi dengan luas 56 hektar lahan dan investasi 52,08 
tilyun rupiah (kapasitas terpasang adalah 235 MW). 

30, 33, 34

Tabel 6. Jumlah sumber daya panas bumi dan cadangan panas bumi berdasarkan sebaran lokasi dan informasi 
jumlah yang terpasang atau sudah dieksploitasi di Indonesia

Jumlah sumber 
daya (MW)PULAU

4.734SUMATERA

JAWA

KALIMANTAN

BALI

SULAWESI

1 6.912 98 538

7.187

13

73

14

1.254

0

262

1.468

6

87

0

120

28

33

3

342

12,5

0

0

1.942,5

916

677

0

17.435

2

5

3

6

4

7

8

3.099

169

92

1.633

620

651

75

11.073

NUSA
TENGGARA

MALUKU

PAPUA

Jumlah sumber 
daya cadangan 

(MW)
NO JUMLAH 

LOKASI

JUMLAH 
TERPASANG 

(MW)

33. Direktorat Panas Bumi. 2018. Doing business in geothermal. Dirjen energi baru terbarukan dan konservasi energi, Kementerian energi 
dan sumber daya mineral.
34. Meijaard E, Dennis RA, Saputra BK, Drougelis DJ, Qadir MCA, Garnier S. 2019. Rapid environmental and social assessment of geothermal 
power development in conservation forest areas of Indonesia. PROFOR, Washington DC. 
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Di Nusa Tenggara Barat (NTB), WKP Sembalun 
di TN Rinjani dalam proses perizinan dan 
lelang, kemudian di NTT, WKP Sokoria di TN 
Kelimutu yang dikelola PT Sokoria 
Geothermal Indonesia dalam proses 
eksploitasi dengan kapasitas 30 MW. WKP 
Ulumbu dengan kapasitas 187,5 MW dikelola 
oleh PT. PLN (Persero) berada di TWA Ruteng 
dan sudah dalam tahap produksi. Di Sulawesi, 
WKP yang tersebar di kawasan konservasi 
adalah Lahendong Tompaso (Cagar Alam (CA) 
Gunung Lokon) dalam tahap produksi, 
Kotamobagu dan Suwawa di TN Bogani Nani 
Wartabone adalah juga dalam tahap produksi 
oleh PT Pertamina Geothermal Energy dan 
Bora Pulu di TWA Wera dan TN Lore Lindu 
juga dslam proses operasi dan tahap lelang. 
Di Maluku, WKP hanya sebanyak satu wilayah 
yaitu WKP Songa Wayaua di CA Gunung Sibela 
dalam tahap lelang dengan kapasitas 140 
MW. Jadi total pengusahaan panas bumi 
dalam lingkup WKP di kawasan konservasi 
adalah hanya 14 pengusahaan dari total 65 
WKP dan 10 WPSPE di Indonesia    .

Di Sumatera, Wilayah Kerja Panasbumi (WKP) 
Jaboi di TWA Iboih yang dikelola PT. Sabang 
geothermal Energy memiliki potensi 50 MW. 
WKP Seulawah Agam di Tahura Pocut Meurah 
Intan memiliki potensi 160 MW. WKP Sibayak 
di TWA Sibolangit dikelola oleh PT 
Geothermal Energy memiliki kapasitas 130 
MW dan sudah dalam IPJLPB. WKP Sorik 
Marapi di TN Batang Gadis dengan kapasitas 
200 MW juga telah mendapatkan IPJLPB. 
Beberapa perusahaan panas bumi yang 
beroperasi di kawasan konservasi dan 
sekitarnya di Sumatera lainnya adalah WKP 
Liki Pinangawan Muaralaboh di TN Kerinci 
Seblat yang dikelola oleh PT. Supreme Energy 
Muaralaboh dalam tahap eksplorasi, WKP 
Sungai Penuh di TN Kerinci Seblat dikelola 
oleh PT. Pertamina Geothermal Energy dalam 
tahap eksplorasi. WKP Huluhais di TWA Tes 
dan TN Kerinci Seblat dikelola PT. Geothermal 
Energy juga dalam yahap eksplorasi dengan 
kapasitas 223 MW. Kemudian WKP Suoh 
Sekincau dikelola oleh Chevron Geothermal 
Suoh Sekincau di TN Bukit Barisan Selatan 

dan Gunung Way Panas (Ulubelu, Lampung) 
dikelola oleh PT. Pertamina Geothermal 
Energy menghasilkan 220 MW

4.2.2.2.Lingkup Sumatera dan TNKS

Rencana strategis lingkungan hutan 
konservasi direktorat PJLHK 2015 – 2019 
memasukkan IKK untuk pemanfaatan jasa 
lingkungan air dan energi air sebanyak 25 izin 
IPA atau IPEA dan 50 IUPA atau IUPEA di 
seluruh Indonesia dan di Pulau Sumatera 
difokuskan pada kawasan TN Leuser, TN 
Kerinci Seblat dan TN Bukit Barisan Selatan. 
Pada tahun 2016, TN Kerinci Seblat 
menghasilkan 1 IUPA dan 1 IUPEA. Pada 
tahun yang sama, TN Bukit Barisan Selatan 
menghasilkan 4 IPA dan 13 IPEA. Kemudian, 
TN Bukit 30 hanya menghasilkan 1 IPA dan 
BKSDA Sumatera Selatan menghasilkan 1 IPA.

Di Sumatera, pemanfaatan jasa lingkungan 
air dan energi air yaitu dalam pemanfaatan 
untuk air bersih (termasuk air minum), 
pertanian, pariwisata baik digunakan oleh 
perseorangan atau masyarakat dan instansi 
pemerintah atau sektor swasta misalnya 
PDAM. Untuk energi air lebih banyak fokus 
pada pemanfaatan untuk energi listrik 
sehingga beberapa sektor swasta, 
pemerintah dan kelompok masyarakat 
mengembangkan energi air melalui 
pembangunan PLTA skala medium – besar 
dan skala kecil yaitu piko hidro, mikro hidro 
dan mini hidro. 

Dalam pemanfaatan sumber daya air di luar 
kawasan konservasi (kawasan hutan) 
terutama di daerah penyangga kawasan 
konservasi, telah lama dan banyak dilakukan 
oleh pemerintah, masyarakat dan sektor 
swasta. Beberapa peraturan yang terkait 
perizinan dan penggunaan air di kawasan 
hutan misalnya di dalam wilayah hutan 
lindung dan hutan produksi dapat 
menggunakan Peraturan Pemerintah RI 
nomor 3 tahun 2008 tentang perubahan atas 
peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2007 
tentang tata hutan dan penyusunan rencana 
pengelolaan hutan, serta pemanfaatan hutan.

31, 32
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35. Sugiharta dkk. 2016. Buku informasi pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi di hutan konservasi. Direktorat PJLHK – KLH
36. ulianugroho S. 2020. Konfirmasi informasi kajian UNDP-Bappenas.
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Peraturan ni mendukung pemangku 
kepentingan dalam mengajukan Izin Usaha 
Pemanfaatan Jasa Lingkungan (IUPJL) di 
kawasan hutan (luar kawasan konservasi). 
Dalam hal ini, KPHL dan KPHP memiliki fungsi 
dalam mendorong perizinan pemanfaatan air 
dan energi air dalam IUPJL di dalam kawasan 
hutan (hutan lindung, hutan produksi atau 
hutan produksi terbatas). IUPJL pada hutan 
lindung dan hutan produksi diberikan paling 
lama 10 tahun dan dapat diperpanjang setiap 
5 tahun dengan evaluasi. Imbal jasa atau 
biaya yang dibayarkan oleh insitusi pemohon 
sesuai dengan UU nomor 7 tahun 2004. 

Di TNKS, IPA dan IPEA dilakukan oleh SPN 
Bukit Kaba Polda Bengkulu pada tahun 2015, 
kemudian IUPA oleh PDAM Tirta Sakti pada 
tahun 2015, IPEA di PLTMH Sako Tapan tahun 
2015 (Kabupaten Pesisir Selatan) dan IUPEA 
oleh PT. Brantas Cakrawala Energy pada 
tahun 2016. Dalam pelaksanaan pemberian 
izin, wewenang dilakukan oleh Direktorat 
PJLHK dan Balai Besar TNKS pada Izin 
Pemanfaatan air dan Energi air untuk non 
komersil. Izin pemanfaaan air (IPA) meliputi 
Izin pemanfaatan air untuk keperluan 
pemenuhan rumah tangga dan sosial dan Izin 
Pemanfaatan energi air (IPEA) untuk 

pembangunan listrik mikrohidro bagi 
kebutuhan rumah tangga dan sosial yang 
dikelola oleh SPN Bukit Kaba. Dalam hal ini 
Permohonan izin telah diterima sampai 
sekarang ini yaitu SPN Bukit Kaba Polda 
Bengkulu. Untuk IUPA dan IUPEA, prosesnya 
dilakukan dengan kajian AMDAl atau UKL dan 
UPL terlebih dahulu dan kemudian Menteri 
KLHK mengenaikan izin pemanfaatan air 
tersebut. Sebelum UU no. 17 tahun 2019 
disahkan, beberapa potensi IPA, IUPA, IPEA 
dan IUPEA adalah di beberapa desa yang 
memanfaatkan air di dalam TNKS terutama 
untuk pemanfaatan air untuk kebutuhan 
rumah tangga dan PLTMH misalnya di desa 
Karang Jaya (kecamatan Selupu Rejang) 
Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu (IPA 
telah didapat dari BBTNKS melalui SK no. 185 
tahun 2019). BBTNKS memfasilitasi perizinan 
bagi masyarakat desa tersebut untuk dapat 
mengakses air dari TNKS. Kemudian, 
desa-desa perbatasan kawasan misalnya 
Dusun Tuo, Nilo Dingin dan desa-desa lainnya 
yang ingin memanfaatkan air TNKS untuk 
PLTMH terutama untuk membantu usaha 
pengelolaan kopi masyarakat.
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Gambar 11. Sebaran sungai (a) dan DAS (b) di TNKS dan sekitarnya
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Tabel 7. Izin pemanfaatan air di TNKS oleh mitra BBTNKS 2015 - 2019

Mitra BBTNKS untuk 
konsesi pemanfaatan air

PLTMH Sako Tapan Nagari Sungai Gambir Sako 
Tapan, Pesisir Selatan

BENGKULU

Kabupaten Kerinci

Solok Selatan

Desa Renah Kasah, 
Kabupaten Kerinci

REJANG LEBONG

IPEA 2015

2015

2015

2016

2019

2019

1

2

3

4

5

6

IUPA

IUPEA

IPEA

IPA

IPAPolda Bengkulu (SPN Bukit Kaba)

PDAM Tirta Sakti Kab. Kerinci

Desa Karang Jaya, 
Kecamatan Selupu Rejang

PT. Brantas Cakrawala Energi

KTH Ranah Kasah Lestari 
dan Perkumpulan Walestra

TIPE IZIN TAHUN LOKASINO

Dalam konteks pengembangan pemanfaatan 
air terutama untuk pengelolaan air minum 
dan listrik, TNKS menjadi lokasi yang 
potensial karena total PKS yang tujuan dalam 
pengembangan penggunaan air ini adalah 6 
PKS (4 PKS untuk energi listrik tenaga air dan 
2 PKS untuk air minum) atau sekitar 35% dari 
total PKS. Dari potensi sumber daya air yang 
besar, peluang PKS untuk jasa lingkungan air 
dapat difungsikan untuk pembangkit listrik 
tenaga air sampai skala PLTA besar terutama 
di Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Hari 
dengan potensi debit air mencapai 1,134 
trilyun m/tahun dan penggunaannya hanya 
sekitar 147,23 milyar m/tahun. DAS Musi juga 
berpotensi untuk pembangkit listrik tenaga 
air dengan debit maksimal di beberapa titik 
sungai mencapai 49,4 milyar m/tahun. Total 
penggunaan air di DAS tersebut baru 
mencapai 6,5 milyar m/tahun   .

Untuk skala kecil yaitu mikrohidro dapat 
dikembangkan di wilayah dengan debit yang 
relatif kecil terutama di DAS di Pantai Barat, 
Provinsi Bengkulu. Lokasi tersebut misalnya 
di Wilayah Sungai (WS) Teramang Muar 
mencapai 13 milyar m3/tahun dimana saat ini 
baru dipergunakan untuk irigasi pertanian, 
perikanan dan kebutuhan rumah tangga. 

Meskipun demikian, di wilayah Lebong (DAS 
Pantai Barat) tercatat 9 Pembangkit Listrik 
Tenaga Mikro Hidro  (PLTMH) yang terpasang 
sejak tahun 2010 dan tiga pico hidro oleh 
pemerintah daerah dan NGO. Di Bengkulu, 
PLTMH juga dibangun dalam skala 
perusahaan misalnya PLTMH Batu Balai di 
Desa Sukarami, Air Nipis dikelola oleh PT. 
Manna Energy Pratama dan bekerjasama 
dengan PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) 
dengan pasokan listrik mencapai 3 Mega Watt 
(MW). 

TNKS menjadi wilayah penting suplai air 
rumah tangga termasuk air minum. Beberapa 
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) 
terdapat di sekitar TNKS ini. Contohnya, 
PDAM Tirta Sakti di Kabupaten Kerinci, PDAM 
Pessel di Pessisir Selatan, PDAM Rantau 
Pandan di Muara Bungo, PDAM Tirta Buana di 
Bangko, PDAM Sarolangun di Sarolangun, 
PDAM Tirta Selagan di Kabupaten 
Muko-Muko, PDAM Tirta Langkisau di 
Kambang, Bengkulu, PDAM Tirta Saribu 
Sungai di Solok Selatan, Sumatera Barat dan 
beberapa PDAM lainnya yang menggunakan 
air di TNKS. Dalam konteks kerjasama dengan 
PDAM, BBTNKS hanya melakukan PKS dengan 
PDAM Tirta Sakti.

3

3

3
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37. Bappenas. 2019. Penyusunan Business Plan di Taman Nasional Kerinci Seblat dan Identifikasi Sumber pendanaan Alternatif. Jakarta, 
Indonesia: Kementerian PPN/Bappenas.
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Dalam lingkup Sumatera, jumlah titik panas 
bumi tersebar di seluruh provinsi. Titik panas 
terbanyak di Aceh yaitu 19 titik panas bumi, 
Sumatera barat memiliki 18 titik panas bumi 
dan Sumatera utara yaitu 16 titik panas bumi. 
Potensi total berikut cadangannya untuk 
seluruh provinsi di Sumatera adalah 11,646 
GW (hipotetik-spekulatif adalah 4,734 GW dan 
cadangan adalah 6,912 GW). Kapasitas 
terpasang adalah hanya 562 MW   .

WKP di dalam kawasan konservasi tersebar di 
18 lokasi yaitu 2 WKP di Aceh, 4 WKP di 
Sumatera Utara, 3 WKP di Sumatera Barat, 2 
WKP di Jambi, 2 WKP di Bengkulu, 1 WKP di 
Sumatera Selatan dan 4 WK di Lampung. Di 
Aceh, WKP Jaboi dan Seulawah (Agam) 
memiliki potensi total 210 MW. Di Sumatera 
Utara, WKP Sibual buali, Sibayak-Sinabung, 
Simbolon-Samosir dan Sorik Merapi memiliki 
potensi panas bumi sebesar 1,575 GW, 170 
MW telah terproduksi oleh PT Pertamina 
Geothermal Energy untuk WKP Sibual buali, 
Sibayak-Sinabung dan Simbolon-Samosir. 
Sumatera Barat, WKP Bonjol, Liki Pinawangan 
– Muaralaboh dan Gunung Talang- Bukit Kili 
memiliki potensi 625 MW dan sebagian tahap 
eksplorasi oleh PT. Supreme Energy 
Muaralaboh dan persiapan lelang di dua 
lokasi. Di Jambi, WKP Sungai Penuh dalam 
tahap eksplorasi oleh PT. Pertamina 
Geothermal Energy. Kemudian, di Bengkulu, 
WKP Huluais dan Kepahiang memiliki potensi 
403 MW dimana WKP Huluais yang dikelola 
oleh PT. Pertamina Geothermal Energy dalam 
tahap eksplorasi. Di Sumatera Selatan hanya 
satu WKP yaitu Lumut Balai – Margabayur 
dengan potensi 600 MW dimana WAP yang 
dikelola oleh PT. Pertamina Geothermal 
Energy sudah dalam tahap produksi sebesar 
55 MW. Di Lampung, WKP Suoh Sekincau, 
Gunung Way Panas, Way Ratai dan Danau 
Ranau memiliki potensi 925 MW dalam tahap 
penyelesaian EPC dan lelang.

Di Sumatera, KLHK belum mendapatkan 
komitmen IPJLPB dari berbagai perusahaan 
yang saat ini melakukan eksplorasi, 
eksploitasi dan pemanfaatan panas bumi 
di kawasan konservasi. Dari Tahun 2015 – 
2019, hanya dua IPJLPB yang terbit yaitu 
IPJLPB tahap eksploitasi dan pemanfaatan 
oleh PT. Pertamina Geothermal Energy – 
Chevron Geothermal Salak, Ltd. Di TN 
Halimun Salak, Jawa Barat dan IPJLPB tahap 
eksploitasi dan pemanfaatan oleh PT. 
Indonesia Power pada Zona Pemanfaatan 
Taman Nasional Gunung Halimun. 
Indikator kinerja KLHK sampai 2019 adalah 
mendapatkan minimal 5 IPJLB sampai 
tahun 2019. 

Di TNKS, empat WKP teridentifikasi yaitu 
WKP Liki Pinangawan – Muaralaboh (5) di 
dalam TNKS untuk wilayah Sumatera Barat. 
WKP ini dikelola oleh PT. Supreme Energy 
Muaralaboh dan tahap eksplorasi. 
Kemudian, WKP Sungai Penuh (2) wilayah 
Jambi dikelola oleh PT. Pertamina 
Geothermal Energy dan dalam tahap 
eksplorasi. WKP Graha Nyabo (4) di TNKS 
dalam tahap persiapan lelang dan WKP 
Huluais (1) (Provinsi Bengkulu) terdapat di 
TNKS, CA Danau Menghijau dan TWA 
Danau Tes. Satu WKP berbatasan langsung 
dengan TNKS adalah WKP Kepahiang. WKP 
Kepahiang (3) masuk di dalam CA Pagar 
Gunung I, CA Talang Ulu I dan II dan TWA 
Bukit Kaba dan dalam posisi persiapan 
lelang. Di TNKS dan sekitarnya sampai 
tahun 2017 telah dilakukan survei 
pendahuluan dan eksplorasi dengan total 
39 titik survei dan eksplorasi tahap lanjut. 
Total eksplorasi tahap lanjut adalah 7 titik 
eksplorasi dan 5 titik panas bumi yang siap 
terpasang atau eksploitasi   .

31
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38. Igis.esdm.go.id/igis/
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4.3.3.1.Lingkup Nasional

Restorasi ekosistem di Indonesia diawali 
dengan inisiatif Burung Indonesia sejak 
tahun 2000 di wilayah Hutan Harapan seluas 
98.554 hektar berlokasi antara Provinsi Jambi 
dan Provinsi Sumatera Selatan. Pada tahun 
2007, Burung Indonesia mendapatkan 
IUPHHK-RE dan merupakan pertama kali di 
Indonesia. Burung Indonesia juga melakukan 
hal serupa dalam inisiasi restorasi ekosistem 
di Provinsi Gorontalo sejak tahun 2008  . 
Sampai tahun 2015, KLHK telah 
mengeluarkan 14 izin IUPHHK-RE dimana 
pemegang IUPHHK-RE berada di Sumatera 
(Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu) 
dan Kalimantan (Kalimantan Timur, 

Gambar 12.   Sebaran posisi survei awal, survei tahap lanjut, titik lokasi yang siap terpasang untuk eksploitasi panas 
bumi dan WKP di TNKS dan sekitarnya   .

39

39

4.3.3. Restorasi Ekosistem

Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. 
Total luas area adalah 558.185 hektar hutan 
produksi dengan alokasi 1,79 juta hektar 
hutan produksi di Indonesia. Jadi sampai 
tahun 2015, 24 % luas wilayah telah 
terpenuhi untuk IUPHHK-RE. Kemudian, 
sampai tahun 2019, dua IUPHHK-RE terbit 
kembali dengan total luasannya keseluruhan 
adalah 622.861,59 hektar atau 29% dari 
target capaian  .40

39. Burung Indonesia. Restorasi ekosistem. Perhimpunan Pelestarian Burung Liar Indonesia (Burung Indonesia) burung.org/restorasi-ekosistem/
40. Direktorat Jenderal PHPL. 2018. Statistik Direktorat Jenderal PHPL tahun 2017. Release.phpl.menlhk.go.id/file/publikasi

Pendanaan Kawasan Konservasi melalui Mekanisme  Perjanjian Kerja Sama, Konsesi, dan Kredit Karbon 61



PT. Restorasi Ekosistem Indonesia

PT. Rimba Makmur Utama

1

8

Sumatera Selatan

Kalimantan Tengah 108.255

NAMA PERUSAHAAN PROVINSI LUAS (HEKTAR)

Jambi 46.385

52.170

Riau 20.450

Riau 20.265

Riau 36.850

Riau 39.412

Kalimantan Timur 86.450

Sumatera Selatan 8.300

Kalimantan Tengah 37.151

Kalimantan Tengah 19.520

Kalimantan Tengah 49.620 

Kalimantan Barat 14.080

Riau 32.830

Bengkulu 12.672

Jambi 38.665

2

9

5

12

3

10

6

13

15

4

11

7

14

16

PT. Restorasi Ekosistem Indonesia

PT. gemilang Cipta Nusantara

PT. Gemilang Cipta Nusantara

PT. Global Alam Nusantara

PT. Restorasi Habitat Orangutan Indonesia

PT. Kerawang Ekawana Nugraha

PT. Rimba Raya Conservation

PT. The Best One Unitimber

PT. Alam Sukses Lestari

PT. Ekosistem Khatulistiwa Lestari

PT. Sinar Mutiara Nusantara

PT. Sipef Biodiversity Indonesia

PT. Alam Bukit Tigapuluh

PT. Rimba Makmur Utama

NO

Tabel 8. 16 Pemegang IUPHHK-RE di Indonesia sampai tahun 2019

Dalam konteks IUPHHK-RE, konsesi ini 
diharapkan sebagai bagian dari perubahan 
paradigma pengelolaan hutan terutama 
bahwa investasi dan eksploitasi tidak 
diarahkan pada pemanenan kayu tetapi lebih 
ke arah mengembalikan ekosistem ke alam 
dan mendorong pemulihan biodiversitas 
penting seperti orangutan, gajah, harimau 
sumatera dan spesies penting lainnya. 
Restorasi ekosistem dengan tujuan 
perdagangan karbon dan HHBK misalnya 
yang dikelola PT. Rimba Makmur Utama dan 
PT. Rimba Raya Conservation, kedua 
perusahaan ini memiliki alasan sebagai 

Corporate Social Responsibility (CSR) - green 
project perusahaan.  PT. Alam Sukses Lestari 
(Grub Adaro) melakukan restorasi ekosistem 
di konsesinya untuk tujuan reklamasi lahan 
dan PT.  Sipef Biodiversity Indonesia juga 
memilki konsesi restorasi ekosistem di 
Bengkulu, bertujuan untuk biodiversity asset. 
Kemudian alasan lain juga adalah mengenai 
penyelamatan aset. Dari 16 perusahaan ini, 
nilai investasi diperkirakan 14 juta dolar AS 
sampai 18 juta dolar AS. Nilai investasi ini 
dapat dikembalikan melalui jasa lingkungan, 
HHBK dan asas pemanfaatan kawasan secara 
lestari. 
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4.3.3.2.Lingkup Sumatera dan TNKS

Sepuluh perusahaan untuk IUPHHK-RE 
berada di Pulau Sumatera dimana lima izin 
restorasi ekosistem dikelola oleh group APRIL 
bertajuk Restorasi Ekosistem Riau (RER) 
dengan komitmen 100 juta dolar AS untuk 10 
tahun dan izin konsesi mencapai 60 tahun 
dengan luas estimasi 150.000 hektar.  Izin 
restorasi didapat pertama kali oleh PT. 
Gemilang Cipta Nusantara pada tahun 2012, 
kemudian tahun 2014, IUPHHK-RE didapat 
untuk PT. Sinar Mutiara Nusantara, PT. the 
Best One Unitimber dan PT. Global Alam 
Nusantara. Lokasi RER berada di 
semenanjung Kampar (Kabupaten Pelalawan) 
dan Pulau Padang (Kabupaten Kepulauan 
Meranti), Riau. RER dibangun dalam rangka 
perlindungan kubah gambut di wilayah 
tersebut. Dari hasil survei pada tahun 2015 
dengan Flora Fauna International, RER ini 
menyimpan 693,45 juta ton karbon dan 
sumber penyedia cadangan air bagi 
masyarakat Riau di bagian hilir. 

Dalam perlindungan biodiversitas penting. 
IUPHHK-RE PT. Alam Bukit Tigapuluh (ABT), 
PT. Restorasi Ekosistem Indonesia (REKI) dan 
PT. Kerawang Ekawana Nugraha (KEN) (yang 
dikelola Sinas Mas) merupakan kawasan 
dalam pengelolaan biodiversitas spesifik 
yaitu orangutan dan gajah sumatera. Di 
konsesi Alam Bukit Tigapuluh, sekitar 160 
orangutan sumatera diintoduksi di wilayah 
ini untuk bisa menggunakan kawasan TN 
Bukit Tigapuluh. Selain itu, kawasan ini juga 
penyangga terhadap populasi gajah 
sumatera yaitu sekitar 150 individu yang 
tersisa. Kemudian, di wilayah hutan harapan, 
biodiversitas penting adalah gajah sumatera 
dengan populasi yang kritis yaitu 11 individu 
betina dan kemudian PT. REKI melakukan 
introduksi dua individu jantan untuk ujicoba 
kawin dan berkembang biak melalui gajah 
betina yang asli di lokasi tersebut. PT. KEN 
meskipun luasannya kecil, juga didorong 
fokus kepada konservasi gajah sumatera 
dengan strategi pengaturan pergerakan 

gajah sumatera dan penurunan konflik gajah 
- manusia yang diperkirakan antara 50 -70 
individu di lokasi ini.

Dalam lingkup IUPHHK-RE ini karena bukan 
perizinan di dalam kawasan konservasi, 
kawasan ini dapat berkontribusi kepada 
konservasi kawasan. Misalnya konsesi ABT 
sebagai zona penyangga TN Bukit Tigapuluh. 
Konsesi ABT menjadi penting sebagai 
benteng pertahanan dalam menjaga TN Bukit 
Tigapuluh dari ancaman kawasan termasuk 
perambahan hutan. Jumlah petugas 
pengamanan PT. ABT adalah sekitar 30 orang 
yang dapat melingkupi pengamanan seluruh 
kawasan konsesi. PT. REKI dimana kawasan 
relatif jauh dari kawasan konservasi, memiliki 
petugas pengamanan dan perlindungan 
kawasan mencapai 100 orang. Dengan 
performa 100 orang petugas dimana patroli 
SMART dalam melingkupi area antara 5.000 – 
10.000 hektar untuk 1 tim (4-5 orang). Jumlah 
personel dalam melakukan pengamanan 
sampai 250.000 hektar kawasan.

Konsesi restorasi ekosistem yang dekat dan 
berbatasan sdengan TNKS adalah PT. Sipef 
Biodiversity Indonesia (PT. SBI). PT. SBI yang 
berlokasi di Kabupaten Mukomuko (Provinsi 
Bengkulu) dan di dalam KPHP Mukomuko 
mendapatkan IUPHHK-RE pada tahun 2013 
melakukan pengembangan kegiatan 
kehutanan dalam proteksi kawasan dengan 
melakukan kajian biodiversitas dengan 
konsultan IDEAS di kawasan yang dinyatakan 
dengan High Conservation Value Forest 
(HCVF) dalam kawasan konsesi dan 
pengembangan kemitraan kehutanan 
dengan petani penggarap. Tanaman yang 
menjadi andalan digarap di bidang lahan 
IUPHHK – RE dalam kemitraan kehutanan 
adalah pala   . PT. SBI juga melakukan 
restorasi kawasan dan proteksi kawasan 
terutama yang berbatasan dengan TNKS. 
Jumlah personel tim patroli kawasan adalah 
12 - 20 orang yang terdiri atas petugas PT. 
Sipef, militer, polisi dan personel KPHP. Dari 
beberapa catatan, aktivitas proteksi kawasan 
konsesi dapat menjadi benteng terhadap 

41

41. KPHP Mukomuko. 2014. Rencana pengelolaan hutan jangka panjang KPHP model Kabupaten Mukomuko Propinsi Bengkulu. KPHP 
Mukomuko, Kabupaten Mukomuko. 
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perlindungan kawasan dari pembalakan liar dan perambahan karena beberapa kegiatan 
patroli dapat mendorong penegakan hukum termasuk penyitaan kayu ilegal. 

Gambar 13. Sebaran Lokasi IUPHHK – RE di Pulau Sumatera (a) dan lokasi IUPKKH-RE PT. SBI yang berdekatan dengan 
TNKS (b)
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4.4.1.1. Tantangan IPPA

Tantangan terbesar dalam penerapan IPPA di 
dalam kawasan konservasi adalah penilaian 
terhadap prospek kawasan dalam jangka 
pendek yaitu mengenai perizinan IPPA, 
infrastruktur kawasan, dominansi UPT, 
sinkronisasi lintas sektor dan kepastian 
usaha dalam jangka panjang terutama dari 
ancaman kawasan dan perubahan ruang 
terutama pada IUPSWA.   Dalam hal 
perizinan IPPA, IUPJWA tetap dibatasi antara 
2 tahun (perorangan) – 5 tahun (non 
perorangan), tetapi dalam IUPSWA mencapai 
55 tahun berlakunya izin atau dapat 
diperpanjang dalam jangka waktu 20 tahun. 
Lamanya waktu berlakunya perizinan 
IUPSWA sebagai bagian pembelajaran dari 
peraturan sebelumnya dimana izin 
pemanfaatan sarana wisata alam hanya 5 
tahun saja. Padahal, badan usaha dapat 
membutuhkan waktu satu – dua tahun 
proses perizinan termasuk AMDAL, UKL atau 
UPL. 

Kemudian, pengenaan tarif masuk ke dalam 
kawasan di dalam Permenhut no. 12 tahun 
2014 belum sinkron terhadap kualitas 
infrastruktur kawasan. Banyak kawasan yang 
tidak memenuhi kualitas infrastruktur yang 
baik bahkan di beberapa kawasan, tidak 
memiliki infrastruktur bagi pengunjung. 
Tetapi, retribusi masuk kawasan tersebut 
memiliki tarif yang sama dengan kawasan 
yang memiliki infrastruktur yang baik 
meskipun didalam peraturan tersebut, tarif 
telah dibedakan berdasarkan rayon kecuali 
suaka margasatwa. Hal ini menjadi kesulitan 
bagi pengelola pariwisata terutama yang 
memiliki izin IUPJWA dalam promosi dan 
menginformasikan kepada pengunjung 
terutama turis mancanegara. Banyak 
kawasan konservasi tidak memiliki 

4.4.1. Wisata Alam

infrastruktur yang baik, atau infrastruktur 
tersedia tetapi tanpa pemeliharaan dan 
rusak atau dibiarkan kosong tidak terisi 
personel UPT. Perizinan untuk IUPSWA dan 
pembangunan infrastruktur juga terkendala 
karena kawasan tersebut belum memiliki 
desain tapak kawasan terutama untuk 
pariwisata atau zonasi kawasan untuk 
penempatan IUPSWA di zona pemanfaatan. 

Dominansi UPT yang dimaksud adalah UPT 
tidak meletakkan pemangku kepentingan 
atau perseorangan yang melakukan 
permohonan IUPJWA dan IUPSWA tidak 
dalam kapasitas mitra yang saling 
mendukung dan menguntungkan. karakter 
demikian juga karena tercermin di dalam 
berbagai peraturan perizinan yang lebih 
mengedepankan pemenuhan kewajiban 
pemohon dalam proses perizinan dan tahap 
implementasi dan konsekuensi terhadap 
tidak memenuhi kewajiban tersebut.  
Sedangkan hak dan fasilitas terhadap 
pemohon relatif minim terutama dalam 
mendapatkan kemudahan akses izin dan 
pelayanan. Dalam prakteknya, antara 
penerima IPPA dan pelaku wisata tanpa IPPA 
dapat mengakses kawasan konservasi tanpa 
perbedaan. 

Sinkronisasi lintas sektor antara UPT dengan 
pemerintah daerah dan kelompok 
masyarakat. Sinkronisasi ini misalnya dalam 
inisiasi kerjasama antara UPT dengan 
pemerintah daerah dalam konteks 
pembangunan jalan untuk tujuan wisata 
tetapi jalan tersebut di dalam kawasan 
konservasi menimbulkan dampak kerusakan 
kawasan dan memicu perambahan, sehingga 
kemudian pembangunan akses untuk tujuan 
awal yaitu wisata menjadi terhambat. Kondisi 
aksesibilitas yang sulit ke kawasan konservasi 
menyebabkan pelaku pariwisata 
mengurungkan niatnya untuk melakukan 
IPPA di lokasi tersebut. Sikronisasi juga 
berkaitan dengan penetapan tarif pariwisata, 
dimana UPT memiliki regulasi dalam 
menentukan tarif untuk PNBP, dan 
masyarakat juga menentukan tarif masuk 
untuk desa. Sehingga, wisatawan dikenakan 
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dua tarif dan menimbulkan 
ketidaknyamanan bagi pengelola atau 
operator wisata dan wisatawan. Kepastian 
usaha dalam jangka panjang setelah 
mendapatkan IUPSWA adalah juga menjadi 
kendala. Pemohon adalah pelaku usaha yang 
berinvestasi di kawasan tersebut dan dalam 
konsep bisnis, investasi yang dikeluarkan 
akan dihitung sebagai modal awal dan 
diharapkan modal awal kembali dan 
mendapatkan keuntungan dalam jangka 
waktu tertentu. Untuk itu, kepastian jangka 
panjang menjadi penting bagi pelaku usaha. 
UPT kawasan konservasi menjamin pelaku 
usaha yang mendapatkan IUPSWA aman dan 
tidak mengalami gejolak dalam berusaha, 
tetapi jaminan ini terkadang sulit misalnya 
karena faktor eksternal yaitu perambahan 
kawasan, konflik dengan masyarakat 
setempat, tidak adanya pengamanan 
kawasan sehingga  ancaman perburuan 
biodiversitas terjadi di kawasan tersebut dan 
menurunkan kualitas kawasan dan 
menurunkan minat wisatawan.

pendapatan yang tinggi untuk pariwisata dan 
karakter pendapatan yang rendah sehingga 
pembangunan infrastruktur dan promosi 
pariwisata difokuskan di wilayah-wilayah 
dengan karakter potensi pendapatan yang 
tinggi disamping tetap mengembangkan 
infrastruktur di kawasan yang 
diperhitungkan rendah pendapatan atau 
untuk tujuan wisata khusus misalnya dalam 
penerapan wisata tipe SAVE yang diinisiasi 
Direktorat PJLHK. Penggunaan yang optimal 
bangunan atau infrastruktur menjadi 
penting. Banyak infrastruktur bangunan yang 
dibangun dengan dana DIPA, tidak dipelihara 
dan tidak ditempati secara optimal sehingga 
rusak setelah dibangun. Untuk itu, UPT dapat 
bekerjasama dengan NGO dan kelompok 
masyarakat untuk perbaikan dan 
penggunaannya pada saat patroli kawasan 
atau penggunaan bangunan untuk tujuan 
wisata dari NGO atau kelompok masyarakat.

4.4.1.2. Pembelajaran IPPA

Pembelajaran penting dalam implementasi 
IPPA adalah pelaku atau pengelola pariwisata 
perlu membangun forum atau wadah pelaku 
pariwisata sehingga memudahkan dalam 
koordinasi dan melakukan perizinan secara 
kolektif. UPT kawasan konservasi dapat 
melakukan inisiasi atau membina pelaku 
usaha ini dalam pengembangan forum atau 
kelompok pariwisata untuk pengelolaan 
pariwisata di kawasan konservasi. Beberapa 
forum atau kelompok yang telah banyak 
diinisiasi oleh UPT adalah Kelompok Sadar 
Wisata (POKDARWIS), Forum Pariwisata Alam 
di Wakatobi, Forum Masyarakat Penyelamat 
Pariwisata Manggarai Barat (Formapp 
Mabar), Kelompok Masyarakat Pariwisata 
Todano dan berbagai kelompok lainnya. 

Pemerintah telah menetapkan prioritas 
kawasan dan telah mendeskripsikan 
kawasan dengan karakter potensi 

4.4.2.1. Tantangan pemanfaatan air dan 
panas bumi

UU no. 17 tahun 2019 telah mematikan 
berbagai perizinan untuk jasa lingkungan air 
terutama IUPA dan IUPEA. Sedangkan 
investasi dibangun dalam jangka panjang 
oleh bebebapa perusahaan pengguna air 
untuk kebutuhan sehari-hari (PDAM) dan 
perusahaan energi untuk PLTA atau PLTMH. 
Kendala pasca pengesahan UU no 17 tahun 
2019 juga berkenaan dengan pemanfaatan 
air panas yang harus dipenuhi oleh 
perusahaan energi panas bumi dalam IPJLPB. 
Sedangkan, kendala yang dihadapi dalam 
penerapan IPJLPB adalah tarif pungutan 
untuk implementasi IPJLPB tersebut yang 
belum ditetapkan pemerintah. Pemanfaatan 
panas bumi di beberapa area berstatus 
sebagai warisan dunia dan ditetapkan oleh 
UNESCO sebagai kawasan Tropical Rainforest 
Heritage of Sumatra (TRHS) (TN Bukit Barisan 

4.4.2. Jasa lingkungan air dan panas 
bumi
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Selatan, TN Kerinci Seblat dan TN Gunung 
Leuser) adalah tidak diperkenankan sehingga 
segala ketentuan yang terkait dengan 
perlindungan TRHS sebagai warisan dunia 
sudah disetujui untuk dipatuhi.

4.4.2.2. Pembelajaran pemanfaatan air dan 
panas bumi

Beberapa pembelajaran yang dapat 
dilakukan adalah penerapan UU no. 17 tahun 
2019 memiliki kemiripan dari UU no. 7 tahun 
2004 mengenai penggunaan air dan 
privatisasi air dan peraturan tersebut dapat 
dibatalkan oleh keputusan Mahkamah 
Konstitusi (MK) dan diperbaharui.  Kemudian, 
optimalisasi IUPJL di luar kawasan konservasi 
dan apabila IUPJL untuk air ini mendukung 
konservasi kawasan, perizinan ini didorong 
bagi kawasan-kawasan hutan atau hutan 
lindung yang berbatasan langsung dengan 
kawasan konservasi. IUPJL ini juga dapat 
melibatkan perizinan pinjam pakai kawasan 
IPPKH yang tujuannya untuk pengembangan 

jasa lingkungan. Inisiatif ini dlakukan 
pemohon izin dengan melibatkan KPH atau 
dengan dukungan dari BPDAS dan Balai 
Wilayah Sungai (BWS) di lokasi tersebut. 
Beberapa inisiasi masyarakat di hutan 
lindung Desa Cipeteuy, Sukabumi dalam 
pembangunan PLTMH 50 MW didukung oleh 
Balai TN Gukung Halimun Salak, JICA dan 
NGO lokal adalah contoh pembelajaran IUPJL 
di hutan lindung yang berbatasan dengan 
kawasan taman nasional. Kelompok Hutan 
Kemasyarakatan (HKm) Beganak adalah 
contoh penerapan pengembangan PLTMH 
dari Air Terjun Riam Kemokak di Hulu Sungai 
Meragun dalam Hutan Lindung Gunung 
Naning. Dalam pengembangan jasa 
lingkungan dan IUPJL melalui Izin 
Pengelolaan Hutan Desa dan Izin Usaha 
Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan 
(IUP-HKm) dimana total IPHD dan IUP-HKm di 
Indonesia masing-masing adalah 793 izin 
dengan luas 1.435.618,15 hektar dan 1.490 
izin dengan luas 695.113,82 hektar   .42

42. KLHK. 2019. Basis data geospasial KLHK tahun 2019. Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan – KLHK.
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4.4.3.1. Tantangan Restorasi ekosistem

Beberapa catatan dari pemangku 
kepentingan, perbedaan pandangan antara 
pemerintah pusat dengan penerintah daerah 
dalam penerapan restorasi ekosistem 
sehingga menimbulkan ambiguitas kebijakan 
adalah kendala utama terutama dalam 
perbedaan kebijakan daerah terhadap 
pemerintah pusat yang berdampak pada 
pembuatan rencana kerja tahunan dan 
implementasi rencana tersebut. Di Jambi dan 
Sumatera Selatan, pemerintah daerah 
membuat kebijakan izin pinjam pakai 
kawasan hutan untuk pembangunan jalan 
tambang di dalam konsesi PT. REKI. Dari 
catatan tahun 2013, Kementerian Kehutanan 
meminta PT. REKI menerima usulan izin jalan 
tambang dan dana kompensasi dari PT. Musi 
Mitra Jaya (MMJ) yang mengajukan izin 
pinjam pakai kawasan IPPKH. PT. REKI 
menolak tegas usulan tersebut. Permenhut 
no. 14 tahun 2013 sangat jelas bahwa tidak 
boleh ada IPPKH lain di dalam kawasan 
restorasi ekosistem. PT. MMJ telah 
mengantongi izin dari Bupati dan Gubernur 
Jambi  .

Rencana pembangunan jalan tambang yang 
melintasi Hutan Harapan REKI dilakukan 
kembali oleh perusahaan batubara PT. 
Marga Bara Jaya (MBJ) dan ditolak kembali 
oleh Koalisi Masyarakat Sipil Sumatera 
Selatan dan Jambi (KMS3J) meskipun saat itu 
telah dilakukan kajian AMDAL. Koalisi ini 
didukung oleh KKI Warsi, Aliansi Masyarakat 
Adat Nusantara (AMAN), Hutan Kita Institut, 
Zoological Society of London (ZSL), Forum 
Harimau Kita, Forum Konservasi gajah 
Indonesia (FKGI) dan LBH Palembang  .

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi 
keberhasilan IUPHHK-RE dari tim penilaian 
kinerja usaha usaha Direktorat Jenderal PHPL 
menunjukkan 3 IUPHHK-RE bernilai baik, 9 
IUPHHK-RE bernilai sedang dan 4 konsesi 
lainnya dinilai buruk. Penilaian ini 
berdasarkan laporan kemajuan kegiatan, 
dukungan terhadap aktivitas restorasi 
ekosistem, pengendalian masalah termasuk 
konflik lahan dan sosial dan upaya 
multiusaha di dalam restorasi ekosistem 
sendiri  .

Perizinan tambang dan konsesi kebun yang 
berbatasan dengan konsesi restorasi 
ekosistem terutama di lahan gambut, 
dampak dari perizinan tersebut bahwa 
restorasi eksosistem kehilangan konektivitas 
hutan dalam konteks koridor konservasi dan 
kebakaran hutan. Contoh kasus adalah PT. 
Rimba Makmur Utama (RMU) sebagai 
pemegang izin restorasi ekosistem 
mengalami kebakaran lahan 1.900 hektar 
pada bulan September 2019. Analisa titik api 
dan informasi lapangan mengindikasi 
sumber kebakaran dari perkebunan sawit PT. 
PEAK di sebelah konsesi RMU. Sementara 
kasus ini pernah terjadi pada tahun 2015 di 
tempat yang sama tetapi pasca penyidikan, 
kasusnya dihentikan.

Kebakaran hutan hutan terjadi terhadap PT. 
Alam Bukit Tigapuluh (ABT) di Jambi seluas 
140 hektar dan kasus ini karena terjadinya 
perambahan hutan yang melakukan 
pembakaran dan PT. ABT telah memberikan 
seri laporan kepada KLHK. Hasil akhirnya 
justru pihak PT. ABT berhadapan dengan 
proses hukum dan diinformasikan di media 
adalah KLHK justru melakukan penyegelan 
terhadap perusahaan konsesi tersebut   .

4.4.3. Restorasi Ekosistem
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43. Saturi S. 2013. Jalan tambang di Hutan Harapan: REKI tegas menolak, kemenhut bimbang. Mongabay.co.id/2013/
44. Profauna. 2019. Hutan harapan di Sumatera terancam jalan tambang batu bara. Protecting forest and wildlife. Profauna.net/id/
45. Ayat A. 2019. Restorasi ekosistem sampai dimana? Forestdigest.com.
46. Montesori J. 2019. Menteri LHK: penegakan hukum terhadap oerusahaan pembakar lahan telah dilakukan. Beritasatu.com/nasional/
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4.4.3.2. Pembelajaran Restorasi Ekosistem

Pembelajaran penting pertama dari restorasi 
ekosistem adalah banyak pemangku 
kepentingan terutama sektor swasta terbuka 
wawasannya dalam perizinan konsesi yang 
dahulunya hanya berfikir mengenai 
pemanenan kayu, kemudian dalam restorasi 
ekosistem adalah ekosistem dan jasa 
lingkungan juga bisa menghasilkan 
keuntungan bagi perusahaan. Kemudian 
pembelajaran penting kedua adalahbanyak 
pemangku kepentingan ingin 
mengembangkan investasi untuk konsesi ini 
sekaligus belajar mengenai perlindungan dan 
pengamanan kawasan konservasi. Dalam 
prakteknya, pemegang konsesi pada 
akhirnya didorong sebagai manajer kawasan 
dan mempelajari pengelolaan kawasan 
konservasi dan ekosistemnya terutama dari 
ancaman. Praktek-praktek ini dianggap 
sebagai pengalaman baru sebagai otoritas 
pengelolaan kawasan. 

Pembelajaran ketiga adalah restorasi 
ekosistem akhirnya ditarik ke konteks 
lanskap dimana pemegang konsesi bekerja 
dengan kolaborasi banyak pihak termasuk 
pemerintah daerah dan masyarakat. Di 
beberapa konsesi, pemegang konsesi 
melibatkan pemegang konsesi yang lain  
untuk mengembangkan rencana aksi 
bersama pengelolaan kawasan konsesi 
secara terintegrasi dan alasannya salah 
satunya adalah pengelolaan koridor 
biodiversitas. Pembelajaran keempat adalah 
restorasi ekosistem yang berada di 
penyangga kawasan konservasi, secara 
otomatis mendukung perlindungan kawasan 
konservasi tersebut. Hal ini karena 
perlindungan dan pengamanan kawasan 
hutan restorasi  juga dilakukan di kawasan 
tersebut sehingga menurunkan tensi 
ancaman ke kawasan konservasi. 

4.4.4.1. Tantangan konsesi kawasan 
konservasi di TNKS

Tantangan utama pariwisata di TNKS adalah 
aksesibilitas dan fasilitas terutama 
infrastruktur kawasan. Di banyak lokasi 
wisata, akses ke dalam taman nasional 
tersebut relatif jauh dan kendaraan yang 
minim. Kemudian kendala lain ditambah oleh 
infrastruktur pariwisata misalnya catatan dari 
pemerintah kabupaten Kerinci adalah 
infratruktur penginapan di kota atau 
pemikiman terdekat dengan taman nasional 
dan di taman nasional sendiri relatif minim. 
Infrastruktur di dalam kawasan juga relatif 
minim misalnya kurangnya shelter atau 
pondok istirahat bagi wisatawan atau 
pendaki.  Hal ini menjadi kendala minat 
pelaku usaha pariwisata dalam melakukan 
pengusahaan dan perizinan dalam IPPA di 
TNKS. 

Di TNKS, IPPA teridentifikasi hanya satu 
IUPSWA oleh PT. Linggau Bisa untuk 
pariwisata alam di zona pemanfaatan TNKS 
wilayah Lubuk Linggau. PT. Linggau Bisa 
adalah BUMD yang mengelola 3 aset daerah 
yaitu Bukit Sulap, Air Terjun Temam dan 
Temam Water park. Latar belakang 
perusahaan tersebut melakukan IUPSWA 
adalah potensi Bukit Sulap penting bagi 
wisatawan terutama beberapa lokasi wisata 
air terjun di dalam Bukit Sulap. Selain itu, 
pembelajaran dari IUPSWA di Bukit Sulap, PT. 
Lubuk Linggau mampu dalam membangun 
dan memelihara sarana – prasarana yang 
dibutuhkan untuk pariwisata di lokasi ini. 
Di TNKS, kelompok pariwisata lokal misalnya 
yang dkelola oleh pelaku pariwisata Kayu Aro 
dan Solok Selatan belum mengarahkan 
kepada IUPJWA meskipun memiliki potensi 
yang tinggi. Kelompok-kelompok ini memiliki 
kontribusi terhadap pemanduan dan pelaku 
usaha wisata di TNKS dan Balai Besar TNKS 
juga memiliki kontribusi dalam peningkatan 

4.4.4. Tantangan dan Pembelajaran           
di TNKS
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kapasitas mereka. Beberapa penjualan 
wisata oleh kelompok ini adalah tentang 
pendakian Gunung Kerinci dan Danau 
Gunung Tujuh, kelompok minat khusus 
untuk birdwatching yang difokuskan di Bukit 
Tapan dan Gunung Kerinci.

Dalam konteks jasa lingkungan air, UU no. 17 
tahun 2019 jelas memberikan dampak 
terhentinya perizinan IPA, IPEA, IUPA dan 
IUPEA oleh pelaku usaha yang melakukan 
pengusahaan air di TNKS. Untuk itu, 
operasional sarana dan peralatan di dalam 
kawasan tidak diperbolehkan dalam masa 
ini, apalagi target penyelesaian 
pembangunan sarana PLTM Sako ditargetkan 
selesai bulan Desember 2019. Bagi PDAM 
dan PT. Brantas Cakrawala Energy tentu 
menjadi kendala besar terutama stok atau 
pasokan air yang terbesar adalah dari dalam 
taman nasional.

4.4.4.2. Pembelajaran di TNKS

Pembelajaran yang dapat dilakukan oleh 
masyarakat dan pelaku usaha adalah 
pengembangan air dan energi air di luar 
taman nasional misalnya yang dilakukan 
masyarakat Desa Dusun Tuo dan Nilo Dingin 
dalam memanfaatkan sungai Cigerincing di 
dekat desa dan di luar taman nasional 
kerjasama dengan NGO dan BPDAS. BPDAS 
dan kelompok masyarakat dua desa tersebut 
melakukan kegiatan rehabilitasi lahan dalam 
skema agroforestri untuk Hutan 
kemasyarakatan (HKm) dan Hutan Tanaman 
rakyat (HTR) seluas 120 ha. 

Pengembangan HKm dalam rehabilitasi 
lahan dan PLTMH nampaknya sinkron dalam 
kaitannya untuk pengelolaan hutan terpadu 
di daerah penyangga taman nasional. Total 
program rehabilitasi hutan dan lahan untuk 
target HKm di sekitar TNKS (zona penyangga) 
adalah 11.405 hektar meliputi 26 Kelompok 
Tani Hutan (KTH) dan 2 koperasi yaitu 
Koperasi Produsen Serba Usaha dan 
Koperasi Serba Usaha Desa Tabek yang 
berbatasan langsung dengan TNKS dan 
dikelola oleh 2 BPDAS yaitu BPDAS Agam 

Kuantan dan BPDAS Batanghari. Keseluruhan 
lokasi HKm berada di KPHP unit I Kerinci, 
KPHP unit IX Pesisir Selatan, KPHP Unit I 
Mukomuko, KPHL Unit III Bukit Daun dan 
KPHL unit VI Solok. Tantangan TNKS dalam 
hal restorasi ekosistem adalah menstimulasi 
beberapa izin restorasi ekosistem baru di 
wilayah zona penyangga kawasan seperti 
yang diimplementasikan oleh PT. SBI sebagai 
pemegang IUPHHK – RE dan mendorong 
perusahaan - perusahaan tersebut juga 
melakukan proteksi kawasan konservasi yang 
dapat membentengi TNKS dari kerusakan. 

Kuantan dan BPDAS Batanghari. Keseluruhan 
lokasi HKm berada di KPHP unit I Kerinci, 
KPHP unit IX Pesisir Selatan, KPHP Unit I 
Mukomuko, KPHL Unit III Bukit Daun dan 
KPHL unit VI Solok. Tantangan TNKS dalam 
hal restorasi ekosistem adalah menstimulasi 
beberapa izin restorasi ekosistem baru di 
wilayah zona penyangga kawasan seperti 
yang diimplementasikan oleh PT. SBI sebagai 
pemegang IUPHHK – RE dan mendorong 
perusahaan - perusahaan tersebut juga 
melakukan proteksi kawasan konservasi yang 
dapat membentengi TNKS dari kerusakan. 

Promosi dan sosialisasi regulasi menjadi 
penting, misalnya IPPA, IPJLPB dan 
IUPHHK-RE terjadi beberapa 
penambahan atau revisi regulasi, dan 
dalam pengetahuan dan paradigma 
pemangku kepentingan terutama pelaku 
usaha, regulasi izin kehutanan dianggap 
masih menggunakan pola lama dengan 
regulasi yang lama. Beberapa pelaku 
usaha teridentifikasi belum mengetahui 
regulasi – regulasi baru untuk perizinan 
terutama untuk jasa lingkungan dan 
konsesi konservasi. Promosi dan 
sosialisasi regulasi secara pasti akan 

4.5.
Rekomendasi Penguatan 
Mekanisme Konsesi Untuk 
Konservasi

4.5.1. Rekomendasi Umum
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Pengelola kawasan konservasi 
mempersiapkan secara sistematis untuk 
pelayanan perizinan konsesi kawasan 
misalnya dengan pemetaan kawasan 
untuk peluang kemitraan jasa lingkungan 
termasuk wilayah penyangganya dan 
pemetaan pemangku kepentingan 
terutama potensi pelaku usaha. 
Pengelola kawasan juga melakukan 
pengelolaan kawasan secara optimal 
untuk menjamin tidak ada kerusakan 
kawasan yang mempengaruhi keinginan 
pelaku usaha untuk investasi melalui 
perizinan konsesi di lokasi tersebut.

Inovasi baru dalam implementasi jasa 
lingkungan adalah penting. Untuk itu, 
kajian dan rencana peluang-peluang 
kegiatan jasa lingkungan yang lebih luas 
dikembangkan misalnya mengenai 
pengembangan kegiatan minat khusus di 
lokasi-lokasi yang dinilai potensi 
pendapatan rendah dari wisatawan 
massal karena akses yang sulit melalui 
wisata riset dan edukasi. Banyak pelaku 
usaha pariwisata melakukan bisnis yang 
fokus pada wisata minat khusus ini. 

Inovasi lain dalam penggunaan izin 
konsesi wisata alam adalah program 
volunter konservasi sebagai kegiatan 
minat khusus. Kegiatan ini dilakukan 
dengan cara merekrut volunter-volunter 
yang bisa membayar aktivitasnya untuk 
mendukung pengelolaan kawasan, 
misalnya kegiatan renovasi pos jaga, 
shelter pengunjung atau kantor taman 
nasional dan kegiatan patroli kawasan. 
Inovasi-inovasi baru dalam pemanfaatan 
HHBK, atau tipe restorasi ekosistem di 
dalam kawasan konservasi dalam skema 
pemulihan eksosistem dan karbon juga 
menjadi variasi dalam pengembangan 
jasa lingkungan.

Kepastian dalam kebijakan dan 
sinkronisasi pemerintah pusat dan 
daerah terutama yang berhubungan 
dengan konservasi dan pemanfaatan 
lahan untuk kebun dan tambang. 
SInkronisasi ini penting sehingga dalam 
implementasi jasa lingkungan terutama 
di wilayah penyangga, pemerintah 
daerah menyepakati dan komitmen 
untuk taat terhadap segala aturan dalam 
pelaksanaan perizinan jasa lingkungan 
tersebut dalam konteks regulasi KLHK. 

Antisipasi terhadap berakhirnya kegiatan 
jasa lingkungan air (terutama bagi pelaku 
usaha) di dalam kawasan konservasi. 
Rekomendasi penting adalah mendorong 
pelaku usaha mengembangkan perizinan 
di luar kawasan konservasi dan di zona 
penyangga kawasan. Pola kemitraan 
antara pelaku usaha, KPH, BPDAS dan 
BWS adalah penting dalam kaitannya 
perizinan dan implementasi jasa 
lingkungan. Pola kemitraan yang 
mendukung kegiatan ini adalah IUPJL 
melalui skema HKm (Hutan 
Kemasyarakatan) atau dalam perhutanan 
sosial di hutan lindung dan hutan 
produksi atau IPPKH (non kehutanan) 
untuk jasa lingkungan yang 
berkelanjutan. UU no. 17 tahun 2019 
masih memungkinkan masyarakat dan 
pelaku usaha melakukan izin usaha di 
luar KSA dan KPA.

berdampak bagi keinginan pelaku usaha 
dan perseorangan untuk kontribusi 
dalam mendukung usaha jasa 
lingkungan.
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Lokasi-lokasi IPPA prioritas adalah 
kawasan wisata yang masuk di dalam 
zona pemanfaatan TNKS. Dari 36 poligon 
zona pemanfaatan TNKS, 14 lokasi 
menjadi target IUPSWA dan IUPJWA yaitu 
Bukit Langkisau, air terjun Balan Sani, 
Gunung Talang – Danau di Atas, Gunung 
Kerinci, Danau Bukit Bontak, Bukit Tapan, 
Danau Gunung Tujuh, air panas 
Renahkemumu, Danau Pauh, Danau 
Depati Empat, Gua Napal Licin, Bukit Sulap 
(Lubuk Linggau), Hutan Madapi dan 
Gunung Seblat. Untuk Untuk itu, BBTNKS 
perlu mempersiapkan dukungan dalam 
mendukung IPPA di kawasan ini yaitu 
desain tapak pariwisata, dokumen daya 
dukung kawasan dan rencana bisnis per 
lokasi target.  Selain itu, dukungan 
terhadap infrastruktur dasar kawasan ini 
diperlukan untuk memberikan kepastian 
pelaku usaha.

dilalui oleh Sungai AIr Batang. HKm 
Gapoktanhut Tiga Serumpun dan 
Gapoktan HKm Lubuk banyau dengan luas 
1.463 hektar juga menjadi prioritas 
penting karena dilalui Sungai Aie Bintunan 
dan lokasi HKm ini di Padang Jaya, 
Kabupaten Bengkulu Utara.

Untuk jasa lingkungan panas bumi, 5 WKP 
menjadi target IPJLPB melalui dua 
perusahaan yang masih dalam tahap 
eksplorasi dan pengembangan yaitu PT. 
Supreme Energy Muaralaboh dan PT. 
Pertamina Geothermal Energy. WKP 
lainnya adalah masih dalam tahap lelang. 
Dalam proses kerjasama terutama untuk 
IPJLPB, Balai Besar TNKS dapat berinisiatif 
untuk mendapatkan dukungan dalam 
perlindungan hutan dan biodiversitas 
terutama di kawasan konsesi WKP dalam 
mendorong produk bersih dan dukungan 
terhadap konservasi kawasan. WKP Liki 
Pinangawan - Muaralaboh memiliki luas 
56.000 hektar, WKP Sungai Penuh memiliki 
luas 156.100 hektar, WKP Graha Nyabo 
memilki luas 188.500, WKP Huluais 
memiliki luas 289.300 hektar dan WKP 
Kepahiang memiliki luas 35.720 hektar. 
WKP yang dikelola oleh dua perusahaan 
tersebut memiliki luas 501.400 hektar 
(WKP Pinangawan - Muaralaboh, WKP 
Sungai Penuh dan WKP Huluais) dan luas 
pengelolaan tersebut dapat memberikan 
kontribusi pula dalam pengamanan 
kawasan hutan di TNKS dan daerah 
penyangganya. 

Lokasi-lokasi untuk IUPJL atau IPPKH 
untuk jasa lingkungan air dan energi air 
diprioritaskan pada inisiatif masyarakat 
atau pelaku usaha di wilayah penyangga 
kawasan. Beberapa skema kehutanan 
dalam mendorong IUPJL atau IPPKH 
adalah melalui skema HKm untuk 28 KTH 
di perbatasan TNKS. Untuk keseluruhan 
KTH dan Koperasi yang memiliki potensi 
dan prioritas besar adalah 2 Koperasi dan 
3 KTH yaitu Koperasi Produsen Serba 
Usaha dengan perizinan HKm seluas 3.200 
hektar. Lokasi HKm ini di Lembah 
Gumanti, Desa Aie Dingin. HKm ini dilalui 
sungai besar yaitu sungai Batang Hari 
yang berhulu di Danau Di Atas. Prioritas 
lainnya adalah Koperasi Serba Usaha Desa 
Tabek dengan luas HKm adalah 1.233 
hektar di Hiliran Gumanti (Kabupaten 
Solok), Desa Talang Babungo. Hkm ini 
dilalui sungai Gumanti dan Sungai Sakiah. 
Kemudian, prioritas lainnya adalah KSU 
Tetesan Embun dengan luas 603 hektar di 
Air Pura (Kabupaten Pesisir Selatan), Desa 
Nagari Lubuk Betung Inderapura. HKm ini 

4.5.2. Rekomendasi untuk TNKS
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Berkenaan dengan IPJLPB di TNKS, kajian 
teknis eksplorasi, eksploitasi, 
pemanfaatan kawasan dan penempatan 
sarana - prasarana pertambangan perlu 
dikaji secara mendalam melalui Amdal 
atau UKP/UPL dan kajian dari konsultan 
independen, sehingga pada tahap diberi 
izin dan implementasi, dampak kegiatan 
dapat ditekan seminim mungkin termasuk 
dampak kerusakan dari berbagai aktivitas 
panas bumi. Kemudian, TNKS sebagai 
warisan dunia UNESCO, sehingga aktivitas 
panas bumi tidak diperbolehkan dalam 
konteks ini. Kajian kebijakan juga 
diperlukan untuk ini terutama ada celah 
negosiasi dalam kaitannya dengan isu 
penurunan emisi gas rumah kaca dimana 
memasukkan klausul pengusahaan panas 
bumi di dalam isu karbon tersebut. 

Inisiatif perlindungan kawasan TNKS 
melalui pengelolaan daerah penyangga 
dalam skema restorasi ekosistem adalah 
peluang yang baik. PT. SBI dalam 
IUPHHK-RE telah melakukan inisiatif 
pengamanan kawasan konsesinya dan 
mendorong penurunan ancaman kawasan 
melalui program kemitraan termasuk 
dengan masyarakat. Inisiatif ini perlu 
diadopsi di tempat lain terutama yang 
berbatasan langsung dengan TNKS. Dari 
identifikasi penggunaan lahan. Dua 
IUPHHK - HA yang dapat didorong atau 
direkomendasikan untuk masuk ke dalam 
IUPHHK-RE tanpa mengurangi fungsi dari 
pengelolaan dan pemanenan hasil hutan 
dalam skema HPH atau HHBK. 
Rekomendasi untuk inisiatif tersebut 
adalah perubahan IUPHHK – HA pada PT. 
Bentara Agra Timber seluas 23.000 hektar 
di KPHP unit I Mukomuko dan IUPHHK – 
HA pada PT. Anugerah Pratama Inspirasi 
dengan luas 41.988 hektar di KPHP unit II 
Bengkulu Utara menjadi IUPHHK – RE 
untuk tujuan yang sama dengan PT. SBI.
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Mekanisme 

Kredit Karbon
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Konsep kredit karbon diawali dari 
pembicaraan dan kesepakatan mengenai 
Mekanisme Pembangunan Bersih (MPB) yang 
tertuang di dalam Protokol Kyoto sebagai 
COP1 tahun 1995. Tujuan dari pertemuan 
tersebut adalah untuk penurunan gas rumah 
kaca. Meskipun, di dalam pertemuan itu 
sendiri terjadi polemik dari berbagai negara 
terutama negara-negara yang tergabung 
dalam OPEC termasuk India dan Cina karena 
mekanisme Join Implementation (JI) yang 
tidak relevan diterapkan di negara 
berkembang, tetapi periode ini adalah awal 
mula era perdagangan karbon. Kosta Rika 
dan negara-negara amerika latin lainnya 
yang mempersiapkan perdagangan karbon 
tetap menerima mekanisme JI ini karena 
mereka telah mempersiapkan diri untuk era 
tersebut  .

sumber foto: antara news

Pada pertemuan selanjutnya 20 tahun 
kemudian yaitu COP ke-21 di Paris pada 
tahun 2015, pertemuan tersebut 
mengeluarkan Kesepakatan Paris sebagai 
pengganti Protokol Kyoto terutama 
pemberlakukan ketetapan yang disepakati 
banyak negara dalam pengurangan gas 
rumah kaca pasca tahun 2020 termasuk 
perdagangan karbon. Perdagangan karbon 
adalah suatu mekanisme perdagangan di 
mana negara yang menghasilkan emisi 
karbon dari kuota yang ditentukan, 
diharuskan untuk memberikan sejumlah 
insentif kepada negara yang bisa menyerap 
karbon melalui proyek penanaman 
hutannya. Setiap negara atau industri 
mempunyai kuota karbon yang boleh 
diemisikan. Mekanisme ini juga 
memperbolehkan industri yang berhasil 
mengurangi emisinya untuk menjual kredit 
karbon yang tersisa ke industri lain. 

5.1. Konsep, Definisi, Maksud, Mekanisme, Prosedur
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5.1.1. Konsep, Definisi dan Maksud

47. Mudiyarso D. 2003. MPB: Mekanisme pembangunan bersih. Jakarta: Penerbit Buku Kompas. 
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Indonesia yang merupakan negara di mana 
sektor energi memberikan sumbangan besar 
tak hanya untuk menggerakkan ekonomi 
nasional, tapi juga dalam menyumbangkan 
pendapatan langsung atau tidak langsung 
bagi negara dan masyarakat, khususnya 
bahan bakar fosil. Indonesia juga mempunyai 
hutan–hutan tropis yang berfungsi dalam 
penyerapan CO2 di udara. Peluang 
perdagangan karbon di Indonesia sangatlah 
besar dengan perhitungan potensi karbon 
yang terserap di hutan Indonesia capai 
25,773 miliar ton. Potensi itu belum termasuk 
karbon yang terdapat di lahan hutan gambut 
dan lahan kering. Dengan luas hutan saja 
sekitar sekitar 36,5 juta hektar, nilai 
penyerapan karbonnya berkisar 105 miliar 
dolar AS hingga 114 miliar dolar AS.

Untuk itu, negara-negara yang memiliki 
hutan hujan tropis mengeluarkan inisiatif 
skema pengurangan laju deforestasi dan 
menambah luasan hutan atau kawasan yang 
direhabilitasi hutannya yaitu REDD+. Dengan 
REDD+, korporasi menginvestasikan dana 
mereka untuk ikut melestarikan dan 
mencegah terjadinya kerusakan hutan di 
negara berkembang penghasil karbon. Bagi 
negara yang berhasil atau sukses 
melestarikan dan menjaga hutan, akan diberi 
tambahan jatah kredit karbon atau sertifikat 
yang dapat dijual     . Pada tahun 2009 di COP 
15, keputusan dalam pertemuan tersebut 
bahwa REDD+ merupakan pedoman 
metodologis untuk kegiatan yang berkaitan 
dengan pengurangan emisi dari deforestasi 
dan degradasi hutan dan peran konservasi, 
pengelolaan hutan berkelanjutan dan 
peningkatan cadangan karbon hutan di 
negara-negara berkembang      .

Dalam hal ini, penyerapan atau pengurangan 
gas karbon menjadi semacam jasa yang bisa 
diperjualbelikan.

Dalam perdagangan karbon, dua skema 
diperkenalkan yaitu skema trading dimana 
sistemnya bernama Emmision Trading 
System (ETS) atau sistem perdagangan emisi. 
Skema kedua adalah crediting atau dikenal 
kredit karbon. Kredit karbon adalah izin atau 
sertifikat yang diberikan kepada suatu 
lembaga (negara atau perusahaan atau 
organisasi tertentu), yang mana lembaga 
tersebut dapat mengeluarkan karbon 
dioksida atau gas rumah kaca lainnya dalam 
jumlah tertentu sesuai dengan regulasi yang 
telah ditentukan  . Satu kredit diperkirakan 
dapat memungkinkan suatu lembaga 
mengeluarkan satu ton emisi karbon 
dioksida. 

Tujuan utama kredit karbon adalah untuk 
mengurangi jumlah dari emisi gas rumah 
kaca yang berbahaya ke atmosfer bumi, 
sehingga dapat mengurangi kemungkinan 
terjadinya perubahan iklim. Kredit karbon 
atau sertifikat berharga tersebut diberikan 
pada suatu lembaga tertentu, sehingga 
lembaga tersebut memiliki peluang untuk 
mengeluarkan gas rumah kaca dalam batas 
regulasi yang telah ditentukan. Batas 
tersebut akan terus berkurang secara 
berkala selama lembaga tersebut 
mengeluarkan emisi. Apabila lembaga 
tersebut telah melewati batas regulasi yang 
telah ditentukan (atau dikenal dengan 
istilah offset), maka mereka wajib membeli 
sertifikat atau bagi perusahaan adalah 
perpanjangan izin apabila ingin terus 
beroperasi. Apabila lembaga tersebut bisa 
mengurangi emisinya di bawah batas yang 
ditentukan, maka lembaga tersebut dapat 
menjual selisih dari emisi aktual dengan 
batas yang ditentukan dalam bentuk kredit 
karbon. 
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Kerangka kerja Warsawa tentang REDD+ 
pada bulan Desember 2013 – COP 19 
menghasilkan tidak kurang dari 7 keputusan 
tentang REDD+. Keputusan ini membahas 
program kerja tentang keuangan 
berbasiskan hasil, koordinasi dukungan 
untuk implementasi, modalitas sistem 
pemantauan hutan nasional, penilaian teknis 
tingkat emisi, modalitas pengukuran, 
melaporkan dan memverifikasi (MRV) dan 
informasi tentang mengatasi penyebab 
deforestasi dan degradasi hutan  .

(sebagai komitmen pertama) sebesar 5 % 
dibawah tingkat emisi tahun 1990. Dalam hal 
ini, MPB merupakan mekanisme penyedia 
kredit karbon yang dapat digunakan untuk 
memenuhi kewajiban melibatkan 
proyek-proyek rendah emisi gas rumah kaca 
di negara berkembang. 

MPB digunakan untuk membantu negara 
berkembang mendapatkan investasi 
teknologi bersih dalam upaya menuju 
pembangunan berkelanjutan yang rendah 
karbon. Keluaran skema MPB adalah kredit 
karbon yang dinamakan Certified Emission 
Reduction (CER). Setiap CER mewakili 
pengurangan emisi gas rumah kaca setara 
satu ton CO2 yang telah diverifikasi.

Indonesia merupakan salah satu negara yang 
meratifikasi Protokol Kyoto dan memiliki 
Designated National Authority (DNA) yang 
bertugas mengelola MPB. Pasca Perjanjian 
Paris 2015, ratifikasi ditentukan sebuah 
kontribusi secara nasional oleh National 
Determined Contribution (NDC). Dalam 
kesepakatan Paris ini, pemerintah Indonesia 
berkomitmen menurunkan emisi gas rumah 
kaca mencapai 29% atau 41% dengan 
bantuan kerjasama internasional (termasuk 
penggunaan lahan, perubahan lahan dan 
kehutanan atau Land-Use, Land-use change 
and Forestry - LULUCF) pada tahun 2030  . 
Penyumbang emisi terbesar di Indonesia 
adalah sektor kehutanan dan sektor energi 
khususnya pertambangan dan penggunaan 
bahan bakar fosil. Di Indonesia, MPB 
dijalankan dalam dua target besar yaitu 
menurunkan emisi karbon dan menciptakan 
pembangunan berkelanjutan. Beberapa 
indikator dalam penerapan dua target besar 
itu afalah aspek lingkungan, aspek ekonomi, 
aspek sosial dan aspek teknologi. MPB juga 
banyak ditentukan oleh keterlibatan 
pemangku kepentingan dan keterlibatan 
masyarakat secara aktif dalam mendukung 
proyek ini. 

Kredit karbon umumnya berbasis proyek dan 
konteksnya adalah selisih antara emisi 
sebelum dan sesudah adanya pembangunan 
atau kegiatan proyek dan kredit karbon 
diberikan setelah adanya penurunan emisi 
tersebut. Sistem ini adalah baseline and 
crediting dimana tidak membutuhkan 
adanya kuota pasokan di awal periode 
perdagangan (ex-ante) (berbeda dengan 
sistem carbon trading). Kredit yang 
dihasilkan dari suatu proyek dapat dijual dan 
digunakan oleh pembeli untuk memenuhi 
target penurunan emisi bahkan untuk 
menjadikan kegiatan yang dilakukan pembeli 
menjadi “netral karbon” atau nol emisi    .

Sistem kredit karbon ini berada di pasar 
wajib dan sukarela tetapi sebagian besar 
adalah sukarela. Pasar wajib adalah MPB dan 
JI. Sedangkan yang termasuk ke dalam pasar 
sukarela adalah Gold Standard (GS), Verified 
Carbon Standard (VCS), Plan Vivo, Panda 
Standard, American Carbon Registry dan 
pasar lainnya.

5.1.2.1. Mekanisme MPB yang bersifat wajib

MPB merupakan salah satu mekanisme 
kredit karbon dalam Protokol Kyoto dimana 
industri negara maju diwajibkan untuk 
menurunkan emisi gas rumah kaca 
rata-ratanya dalam periode 2008 – 2012
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53. PMR Indonesia. 2018. Pasar karbon - Pengantar pasar karbon untuk pengendalian perubahan iklim. UNDP - Partnership for market 
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54. Dewan nasional perubahan iklim. 2013. Mari berdagang karbon! Pengantar pasar karbon untuk pengendalian perubahan iklim. 
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Pendanaan Kawasan Konservasi melalui Mekanisme  Perjanjian Kerja Sama, Konsesi, dan Kredit Karbon 77



Rancangan proyek. Tahap awal dalam 
mengembangkan sebuah proyek MPB 
adalah mengidentifikasi apakah proyek 
tersebut dapat menurunkan gas rumah 
kaca. Selain itu, pengembang proyek perlu 
melakukan analisis finansial untuk 
memperkirakan apakah proyek tersebut 
menguntungkan secara finansial.

Persiapan Project Design Document (PDD). 
Dokumen ini berisi informasi lengkap 
mengenai proyek MPB yang akan 
dikembangkan. Jika pengembang proyek 
menggunakan metodologi baseline dan 
pemantauan yang baru, maka harus 
diusulkan oleh institusi yang berwenang, 
biasa disebut Designated Operational 
Entity (DOE), kepada Badan Eksekutif (MPB 
Executive Board) untuk mendapatkan 
persetujuannya.

Validasi. Pada tahap ini, seluruh informasi 
yang terdapat di dalam PDD, terutama 
penghitungan baseline, dikaji untuk 
kemudian divalidasi oleh badan validator 
independen. Badan independen ini akan 
mengevaluasi apakah proyek tersebut 
telah memenuhi semua persyaratan MPB 
dan kemudian melaporkannya kepada EB. 

Persetujuan Nasional dimana surat 
rekomendasi/persetujuan nasional 
didapatkan dari otoritas nasional untuk 
MPB, yaitu Komisi Nasional MPB, yang 
berisi pernyataan bahwa partisipasi 
pengembang proyek dalam MPB bersifat 
sukarela dan bahwa kegiatan proyek yang 
terkait membantu tercapainya 
pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Registrasi. Pada tahap ini Badan Eksekutif 
menerima secara formal pengajuan PDD 
dari DOE. Sebuah proyek yang didaftarkan 
ke Badan Eksekutif akan melalui sebuah 
proses konsultasi publik, di mana PDD 

akan diumumkan di situs web yang bisa 
diakses publik untuk mendapatkan 
komentar terbuka dari semua pihak.

Implementasi proyek dan pemantauan 
(monitoring) merupakan tahap di mana 
aktivitas proyek dijalankan. Tahap 
implementasi ini bisa dijalankan sebelum 
atau sesudah registrasi. Jika dilakukan 
sebelum registrasi, batas waktu paling 
awal adalah tahun 2000. Artinya sebuah 
proyek yang berjalan sebelum tahun 2000 
tidak bisa diajukan sebagai proyek MPB.

Setelah proyek ini didaftarkan, maka 
pemilik proyek bertanggung jawab untuk 
melakukan pemantauan atau monitoring 
atas emisi gas rumah kaca yang berhasil 
diturunkan oleh proyek yang 
bersangkutan. Pelaksanaannya sendiri 
harus sesuai dengan rencana pemantauan 
yang tertera pada PDD. Kegiatan 
pemantauan meliputi kegiatan 
pengumpulan dan penyimpanan 
data-data yang digunakan untuk 
menghitung emisi baseline dan emisi 
proyek, dengan memperhitungkan adanya 
kebocoran (leakage).

Verifikasi dan Sertifikasi. Pada tahap ini 
hasil pemantauan akan dikaji ulang, 
termasuk metodologi yang digunakan 
dalam melakukan pemantauan. Hal ini 
kemudian dilaporkan secara tertulis, 
termasuk di dalamnya jumlah emisi gas 
rumah kaca yang berhasil diturunkan.

Penerbitan CER. Badan Eksekutif setelah 
permohonan penerbitan CER diberikan 
untuk mengkaji ulang surat sertifikasi 
proyek yang bersangkutan. Setelah itu, 
Badan Eksekutif harus segera 
mengumumkan hasilnya dan 
mempublikasikan keputusannya 
sehubungan dengan disetujui atai 
tidaknya CER yang diusulkan, beserta 
alasannya, jika CER yang diusulkan.
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7.
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9.
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Tahapan dalam MPB adalah sebagai 
berikut  :56
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Gambar 14. Tatacara pengajuan proyek MPB secara umum termasuk di Indonesia

5.1.2.2. Kredit Karbon Sukarela

A. Mekanisme Verified Carbon Standard 
(VCS)

Program VCS atau Standar Karbon 
Terverifikasi adalah program penurunan gas 
rumah kaca sukarela yang paling banyak 
digunakan di dunia. Lebih dari 1.500 proyek 
VCS bersertifikat telah secara kolektif 
mengurangi atau menghilangkan lebih dari 
200 juta ton karbon dan emisi gas rumah 
kaca lainnya dari atmosfer. VCS masuk untuk 
memenuhi keinginan pelaku usaha atau 
lembaga yang menginginkan mekanisme 
yang lebih fleksibel. Pelaku usaha 
menggunakan skema VCS ini untuk 
mendapatkan sertifikat penurunan emisi gas 
rumah kaca pada proyeknya tanpa harus 
menjual kredit yang didapat, atau pelaku 
usaha ini mengembangkan proyek 
penurunan emisi gas rumah kaca di lokasi 
lain sebagai kompensasi untuk mendapatkan 
sertifikasi. VCS memiliki metodologi yang 
lebih banyak dari MPB dan diakui pihak 
ketiga sebagai proyek mitigasi perubahan 
iklim. VCS memiliki metodologi untuk analisis 
sektor kehutanan, sedangkan MPB tidak 

memiliki metodologi tersebut. Dari sisi 
fleksibilitas, pelaku usaha dapat memilih 
harga kredit karbon, karena kredit karbon di 
pasar sukarela tidak harus berdasarkan pada 
harga di pasar Kyoto, tetapi dapat 
mengarahkan pada penghitungan carbon 
offset atau melalui skema Corporate Social 
Responsibility (CSR).
Meskipun mekanisme VCS ini fleksibel, tetapi 
aturan-aturan yang harus dipenuhi oleh 
pelaku usaha relatif banyak dan 
persyaratannya ketat untuk integritas dari 
VCS sendiri. VCS mengeluarkan kredit gas 
rumah kaca yang dapat diperdagangkan 
yang disebut Verified Carbon Units (VCUs). 
VCU tersebut kemudian dapat dijual di pasar 
terbuka atau menyalurkan pembiayaan ke 
skema bisnis pengurangan emisi gas rumah 
kaca dan teknologi yang bersih dan inovatif.
Pada tahun 2018,  VCS mengubah namanya 
menjadi Verra   . Peran Verra adalah 
mengembangkan dan mengelola program. 
Verra menyediakan pengawasan untuk 
semua komponen operasional Program VCS 
dan Verra juga bertanggung jawab untuk 
memperbarui aturan VCS sehingga mereka 
memastikan kualitas VCU  .
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Pengembangan Program VCS didukung oleh 
Kelompok Penasihat Program VCS, sebuah 
badan multi-pemangku kepentingan yang 
membantu memastikan bahwa Program VCS 
terus melayani penggunanya dengan cara 
yang efektif dan efisien dan menggerakkan 
solusi praktis dan kuat untuk mitigasi 
perubahan iklim.

Cara kerjanya adalah proyek yang 
dikembangkan di bawah Program VCS harus 
mengikuti proses penilaian yang ketat untuk 
disertifikasi. Proyek VCS mencakup beragam 
sektor, termasuk energi terbarukan (seperti 
proyek pembangkit listrik tenaga angin dan 
air), kehutanan (termasuk penghindaran 
penggundulan hutan), dan lainnya. 
Pengurangan emisi yang disertifikasi oleh 
program VCS memenuhi syarat untuk 
dikeluarkan sebagai VCU, dengan satu VCU 
mewakili satu metrik ton emisi gas rumah 
kaca yang dikurangi atau dihilangkan dari 
atmosfer.

Mekanisme VCS memiliki tiga 
prinsip:

Standar VCS menjabarkan aturan 
dan persyaratan yang harus diikuti 
oleh semua proyek untuk 
disertifikasi.

Audit Independen: Semua proyek 
VCS tunduk pada proses audit oleh 
pihak ketiga independen yang 
berkualifikasi untuk memastikan 
bahwa standar terpenuhi dan 
metodologi diterapkan dengan 
benar.

Metodologi Akuntansi: Proyek 
dinilai menggunakan metodologi 
kuantifikasi pengurangan emisi gas 
rumah kaca yang baik secara teknis 
untuk jenis proyek tersebut.

Sistem registrasi adalah gudang 
dari pusat data pada semua proyek 
VCS yang terdaftar dan berhasil 
memenuhi kriteria sertifikasi dan 
mendapatkan VCU atau proyek 
yang mengalami kegagalan dalam 
sertifikasi

a.

b.

c.

d.
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- prinsip persyaratan 

tingkat tinggi dan 
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Gambar 15. Mekanisme Standarisasi kredit karbon sukarela dengan VCS   .62
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B. Gold Standard (GS)

GS adalah program tanda sertifikasi logo dan 
standar sebagai pelengkap untuk 
proyek-proyek pengurangan emisi 
non-pemerintah sukarela dalam Mekanisme 
Pembangunan Bersih (MPB), Pasar Karbon 
Sukarela (PKSr) dan intervensi iklim dan 
pembangunan lainnya. Skema ini diterbitkan 
dan dikelola oleh Gold Standard Foundation, 
sebuah yayasan nirlaba yang berkantor pusat 
di Jenewa, Swiss dengan maksud untuk 
memastikan bahwa kredit karbon nyata dan 
dapat diverifikasi dan bahwa proyek 
memberikan kontribusi terukur untuk 
pembangunan berkelanjutan. Tujuannya 
adalah untuk menambahkan branding, 
dengan label kualitas, ke kredit karbon yang 
dihasilkan oleh proyek yang kemudian dapat 
dibeli dan diperdagangkan oleh 
negara-negara yang memiliki komitmen 
hukum yang mengikat sesuai dengan 
Protokol Kyoto, bisnis atau organisasi lain 
untuk tujuan penyeimbangan karbon   .

Menjadi pasokan energi terbarukan 
yang disetujui GS atau jenis energi 
efisiensi penggunaan akhir, 
aforestasi / reboisasi atau proyek 
pertanian.

Mengurangi salah satu dari tiga gas 
rumah kaca yang memenuhi syarat: 
karbon dioksida (CO2), Metana (CH4) 
dan Nitro Oksida (N2O) dan tidak 
menggunakan bantuan 
pembangunan resmi (ODA) dengan 
ketentuan bahwa kredit yang keluar 
dari proyek ditransfer ke negara 
donor.

Prinsip dan persyaratan: persyaratan 
atau pedoman wajib yang harus 
diikuti oleh semua pengusul proyek.

Persyaratan Kegiatan: Persyaratan 
wajib yang hanya berlaku untuk jenis 
proyek tertentu misalnya 
persyaratan kegiatan untuk jenis 
proyek penggunaan lahan dan hutan 
(LUF), energi terbarukan dan proyek 
pelayanan masyarakat.

Persyaratan Kontekstual: 
Persyaratan wajib untuk proyek yang 
beroperasi dalam konteks wilayah 
tertentu

Kuantifikasi Dampak SDG: 
Metodologi dan atau alat yang harus 
diterapkan untuk mengukur dampak 
SDG dari jenis proyek tertentu 
(misalnya Pengurangan emisi). 
Catatan beberapa metodologi dapat 
diterapkan dalam satu proyek.

Tidak mengajukan sertifikasi lain, 
untuk memastikan tidak ada 
penghitungan kredit ganda.

Penggunaan Konvensi Perserikatan 
Bangsa-Bangsa tentang Perubahan 
Iklim (UNFCCC), dan menunjukkan 
bahwa proyek tersebut bukan 
skenario 'business as usual'.

Membuat kontribusi pembangunan 
bersih-positif untuk kesejahteraan 
ekonomi, lingkungan, dan sosial 
masyarakat loal, dalam bentuk 
kontribusi terhadap tiga Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

a.

b.

a.

b.

c.

d.

c.

d.

e.

Pada Juli 2017, versi baru yang disebut Gold 
Standard for the Global Goals (GS4GG) dirilis, 
menggantikan GS sebelumnya. Agar 
memenuhi syarat untuk Sertifikasi GS, suatu 
proyek harus  :

Dalam dokumen Gold Standard for the 
Global Goals (GS4GG), prinsip dan 
persyaratannya sebagai berikut  :
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Persyaratan Produk: Persyaratan wajib 
yang hanya berlaku untuk produk 
bersertifikasi GS tertentu (misalnya 
VER) yang dapat dikeluarkan dengan 
mengikuti semua prinsip dan 
persyaratan yang berlaku, persyaratan 
aktivitas, persyaratan kontekstual, dan 
kuantifikasi dampak SDG

Panduan isi dokumen: Semua formulir 
dan standar isi dokumen yang mungkin 
diperlukan selama siklus sertifikasi 
proyek.

Tata kelola: dokumen yang terkait 
dengan prosedur tata kelola standar. 
Ini tidak perlu dibaca untuk 
mengembangkan proyek.

e.

f.

g.

PRINSIP DAN 
PERSYARATAN

GS4GG
PERSYARATAN 

PRODUK

KUANTIFIKASI 
DAMPAK SDG

PERSYARATAN
KONTEKSTUAL

PERSYARATAN
KEGIATAN

Persyaratan  dari badan 
validasi dan verifikasi 

Persyaratan transisi

Prinsip dan kriteria 
upaya perlindungan 

Persyaratan aktivitas program

Persyaratan proyek skala micro

panduan klaim

kebijakan gender

panduan dan kriteria 
persamaan gender

Panduan dan kriteria 
mendapatkan dukungan dan 

konsultasi pemangku 
kepentingan

Kriteria label produk 
energi terbarukan

Persyaratan energi terbarukan

GS untuk pembangunan 
perkotaan yang berkelanjutan

reduksi emisi gas rumah kaca 
dan produk sequestration

Panduan penggunaan lahan 
dan resiko di bidang kehutanan.

Kriteria kegiatan pemberdayaan 
masyarakat

Pedoman kualitas kinerja 
dan kesenjangan

Kriteria penggunaan lahan 
dan aktivitas kehutanan

Prosedur persetujuan Kerangka kerja metodologi

Prosedur persetujuan modul 
aktivitas SOC

Metodologi kerangka kerja 
karbon organik tanah

Metode kuantifikasi dampak 
lainnya

Prosedur persetujuan 
metodologi kuantifikasi 

dampak

Modul aktivitas karbon organik 
tanah untuk peningkatabn 

karbon tanah melalui praktek 
baik.

Gambar 16. Panduan mekanisme GS4GG dalam kredit karbon sukarela 63

63. Gold Standard. 2019. Gold standard for the global goals. https://www.goldstandard.org/project-developers/standard-documents
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C. Plan Vivo 

Plan Vivo adalah sertifikasi kredit karbon 
sukarela berbasis masyarakat untuk kegiatan 
penurunan emisi dari sektor kehutanan 
dengan memastikan bahwa upaya-upaya 
peningkatan kualitas hidup masyarakat di 
sekitar proyek telah diintegrasikan ke dalam 
rancangan kegiatan. Hal ini dipandang krusial 
untuk dapat meringankan salah satu faktor 
pemicu deforestasi dan degradasi lahan. 
Mekanisme sertifikasi ini dikembangkan oleh 
Plan Vivo Foundation yang bertujuan untuk 
mendukung pembangunan berkelanjutan di 
wilayah pedesaan dan ekosistem sekitarnya 
melalui pendanaan karbon. Keluaran skema 
dinamakan Plan Vivo Certificates (PVC) dan 
mempunyai visi untuk membantu 
masyarakat mengakses pendanaan karbon 
sebagai bentuk pembayaran jasa lingkungan. 
PVC dapat diterbitkan sebelum verifikasi 
dilakukan. Syarat penerbitan PVC adalah 
proyek sudah terdaftar dalam Plan Vivo dan 
sudah melakukan monitoring tahunan. 
Verifikasi yang dilakukan pihak ketiga hanya 
diwajibkan minimal satu kali dalam lima 
tahun.

Plan Vivo Standard (PVS) didasarkan pada 
prinsip-prinsip etika yang dimaksudkan 
untuk memberikan manfaat iklim, mata 
pencaharian dan keanekaragaman hayati 
jangka panjang. Standar ini menawarkan 
kerangka kerja yang kuat dan pragmatis 
untuk membantu masyarakat dan 
proyek-proyek petani kecil transisi ke 
penggunaan lahan yang berkelanjutan dan 
pengelolaan hutan dan mendapatkan akses 
ke pembayaran berbasis kinerja, misalnya 
melalui pasar karbon sukarela. Dengan 
berfokus pada desain partisipatif, 
keberlanjutan jangka panjang dan 
kepemilikan lahan, proyek Plan Vivo 
memungkinkan petani kecil untuk menjadi 
pengurus sumber daya alam dan 
ekosistemnya.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh proyek 
berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan 
petani kecil dan masyarakat dan tergantung 
pada konteks spesifik tujuan pemerintah. 
Sistem Plan Vivo telah memberikan 
kontribusi yang signifikan terhadap 
pencapaian SDGs dalam konteks lokal. 
Proyek PVS dirancang untuk berkontribusi 
pada 5 SDG inti karena prinsip-prinsip etika 
yang tercantum dalam PVS. Dengan 
berkontribusi pada SDG inti, proyek Plan Vivo 
berkomitmen untuk Pathway to Impact, 
memberikan dampak jangka panjang dalam 
hal pengentasan kemiskinan, ketahanan 
pangan, pertumbuhan ekonomi, aksi iklim, 
dan perlindungan keanekaragaman hayati.
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Peserta proyek adalah petani atau pekebun 
skala kecil yang diorganisir ke dalam 
koperasi atau asosiasi atau organisasi 
berbasis masyarakat atau bentuk 
organisasi lainnya. Penguasaan lahan atau 
hak pengguna lahan yang menjadi target 
kredit karbon itu harus jelas pengelolanya 
atau kepemilikannya selama komitmen 
atau perjanjian dalam mekanisme ini.

64

SDG 1: Tidak ada kemiskinan

Skema ini diharapkan menghasilkan 
dampak peningkatan mata 
pencaharian masyarakat, seperti 
pendirian usaha mikro kecil, 
memperkuat industri kayu skala kecil, 
pemeliharaan lebah atau agroforestri 
yang mencakup tanaman komersial. 
Selain itu, mekanisme pengelolaan 
dana masyarakat yang digunakan 
untuk memperbaiki infrastruktur 
masyarakat.       

SDG 2: Keamanan pangan   

Skema ini memastikan bahwa kegiatan 
masing-masing proyek seimbang 
dengan kebutuhan petani kecil dan 
atau masyarakat yang tergantung pada 
pertanian subsisten. PVS mendukung 
sistem wanatani, petani dapat 
meningkatkan kesuburan tanah dan 
produksi pertanian, sehingga 
meningkatkan ketersediaan hasil untuk 
konsumsi rumah tangga atau pertanian 
komersial. 

SDG 8: Pekerjaan yang layak dan 
pertumbuhan ekonomi

Koordinator proyek yang mengawasi 
partisipasi petani dan masyarakat 
mampu menciptakan lapangan kerja 
dan peluang yang berkontribusi pada 
pembangunan kapasitas secara 
keseluruhan dan transfer keterampilan 
pada skala lokal terutama perempuan 
dan kaum muda. 

SDG 13: Tindakan mendesak untuk 
memerangi perubahan iklim

Reboisasi, penghijauan, agroforestri 
dan perlindungan serta pengelolaan 
hutan memitigasi ancaman dan 
dampak perubahan iklim. 

Kriteria untuk implementasi PVS adalah  : Kajian sangat ketat sehingga skema 
PVS dapat lebih integtritas dalam upaya 
penguatan analisa dan mitigasi 
ancaman.   

SDG 15: Lindungi keanekaragaman 
hayati dan ekosistem

Prinsip-prinsip berkelanjutan yang 
mendorong rencana pengelolaan dapat 
berdampak pada lingkungan lokal yang 
lebih luas. pemantauan biodiversitas 
dan ekosistem menjadi syarat dalam 
kerangka pemantauan karbon. Skema 
PVS hanya menggunakan spesies alami 
untuk pemantauan, sehingga 
membantu merehabilitasi bentang 
alam yang terdegradasi secara alami 
pula.

SDG17: Kemitraan untuk implementasi.

Skema ini mendorong peningkatan 
jumlah proyek yang mempromosikan 
reboisasi, pertanian organik dan bersih 
teknologi energi membutuhkan banyak 
mitra di sepanjang rantai nilai yang 
dibangun oleh PVS.  

a.

b.

c.

d.

e.

f.

64. Iied Briefing. 2015. Carbon investors and smallholders: a symbiotic relationship 
https://www.planvivo.org/docs/IIED-carbon-smallholders-SDGs1.pdf
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5.1.2.2 Command and Control

Salah satu mekanisme strategi mendukung 
kredit karbon terutama difokuskan dalam 
penurunan laju kerusakan hutan atau lahan 
dan deforestasi adalah pengurangan emisi 
dari deforestasi dan degradasi hutan dan 
peran konservasi, pengelolaan hutan lestari 
dan peningkatan cadangan karbon hutan di 
negara-negara berkembang (REDD+). REDD+ 
merupakan mekanisme command and 
control atas kebijakan dan kesepakatan 
suatu negara dalam pengurangan emisi gas 
rumah kaca. REDD+ adalah pintu masuk 
untuk perancangan dan implementasi kredit 
karbon contohnya PT. Rimba Raya 
Conservation (Kalimantan Tengah) yang 
melakukan inisiatif REDD+ dengan 
mekanisme kredit karbon melalui VCS. 
Kemudian, mekanisme lain adalah pajak 
karbon yang dapat menjadi bagian ke dalam 
Command and Control ini dalam beberapa 
alasan dan mekanismenya dapat dilalui pula 
untuk tujuan kredit karbon atau izin kredit 
dan subsidi polusi yang dapat 
diperdagangkan. 

Di bawah skenario command and control, 
pemerintah menetapkan batas (misalnya 
setiap sumber emisi harus mengurangi emisi 
dari industri atau aktivitas transportasi atau 
pembukaan lahan atau deforestasi hingga 
40%), dan tidak ada pertimbangan nyata 
yang dibangun untuk fakta bahwa mencapai 
pengurangan tersebut akan lebih mudah 
(lebih murah) untuk beberapa sumber emisi 
yang lain. Mekanisme command and control 
konsep awalnya tidak ada insentif keuangan 
untuk mencapai pengurangan emisi di atas 
dan di luar apa yang ditentukan oleh 
penerima regulasi ini. Dalam skenario 
command and control, penghasil emisi 
dipaksa untuk mengurangi emisinya sendiri 
dengan jumlah yang ditentukan atau 
menghadapi denda. 

Implementasi REDD + berfokus pada skala 
yurisdiksi (nasional dan lokal) sebagai bagian 
dari Nationally Determined Contribution (NDC) 
negara-negara tersebut untuk mitigasi 
perubahan iklim. Sementara program-program 
REDD + nasional telah mengalami kemajuan 
selama dekade terakhir       . Bersamaan dengan 
itu, pemerintah daerah mulai mengambil 
kepemimpinan melalui pengembangan apa 
yang disebut pendekatan yurisdiksi terhadap 
REDD+ dan pembangunan rendah emisi (JA) 
yang secara lebih holistik menggabungkan 
kebijakan dan langkah-langkah yang terkait 
dengan pasar (misalnya, komitmen nol 
deforestasi) ke dalam strategi pembangunan 
rendah emisi yang lebih luas. Paradigma JA baru 
ini dari pendekatan komprehensif yang dipimpin 
pemerintah untuk mengatur penggunaan lahan 
di seluruh yurisdiksi dibangun berdasarkan 
pengalaman REDD+ sebelumnya.  
Saat ini, dukungan pun terhadap REDD+ 
semakin kuat dengan konsep mekanisme 
pembayaran berbasis hasil untuk REDD+. 
Pembayaran berbasis hasil bertujuan sebagai 
penghargaan dalam rangka pengurangan emisi 
gas rumah kaca melalui verifikasi dari mengatasi 
deforestasi dan degradasi hutan. Setelah 
kira-kira 10 tahun bekerja tentang bagaimana 
menerapkan program pengurangan emisi dari 
deforestasi dan degradasi hutan (REDD+), 
pembiayaan untuk pengurangan emisi dari 
kegiatan REDD+ mulai mengalir misalnya 
pendanaan program tersebut  dari Green 
Climate Fund (GCF). Dukungan pula dari strategi 
Natural Climate Solutions (NCS), yang merujuk 
pada pengelolaan berkelanjutan dan 
penggunaan alam untuk mengatasi perubahan 
iklim. Penelitian telah menunjukkan bahwa NCS 
dapat menyediakan sepertiga dari pengurangan 
emisi yang dibutuhkan untuk menjaga kenaikan 
suhu global di bawah 2 C. dari Green Climate 
Fund (GCF). Dukungan pula dari strategi Natural 
Climate Solutions (NCS), yang merujuk pada 
pengelolaan berkelanjutan dan penggunaan 
alam untuk 

65,66,67,68

o

65. Pamela J, Maria B, Amy D, Maria G, Kathleen L, Ida R, William R. 2014. Multi-Level Policy Dialogues, Processes, and Actions: Challenges and 
Opportunities for National REDD+ Safeguards Measurement, Reporting, and Verification (MRV). Forests. 5 (9): 2136–2162. 
66. UNFCCC. 2020. UNFCCC documents relevant for REDD+. https://redd.unfccc.int/fact-sheets/unfccc-documents-relevant-for-redd.html
67. Wunder S, Duchelle AE, Sassi C de, Sills EO, Simonet G, Sunderlin. 2020. REDD+ in theory and practice: how lessons from local projects 
can inform jurisdictional approaches. Front. For. Glob. Change. https://doi.org/10.3389/ffgc.2020.00011
68. Thuy PT, Moeliono M, Angelsen A, Brockhaus M, Gallo P, Long HT, et al. 2018. Strategic alignment: integrating REDD+ in NDCs and national 
climate policies,  in Transforming REDD+: Lessons and New Directions. Bogor: CIFOR: 69–80.
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mengatasi perubahan iklim. Penelitian telah 
menunjukkan bahwa NCS dapat 
menyediakan sepertiga dari pengurangan 
emisi yang dibutuhkan untuk menjaga 
kenaikan suhu global di bawah 2 C.    

Strategi atau rencana 
aksi nasional

Tingkat emisi 
referensi hutan yang 

dinilai 

Sistem pemantauan 
hutan nasional 

Sistem untuk memberikan 
informasi tentang 

bagaimana perlindungan 
dijaga dan dihormati.

Tindakan berbasis hasil 
juga harus sepenuhnya 
diukur, dilaporkan dan 

diverifikasi (MRV).

Pembayaran atas hasil 
capaian pengurangan emisi

Lembaga Pemerintah di tingkat Nasional dan 
Sub Nasional, Organisasi Masyarakat Sipil, 

Dunia Usaha, Lembaga Penelitian/ 
Pendidikan dan Kelompok Masyarakat.

pembayaran berbasis hasil dalam kredit 
karbon, hibah, perdagangan karbon dan 

mekanisme lainnya sesuai peraturan 
perundangundangan

Hasil aktual dibandingkan 
dengan FREL yang dinilai 
diajukan dalam lampiran 

teknis.

Penilaian teknis tingkat 
emisi referensi hutan yang 

diusulkan dan / atau 
tingkat referensi hutan 

(FREL).

Regulasi di tingkat pemerintah mengenai 
REDD+ 

Penyusunan program strategis, pengkajian 
ulang, penguatan kebijakan dan peraturan, 

penguatan kelembagaan dan pelibatan para 
pihak dan perubahan paradigma 

dan budaya kerja

FREL/FRL ditetapkan berdasarkan data dan 
informasi yang mampu menggambarkan 
tingkat emisi setara aktivitas REDD+ pada 

rentang waktu tertentu

FREL/FRL Nasional disusun pada skala Nasional 
oleh Direktur Jenderal selaku National Focal 
Point UNFCCC. National Focal Point bertugas 

mengkomunikasikan perkembangan 
pelaksanaan REDD+ di Indonesia kepada 

Sekretariat UNFCCC. Penetapan Sistem Registri 
Nasional (SRN).

Penanggung jawab Nasional, lembaga 
pengelola REDD+ Sub Nasional dan Pelaksana 

REDD+

Gambar 17.  Mekanisme REDD+ dalam result-based payment atau pembayaran atas hasil capaian pengurangan emisi 
dalam standar UNFCCC dan permenLHK no. 70 tahun 2017

o
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REDD+ telah dimasukkan dalam Permenlhk 
no. 70 tahun 2017 tentang Tata Cara 
Pelaksanaan Reducing Emissions From 
Deforestation And Forest Degradation, Role 
Of Conservation, Sustainable Management 
Of Forest And Enhancement Of Forest 
Carbon Stocks (REDD+). Pelaksanaan REDD+ 
dilakukan melalui upaya pengurangan emisi 
dari deforestasi dan degradasi hutan, 
konservasi stok karbon hutan, pengelolaan 
hutan berkelanjutan, dan peningkatan stok 
karbon hutan. Pelaksanaan REDD+ dapat 
didukung dengan kegiatan peningkatan 
kapasitas institusi dan sumberdaya manusia, 
penguatan kebijakan dan perangkat REDD+, 
penelitian dan pengembangan dan kegiatan 
prakondisi lainnya. REDD+ dilaksanakan pada 
seluruh penutupan lahan yang masuk dalam 
cakupan areal pelaksanaan REDD+. Areal 
yang diukur, dilaporkan dan diverifikasi 
(MRV) sebagai dasar pembayaran berbasis 
kinerja (result based payment) atas hasil 
capaian pengurangan emisi dan manfaat 
selain karbon harus berada dalam areal yang 
digunakan untuk menetapkan Forest 
Reference Emission Level FREL/ Forest 
Reference Level FRL.

Untuk mendapatkan dan menerima 
pendanaan berbasis hasil untuk hasil dari 
pelaksanaan kegiatan REDD +, para pihak 
negara berkembang harus memiliki yang 
berikut:

MRV untuk kegiatan REDD+ adalah proses 
dua langkah: pertama, ada penilaian teknis 
tingkat emisi referensi hutan yang diusulkan 
dan atau tingkat referensi hutan (FREL). 
Kedua, hasil aktual dibandingkan dengan 
FREL yang dinilai diajukan dalam lampiran 
teknis pada laporan pembaruan dua tahunan 
dari negara berkembang yang mencari untuk 
mendapatkan dan menerima pembayaran 
untuk tindakan berbasis hasil, dan hasil ini 
menjalani analisis teknis terpisah. Para ahli 
LULUCF yang melakukan analisis teknis 
memeriksa apakah data dan informasi yang 
diberikan dalam lampiran teknis itu 
transparan, konsisten, lengkap, dan akurat 
-konsisten dengan FREL yang dinilai dan 
pedoman untuk lampiran teknis dengan hasil 
REDD+ dan bahwa hasilnya akurat, sejauh 
mungkin.

Strategi atau rencana aksi nasional

Tingkat emisi referensi hutan yang 
dinilai dan / atau tingkat referensi 
hutan

Sistem pemantauan hutan nasional

Sistem untuk memberikan informasi 
tentang bagaimana perlindungan 
dijaga dan dihormati

Dan tindakan berbasis hasil juga harus 
sepenuhnya diukur, dilaporkan dan 
diverifikasi (MRV).
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VCSMPB

Sukarela

Perusahaan 
Swasta

Industri kehutanan 
atau perlindungan 

hutan

US - BEF, 
BlueSource, Carbon 

Credit Capital, 
Native Energy, 
TerraPass, The 
Climate Trust

WAJIB

Negara, BUMN, 
BUMD dan 
perusahaan 

swasta

CER

50.000 - 130.00 
DOLAR US

215 proyek non 
REDD+

VCU

20.000 - 50.000 
dolar US

13 Proyek VCS

CGS*

10.000 - 30.000 
dolar US

19 proyek 
berbasiskan GS

PVC

7.500 - 15.000 
dolar US

6 proyek 
Plan Vivo

39 proyek dan 1 
program REDD+

SPEKHI**

-

Industri 
pengolahan 
sumber daya 

alam

Uni Eropa dan US 
- Cool Effect, 
Carbon Fund, 
Carbon Credit 

Capital

TIPE MEKANISME

PENGGUNA

KELUARAN 
SERTIFIKASI

BIAYA 
TRANSAKSI

PENERAPAN
DI-INDONESIA

TIPE PROYEK

OFFSET 
PROVIDER

Tambahan 
mekanisme MPB 
dan kredit karbon 

Sukarela

BUMN, BUMD dan 
perusahaan swasta

Industri kehutanan 
atau perlindungan 

hutan

US - 3 Degree, 
Carbon Credit 

Capital, Carbon 
Fund, Cool Effect, 

Native Energy

Sukarela

NGO dan kelompok 
masyarakat

Industri kehutanan 
skala kecil, 

agroforestri atau 
perlindungan hutan 

masyarakat

Level, Cotap, 
myclimate, prima 

klima, Sedicialberi, 
zerro mission

Pendukung 
kredit karbon 

sukarela

Pemerintah pusat, 
pemda, BUMN, 

BUMD, perusahaan 
swasta, NGO dan 

kelompok 
masyarakat

Sektor kehutanan

Tidak ada dan 
pembayaran 
berdasarkan 

kesepakatan antar 
negara atau 

lembaga melalui the 
Result based 

payment atau 
mengikuti kredit 
karbon sukarela 

GS PLAN VIVO REDD+

Tabel 9. Perbedaan antara mekanisme MPB, VCS, GS, Plan Vivo dan REDD+

*CGS = Certified Godl Standard, **SPEKHI = Sertifikat penurunan emisi karbon hutan Indonesia atau Indonesian 
Certified Emmision Reduction (ICER)

5.1.3. Prosedur Kredit Karbon

Secara garis besar prosedur penerapan kredit karbon mengacu pada mekanisme sertifikasi 
dan registrasi penurunan emisi gas rumah kaca, memfasilitasi offset atau kompensasi emisi 
gas rumah kaca. Kemudian, penerapannya bersifat mandatori atau sukarela dan mendorong 
standarisasi penyerapan karbon dan emisi gas rumah kaca yang disepakati.
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5.1.3.1. Prosedur MPB

Mengenai MPB dan mengacu pada 
undang-undang Republik Indonesia nomor 
17 tahun 2004 tentang pengesahan kyoto 
protocol to the united nations framework 
convention on climate change (protokol 
kyoto atas konvensi kerangka kerja 
perserikatan bangsa-bangsa tentang 
perubahan iklim), Indonesia mengadopsi 
Protokol tersebut sebagai hukum nasional 
untuk dijabarkan dalam kerangka peraturan 
dan kelembagaan sehingga dapat 
mempertegas:

Peserta proyek dapat mengembangkan 
kerjasama dengan Komisi Nasional MPB 
(Komnas MPB) sebagai Designated national 
Authority - DNA) agar proses persetujuan 
Dokumen Rancangan Proyek (DRP) berjalan 
lancar. Selanjutnya peserta proyek secara 
tidak langsung juga akan terlibat dalam 
proses validasi, verifikasi dan sertifikasi 
proyek yang diatur oleh Badan Pelaksana 
(Executive Board) MPB yang dibentuk oleh 
Konferensi Para Pihak Konvensi Perubahan 
Iklim.

Sebelum para pihak mendaftarkan diri untuk 
mekanisme MPB ke DNA beberapa informasi 
yaitu baseline perlu dpersiapkan termasuk 
skenario apabila proyek MPB dilakukan dan 
apabila MPB tidak dilakukan. Baseline 
merupakan skenario kondisi cadangan 
karbon dan dampak ke depan apabila terjadi 
sebuat intervensi di wilayah tersebut. 
Seluruh perubahan berupa emisi akibat 
pelaksanaan proyek A/R MPB harus 
disertakan dan dinyatakan dalam satuan 
setara CO2. Sementara itu perhitungan 
ganda harus dihindari. 

Certified Emission Reduction (CER) adalah 
satuan penurunan emisi setara 1 ton CO2 
dalam bentuk sertifikat (CER) yang 
diterbitkan oleh Badan Pelaksana MPB sesuai 
dengan Artikel 12 Protokol Kyoto. Karbon 
yang tersimpan dalam biomassa hutan tidak 
pernah permanen sehingga bentuk sertifikasi 
memiliki jangka yang berbeda dan akan 
ditentukan oleh peserta atau pengembang 
proyek, yaitu: 

komitmen pada Konvensi Perubahan 
Iklim berdasarkan prinsip tanggung 
jawab bersama yang dibedakan.

melaksanakan pembangunan 
berkelanjutan khususnya untuk 
menjaga kestabilan konsentrasi gas 
rumah kaca di atmosfer sehingga tidak 
membahayakan iklim bumi.

membuka peluang investasi baru dari 
negara industri ke Indonesia melalui 
MPB.

mendorong kerja sama dengan negara 
industri melalui MPB guna 
memperbaiki dan memperkuat 
kapasitas, hukum, kelembagaan, dan 
alih teknologi penurunan emisi gas 
rumah kaca.

mempercepat pengembangan industri 
dan transportasi dengan tingkat emisi 
rendah melalui pemanfaatan teknologi 
bersih dan efisien serta pemanfaatan 
energi terbarukan

meningkatkan kemampuan hutan dan 
lahan untuk menyerap gas rumah kaca.

CER sementara (tCER), kadaluwarsa 
pada akhir periode komitmen 
berikutnya dari saat sertifikat tersebut 
diterbitkan.

CER jangka-panjang (lCER), kadaluwarsa 
pada akhir periode kredit kegiatan 
proyek MPB. 

a.

b.

c.

d.

e.

f.

a.

b.
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Periode kredit kegiatan proyek MPB adalah 
jangka waktu proyek mengalami verifikasi 
dan sertifikasi oleh Entitas Operasional. 
Designated Operational Entity (DOE) ditunjuk 
sebagai auditor untuk memverifikasi atas 
perolehan penyerapan karbon di dalam 
kawasan proyek untuk keperluan penerbitan 
CER. Peserta proyek harus menentukan jenis 
periode kredit yang diinginkan dari dua 
pilihan berikut: 

Setelah DRP disusun oleh peserta proyek, 
dokumen akan segera diproses oleh Komnas 
MPB. Sekretariat Komnas MPB akan 
memberikan fasilitasi dan dengan bantuan 
kelompok kerja sektoral dan kelompok ahli, 
proses persetujuan akan memakan waktu 
tidak lebih dari 6 minggu. Perlu dicatat 
bahwa Forum Pemangku kepentingan juga 
akan mendapat kesempatan membahas 
dokumen (lihat Gambar 1). Peserta proyek 
yang terdiri dari Mitra local dan investor 
dapat menyampaikan DRP langsung kepada 
KomNas MPB atau melalui perantara yang 
selama ini juga telah membantu menyusun 
DRP. Gambar 22. menunjukkan tahap-tahap 
selanjutnya yang melibatkan berbagai 
lembaga dalam siklus proyek sebagai berikut:

Fixed crediting period, yaitu periode 
kredit tetap yang berjangka maksimum 
30 tahun dan tidak dapat diperbarui 
sejak kegiatan proyek didaftarkan. 

Renewable crediting period, yaitu 
periode kredit yang dapat 
diperpanjang, berjangka maksimum 20 
tahun dan dapat diperpanjang 
sebanyak dua kali (maksimum 60 
tahun), dengan catatan pada setiap 
perpanjangan, OE akan menentukan 
apakah baseline proyek masih berlaku 
atau menggunakan baseline baru.

Validasi dan Pendaftaran 
Validasi merupakan proses yang 
dilakukan oleh EO yang merupakan 
lembaga independent yang ditinjuk 
oleh BP-MPB. Tujuannya adalah untuk 
memastikan bahwa DRP telah sesuai 
dengan tatacara dan prosedur A/R MPB 
(Keputusan 10/CP.9 dan Keputusan 
13/CP.10). Pendaftaran merupakan 
penerimaan secara resmi oleh BP MPB 
atas DRP yang telah divalidasi dan 
dilakukan oleh EO yang sama. Proses 
ini merupakan prasyarat bagi proses 
selanjutnya dan akan memakan waktu 
sekitar 4 minggu untuk validasi dan 8 
minggu untuk pendaftaran. 

Pemantauan
Pemantauan pelaksanaan proyek 
dilakukan oleh peserta proyek A/R MPB 
sendiri dengan metodologi yang telah 
diuraikan di dalam DRP. Kegiatan ini 
meliputi pengumpulan data yang 
relevan dalam untuk perhitungan 
penyerapan karbon selama periode 
kredit. 

Verifikasi and Sertifikasi
Verifikasi dan sertifikasi dilakukan oleh 
EO yang berbeda dengan EO yang 
melakukan validasi dan registrasi. 
Secara periodik mereka akan 
melakukan perhitungan di akhir 
kegiatan terhadap penyerapan karbon 
oleh kegiatan proyek A/R MPB sejak 
proyek dimulai. Sertifikasi adalah 
jaminan tertulis oleh EO bahwa 
kegiatan proyek A/R MPB telah 
mencapai sejumlah tertentu gas rumah 
kaca sesuai dengan yang telah 
diverifikasi. Proses ini hanya memakan 
waktu 15 hari. 

Penerbitan CER
Penerbitan lCERs atau tCERs dikaitkan 
dengan instruksi BP-MPB kepada 
penyelenggara pencatatan agar 
mencantumkan besarnya lCERs atau 
tCERs dari kegiatan proyek MPB ke 
dalam rekening BP-MPB.

a.

b.

a.

b.

c.

d.
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Standar VCS: memberikan persyaratan 
untuk mengembangkan proyek dan 
untuk validasi dan proses verifikasi.

Persyaratan Metodologi: memberikan 
persyaratan untuk mengembangkan 
metodologi baru.

Persyaratan JNR: memberikan 
persyaratan lebih lanjut untuk 
mengembangkan yurisdiksi REDD+ 
program dan target lokasi proyek 
REDD+.

Definisi Program: memberikan definisi 
untuk istilah yang digunakan dalam 
dokumen Program VCS.

Jadwal Biaya Program: memberikan 
biaya terkait dengan berbagai bagian 
Program VCS.

a.

b.

c.

d.

e.

Proses Registrasi dan Penerbitan: 
memberikan prosedur dan aturan 
untuk mendaftarkan proyek dan 
mengeluarkan VCU.

Proses Pendaftaran dan Penerbitan 
JNR: memberikan prosedur dan aturan 
untuk mendaftar baseline yurisdiksi 
dan program REDD+, serta 
proyek-proyek yang menjadi target 
REDD+ program yurisdiksi dan proyek 
mandiri yang beroperasi di bawah 
Skenario 1.

Proses Validasi dan Verifikasi JNR: 
menyediakan proses dan persyaratan 
untuk

validasi dan verifikasi baseline 
yurisdiksi dan program REDD + 
yurisdiksi.

a.

b.

c.

d.

5.1.3.2. Prosedur VCS

Verra mendefinisikan standar dan proses 
yang harus diikuti oleh semua proyek untuk 
disertifikasi. Aturan Program VCS ditetapkan 
dalam serangkaian dokumen yang mencakup 
empat jenis dokumen program: persyaratan, 
prosedur, template, dan bimbingan.

1. Persyaratan
Dokumen persyaratan menjabarkan prinsip 
dan persyaratan inti untuk mengembangkan 
proyek dan menghasilkan kredit karbon yang 
nyata, tambahan, permanen, diverifikasi 
secara independen, dan terdaftar secara 
transparan. Semua proyek VCS dinilai 
berdasarkan persyaratan ini untuk 
menentukan apakah pengusul proyek 
memenuhi syarat untuk mendaftar dengan 
Program VCS.

Dokumen program yang dipersiapkan 
meliputi:

1.Dokumen Persyaratan

2. Dokumen Prosedural

Proses Persetujuan Metodologi: 
memberikan prosedur dan aturan 
untuk persetujuan VCS Elemen 
metodologi.

Alat Risiko Non-Permanen (AFOLU): 
menyediakan prosedur untuk 
melakukan non-permanen.

analisis risiko dan penentuan buffer 
untuk proyek AFOLU.

e.

f.

g.
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Template Program VCS: template untuk 
deskripsi proyek, laporan validasi, 
pemantauan
laporan, laporan verifikasi, dan 
metodologi.

Template Representasi: template untuk 
tindakan representasi yang dibuat oleh 
proyek pemrakarsa dan lembaga 
validasi atau verifikasi.

Formulir: formulir seperti untuk 
mengirimkan elemen metodologi di 
bawah persetujuan metodologi proses 
dan untuk melamar menjadi ahli 
AFOLU.

ISO 14064-2: 2006, gas rumah kaca - 
Bagian 2: Spesifikasi dengan panduan 
di tingkat proyek untuk kuantifikasi, 
pemantauan dan pelaporan 
pengurangan atau penghapusan emisi 
gas rumah kaca

ISO 14064-3: 2006, gas rumah kaca - 
Bagian 3: Spesifikasi dengan panduan 
untuk validasi dan verifikasi pernyataan 
gas rumah kaca.

ISO 14065: 2013, gas rumah kaca - 
Persyaratan untuk validasi gas rumah 
kaca dan badan verifikasi untuk 
digunakan dalam akreditasi atau 
bentuk pengakuan lainnya.

Protokol gas rumah kaca untuk 
Akuntansi Proyek (pedoman terkait 
dengan penambahan dan praktik 
umum).

Validasi proyek dan verifikasi 
pengurangan dan pemindahan emisi 
gas rumah kaca.

Menilai elemen metodologi di bawah 
proses persetujuan metodologi.

a.

b.

c.

a.

b.

c.

d.

a.

b.

3. Template dan Formulir

5. Registrasi Verra

Salah satu organisasi yang mendorong VCS 
adalah verra dan Verra bertanggung jawab 
untuk memastikan bahwa semua dokumen 
proyek dan program yang diperlukan telah 
diajukan ke Verra, menerbitkan dan 
memelihara akun VCU untuk pemegang 
saham dan memastikan semua kegiatan 
berjalan lancar. Verra juga memastikan aliran 
VCU di seluruh sistem registri Verra, melacak 
dan melaporkan setoran atau penarikan 
kredit ke atau dari akun penyangga yang 
dikumpulkan dari AFOLU yang dikelola 
secara terpusat dan kumpulan yurisdiksi dan 
memelihara catatan kepemilikan hukum 
VCU. Pembeli, penjual, dan pialang adalah 
perusahaan, organisasi, atau individu yang 
bertransaksi VCU atau memfasilitasi 
transaksi VCU.

4.   Badan Validasi atau Verifikasi
Badan validasi atau verifikasi diakreditasi    
untuk:

Berikut ini adalah dokumen normatif 
(direferensikan) untuk Program VCS:
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5.1.3.3. Gold Standard

Prosedur di dalam GS4GG diletakkan atas 5 
prinsip   .

Prinsip 1: Kontribusi untuk perlindungan 
Iklim & pembangunan berkelanjutan 
meliputi:69

Kontribusi untuk perlindungan iklim 
dan pembangunan berkelanjutan.

Prinsip keselamatan lingkungan.

Inklusif kepada pemangku kepentingan 
yang peduli tentang penurunan emisi 
gas rumah kaca.

Pengembangan demonstrasi yang 
bertujuan dan berdampak secara 
nyata.

Adanya insentif dan kebutuhan 
pendanaan jangka panjang.

Implementasi kegiatan dan tata cara 
dokumentasi sebagai tambahan.

Proyek harus dari jenis yang 
diidentifikasi sebelumnya memenuhi 
syarat atau akan diserahkan kepada GS 
untuk persetujuan kelayakan. 

Proyek harus menetapkan skenario 
dasar dan skenario proyek.

Proyek akan memberikan kontribusi 
positif untuk perlindungan Iklim dan 
pembangunan berkelanjutan.

Dampak positif ini tidak dianggap 
bertentangan dengan keberlanjutan 
tujuan pembangunan.

a.

b.

c.

d.

e.

f.

a.

b.

c.

d.

69. Gold standard for the global goals principles & requirements. 2018. 
https://www.gfa-cert.com/wp-content/uploads/2018/04/GS-Principles-and-requirements.pdf
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Prinsip 2: Prinsip Perlindungan:

Prinsip 3: Inklusivitas Pemangku: 
Kepentingan:

Prinsip 4: Demonstrasi hasil nyata:
Proyek harus:

Prinsip 5: Insentif & Kebutuhan Keuangan 
yang Berkesinambungan:

Semua proyek harus menunjukkan dampak 
tambahan dibandingkan dengan dampaknya 
pada skenario baseline (yaitu, manfaat 
proyek berada di luar bisnis yang masuk 
dalam skenario). Selain itu, proyek mengikuti 
jalur sertifikasi tertentu (yaitu mereka yang 
ingin menggunakan sertifikasi untuk menarik 
keuangan atau mengeluarkan produk pasar 
melalui penerbitan sertifikasi GS) harus 
menunjukkan kebutuhan tambahan 
keuangan dan kebutuhan keuangan 
berkelanjutan.

5.1.3.4. Prosedur Plan Vivo

Prosedur Plan Vivo adalah:

Proyek harus melakukan penilaian 
prinsip perlindungan dan 
menyesuaikan diri dengan prinsip GS 
sebagai persyaratan standar. 

Proyek harus mengidentifikasi dan 
melibatkan pemangku kepentingan 
yang relevan dan mencari ahli yang 
dapat memberi masukan pemangku 
kepentingan bila perlu dalam desain, 
perencanaan, dan implementasi 
proyek. 

Desain proyek harus mencerminkan 
pandangan dan masukan dari 
pemangku kepentingan dan umpan 
balik yang berkelanjutan harus dicari, 
didata dan ditindaklanjuti di seluruh 
proyek. 

Prosedur, persyaratan & konsultasi dan 
pelibatan pemangku kepentingan.

Desain dan pengembangan Dokumen 
Desain Proyek (PDD) di awal kegiatan, 
menggabungkan rencana monitoring 
dan pelaporan. 

Menjalani sertifikasi desain (terdiri dari 
validasi dan review desain).

Melakukan pemantauan sesuai dengan 
rencana pemantauan & pelaporan dan 
menghasilkan laporan tahunan dan 
laporan pemantauan.

Mengirimkan dokumen ide dan usulan 
proyek

Langkah pertama untuk menjadi proyek 
Plan Vivo berjalan adalah mengirimkan 
catatan ide proyek (PIN) Plan Vivo. PIN 
mendefinisikan elemen-elemen utama 
dari proyek yang diusulkan dan 
bagaimana hal itu akan berkontribusi 
pada mata pencaharian berkelanjutan. 
Plan Vivo Foundation meninjau PIN untuk 
memastikan sistem Plan Vivo berlaku dan 
proyek yang diusulkan memiliki potensi 
untuk memberikan manfaat layanan 
ekosistem yang dapat diukur dan 
mempromosikan mata pencaharian 
berkelanjutan dalam jangka panjang. 

1.

Proyek akan menjalani sertifikasi 
kinerja (terdiri dari verifikasi dan 
tinjauan kinerja). 

Untuk mencapai status Proyek GS 
Bersertifikat dan menerbitkan sertifikat 
GS.

Mengalami pembaruan sertifikasi GS 
agar tetap ada status proyek 
bersertifikat dan untuk mendapatkan 
produk bersertifikat GS.

a.

a.

b.

c.

a.

b.

c.

d.

e.

f.
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5.1.3.5. Prosedur REDD+

Prosedur REDD+ mengikuti Permenlhk no. 70 
tahun 2017 dan berkaitan dengan 
pembayaran berbasiskan hasil kinerja. 
Secara garis besar, Pelaksanaan REDD+ 
dilakukan: 

Mengirimkan PDD dan spesifikasi teknis 
untuk peninjauan ke lokasi proyek

Proyek mengumpulkan informasi tentang 
area dan lokasi proyek, peserta, kegiatan, 
dan informasi lainnya menggunakan 
templat PDD Plan Vivo. Spesifikasi teknis 
adalah komponen dari PDD yang 
menggambarkan metodologi untuk 
menghitung karbon dan manfaat jasa 
ekosistem lainnya dari intervensi 
penggunaan lahan dalam proyek, dan 
menggambarkan operasi manajemen, 
indikator pemantauan, dan dampak dari 
setiap kegiatan. Plan Vivo Foundation 
mengoordinasikan tinjauan atas 
spesifikasi teknis melalui Kelompok 
Penasihat teknisnya. Setelah memeriksa 
kelengkapan dan kepatuhan PDD dengan 
standar, dokumen dapat disetujui oleh 
Plan Vivo Foundation. 

Validasi dan Pendaftaran

Untuk menjadi terdaftar sebagai proyek 
Plan Vivo, proyek dikunjungi dan dinilai 
untuk memastikannya menerapkan 
sistem sesuai dengan dokumen yang 
disetujui dan persyaratan dari standar 
Plan Vivo. Proyek dapat melibatkan 
validator dari daftar individu yang 
disetujui Plan Vivo atau mengusulkan 
kandidat untuk disetujui oleh Plan Vivo 
Foundation. Validator akan 
mewawancarai staf proyek utama dan 
anggota masyarakat, untuk memastikan 
pelatihan yang sesuai telah terjadi dan 
partisipasi diinformasikan dan sukarela. 
Validator menyiapkan laporan validasi 
berdasarkan temuan mereka dan 
diserahkan kepada koordinator proyek 
dan Plan Vivo Foundation untuk panduan 
tentang potensi biaya. Setelah kunjungan 
lapangan validasi selesai dan umpan balik 
validator telah ditangani dengan 
memuaskan, proyek dapat didaftarkan di 
bawah Plan Vivo Standard.

Verifikasi

Tujuan verifikasi adalah untuk 
mengevaluasi proyek teregistrasi secara 
berkala berdasarkan standar Plan Vivo 
untuk memastikan proyek ini terus 
mengikuti standar tersebut dan 
menghasilkan manfaat jasa ekosistem, 
terutama jasa iklim, karena ini yang 
dijadikan ukuran kuantifikasi, serta 
dampak lain yang direncanakan. Proyek 
Plan Vivo harus melaksanakan verifikasi 
pihak ketiga dalam 5 tahun setelah 
validasi dan setidaknya setiap 5 tahun 
sesudahnya. Plan Vivo Foundation dapat 
merekomendasikan periode 3 tahun jika 
skala proyek meningkat secara signifikan.

Pengelolaan Penyangga Plan Vivo 

Setiap proyek diharuskan untuk 
mempertahankan setidaknya 10% 
(umumnya 20-30%) jasa karbon yang 
dihasilkan sebagai penyangga risiko (risk 
buffer). Tingkat penyangga risiko 
ditentukan dalam tiap spesifikasi teknis 
menggunakan pendekatan yang disetujui.

2. 4.

5.

3.

Tingkat nasional oleh pemerintah yang 
bertanggung jawab di bidang 
lingkungan hidup dan kehutanan.

Tingkat sub nasional oleh pemerintah 
daerah, swasta, pengelola kesatuan 
pengelolaan hutan (KPH), kelompok 
masyarakat.

a.

b.
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Cakupan prosedur REDD+ untuk 
pembayaran berbasiskan hasil mencakup:

Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan 
kredit karbon lebih difokuskan pada 
pengurangan emisi akibat kerusakan hutan 
dan lahan dan deforestasi atau untuk 
perizinan kehutanan. Peraturan-peraturan 
tersebut adalah:

Undang–Undang no. 6 Tahun 1994 
tentang Pengesahan United Nations 
Framework Convention on Climate Change 
(Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan 
Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan 
Iklim) (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1994 No. 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
No. 3557).

Undang–Undang no. 17 Tahun 2004 
tentang Pengesahan Kyoto Protocol to 
The United Nations Framework 
Convention on Climate Change (Protokol 
Kyoto atas Konvensi Kerangka Kerja 
Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang 
Perubahan Iklim) (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 No. 72, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia No. 4403).

Undang-Undang no. 16 Tahun 2016 
tentang Pengesahan Paris Agreement To 
The United Nations Framework 
Convention On Climate Change 
(Persetujuan Paris Atas Konvensi 
Kerangka Kerja Perserikatan 
Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan 
Iklim), (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 No. 204, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia No. 5939).

Peraturan Presiden no. 71 Tahun 2011 
tentang Penyelenggaraan Inventarisasi 
Gas Rumah Kaca Nasional.

Permenhut no. 68 tahun 2008 tentang 
Penyelenggaraan Demonstration 
Activities Pengurangan Emisi Karbon dari 
Deforestasi dan Degradasi Hutan (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
No. 94). 

Permenhut no. 30 tahun 2009 tentang 
Tata Cara Pengurangan Emisi dari 
Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD) 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 No. 88).

Permenhut No. 36 tahun 2009 tentang 
Tata Cara Perizinan Usaha Pemanfaatan 
Penyerapan dan/atau Penyimpanan 
Karbon pada Hutan Produksi dan Hutan 
Lindung (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 No. 128) 
sebagaimana telah diubah dengan 
Permenhut No. 11 tahun 2013 (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 
No. 259).

Permenhut No. 20 tahun 2012 tentang 
Penyelenggaraan Karbon Hutan (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
No. 458).

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Strategi pelaksanaan REDD+.

Forest Reference Emission Level 
(FREL)/Forest Reference Level (FRL).

Pengukuran, Pelaporan dan Verifikasi 
(Measuring, Reporting and Verification).

Sistem Registri Nasional (SRN).

Sistem Informasi safeguards.

Pendanaan

Pemantauan, evaluasi dan pembinaan.

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

5.2. Peraturan Perundangan
terkait Kredit Karbon
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Permenhut No. 14 tahun 2004 tentang 
Tata Cara Aforestasi dan Reforestasi 
dalam Kerangka Mekanisme 
Pembangunan Bersih.

Permenhut no. 50 tahun 2014 tentang 
perdagangan sertifikat penurunan emisi 
karbon hutan Indonesia.

Permenlhk no. 70 tahun 2017 tentang 
tata cara pelaksanaan Reducing 
Emissions from Deforestation and Forest 
Degradation, Role of Conservation, 
Sustainable Management of Forest and 
Enhancement of Forest Carbon Stocks 
(REDD+).

9.

10

11.

5.3.

Implementasi Kredit 
Karbon untuk Kawasan 
Konservasi (Nasional, 
Lanskap Sumatera, 
Lanskap TNKS)

5.3.1. Implementasi Kredit Karbon 
nasional

Indonesia telah memiliki pengalaman dalam 
kredit karbon melalui MPB atau mekanisme 
lain sebagai bagian dari protokol Kyoto dan 
kemudian kelanjutannya yaitu perjanjian 
Paris tahun 2015. Pada tahun 2015, tercatat 
nilai perdagangan karbon global sekitar 50 
milyar dolar AS, dimana 70% dari total 
tersebut dihasilkan dari Emission Trading 
System dan 30% dihasilkan dari Carbon Tax. 
Di Indonesia, proyek MPB yang telah 
mendapat persetujuan dari DNA - MPB 
Indonesia sebanyak 215 proyek dan yang 
mendapat CER sebanyak 37 proyek. Proyek 
MPB telah menghasilkan penurunan emisi 
gas rumah kaca sekitar 10.097,175 ton CO2e 
(offset). Sementara itu, proyek bilateral Join 
Crediting Mechanism (JCM) antara Indonesia 
- Jepang yang telah diimplementasikan di 
Indonesia sebanyak 106 proyek dengan 
menurunkan sekitar 329,483 ton CO2e. 

Hasil penurunan emisi gas rumah kaca pada 
proyek bilateral JCM dihitung sebagai capaian 
penurunan emisi yang terbagi antara 
pemerintah Indonesia, pihak swasta Jepang 
yang memiliki teknologi dan pihak swasta 
Indonesia yang mengadopsi teknologi. Untuk 
itu, proyek bilateral JCM merupakan 
mekanisme yang dapat mendukung 
pencapaian komitmen pemerintah Indonesia 
dalam menurunkan emisi gas rumah kaca 
sebagaimana dituangkan dalam Intended 
nationally determined contributions (INDC) 
Indonesia. Sementara proyek MPB hanya 
dapat diperhitungkan sebagai capaian 
penurunan emisi gas rumah kaca oleh 
pembeli   . CER dibeli oleh 
perusahaan-perusahaan terutama di eropa 
yang memiliki kewajiban menurunkan emisi 
gas rumah kaca untuk menggantikan 
pembelian izin emisi di negara-negara eropa 
karena harga CER lebih rendah dari harga 
izin emisi  .

Kemudian dalam konteks kredit karbon 
sukarela VCS, beberapa perusahaan juga 
mendaftarkan proyek penurunan gas rumah 
kaca untuk mendapatkan VER. VCS masih 
tetap berkembang di Indonesia, meskipun 
dari segi jumlah tidak sebanyak MPB. 
Implementasi VCS di Indonesia adalah 13 
proyek dengan jumlah kredit karbon yang 
telah diterbitkan sebesar 14.135.243 ton 
CO2. VCS dikembangkan sebagai alternatif 
pembiayaan bagi perusahaan swasta dan 
bisnis untuk melakukan pengurangan emisi 
dan pembangunan rendah karbon. 
Proyek-proyek VCS di Indonesia sangat 
diminati oleh pihak swasta pengembang 
proyek REDD+. Proyek berbasis kehutanan di 
dalam skema VCS di Indonesia, bahkan telah 
menerbitkan kredit karbon yang dijual secara 
umum untuk pihak-pihak yang ingin 
melakukan offsetting atau penghapusan jejak 
karbon di dalam kegiatannya.
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70. Direktorat jenderal Pengendalian Perubahan Iklim. 2017. Press release - perdagangan karbon “Perdagangan Karbon : Apa Implikasinya 
terhadap Pemenuhan Komitmen Indonesia Pasca 2020”? 
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71. Butarbutar P. 2020. Perdagangan karbon sebagai salah satu strategi mencapai target NDC. hijauku.com.
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Dua proyek kehutanan yang berjenis REDD+ 
ini, bahkan adalah proyek berbasis 
mekanisme pasar yang terbesar di dunia. 
Total jumlah Kredit karbon yang telah 
diterbitkan mencapai 3.527.171 ton CO2 
untuk proyek PT. Rimba Raya Utama dan 
sejumlah 7.451.846 ton CO2 untuk proyek 
Katingan PT. Rimba Makmur Utama. Selain 
dua proyek terbesar di dunia tersebut, ada 
juga proyek aforestasi mangrove yang 
pertama di dunia diverifikasi oleh VCS yang 
dilakukan di Sumatra Utara dan di Aceh.  
Semua Kredit karbon yang dihasilkan oleh 
kegiatan-kegiatan tersebut akan dan telah 
dijual kepada pembeli yang membutuhkan.

Gold Standard (GS) dan Plan Vivo adalah 2 
mekanisme berbasis pasar yang 
dikembangkan secara sukarela, dan 
terutama ditujukan untuk proyek-proyek 
skala kecil. Dengan standar yang tidak 
setinggi mekanisme perdagangan karbon 
yang lain, GS dan Plan Vivo memungkinkan 
pengembang-pengembang kecil untuk 
melakukan implementasi penurunan emisi, 
karena biaya transaksi, terutama untuk 
validasi dan verifikasi yang selalu 
dipersyaratkan, menjadi lebih rendah. Di 
Indonesia ada cukup banyak proyek yang 
dikembangkan dengan menggunakan kedua 
skema ini, terutama proyek-proyek energi 
terbarukan skala kecil dan hutan 
kemasyarakatan. Jumlah kegiatan yang 
berdasar dua mekanisme ini adalah 6 proyek 
Plan Vivo dan 19 proyek GS. 

Mengenai Skema Karbon Nusantara (SKN), 
SKN adalah mekanisme berbasis pasar yang 
sedianya ditujukan untuk melakukan fasilitasi 
pengembangan kegiatan sertifikasi 
pengurangan emisi dan pasar karbon secara 
domestik di Indonesia. Skema ini 
dikembangkan oleh Dewan Nasional 
Perubahan Iklim (DNPI) berbasis kondisi lokal 
di Indonesia. SKN saat ini telah melakukan 
demonstrasi proyek di hutan rakyat KPH 
Gerbang Lestari seluas 2000 ha di Bangkalan, 

REDD+ menjadi jalan dalam penerapan kredit 
karbon di Indonesia. Indonesia mulai dari 
tingkat nasional sampai dengan sub nasional. 
Salah satunya pengembangan metodologi 
untuk pengukuran, pemantauan dan 
verifikasi capaian pengurangan emisi melalui 
pembangunan percontohan REDD+. 
Pendanaan yang tersedia tersebut banyak 
yang dilaksanakan dalam bentuk pilot 
percontohan yang tersebar di seluruh 
Indonesia. 

Beberapa pilot percontohan tersebut sudah 
ada yang melakukan transaksi kredit karbon 
dengan pembeli internasional. Mekanisme 
yang digunakan adalah mekanisme pasar 
sukarela. Mekanisme sukarela tersebut 
menggunakan dua jenis standar kredit 
karbon, yaitu VCS dan Plan Vivo. 
Perkembangan proyek dengan standar Plan 
Vivo di pasar karbon sukarela di dunia, yang 
sudah masuk di Plan Vivo pipeline berjumlah 
29 proyek dengan rincian 28 proyek masih 
dalam tahap Project Idea Note (PIN) dan 1 
proyek sudah dalam bentuk Dokumen 
Rancangan Proyek. Dari 29 proyek tersebut 6 
diantaranya berada di Indonesia yang 
didampingi oleh NGO, yaitu Fauna & Flora 
International (3 proyek), Warsi (1 proyek), SSS 
Pundi (1 proyek) dan SCF (1 proyek). Keenam 
proyek tersebut adalah berlokasi di Hutan 
Desa Laman Satong (Kalimantan Barat), 
Hutan Desa Durian Rambun (Jambi), 
Masyarakat Bujang Raba (Jambi), Lombok 
(Nusa Tenggara Barat), Bulukumba (Sulawesi 
Selatan), dan Dataran Tinggi Jangkat (Jambi).
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5.3.2. Implementasi Kredit Karbon di Level 
Sumatera 

Beberapa perusahaan di Sumatera masuk ke 
dalam kredit karbon MPB yaitu PT. Bajradaya 
Sentranusa yang membangun PLTA di sungai 
Asahan, Sumatera Utara . Perusahaan ini 
melakukan kerjasama dengan perusahaan 
perdagangan karbon Eco Securities pada 
tahun 2007 dan merupakan penerapan MPB 
pertama di Sumatera. PT. Bajradaya 
diperkirakan bisa mendapat 30 juta dolar AS 
dari skema kredit karbon tersebut dari 
kemampuan PLTA menurunkan emisi secara 
maksimal. Kemudian, inisiasi pemulihan dan 
pemanfaatan gas metana di perkebunan 
kelapa sawit, Musim Mas grup yaitu PT. 
Berkat Sawit Sejati, Musi Banyuasin, 
Palembang, Sumatra Selatan dan di 
Pangkalan Lesung, Riau   . Inisiatif ini 
mendapat tawaran positif dari pemerintah 
Denmark tahun 2014, dimana perusahaan 
energi Denmark, Danish Energy Agency 
menyetujui pembelian CER dari mekanisme 
MPB ini. Inisiatif lain adalah pemulihan dan 
pemanfaatan gas metan dari hasil limbah 
buangan di pabrik kelapa sawit PT. Aes Agri 
Verde, Sumatera Utara. Mekanisme yang 
dibangun dalam penurunan emisi gas rumah 
kaca adalah MPB. Kemudian, SIPEF grup yaitu 
PT. Tolan Tiga Indonesia juga menginisiasi 
skema MPB di pabrik kelapa sawit Bukit 
Maradja dan Perlabian, Sumatera Utara 
untuk pengelolaan gas metan dari hasil 
limbah pabrik tersebut.

Proyek karbon di Sumatera lebih banyak 
dilalui dalam demontrasi REDD+ yang 
bersifat komitmen dalam menurunkan emisi 
gas rumah kaca dari upaya konversi hutan 
dan lahan, menekan laju deforestasi dan 
kerusakan gambut. Proyek karbon pertama 
di Sumatera terutama dalam prakarsa REDD+ 
dilakukan di Ulu Masen, Aceh oleh 
Pemerintah Aceh atau dikenal sebagai ‘Aceh 
Green’ bertujuan untuk meningkatkan 
ekonomi dan lingkungan Aceh.

REDD+ dimulai di Ulu Masen pada tahun 
2006. Pada tahun 2007, gubernur 
mengumumkan Visi Hijau Aceh sebagai 
strategi pembangunan dan mengeluarkan 
moratorium penebangan yang melarang 
semua kegiatan penebangan di Aceh. Pada 
tahun 2008, Pemerintah Australia dalam hal 
ini diwakili Australia Carbon Conservation 
menandatangani perjanjian kemitraan, 
diikuti oleh perjanjian antara perusahaan 
tersebut dengan Merill Lynch (Bank Amerika 
Serikat  . Proyek ini bermaksud untuk 
mengurangi tingkat deforestasi dasar 
sejumlah 9.500 hektar setiap tahunnya 
sebesar 85%, mencapai pengurangan emisi 
hingga 1 juta ton CO2 per tahun. Pada bulan 
Juli 2009, Ulu Masen secara resmi dinyatakan 
sebagai daerah intervensi REDD+ melalui 
sebuah keputusan oleh gubernur. Tujuh 
survei percontohan MRV dan FPIC keduanya 
dimulai pada 2010. Setelah AFEP selesai pada 
akhir 2011, semua kegiatan di lapangan 
terkait dengan REDD+ terhenti. Sampai tahun 
2014, setelah pergantian gubernur, status 
REDD+ di Ulu Masen dalam kondisi ketidak 
pastian meskipun masih dalam lingkup 
kebijakan daerah Aceh. 

Di Aceh dan Sumatera Utara, Yayasan Gajah 
Sumatera (Yagasu)  menginisiasi Coastal 
Carbon Corridor Aceh-Sumatera Utara pada 
tahun 2011. Program tersebut didanai 
konsorsium sejumlah perusahaan yang 
tergabung dalam Livelihoods Funds dan 
merupakan program kredit karbon pertama 
untuk skema VCS di Indonesia dengan 
berjangka waktu 20 tahun mulai tahun 
2011-2033. Program tersebut berfokus pada 
kawasan mangrove milik rakyat, atau di luar 
kawasan hutan negara. Dalam 
pelaksanaannya pun melibatkan sepenuhnya 
masyarakat. Program tersebut berhasil 
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merestorasi mangrove sepanjang 1.107 
kilometer dengan luasan 456.896 hektar. 
Program ini melibatkan Badan Lingkungan 
Hidup Daerah (BLHD), Dinas Kehutanan, 
Dinas Perikanan dan kelautan, serta BKSDA 
di Sumatera Utara dan Aceh. Program 
tersebut kemudian divalidasi oleh SCS Global 
Services dengan menggunakan skema VCS 
pada tahun 2015. Hasilnya seluas 5.000 
hektar telah memenuhi kriteria untuk 
sertifikasi karbon dengan serapan karbon 
sebanyak 144.128 ton setara karbondioksida 
(CO2). Dengan risiko sebesar 13%, Voluntary 
Carbon Unit (VCU) yang diterbitkan sebanyak 
125.391 ton setara CO2. Sesuai estimasi, 
maka dalam 20 tahun pertama program 
tersebut akan menyerap 2,5 juta ton setara 
CO2  .

Salah satu hasil inisiatif REDD+ di provinsi 
Jambi adalah beberapa inisiasi REDD+ 
dengan mekanisme kredit karbon melalui 
Plan Vivo di wilayah hutan lindung Bujang 
Raba (Desa Sungai Talang, Desa Senamat 
Ulu, Desa Laman Panjang, Desa Lubuk 
Beringin dan Desa Sangi Letung).  Proyek 
REDD+ dan PES Komunitas Bujang Raba, 
yang dikoordinasi oleh KKI WARSI, 
melestarikan hutan hujan primer yang 
terancam punah di wilayah Hutan Sumatera. 
Proyek ini melibatkan 5 komunitas adat 
dalam melindungi hutan pegunungan tropis. 
Kawasan ini dikelola oleh masyarakat di 
bawah program Hutan Desa yang mengakui 
dan mengamankan kepemilikan lahan dan 
memungkinkan anggota masyarakat untuk 
mengelola hutan secara berkelanjutan. Selain 
itu, dengan melibatkan masyarakat lokal 
dalam melindungi hutan lokal mereka, 
proyek ini berperan aktif dalam mengurangi 
kebakaran hutan, perburuan ilegal dan 
pemanenan kayu dan produk hutan 
non-kayu yang tidak berkelanjutan .
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76. Pojok iklim. 2017. Pengembangan coastal carbon corridor di Sumatera dan Jawa. 
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Lebih dari 5.339 ha hutan primer akan 
dilindungi oleh masyarakat yang 
berpartisipasi, menghasilkan manfaat karbon 
bersih sekitar 40.000 tCO2 per tahun. Situs 
proyek Bujang Raba kaya akan 
keanekaragaman hayati dan merupakan 
rumah bagi spesies yang terancam dan 
spesies lain yang bernilai konservasi tinggi 
termasuk tapir sumatera, beruang madu dan 
harimau sumatera.
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Proyek ini juga telah memprakarsai sejumlah 
kegiatan untuk diversifikasi pendapatan bagi 
masyarakat yang berpartisipasi dengan 
memperkenalkan tanaman bernilai tinggi 
seperti kapulaga, kakao, dan HHBK lainnya 
yang dapat diintegrasikan ke dalam plot 
wanatani petani kecil. Proyek ini juga bekerja 
dengan anggota masyarakat untuk 
membangun kapasitas pemrosesan bambu 
dan rotan untuk membuka aliran 
pendapatan lainnya.

Pada bulan Mei 2020, masyarakat Bujang 
Raba (Bukit Panjang Rantau Bayur) 
Kabupaten Bungo, Jambi lewat skema pasar 
karbon tersebut dibeli oleh Swedia melalui 
zerromission senilai 1 milyar rupiah. dana 
yang terkumpul ini digunakan desa untuk 
mengelola hutan lindung tersebut. Hutan 
lindung Bujang Raba Jambi sejak dikelola 
oleh masyarakat di lima desa tersebut 
mampu mempertahankan tutupan hutan  .

Kemudian, inisiasi kredit karbon dan REDD+ 
di Durian Rambun, Jambi melalui FFI dan 
mekanismenya adalah pasar karbon sukarela 
Plan Vivo  . Proyek ini berlokasi di area hutan 
desa dengan mengamankan penguasaan 
lahan dan hak-hak komunitas untuk 
komunitas lokal. Luas keseluruhan hutan 
desa adalah 3.616 ha, dengan zona 
perlindungan 2.516 ha dan 1.100 zona 
rehabilitasi. Estimasi manfaat karbon adalah 
6,618 tCO2e per tahun. Kegiatan proyek 
meliputi penanaman pengayaan, penanaman 
pohon, peningkatan agroforestri, dan 
perlindungan regenerasi alami spesies asli. 
Masyarakat dilibatkan melalui kegiatan 
patroli hutan dan pengelolaan hutan 
berkelanjutan. Masyarakat juga terlibat 
dalam pendirian perusahaan yang 
berkelanjutan yang berfokus pada 
peningkatan produksi kopi dan pemrosesan 
di tempat.
Proyek ini bertujuan untuk melindungi 
habitat banyak fauna dan flora lokal 
sekaligus meningkatkan kualitas tanah 
hutan. Melalui pencegahan deforestasi dan 
perlindungan hutan yang lebih baik,

kesuburan tanah akan meningkat dan 
mengurangi risiko erosi tanah. Selain itu, 
melalui pengelolaan hutan berkelanjutan, 
ekosistem akan menjadi lebih tangguh, yang 
mengarah pada kualitas air yang lebih baik 
bagi masyarakat lokal dan meminimalkan 
risiko banjir atau kekeringan.

Proyek ini juga telah menjadi kunci dalam 
mengamankan hak-hak komunitas 
masyarakat yang berpartisipasi. Kemudian, 
aliran pendapatan yang beragam terbuka 
bagi masyarakat lokal melalui penjualan 
produk hutan non-kayu, yang akan dikelola 
secara berkelanjutan oleh masyarakat lokal. 
Kegiatan proyek lainnya termasuk beberapa 
intervensi agroforestri yang bertujuan 
memperkuat pertanian lokal yang akan 
mengarah pada peningkatan ketahanan 
pangan, nutrisi dan kesehatan yang lebih 
baik bagi peserta proyek.

Kemudian inisiasi di tingkat KPH adalah 
inisiatif KPH Lalan Mendis (Hutan Desa 
Muara Merang (HDMM) dan Hutan Desa 
Kepayang (HDKP)) di Sumatera Selatan 
melalui kredit karbon Plan Vivo. Proyek ini 
akan menerapkan dua intervensi yang 
berbeda namun saling melengkapi di hutan 
desa. Intervensi yang diperkenalkan dalam 
dua fase adalah fase awal fokus pada 
restorasi dan perlindungan hutan 
terdegradasi, dan lahan gundul, dengan 
membangun plot agroforestri. Fase tersebut 
akan diperluas dalam kegiatan perlindungan 
di luar plot agroforestri, untuk perlindungan 
yang lebih luas dan zona pemanfaatan 
berkelanjutan di dalam hutan desa. 
Pendekatan dua fase dimaksudkan untuk 
mengaktifkan proyek untuk mengakses 
dukungan berbasis kinerja untuk kegiatan 
agroforestri yang sudah dimulai, sambil 
memberikan waktu yang cukup untuk 
mengembangkan kapasitas komite 
pengelolaan hutan desa melaksanakan 
kegiatan perlindungan hutan yang efektif di 
wilayah yang lebih luas  .
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5.3.3. Implementasi Kredit karbon di 
Lanskap TNKS

Dua inisiatif yaitu di Hutan Desa Bujang Raba 
dan Hutan Desa Durian Rimbun adalah 
praktek nyata kredit karbon yang bersifat 
sukarela melalui mekanisme Plan Vivo di 
lanskap TNKS. Inisiatif yang telah masuk 
dalam skema kredit karbon ini sebenarnya 
tidak banyak di lanskap TNKS dibandingkan 
perencanaan reduksi emisi gas rumah kaca 
melalui inisiasi pengelolaan karbon REDD+ 
yang bersifat command and control di tingkat 
provinsi terutama berdasarkan amanat 
Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2011 
tentang tentang rencana aksi nasional 
penurunan emisi gas rumah kaca. Inisiatif - 
inisiatif lain di lanskap tersebut adalah 
proyek berkenaan dengan persiapan REDD+ 
di KPH Limau, Jambi, pengembangan skema 
karbon di Kabupaten Merangin melalui 
metode RaCSA (rapid carbon stock 
assessment) dengan melakukan pendidikan 
kepada masyarakat setempat mengenai 
penghitungan cadangan karbon di dua lokasi 
Hutan Desa, yaitu di Desa Guguk dan Desa 
Lubuk Beringin oleh KKI-WARSI.  

FFI sampai saat ini sedang mengembangkan 
kegiatan Percontohan REDD+ berbasis 
Penyimpanan Karbon Komunitas (community 
carbon pool) seluas 20.000 hektar mencakup 
kawasan hutan desa pada 8 desa di 
Kabupaten Merangin. Kegiatan yang sedang 
berlangsung adalah memfasilitasi 
pencadangan dan perizinan hutan desa, 
penyusunan tata ruang mikro, menyusun 
Rujukan Tingkat Emisi (RE) dan MRV, dan 
validasi PDD oleh lembaga verifikasi 
independen. Lembaga lainnya, ICRAF 
bersama-sama Pemerintah Kabupaten 
Merangin dan mengembangan perencanaan 
pembangunan daerah berbasis tata guna 
lahan yang rendah emisi karbon dengan 
pendekatan LUWES (Land Use Planning for 
Low Emission Development Strategy)  .

Adanya praktek-praktek dan dukungan 
tingkat lokal di kawasan penyangga TNKS 
dalam pengelolaan sumberdaya alam hutan 
berbasiskan masyarakat atau Community 
based Forest Management (CBFM) yang 
masih berlangsung hingga saat ini dan 
berpotensi besar sebagai modal sosial untuk 
penerapan REDD+ dalam konteks mitigasi 
perubahan iklim melalui penyimpanan 
karbon hutan, seperti hutan desa, hutan 
adat, hutan lindung desa. khususnya di 
daerah-daerah hulu, seperti Kabupaten 
Kerinci, Bungo, Merangin dan Sarolangun. 

5.4.1. Tantangan dan pembelajaran di 
tingkat nasional

5.4.1.1. Tantangan di tingkat nasional

Di Indonesia, implementasi Protokol Kyoto 
dalam hal pengurangan emisi gas rumah 
kaca menghadapi tantangan yang berat, 
yaitu perdagangan karbon sendiri yang 
dikembangkan melalui mekanisme pasar 
sehingga terjadi naik turun harga di pasaran 
sehingga menghasilan banyaknya penawaran 
dengan sedikit permintaan di pasar karbon. 
Terutama pasaran untuk karbon yang 
berasal dari upaya penurunan laju 
deforestasi yang pasarnya tidak memiliki 
kepastian dan belum ada sarana transaksi 
karbon untuk kegiatan berbasis lahan 
terutama  aforestasi dan reforestasi   . 
Kemudian, insentif dari pendanaan 
internasional belum mampu memberikan 
kompensasi ekonomi untuk menekan 
konversi hutan dan pasar karbon sukarela 
masih relatif kecil dalam volume transaksi. 
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Regulasi dan implementasi di tingkat 
pemerintah dalam membangun mekanisme 
pengurangan emisi gas rumah kaca masih 
bersifat command and control termasuk 
dalam penerapan MPB dan REDD+ dan 
kurang melibatkan pemangku kepentingan 
non pemerintah atau Non State Actors (NSAs) 
dalam implementasi mekanisme kredit 
karbon termasuk kredit karbon sukarela. 
Lembaga atau sektor swasta umumnya 
melakukan inisiatif sendiri dalam proyek 
karbon ini atau belum ada mekanisme 
insentif yang menyertai pelaku usaha atau 
kelompok masyarakat dalam menerapkan 
mekanisme pengurangan emisi gas rumah 
kaca dari mekanisme kredit karbon tersebut. 

Dari sisi regulasi yang government-centris, 
regulasi juga tidak membuka tentang 
pilihan-pilihan pasar karbon misalnya 
tentang pasar karbon sukarela atau 
mekanisme cap and trade sehingga 
membatasi dimana pemerintah hanya 
mengakui kerjasama karbon non-offset, dan 
bukan mekanisme offset karbon bahkan juga 
bukan offset karbon bersama (shared carbon 
offset). Padahal pemerintah Indonesia dalam 
COP - 18 di Doha (Qatar) justru mengambil 
langkah mendukung penuh mekanisme 
pasar dengan skema offset (perdagangan 
karbon) seperti keinginan negara-negara 
industri.

5.4.1.2. Pembelajaran di tingkat nasional

Pembelajaran dari kredit karbon adalah 
ternyata pasar karbon termasuk untuk kredit 
karbon membutuhkan kelenturan atau 
tingkat fleksibilitas sehingga fleksibitas ini 
dapat mengatasi persoalan-persoalan yang 
spesifik untuk suatu pasar karbon tertentu. 
Pengusul proyek dapat lebih leluasa dalam 
menentukan pilihan skema tetapi tetap 
dalam lingkup menjaga integritas pasar 
karbon. Fleksibitas ini juga dapat menjaga 
harga kuota di tingkat pasar atau kredit 
karbon dan biaya transaksi. Penerapan 
fleksibitas adalah dengan menerapkan 
linking. 

Linking didorong untuk memperbesar 
peluang pasar. Linking adalah 
memperbolehkan unit dari pasar karbon lain 
diperdagangkan dalam pasar karbon 
tertentu. Tujuan linking adalah memperbesar 
pasar dan menjaga tingkat harga. Dengan 
linking, masing-masing pasar karbon akan 
saling mempengaruhi harga kuota atau 
kredit karbon sehingga keputusan untuk 
melakukan linking harus diambil dengan 
sangat hati-hati. Contoh linking antara pasar 
karbon adalah yang dilakukan Europe Union 
(EU) ETS dan MPB dimana EU ETS 
memperbolehkan sejumlah tertentu kredit 
karbon MPB diperdagangkan dalam EU ETS 
untuk menggantikan kuota (allowance)  .

Dengan memperbolehkan proyek atau 
kegiatan berjenis sama diusulkan sebagai 
suatu program maka biaya transaksi dapat 
ditekan dan semakin banyak jenis proyek 
yang dapat mengikuti pasar karbon. 
Contohnya beberapa pasar karbon 
baseline-and-crediting seperti MPB dan VCS 
telah memperbolehkan proyek jamak dalam 
bentuk bundling dan Programme of Activities 
(PoA).

Validasi dan verifikasi proyek dilakukan 
secara bersamaan dan atau dilakukan oleh 
pihak independen yang sama. Pendekatan ini 
bertujuan memangkas biaya transaksional 
yang diperlukan untuk mengikuti skema 
pasar karbon. Dengan biaya transaksi yang 
lebih murah, diharapkan semakin banyak 
pihak dapat mengikuti skema pasar karbon 
dan semakin banyak penurunan emisi dapat 
terjadi.
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Di Indonesia, MPB lebih cenderung diikuti 
oleh perusahaan-perusahaan ekstraksi 
sumber daya alam dan energi, sedangkan 
proyek-proyek berbasiskan REDD+ lebih 
cenderung pasar sukarela sehingga 
pembelajarannya adalah pemerintah dan 
pelaku usaha dapat mengintensifkan 
mekanisme crediting ini dengan kebijakan, 
insentif dan rekomendasi teknis sehingga 
lebih mudah dan layak diterapkan di banyak 
proyek ekstraksi sumber daya alam atau 
energi dan kehutanan. Pasar karbon saat ini 
menjadi alternatif instrumen ekonomi yang 
sangat menarik dalam pelaksanaan 
pembangunan. Berbagai negara maju 
maupun berkembang bahkan mengandalkan 
pasar karbon sebagai alat kebijakan untuk 
meningkatkan efisiensi ekonomi dan 
menciptakan lapangan kerja.

kawasan penyangganya. Meskipun, inisiatif 
ini telah dikembangkan oleh beberapa NGO 
dan kelompok masyarakat tani hutan untuk 
hutan desa.

5.4.2.2. Pembelajaran di TNKS

Pembelajaran pada masyarakat Hutan Desa 
Bujang Raba dan Durian Rambun dalam 
penerapan aktivitas rendah emisi pada 
inisiasi hutan desa untuk proyek karbon 
adalah ternyata masyarakat dapat mengikuti 
dan menjalankan alur mekanisme proyek 
karbon ini karena terbukti bulan Mei 2020, 
masyarakat Hutan Desa Bujang Raba 
mendapat keuntungan finansial dari kredit 
karbon. Kekuatan dari pengelolaan Hutan 
Desa Bujang Raba, fungsi dan keberadaan 
Bujang Raba sangat mendukung sistem 
kehidupan masyarakat yang berada di dalam 
dan daerah sekitarnya. Delapan desa yang 
berintegrasi langsung dengan kawasan ini, 
yaitu Lubuk Beringin, Senamat Ulu, Aur Cino, 
Laman Panjang, Buat dan Sungai Telang di 
Kecamatan Bathin III Ulu, kemudian Batu 
Kerbau dan Baru Pelepat di Kecamatan 
Pelepat, dengan jumlah penduduk 7.679 jiwa. 
Selain itu terdapat tiga kelompok komunitas 
Orang Rimba yang berjumlah 168 jiwa yang 
tinggal di dalam kawasan ini. Bagi 
masyarakat sekitar, kawasan Bujang Raba 
memiliki arti yang sangat penting. Secara 
ekologis Bujang Raba berfungsi memitigasi 
bencana alam bagi pemukiman masyarakat 
yang berada di daerah hilir. Selain itu 
kawasan ini juga berfungsi sebagai tempat 
hidup beragam plasma nutfah yang bernilai 
konservasi tinggi termasuk harimau 
sumatera.

Kawasan Lanskap Bujang Raba juga 
memberikan nilai ekonomi dari pemanfaatan 
hasil hutan bukan kayu (HHBK). Dengan 
mekanisme kelembagaan lokal dalam 
pemanfaatan HHBK yang ada, masyarakat 
mampu memberdayakan kemampuan 
mereka dalam memperkuat pengetahuan 
lokal yang mereka jalani dalam prinsip 
gotong royong dan sukarela.

5.4.2. Tantangan dan pembelajaran di 
TNKS

5.4.2.1. Tantangan di TNKS

Dalam peta zonasi kawasan tahun 2017 dan 
penghitungan Bappenas tahun 2019, luasan 
hutan alam di zona inti TNKS relatif tidak 
mengalami perubahan atau masih dalam 
kondisi hutan alam yang utuh. Luasnya 
adalah 738,83 ribu ha. Luasan zona inti 
menjadi peluang untuk didorong ke arah 
mekanisme kredit karbon dengan intervensi 
rehabilitasi lahan di wilayah yang 
terdegradasi di dalam TNKS. Luas hutan 
terdegradasi di dalam dan luar TNKS sebagai 
penyangga (di 4 provinsi) adalah 1,29 juta ha 
dan dengan penanaman 2 juta pohon  per 
tahun dan terpelihara, sanggup memenuhi 
penambahan dalam 10 tahun adalah 
78.063,89 tonC5. Untuk itu, inisiasi proyek 
karbon di luar TNKS atau di wilayah yang 
telah terkonversi di dalam TNKS menjadi 
penting dilakukan. Tantangannya, isu 
strategis untuk RPJP TNKS dan usulan atau 
rekomendasi METT 2017 tidak memasukkan 
adanya inisiatif proyek karbon di dalam 
perencanaan strategis untuk TNKS dan 
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Inisiasi masyarakat Hutan Desa Bujang Raba 
dalam penerapan tata kelola desa yang 
berkelanjutan dan rendah emisi diterapkan 
yatu selain pengembangan HHBK, 
masyarakat tersebut menerapkan 
pemanfaatan jasa lingkungan air melalui 
PLTMH untuk energi listrik, pengembangan 
biogass, pengembangan komoditas 
bertingkat sistem agroforestri, padi sawah 
organik, rehabilitasi lahan dan perlindungan 
hutan. Untuk itu, proyek karbon secara 
sukarela dapat mudah diterapkan di lokasi 
ini.

Sama halnya dengan masyarakat Hutan Desa 
Rio Kemuyang Durian Rambun, Kabupaten 
Merangin merupakan benteng terakhir di 
sebelah timur kawasan Taman Nasional 
Kerinci Seblat. Luasan kawasan hutan desa 
ini seluas 4.484 hektar yang mendapatkan 
Surat Keputusan Menteri Kehutanan 
Republik Indonesia Nomor : SK.361/ Menhut 
–II/2011. Sekitar 46 persen wilayah 
Kabupaten Merangin Provinisi Jambi berupa 
kawasan hutan. Ancaman utama kawasan ini 
adalah perambahan hutan, kebakaran dan 
konversi lahan menjadi perkebunan dan 
tambang emas. Untuk itu, masyarakat 
melakukan perlindungan kawasan dan 
pengembangan PLTMH mencapai 30.000 
watt.

Secara adat, Hutan Desa Rio Kemunyang 
Durian Rimbun diatur mekanisme 
pengelolaannya secara turun temurun 
dimana hutan desa tersebut tidak boleh 
dieksploitasi. Masyarakat hanya dapat 
memanfaatkan di zona pemanfaatan 
masyarakat. Masyarakat harus melaporkan 
jika membutuhkan lahan untuk berladang 
kepada pemangku adat, kepala desa dan 
lembaga pengelola hutan desanya. Bagi 
masyarakat yang ketahuan menjual lahan 
kepada orang luar, maka akan didenda adat 
senilai kerbau satu ekor, beras 100 gantang 
dan lahan yang dijual dikembalikan lagi ke 
desa. Sementara bagi yang sudah 
mendapatkan izin untuk membuat ladang, 

maksimal yang diberikan hanya 2 hektar dan 
diselesaikan selama satu tahun. Jika tidak 
dilaksanakan, akan dikenakan denda adat 
sebanyak beras 20 gantang dan kambing 1 
ekor. Untuk mekanisme pengelolaan 
demikian mendorong proyek karbon dapat 
diterapkan di wilayah ini.

Di TNKS dan wilayah penyangga, 
pembelajaran penting bagi hutan desa atau 
hutan adat di sekitar TNKS adalah inisiatif 
masyarakat yang kuat dan turun temurun 
terhadap pengelolaan hutan secara lestari 
dan sanggup dalam melakukan perlindungan 
hutan dan menekan ancaman kerusakan. 
Masyarakat juga memiliki kebijakan lokal 
yang secara nyata memiliki nilai ekologis 
dalam pengelolaan sumber daya alam 
misalnya hutan larangan, lubuk larangan, 
rimbo adat atau zona-zona tradisional yang 
telah dikembangkan masyarakat dalam tata 
kelola lahan turun temurun. Praktek-praktek 
masyarakat ini akan memudahkan 
pemerintah dan kelompok masyarakat sipil 
peduli lingkungan mendorong berbagai 
skema kehutanan yang rendah emisi untuk 
mekanisme kredit karbon sukarela. 
Persyaratan-persyaratan tata kelola 
masyarakat yang berkelanjutan untuk hutan 
atau sumber daya alam menjadi nilai penting 
dalam pasar dan kredit karbon sukarela.
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5.5. Rekomendasi Penguatan Mekanisme Kredit Karbon 
untuk Konservasi

Secara umum, pasar perdagangan 
karbon untuk Indonesia adalah sangat 
besar. Foreign Community Policy of 
Indonesia menyatakan sumber daya 
alam Indonesia dari hutan saja 
menghasilkan 90% VCU sehingga 
menjadi diplomasi kuat perdagangan 
dengan negara-negara lain, apalagi 
Indonesia memilki kekuatan secara 
nasional dan internasional dalam 
penerapan REDD+. Secara praktek 
peluang pasar karbon dari REDD+ akan 
sangat tergantung pada daya saing 
kredit karbon yang dihasilkan dari 
proyek REDD+ itu sendiri. Daya saing 
kredit karbon tergantung pada beberapa 
faktor, yaitu bagaimana kualitas dan 
kuantitas kredit karbon yang mampu 
diproduksi oleh proyek REDD+. Untuk 
membangun kesiapan, Pemerintah 
Indonesia dan pemangku kepentingan 
kunci termasuk sektor swasta perlu 
meningkatkan kegiatan peningkatan 
kapasitas melalui kegiatan percontohan 
REDD+ dengan memanfaatkan 
dana-dana yang tersedia. 

Dari pengalaman tersebut, Indonesia 
diharapkan dapat menyusun strategi 
dan kesiapan infrastruktur implementasi 
REDD+ untuk kredit karbon. Kualitas 
kredit karbon REDD+ ditentukan oleh 
beberapa faktor, yaitu:

Kredit karbon akan menampakkan hasil 
signifikan, apabila laju deforestasi dapat 
turun secara maksimal. Untuk itu, 
Indonesia perlu menetapkan 
langkah-langkah strategis pasca dari 
moratorium perizinan konsesi ekstraksi 
hutan alam dan monitoring pembukaan 
lahan di kawasan hutan. Kemudian, 
kebijakan pemerintah daerah juga 
memperkuat dari komitmen penurunan 
laju deforestasi. Harga kredit karbon 
dapat naik tergantung dari laju 
deforestasi, misalnya harga kredit 
karbon sebesar 5 dolar AS per tCO2 -e, 
maka laju deforestasi yang terjadi secara 
nasional akan turun sebesar 1,4% 
dengan jumlah potensi kredit karbonnya 
adalah sebesar 190 juta tCO2 e. Apabila 
dihitung berdasarkan level provinsi, di 
Sumatera Utara akan terjadi penurunan 
deforestasi sebesar 8% dengan 
penurunan emisi sebesar 4.325.358 
tCO2 e. Sementara itu,  Provinsi Sulawesi 
Tengah akan terjadi penurunan laju 
deforetasi sebesar 4% dengan jumlah 
penurunan emisi sebesar 865.989 tCO2 
e. Apabila harga kredit karbon tersebut 
meningkat maka kinerja penurunan 
emisi gas rumah kaca melalui REDD+ 
akan semakin tinggi. Secara nasional 
jumlah kredit karbon yang dihasilkan 
pada harga 10 dolar AS adalah sebesar 
563 juta tCO2 e. 

Metodologi pengukuran penurunan 
emisi dari proyek REDD+ 

Penurunan emisi karbon yang terjadi 
harus mengikuti kaidah MRV 

Keterlibatan dan pengakuan 
masyarakat lokal dalam proyek 
REDD+. 

1.

2.

3.
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Di tataran internasional, pasar karbon 
adalah naik turun seperti yang 
disebutkan di atas. Tahun 2012-2014 
terjadi kelesuan pasar karbon eropa 
sehingga oversupply kredit karbon di 
pasar karbon. Harga menjadi turun 
sehingga upaya-upaya negara 
berkembang seperti Indonesia dalam 
kontribusi penurunan emisi gas rumah 
kaca dari deforestasi menjadi berbiaya 
besar dalam implementasi atau 
operasionalnya. Pendekatan dual 
market bisa menjadi rekomendasi tetapi 
juga bukanlah solusi karena market 
demikian perlu ada pembeli atau 
pasarnya dibandingkan hanya 
mekanisme kompensasi. Rekomendasi 
yang paling tepat sebagai antisipasinya 
adalah pendekatan nasional dalam 
pasar karbon. Artinya secara nasional, 
Indonesia didorong membuat pasar 
karbon sendiri, sehingga media proyek 
karbon dinilai sebagai media domestik 
dan pasarnya adalah pasar domestik. 
Pengusul proyek bisa mendapatkan dua 
manfaat yaitu masuk ke bursa pasar 
domestik dan pasar internasional dalam 
kredit karbon. Pengembangan pasar 
domestik ini cukup kuat karena pelaku 
pasar karbon sudah banyak dikuti 
pelaku usaha di Indonesia, selain itu 
banyak perusahaan atau komunitas 
masyarakat tertarik dengan mekanisme 
ini.

Pasar karbon domestik di Indonesia 
sedang disusun oleh Dewan Nasional 
Perubahan Iklim (DNPI) dengan nama 
Skema Karbon Nusantara (SKN). SKN 
hanya dapat digunakan untuk 
proyek-proyek yang berlokasi di wilayah 
Republik Indonesia yang tanggal dimulai 
proyeknya sejak tanggal 1 Oktober 2009. 
Meskipun demikian, implementasi pasar 
secara real belum dilakukan secara 
optimal sampai saat ini. Untuk itu, peran 
banyak dalam hal ini Mempersiapkan 
dan mendalami secara pasti tentang 
tatacara atau mekanisme pasar karbon, 
termasuk standar karbon

(metodologi) untuk menghasilkan kredit 
karbon yang dapat diperdagangkan. 
Kemudian, regulasi dan peta jalan juga 
dipersiapkan untuk mendorong 
perdagangan karbon ini di Indonesia

Peran pemerintah sampai saat ini lebih ke 
arah command and control dalam 
penerapan REDD+ meskipun telah 
diarahkan pada result based payment. Ke 
depan, pemerintah juga perlu banyak 
masuk dalam intervensi kebijakan dan 
mekanisme kredit karbon. Sehingga, 
pengusul proyek karbon dapat lebih leluasa 
dalam menentukan intervensi proyek 
karbon secara mandatori atau sukarela 
melalui pasar internasional atau domestik 
dengan payung hukum yang sediakan 
pemerintah. Dalam REDD+, proyek-proyek 
percontohan REDD+ adalah nilai lebih dari 
inisiasi ini sehingga banyak pemangku 
kepentingan mendapatkan pengetahuan 
dan pengalaman bisnis karbon tersebut. 
jadi, posisi pemerintah adalah sebagai 
regulator, pendukung kebijakan, penguatan 
diplomatis secara internasional dalam 
pasar karbon sehingga mendukung harga 
yang tepat untuk menunjang kredit karbon. 
Pemerintah memberikan insentif bagi 
pelaku usaha, kelompok masyarakat dan 
LSM yang mendorong pilot-pilot 
percontohan karbon sehingga dapat 
didorong pula ke dalam mekanisme pasar 
dan kredit karbon mandatori atau sukarela.

Bagi pelaku usaha swasta dan masyarakat, 
inisiatif - inisiatif pemanfaatan limbah 
metan, IUPHHK - RE dan IUPHHK-HA untuk 
hutan alam, pemanfaatan sampah yang 
menekan dari pembusukan organik 
sampah atau pengembangan hutan desa 
dan hutan adat yang kemudian didorong 
kepada mekanisme karbon adalah 
pembelajaran-pembelajaran penting yang 
dapat diterapkan dan diadopsi di banyak 
tempat sehingga proyek karbon ini menjadi 
inisiatif yang massal dan secara signifikan 
menekan laju emisi gas rumah kaca sesuai 
target pemerintah Indonesia. 
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6.1. Kesimpulan

Secara umum, kemitraan konservasi melalui 
PKS tidak menjadi hal baru dalam 
pengelolaan konservasi yang sifatnya 
kolaboratif. Meskipun demikian, perubahan 
paradigma kolaboratif perlu dibangun 
terutama di tataran pemangku kepentingan 
terutama dalam meletakkan aspek 
kerjasama dalam bentuk kemitraan yang 
sejajar tetapi tetap dalam payung otoritas 
kawasan. Kemitraan juga dibangun untuk 
saling mengisi kesenjangan pengelolaan dan 
pendanaan bagi kawasan konservasi 
tersebut. Pemerintah bertindak sebagai 
fasilitator dan mendorong pelayanan publik 
terutama kepada mitra dan mitra 
memberikan dukungan kepada pemerintah.
Dalam PKS, pembagian peran tidak hanya 
dalam pengelolaan tetapi sharing benefit 
atau pendanaan. Pengelola kawasan 
konservasi memperhitungkan kontribusi 
yang diberikan mitra kepada UPT dan 
dihitung sebagai bagian menutupi 
kesenjangan pendanaan kawasan 
konservasi. Kemudian, UPT pengelola dan 

mitra membuat perencanaan teknis dan 
biaya implementasi dimana sharing 
pengetahuan, pengalaman dan sumber daya 
manusia terjadi dalam proses ini. kalau ini 
bisa dikembangkan secara akuntabilitas dan 
transparan, performa baik dalam 
implementasi dan dapat dievaluasi, maka 
PKS yang dibangun memiliki tingkat 
kesuksesan yang tinggi. 

TNKS memiliki kawasan yang sangat luas 
dengan pemangku kepentingan yang banyak, 
sehingga PKS dibangun secara lebih efisien, 
salah satunya dengan PKS yang multi 
pemangku kepentingan  yang melibatkan 
lebih dari satu mitra. Secara teknis, mitra 
dapat membangun aliansi atau jaringan kerja 
teknis sebelum melakukan PKS dengan 
BBTNKS. Aliansi atau jaringan kerja dibentuk 
dan PKS dilakukan antara BBTNKS dengan 
aliansi yang mewakili berbagai pemangku 
kepentingan tersebut. Praktek kerjasama 
dengan jaringan kerja telah dilakukan 
BBTNKS misalnya kerjasama antara BBTNKS 
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dengan Akar Network sebagai jaringan kerja 
atau konsorsium 4 lembaga (PKS no. 
457/IV-10/BTU/2013). Bagi mitra taman 
nasional, jaringan kerja akan mengefisienkan 
kerjasama, memperkuat pengetahuan dan 
pengalaman masing-masing pemangku 
kepentingan dan proses berbagi ruang, 
lingkup kegiatan dan saling mengisi satu 
dengan yang lain akan lebih mudah 
dilakukan. 

Untuk IPPA, peningkatan yang signifikan 
pelayanan, kemudahan mendapatkan tiket 
masuk, sarana prasarana yang memadai dan 
terpelihara dan kemudahan perizinan di 
kawasan-kawasan konservasi target 
pariwisata adalah solusi yang dapat 
meningkatkan keinginan pelaku usaha untuk 
investasi di dalam kawasan konservasi 
tersebut. IPPA memperkuat kemitraan 
pengelola kawasan konservasi dengan 
pemerintah daerah dan pihak swasta dan 
masyarakat, kerjasama antara pemangku 
kepentingan kunci tersebut terutama 
dukungan terhadap pengelolaan kawasan 
konservasi melalui praktek baik untuk 
kawasan konservasi dari mitra.

Perizinan IPJLPB mengalami kendala 
berkenaan penetapan kawasan konservasi 
tersebut di dalam situs warisan dunia 
UNESCO, termasuk TNKS. Untuk itu, selain 
hal teknis dalam memperoleh IPJLPB, 
perusahaan pemohon izin secara kuat 
melakukan negosiasi kepada pemerintah 
atau mengoptimalkan pengembangan panas 
bumi di wilayah penyangga kawasan. 

Negosiasi ini menyangkut tata cara dalam 
praktek eksplorasi, eksploitasi dan 
pemanfaatan dan memberikan keyakinan 
upaya yang dilakukan adalah dapat menekan 
emisi gas rumah kaca.

Berkenaan dengan kredit karbon di dalam 
kawasan konservasi dan di wilayah 
penyangga, kredit karbon memiliki prospek 
yang baik dan diterima oleh pemangku 
kepentingan termasuk masyarakat. Di 
Indonesia dan untuk kepentingan konservasi 
sumber daya alam, kredit karbon sukarela 
dengan melibatkan REDD+ menjadi 
mekanisme yang tepat digunakan bagi 
kawasan  konservasi dan penyangganya. 
Pasca persetujuan Paris, REDD+ mendapat 
dukungan yang kuat untuk masuk ke dalam 
pasar karbon terutama kredit karbon melalui 
MPB atau pasar karbon sukarela. Bagi TNKS, 
inisiatif-inisiatif proyek karbon telah dimulai 
pada hutan desa dan hutan adat penyangga 
kawasan dan mekanisme kredit karbon ini 
ternyata telah menjadi pengetahuan dan 
dipahami oleh masyarakat sehingga 
menghasilan pendapatan. Inisiatif proyek 
karbon di hutan penyangga TNKS tersebut 
menjadi pembelajaran penting yang bisa 
dicontoh bagi hutan desa dan hutan adat 
lainnya di TNKS dan sekitarnya.
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TIPE MEKANISME

SIFAT MEKANISME

REGULASI

PELUANG 
PENGEMBANGAN

MEKANISME PENDANAAN 
BERKELANJUTAN

DAMPAK PENGELOLAAN
KAWASAN

Kerjasama kedua belah pihak 
melaui dokumen PKS, RPP dan 
RKT

Kewajiban untuk mitra yang 
bekerja di  dalam kawasan 
konservasi

Terdapat regulasi yang 
mengatur PKS

Peluang pengembangan adalah 
besar karena banyak otoritas 
kawasan konservasi memiliki 
pengalaman panjang mengenai 
mekanisme ini. 

Dalam jangka pendek, 
mekanisme ini relatif lebih 
efektif dibanding kedua 
mekanisme lainnya. 

Berdampak signifikan apabila 
dukungan mitra optimal 
terutama dalam cost sharing 
dan benefit sharing.

Kerjasama kedua belah pihak melalui 
mekanisme perizinan dan mitra dapat 
mengembangkan PKS untuk praktek baik 
pengelolaan kawasan

Kewajiban dalam perizinan dan 
penerapan regulasi implementasi izin 
konsesi

Terdapat regulasi yang mengatur 
perizinan konsesi di kawasan konservasi 
dan penyangganya

Membutuhkan beberapa tahapan untuk 
pengembangan terutama kesiapan lokasi, 
kestabilan status zonasi dan mengeliminir 
kendala aksesibilitas dan infrastruktur

Pendanaan berkelanjutan dihitung dari 
kontribusi pemegang konsesi atau izin 
berkontribusi dalam praktek baik 
pengelolaan kawasan

Berdampak signifikan apabila praktek 
IPPA dilakukan tetapi diragukan untuk 
IPJLPB terutama jika praktek eksplorasi, 
eksploitasi dan pemanfaatan berdampak 
bagi biodiversitas atau ekosistem. 

Inisiatif dari otoritas tanpa melalui 
mitra atau pengembangan kemitraan 
dengan lembaga yang bekerja untu 
proyek karbon.

Sukarela berdasarkan usulan otoritas 
pemangku kepentingan yang 
didukung mitra

Hanya regulasi untuk demonstration 
activities penyelenggaraan karbon 
hutan.

Belum diketahui aspek 
pengembangannya karena regulasi 
minim untuk implementasi kredit 
karbon di dalam kawasan konservasi.

Tidak efektif dalam jangka pendek, 
tetapi sangat potensi menjadi efektif 
dalam mekanisme pendanaan 
berkelanjutan jangka panjang.

Belum diketahui dampaknya karena 
masih dalam periode demonstration 
activities.

MEKANISME PKS
Konsesi kawasan 

konservasi dan penyangga KREDIT KARBON

Tabel 10. Perbedaan mekanisme PKS, konsesi kawasan konservasi dan penyangganya dan kredit karbon untuk kawasan 
konservasi

6.2. Rekomendasi

Dalam pengelolaan kawasan konservasi 
termasuk TNKS, mekanisme PKS, 
inisiatif konsesi konservasi dimana 
pemegang izin konsesi tersebut 
mendukung pengelolaan kawasan 
melalui praktek baik dan dorongan 
untuk inisiatif proyek karbon di dalam 
kawasan konservasi dan di kawasan 
penyangga untuk tujuan pemulihan 
ekosistem adalah langkah yang 
strategis dalam mendorong inovasi 
baru dalam pengelolaan kawasan, 
penguatan kemitraan konservasi dan 
menaikkan penilaian METT kawasan.

Perlu adanya ujicoba suatu program 
untuk mekanisme konsesi konservasi 
restorasi ekosistem di dalam kawasan 
konservasi. Mekanisme ini 
mengakomodir kepentingan PKS untuk 
praktek baik pemegang konsesi, 
implementasi konsesi konservasi dalam 
hal secara lebih luas mengakomodir 
pengembangan wisata alam, HHBK dan 
kredit karbon. Mekanisme ini dapat 
mengakomodir berbagai mitra yang 
telah berkerja di TNKS misalnya NGO, 
sektor privat atau pemerintah daerah 
yang telah mempraktekkan dukungan 
perlindungan dan pengawasan 
kawasan dan kelompok masyarakat 
yang telah mempraktekkan HHBK di 
dalam kawasan konservasi.
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Dari pembelajaran kredit karbon di TNKS, 
inisiatif Hutan Desa Bujang Raba dan 
Durian Rimbun perlu ditangkap sebagai 
pembelajaran mekanisme kredit karbon 
sukarela yang telah dipraktekkan 
masyarakat dan memiliki tingkat 
keberhasilan dalam implementasi. Untuk 
itu, inisiatif-inisiatif kemitraan termasuk 
perlindungan dan pengawasan kawasan, 
pemulihan ekosistem, perlindungan air 
dan inisiatif konservasi di wilayah 
penyangga dikaitkan dengan target 
penurunan emisi gas rumah kaca ini 
untuk masuk ke mekanisme kredit 
karbon. DI TNKS, kemitraan konservasi 
dalam pengelolaan HHBK, program 
pemulihan ekosistem di dalam kawasan, 
perogram hutan desa, hutan adat dan 
hutan kemasyarakatan menjadi potensi 
untuk disentuh ke konteks inisiatif kredit 
karbon ini. 

Berkaitan dengan komitmen TNKS 
sebagai warisan dunia menurut 
UNESCO. Komitmen ini secara pasti 
mematikan perizinan eksplorasi, 
eksploitasi dan pemanfaatan TNKS 
untuk kegiatan panas bumi. Meskipun 
demikian, UNFCCC dalam hal ini dari 
program hibah GCF meletakkan isu 
panas bumi sebagai bagian intervensi 
dan negosiasi usaha energi yang dapat 
menurunkan emisi gas rumah kaca. 
Untuk itu, negosiasi ini penting 
dilakukan dalam praktek 
menang-menang untuk IPJLPB di dalam 
situs warisan dunia. Sebelum negosiasi, 
KLHK mempersiapkan berbagai kajian 
tehnis dan kebijakan mengenai panas 
bumi ini di TNKS.

sumber foto: amazing.zone
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Lampiran 1. Kriteria Jasa wisata alam dan sarana wisata alam

a. Pengusahaan Jasa Wisata Alam

Kriteria kegiatan jasa wisata alam adalah:

1.informasi pariwisata
2.pramuwisata
3.transportasi
4.perjalanan wisata
5.cinderamata
6.makanan dan minuman
7.penyewaan peralatan wisata alam

Usaha penyediaan jasa informasi pariwisata 
dapat berupa usaha penyediaan data, berita, 
fitur, foto, video, dan hasil penelitian 
mengenai kepariwisataan yang disebarkan 
dalam bentuk bahan cetak dan atau 
elektronik. Usaha penyediaan jasa 
pramuwisata dapat berupa usaha 
penyediaan dan atau mengoordinasikan 
tenaga pemandu wisata untuk memenuhi 
kebutuhan wisatawan dan atau kebutuhan 
biro perjalanan wisata. Usaha penyediaan 
jasa transportasi pada suaka margasatwa, 
dapat berupa usaha penyediaan kuda, 
sepeda, porter, perahu bermesin atau tidak 
bermesin untuk transportasi laut, danau, dan 
sungai disesuaikan dengan karakteristik 
obyek wisata alamnya, serta alat transportasi 
berdasarkan kreativitas masyarakat 
setempat yang sudah direkomendasi 
keamanannya oleh instansi terkait. Usaha 
penyediaan jasa pada taman nasional, taman 
wisata alam dan taman hutan raya, dapat 
berupa kendaraan darat bermesin maksimal 
3000 (tiga ribu) cc.

Usaha penyediaan jasa perjalanan wisata 
dilakukan dengan usaha penyediaan jasa 
perencanaan perjalanan wisata dan atau 
jasa pelayanan dan penyelenggaraan 
pariwisata, dalam hal ini termasuk jasa 
pelayanan yang menggunakan sarana yang 
dibangun atas dasar kerjasama antara 
pengelola dan pihak ketiga. usaha 
penyediaan jasa cinderamata merupakan 
usaha jasa penyediaan cinderamata untuk 
keperluan wisatawan yang didukung 
dengan perlengkapan berupa kios atau 
kedai usaha. Usaha penyediaan jasa 
makanan merupakan usaha jasa 
penyediaan makanan dan minuman yang 
didukung dengan perlengkapan berupa 
kedai makanan atau minuman. Usaha 
penyediaan jasa persewaan peralatan 
wisata alam merupakan usaha jasa 
persewaan peralatan snorkeling, diving, 
canoing, perlengkapan berkemah, 
perlengkapan pendakian, atau 
perlengkapan wisata lainnya.

Usaha penyediaan jasa wisata alam dapat 
difasilitasi oleh UPT atau UPTD sesuai 
dengan kewenangannya dan diprioritaskan 
untuk masyarakat di sekitar kawasan 
konservasi. Dalam suaka margasatwa 
hanya dapat dilakukan kegiatan wisata 
terbatas berupa kegiatan mengunjungi, 
melihat, menikmati keindahan alam dan 
keanekaragaman tumbuhan serta satwa 
yang ada di dalamnya. Pada kawasan suaka 
margasatwa hanya dapat dilakukan usaha 
penyediaan jasa wisata alam terbatas 
meliputi kegiatan    informasi pariwisata, 
pramuwisata (pemanduan), transportasi, 
perjalanan wisata dan penyewaan sarana 
atau peralatan pariwisata alam.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Sarana wisata petualangan terdiri atas:

b. Pengusahaan Sarana Wisata Alam

Usaha penyediaan sarana wisata alam terdiri atas wisata tirta atau wisata air, akomodasi, 
transportasi dan wisata petualangan. Usaha penyediaan sarana wisata alam dapat dilakukan 
pada zona pemanfataan taman nasional, blok pemanfaatan taman wisata alam dan taman 
hutan raya. Luas areal yang diizinkan untuk dibangun sarana wisata alam paling banyak 10% 
(sepuluh persen) dari luas areal yang ditetapkan dalam izin. Bentuk bangunan sarana wisata 
alam untuk wisata tirta dan akomodasi dibangun semi permanen dan bentuknya disesuaikan 
dengan arsitektur budaya setempat.

Pembangunan sarana untuk menunjang fasilitas sarana wisata tirta terdiri atas pemandian alam, 
gudang penyimpanan alat untuk kegiatan wisata tirta atau air, tempat sandar atau tempat 
berlabuh, transportasi air, pembangunan sarana akomodasi yang terdiri atas penginapan, 
pondok wisata, pondok apung, rumah pohon, bumi perkemahan, tempat singgah caravan, 
fasilitas akomodasi, fasilitas pelayanan umum dan kantor dan fasilitas akomodasi terdiri atas 
ruang pertemuan, ruang makan dan minum, fasilitas untuk bermain anak, spa, gudang, 
pelayanan informasi dan pelayanan telekomunikasi, pelayanan administrasi, pelayanan 
angkutan, pelayanan penukar uang, tempat ibadah, tempat cucian, pelayanan kesehatan, 
menara pandang, tempat pemadam kebakaran, tempat kebersihan, mess karyawan dan sarana 
lainnya. Untuk Transportasi dapat berupa kereta gantung, kereta listrik, jetty dan kereta mini. 

Outbond
Jembatan antar tajuk pohon (canopy trail)
Kabel luncur (flying fox)
Balon udara
Paralayang
Jalan hutan (jungle track).
Jalan wisata
Tempat pertemuan/pusat informasi
Papan petunjuk
Jembatan
Areal parkir
Jaringan listrik
Jaringan air bersih
Jaringan internet
Jaringan drainase/saluran
Toilet
Sistem pembuangan dan pengolahan limbah
Dermaga
Landasan helikopter (helipad). 

Papan nama
Papan informasi
Papan petunjuk arah
Papan larangan/peringatan
Papan bina cinta alam
Papan rambu lalu lintas
Sarana parkir dibangun dengan 
kriteria tidak menebang/merusak 
pohon dan dibangun di areal terluar 
lokasi IUPSWA.
Pengerasan areal harus dilakukan 
dengan konstruksi yang tidak 
mengganggu penyerapan air dalam 
tanah.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

9.

Fasilitas untuk menunjang sarana 
kepariwisataan berupa papan yang 
dapat dibangun berupa:
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Lampiran 1. Kriteria Jasa wisata alam dan sarana wisata alam

Kriteria pelaku usaha adalah pelaku usaha 
perorangan atau pelaku usaha non 
perorangan. Pelaku usaha ini telah memiliki 
Nomor Induk Berusaha (NIB) yang 
diterbitkan oleh Lembaga OSS. Prosedur 
permohonan IUPJWA adalah sebagai berikut.

Permohonan IUPJWA diajukan kepada 
kepala UPT untuk IUPJWA yang berlokasi 
di taman nasional, taman wisata alam, 
dan suaka margasatwa atau kepala 
UPTD untuk IUPJWA yang berlokasi di 
taman hutan raya melalui lembaga oss 
dilengkapi persyaratan.

Penyampaian permohonan dan 
persyaratan permohonan kepada 
Lembaga OSS dilakukan melalui sistem 
elektronik yang terintegrasi dan 
dokumen asli disampaikan kepada 
kepala UPT atau kepala UPTD sesuai 
dengan kewenangannya.

Permohonan IUPJWA yang berlokasi di 
suaka margasatwa hanya dapat 
diajukan oleh pelaku usaha perorangan.

Permohonan IUPJWA yang berlokasi di 
taman nasional, taman wisata alam, dan 
taman hutan raya dapat diajukan oleh 
pelaku usaha peroranga atau pelaku 
usaha nonperorangan

Persyaratan permohonan IUPJWA 
dilampiri pernyataan komitmen dan 
persyaratan teknis. Dalam Pernyataan 
Komitmen dipersyaratkan pelaku usaha 
wajib membayar Penerimaan Negara 
Bukan Pajak Iuran izin.Penyataan 
Komitmen merupakan persyaratan yang 
wajib dipenuhi oleh pelaku usaha untuk 
dapat melaksanakan kegiatan usaha.

6.Persyaratan teknis untuk pemohon 
pelaku usaha perorangan terdiri atas 
sertifikasi keahlian untuk jasa pemandu 
wisata dan rekomendasi dari forum 
yang diakui oleh UPT atau UPTD sesuai 
dengan kewenangannya untuk bidang 
usaha jasa yang dimohon. Persyaratan 
teknis untuk pemohon pelaku usaha 
nonperorangan terdiri atas: pakta 
integritas dan rencana kegiatan usaha 
jasa yang akan dilakukan. Pakta 
integritas dalam bentuk surat 
pernyataan bermeterai yang berisi 
paling sedikit menyatakan menjamin 
bahwa semua dokumen yang 
dilampirkan dalam permohonan adalah 
benar dan sah. Pemohon tidak 
memberi, menerima, menjanjikan 
sesuatu dalam bentuk apapun berkaitan 
dengan permohonan; dan sanggup 
untuk memenuhi semua kewajiban.

Kepala UPT atau Kepala UPTD sesuai 
dengan kewenangannya mengakses 
dan mengunduh permohonan dan 
persyaratan dari sistem elektronik yang 
terintegrasi. Berdasarkan hasil akses, 
unduhan atau dokumen asli 
permohonan, dan persyaratan, Kepala 
UPT atau Kepala UPTD paling lama 5 
(lima) hari kerja melakukan pengawasan 
terhadap Pernyataan Komitmen dan 
Persyaratan Teknis. Pelaksanaan 
pengawasan terhadap persyaratan 
permohonan terdiri atas

Melakukan identifikasi dan pemilahan 
data kelengkapan persyaratan 
permohonan; dan

Melakukan verifikasi dan penilaian.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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Hasil pengawasan berupa permohonan 
telah memenuhi kelengkapan 
persyaratan dan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang- 
undangan atau tidak memenuhi 
kelengkapan persyaratan atau telah 
memenuhi kelengkapan persyaratan 
namun substansinya tidak sesuai 
dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.

Permohonan dinyatakan telah 
memenuhi persyaratan dan telah sesuai 
dengan ketentuan peraturan 
perundangan-undangan apabila 
memenuhi kelengkapan persyaratan 
Komitmen dan persyaratan teknis, telah 
diverifikasi dan mendapat penilaian.

Berdasarkan hasil Kepala UPT atau 
Kepala UPTD menyampaikan hasil 
pengawasan kepada Lembaga OSS 
dalam bentuk Dokumen Elektronik 
melalui sistem elektronik yang 
terintegrasi, berupa Notifikasi 
persetujuan dalam hal permohonan 
telah memenuhi persyaratan dan telah 
sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan atau penolakan 
dalam hal permohonan tidak memenuhi 
persyaratan atau permohonan telah 
memenuhi persyaratan namun tidak 
sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. Berdasarkan 
notifikasi, Lembaga OSS mengeluarkan 
IUPJWA dengan melakukan pemenuhan 
komitmen atau penolakan 
permohonan.

Pemegang IUPJWA dengan Komitmen 
setelah menerima perintah pemenuhan 
Komitmen menyelesaikan pembayaran 
Penerimaan Negara Bukan Pajak Iuran 
izin.

Pembayaran Penerimaan Negara Bukan 
Pajak Iuran izin berdasarkan Surat 
Perintah Pembayaran Iuran IUPJWA 
(SPP-IIUPJWA) yang diterbitkan oleh 
Kepala UPT atau Kepala UPTD sesuai 
kewenangannya paling lambat 24 (dua 
puluh empat) hari kerja setelah 
diterimanya SPP-IIUPJWA. 

Pemegang IUPJWA setelah menerima 
SPP-IIUPJWA wajib melakukan 
pembayaran dan menyampaikan bukti 
setoran kepada Kepala UPT atau Kepala 
UPTD sesuai dengan kewenangannya. 
Kepala UPT atau Kepala UPTD sesuai 
dengan kewenangannya melakukan 
pengawasan pelaksanaan penyelesaian 
pemenuhan komitmen. 

Pemegang IUPJWA dengan Komitmen 
menyampaikan laporan penyelesaian 
pemenuhan Komitmen melalui 
Lembaga OSS dengan Dokumen 
Elektronik (DE) melalui sistem elektronik 
terintegrasi dan menyampaikan 
dokumen asli kepada Kepala UPT atau 
Kepala UPTD sesuai kewenangannya. 
Berdasarkan laporan penyelesaian 
pemenuhan komitmen, kepala UPT atau 
kepala UPTD sesuai dengan 
kewenangannya paling lama 7 (tujuh) 
hari kerja mengakses atau mengunduh 
serta melakukan pengecekan dan 
penelaahan atas dokumen penyelesaian 
komitmen.

10.

12.

13.

14.

14.

15.

16.
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Berdasarkan hasil pengecekan dan 
penelaahan atas dokumen penyelesaian 
komitmen kepala UPT atau kepala UPTD 
sesuai dengan kewenangannya paling 
lama 3 (tiga) hari kerja menyampaikan 
hasil pengecekan dan telaahan kepada 
Lembaga OSS berupa Dokumen 
Elektronik (DE) melalui sistem elektronik 
yang terintegrasi, yaitu notifikasi: 
pernyataan IUPJWA definitif apabila 
telah menyelesaikan pemenuhan 
komitmen sesuai dengan tenggang 
waktu yang ditentukan dan proses 
penyelesaian pemenuhan Komitmen 
sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan; atau pembatalan 
IUPJWA dengan Komitmen apabila tidak 
menyelesaikan pemenuhan komitmen 
dan atau tidak sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan notifikasi Lembaga OSS 
memberikan IUPJWA definitif atau 
membatalkan IUPJWA dengan 
komitmen. Dalam hal Lembaga OSS 
telah memberikan IUPJWA definitif 
kepada Kepala UPT atau Kepala UPTD 
sesuai dengan kewenangannya paling 
lama 5 (lima) hari kerja menerbitkan 
keputusan tentang pemberian IUPJWA. 
Dalam hal IUPJWA dengan komitmen 
dibatalkan, pelaku Usaha dapat 
mengajukan permohonan ulang.

Permohonan IUPSWA diajukan kepada 
menteri untuk IUPSWA yang berlokasi di 
taman nasional dan taman wisata alam 
atau gubernur/bupati/wali kota sesuai 
kewenanganya untuk IUPSWA yang 
berlokasi di taman hutan raya, melalui 
Lembaga OSS dilengkapi persyaratan

2.Penyampaian permohonan dan 
persyaratan permohonan kepada 
Lembaga OSS, melalui sistem elektronik 
yang terintegrasi dan dokumen asli 
disampaikan kepada Direktur Jenderal 
atau Kepala Dinas Provinsi atau Kepala 
UPTD kabupaten/kota sesuai dengan 
kewenangannya.

Permohonan IUPSWA diajukan oleh 
pelaku usaha non perorangan. 
Persyaratan permohonan IUPSWA 
dilampiri pernyataan Komitmen dan 
persyaratan teknis. Pernyataan 
Komitmen terdiri atas melakukan 
pemberian tanda batas areal usaha 
yang dimohon, membuat peta areal 
rencana kegiatan usaha yang akan 
dilakukan dengan skala paling kecil 
1:25.000 (satu banding dua puluh lima 
ribu), menyusun UKL/UPL, membuat 
rencana pengusahaan pariwisata alam; 
dan membayar iuran IUPSWA. 
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata 
cara pemberian tanda batas dan 
penyusunan rencana pengusahaan 
pariwisata alam diatur dalam peraturan 
direktur jenderal. Penyataan Komitmen 
merupakan persyaratan yang wajib 
dipenuhi oleh pelaku usaha untuk dapat 
melaksanakan kegiatan usaha.

Persyaratan terdiri atas:

1.

a.

b.

c.

d.

e.

Pertimbangan teknis dari Kepala UPT 
atau Kepala UPTD provinsi atau 
kabupaten/kota sesuai 
kewenanganya yang dilengkapi 
dengan peta lokasi yang dimohon

pertimbangan teknis dari Kepala 
UPTD yang membidangi pariwisata

IL

Rencana kegiatan usaha

Pakta integritas

2.

3.

4.

Untuk prosedur permohonan IUPSWA adalah 
sebagai berikut.

17.

18.
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f.

g.

h.

i.

j.

a.

b.

c.

d.

e.

Melakukan permohonan perizinan 
sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan

Tidak memberi, menerima, 
menjanjikan sesuatu dalam bentuk 
apapun berkaitan dengan 
permohonan

Sanggup untuk memenuhi semua 
kewajiban

Tidak akan melakukan pembangunan 
sarana dan kegiatan usaha sebelum 
menyelesaikan pemenuhan 
komitmen.

Melakukan pemberian tanda batas 
areal usaha yang dimohon;

Membuat peta areal rencana 
kegiatan usaha yang akan dilakukan 
dengan skala paling kecil 1:25.000 
(satu banding dua puluh lima ribu)

Menyusun UKL/UPL

Membuat rencana pengusahaan 
pariwisata alam

Membayar IIUPSWA.

Direktur Jenderal atau Kepala Dinas 
Provinsi atau Kepala UPTD 
kabupaten/kota sesuai dengan 
kewenangannya mengakses dan 
mengunduh permohonan dan 
persyaratan dari sistem elektronik yang 
terintegrasi. Berdasarkan hasil akses, 
unduhan atau dokumen asli 
permohonan dan persyaratan 
permohonan Direktur Jenderal atau 
Kepala Dinas Provinsi atau Kepala UPTD 
kabupaten/kota paling lama 7 (tujuh) hari 
kerja melakukan pengawasan terhadap 
Pernyataan Komitmen dan Persyaratan 
Teknis.

Pelaksanaan pengawasan terhadap 
persyaratan permohonan terdiri atas:

Melakukan identifikasi dan pemilahan 
data kelengkapan persyaratan 
permohonan; dan

Melakukan penelaahan teknis terdiri dari 
verifikasi dan penelaahan areal, peta, 
dan rencana kegiatan usaha.

Hasil pengawasan berupa permohonan:

Telah memenuhi kelengkapan 
persyaratan dan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang- 
undangan atau

Tidak memenuhi kelengkapan 
persyaratan atau telah memenuhi 
kelengkapan persyaratan namun 
substansinya tidak sesuai dengan 
ketentuan peraturan 
perundang-undangan.

Permohonan telah memenuhi 
persyaratan dan telah sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang- 
undangan, apabila memenuhi 
kelengkapan persyaratan Komitmen dan 
persyaratan teknis dan telaahan teknis.

Pengawasan dilakukan oleh Direktur 
Jenderal atau Kepala Dinas Provinsi atau 
Kepala UPTD kabupaten/kota sesuai 
dengan kewenangannya dapat 
melakukan verifikasi lapangan. Waktu 
untuk melakukan kegiatan verifikasi 
lapangan tidak diperhitungkan ke dalam 
tata waktu penyelesaian permohonan.

Pemenuhan komitmen adalah pemegang 
IUPSWA dengan Komitmen paling lama 1 
(satu) tahun setelah menerima perintah 
pemenuhan Komitmen menyelesaikan:

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.
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Pembayaran iuran IUPSWA dengan 
ketentuan berdasarkan Surat Perintah 
Pembayaran Iuran IUPSWA 
(SPP-IIUPSWA) yang diterbitkan oleh 
Direktur Jenderal atau gubernur atau 
bupati/wali kota sesuai kewenangannya 
paling lambat 24 (dua puluh empat) hari 
kerja setelah diterimanya SPP-IIUPSWA. 
Setelah menerima SPP-IIUPSWA, 
pemegang IUPSWA wajib melakukan 
pembayaran dan menyampaikan bukti 
setoran kepada Direktur Jenderal atau 

gubernur atau bupati/wali kota sesuai 
dengan kewenangannya. Penyelesaian 
Komitmen dapat diperpanjang 1 (satu) 
kali untuk paling lama 6 (enam) bulan. 
Permohonan perpanjangan penyelesaian 
Komitmen diajukan kepada Menteri LHK 
melalui Direktur Jenderal, gubernur 
melalui Kepala Dinas Provinsi; atau 
bupati/wali kota melalui Kepala UPTD 
kabupaten/kota, sesuai dengan 
kewenangannya paling lambat 2 (dua) 
bulan sebelum jangka waktu pemenuhan 
Komitmen berakhir.

15.
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Lampiran 3. Prosedur IPA, IPEA, IUPA dan IUPEA di kawasan konservasi menurut 
Permenlhk no. 18 tahun 2019

Permohonan IPA atau IPEA secara tertulis 
kepada kepala UPT dengan tembusan 
kepada direktur teknis, untuk suaka 
margasatwa, taman nasional, dan taman 
wisata alam atau kepala UPTD Provinsi atau 
UPTD Kabupaten/Kota sesuai dengan 
kewenangannya dengan tembusan kepala 
dinas provinsi untuk Taman Hutan Raya. 

Permohonan IPA atau IPEA yang 
diajukan oleh instansi pemerintah 
dilengkapi dengan persyaratan profil 
instansi pemerintah dan rencana 
kegiatan pemanfaatan air atau energi 
air. Persyaratan permohonan IPA atau 
IPEA yang diajukan oleh ketua kelompok 
masyarakat dilengkapi dengan 
persyaratan kartu tanda penduduk dan 
rencana kegiatan Pemanfaatan Air atau 
energi air.

Persyaratan permohonan IPA atau IPEA 
yang diajukan oleh lembaga sosial 
dilengkapi dengan persyaratan: 

Rencana kegiatan Pemanfaatan Air 
untuk IPA memuat informasi: 

Rencana kegiatan Pemanfaatan Energi 
Air untuk IPEA memuat informasi:

Berdasarkan permohonan dan 
persyaratan permohonan kepala UPT 
atau kepala UPTD sesuai dengan 
kewenangannya paling lama 5 (lima) 
hari kerja melakukan pengawasan 
terhadap permohonan dan persyaratan 
permohonan.

Hasil pengawasan berupa permohonan:

Berdasarkan hasil pengawasan 
permohonan dan persyaratan 
permohonan, kepala UPT atau kepala 
UPTD sesuai dengan kewenangannya 
paling lama 5 (lima) hari kerja 
menerbitkan: 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

a.
b.
c.
d.

a.
b.

c.

d.
e.

a.

b.

a.

b.

a.
b.

c.

d.
e.

Akta pendirian lembaga sosial
Nomor pokok wajib pajak 
Profil lembaga sosial
Rencana kegiatan Pemanfaatan Air 
atau energi air.

Kapasitas listrik yang akan dihasilkan
Jumlah kepala keluarga yang akan 
memanfaatkan
Sarana dan prasarana yang akan 
dibangun
Usulan lokasi
Sumber pendanaan pembangunan. 

Telah memenuhi persyaratan dan 
sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan
Tidak memenuhi persyaratan atau 
telah memenuhi persyaratan namun 
substansinya tidak sesuai dengan 
ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Keputusan tentang Pemberian IPA 
atau IPEA, apabila permohonan telah 
telah memenuhi persyaratan dan 
sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang- undangan
Penolakan permohonan IPA atau 
IPEA, apabila permohonan belum 
memenuhi persyaratan atau telah 
memenuhi persyaratan namun 
substansinya tidak sesuai dengan 
ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Debit air yang akan dimanfaatkan
Jumlah kepala keluarga yang akan 
memanfaatkan
Sarana dan prasarana yang akan 
dibangun
Usulan lokasi
Sumber pendanaan pembangunan.
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Permohonan IUPA atau IUPEA diajukan 
kepada:

Permohonan IUPA atau IUPEA dilampiri 
pernyataan Komitmen dan persyaratan 
teknis. 

Penyataan Komitmen merupakan 
persyaratan yang wajib dipenuhi oleh 
pelaku usaha untuk dapat 
melaksanakan kegiatan usaha.

Format Pernyataan Komitmen 
tercantum dalam Lampiran I yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari peraturan menteri ini.

Persyaratan teknis sebagaimana terdiri 
atas

Pertimbangan teknis diberikan dengan 
memperhatikan:

Dalam hal permohonan pertimbangan 
teknis tidak diberikan paling lama 30 
(tiga puluh) hari kerja, permohonan 
IUPA dan IUPEA dapat dilanjutkan tanpa 
pertimbangan teknis. Format rencana 
kegiatan usaha/proposal usaha 
tercantum dalam Lampiran II yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari peraturan menteri ini.

Pakta integritas dibuat dalam bentuk 
surat pernyataan bermeterai yang berisi 
paling sedikit menyatakan 

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

a.

b.

a.

b.

c.

d.
e.

a.

b.

a.

b.

c.

d.

e.

Menteri untuk IUPA atau IUPEA yang 
berlokasi di taman nasional, dan 
taman wisata alam.

Gubernur/ bupati/ wali kota sesuai 
dengan kewenangannya untuk IUPA 
atau IUPEA yang berlokasi di Taman 
Hutan Raya, melalui Lembaga OSS 
dilengkapi persyaratan. 
Penyampaian permohonan dan 
persyaratan permohonan kepada 
Lembaga OSS melalui sistem 
elektronik yang terintegrasi dan 
dokumen asli disampaikan kepada 
Direktur Jenderal atau Kepala Dinas 
Provinsi atau Kepala UPTD 
kabupaten/kota sesuai dengan 
kewenangannya.

Pertimbangan teknis dari Kepala UPT 
atau Kepala UPTD Provinsi atau 
Kabupaten/Kota sesuai 
kewenangannya yang dilengkapi 
dengan peta lokasi yang dimohon
Pertimbangan teknis dari Kepala 
UPTD yang membidangi sumber 
daya air untuk IUPA dan yang 
membidangi ketenagalistrikan untuk 
IUPEA; 

Rencana kegiatan usaha/proposal 
usaha; 
Pakta integritas
IL. 

Rencana pengelolaan, zona atau 
blok, data, dan informasi potensi 
sumber daya air
Lokasi atau ruang publik terdiri atas 
keberadaan obyek daya tarik wisata 
alam, jalur lintasan atau aktivitas 
satwa, lokasi cagar budaya, atau 
situs sejarah. 

Menjamin bahwa semua dokumen 
yang dilampirkan dalam 
permohonan adalah benar dan sah 
Melakukan permohonan perizinan 
sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan
Tidak memberi, menerima, 
menjanjikan sesuatu dalam bentuk 
apapun berkaitan dengan 
permohonan
Sanggup untuk memenuhi semua 
kewajiban; 
Tidak akan melakukan 
pembangunan sarana dan kegiatan 
usaha sebelum menyelesaikan 
pemenuhan komitmen. 
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Berdasarkan permohonan dan 
persyaratan permohonan, direktur 
jenderal atau kepala dinas provinsi atau 
kepala UPTD Kabupaten/Kota sesuai 
dengan kewenangannya mengakses 
dan mengunduh permohonan dan 
persyaratan dari sistem elektronik yang 
terintegrasi. Berdasarkan hasil akses, 
unduhan, atau dokumen asli 
permohonan, dan persyaratan 
permohonan, direktur jenderal atau 
kepala dinas atau kepala UPTD 
Kabupaten/Kota paling lama 7 (tujuh) 
hari kerja melakukan pengawasan 
terhadap Pernyataan Komitmen dan 
persyaratan teknis.

Pelaksanaan pengawasan terhadap 
persyaratan permohonan terdiri atas: Berdasarkan hasil pengawasan, Kepala 

Dinas Provinsi atau Kepala UPTD 
Kabupaten/Kota melalui gubernur atau 
bupati/wali kota sesuai dengan 
kewenangannya paling lama 7 (tujuh) 
hari kerja, menyampaikan hasil 
pengawasan kepada Lembaga OSS 
dalam bentuk Dokumen Elektronik 
melalui sistem elektronik yang 
terintegrasi berupa notifikasi sebagai 
berikut:

Berdasarkan Notifikasi, Lembaga OSS 
menerbitkan IUPA atau IUPEA dengan 
melakukan pemenuhan Komitmen atau 
penolakan permohonan.

Hasil pengawasan berupa permohonan:

Waktu untuk melakukan kegiatan 
verifikasi lapangan tidak diperhitungkan 
ke dalam tata waktu penyelesaian 
permohonan. Berdasarkan hasil 
pengawasan, Direktur Jenderal 
melaporkan kepada Menteri dalam 
bentuk Dokumen Elektronik melalui 
sistem elektronik yang terintegrasi atau 
surat secara manual. (Berdasarkan 
laporan, Direktur Jenderal paling lama 3 
(tiga) hari kerja menyampaikan hasil 

16.

17.
20.

18.

19.

a.

b.

a.

b.

a.

b.

a.

b.

Persetujuan dalam hal permohonan 
telah memenuhi persyaratan dan 
telah sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan.
Penolakan dalam hal permohonan 
tidak memenuhi persyaratan atau 
permohonan telah memenuhi 
persyaratan namun tidak sesuai 
dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.

Persetujuan dalam hal permohonan 
telah memenuhi persyaratan dan 
sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan
Penolakan dalam hal permohonan 
tidak memenuhi persyaratan atau 
permohonan telah memenuhi 
persyaratan namun tidak sesuai 
dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Telah memenuhi persyaratan dan 
sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan
Tidak memenuhi persyaratan atau 
telah memenuhi persyaratan namun 
substansinya tidak sesuai dengan 
ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Melakukan identifikasi dan 
pemilahan data kelengkapan 
persyaratan permohonan; 
Melakukan penelaahan teknis terdiri 
dari verifikasi dan penelaahan areal, 
peta, dan rencana kegiatan usaha.

pengawasan kepada Lembaga OSS 
dalam bentuk Dokumen Elektronik 
melalui sistem elektronik yang 
terintegrasi berupa Notifikasi sebagai 
berikut:

Pendanaan Kawasan Konservasi melalui Mekanisme  Perjanjian Kerja Sama, Konsesi, dan Kredit Karbon 122



Pemegang IUPA atau IUPEA dengan 
melakukan pemenuhan Komitmen 
paling lama 1 (satu) tahun setelah 
menerima perintah pemenuhan 
Komitmen menyelesaikan:

Pemberian tanda batas dilaksanakan 
bersama UPT atau UPTD sesuai dengan 
kewenangannya yang dilengkapi Berita 
Acara Pemberian Tanda Batas. 
Pembuatan peta areal rencana kegiatan 
usaha dilengkapi dengan desain fisik 
sarana prasarana, yang diketahui dan 
disahkan oleh Kepala UPT atau Kepala 
UPTD Provinsi atau Kepala UPTD 
Kabupaten/Kota sesuai dengan 
kewenangannya. Pembuatan rencana 
pengusahaan Pemanfaatan Air dan 
energi air disahkan oleh Direktur 
Jenderal atau Kepala Dinas Provinsi atau 
Kepala UPTD Kabupaten/Kota. Format 
rencana pengusahaan Pemanfaatan Air 
dan energi air sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran III yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Menteri ini.

21.

22.

a.

b.

c.

d.
e.

Melakukan pemberian tanda batas 
areal usaha yang dimohon
Membuat peta areal rencana 
kegiatan usaha yang akan dilakukan 
dengan skala paling kecil 1 : 10.000 
(satu berbanding sepuluh ribu) 
Membuat rencana pengusahaan 
Pemanfaatan Air atau energi air
Menyusun UKL/UPL
Membayar iuran IUPA atau IUPEA.

Penyusunan UKL/UPL sesuai dengan 
ketentuan peraturan 
perundang-undangan. Pembayaran 
iuran IUPA atau IUPEA dengan 
ketentuan berdasarkan Surat Perintah 
Pembayaran Iuran IUPA atau IUPEA 
(SPP-IIUPA atau SPP-IUPEA) yang 
diterbitkan oleh Direktur Jenderal atau 
Kepala UPTD Provinsi atau Kepala UPTD 
Kabupaten/Kota sesuai dengan 
kewenangannya paling lambat 24 (dua 
puluh empat) hari kerja setelah 
diterimanya SPP-IIUPA atau SPP-IIUPEA.

23.
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Lampiran 4. Prosedur IPJLPB di kawasan konsdervasi menurut Permenlhk no. 4 tahun 
2019

Prosedur perizinan IPJLPB untuk eksplorasi, 
eksploitasi dan pemanfaatan adalah sebagai 
berikut.

Areal Kegiatan Usaha untuk 
pemanfaatan jasa lingkungan Panas 
Bumi diberikan oleh Menteri dalam 
bentuk IPJLPB. IPJLPB diberikan untuk 
melakukan tahapan kegiatan eksplorasi 
dan eksploitasi dan pemanfaatan. 
IPJLPB tahap eksplorasi diberikan untuk 
kegiatan penyelidikan geologi, geofisika, 
geokimia, pengeboran uji, dan 
pengeboran sumur eksplorasi. 

IPJLPB dalam tahap eksploitasi dan 
pemanfaatan diberikan untuk 
pengeboran sumur pengembangan dan 
sumur reinjeksi, pembangunan fasilitas 
lapangan dan operasi produksi 
sumberdaya jasa lingkungan panas 
bumi. Permohonan IPJLPB di kawasan 
taman nasional, taman hutan raya dan 
taman wisata alam diajukan oleh 
pemegang izin panas bumi yang 
berbentuk badan usaha atau badan 
layanan umum yang bergerak di bidang 
panas bumi.

IPJLPB tahap eksplorasi, permohonan 
IPJLPB tahap eksplorasi diajukan oleh 
pemohon kepada Menteri melalui 
KBKPM, dengan tembusan kepada:

Permohonan dilengkapi dengan 
persyaratan administrasi dan teknis. 
Persyaratan administrasi terdiri atas: 

Permohonan pertimbangan, diajukan 
oleh pemohon kepada Kepala 
UPT/UPTD setempat dengan 
melampirkan persyaratan administrasi. 
Kepala UPT/UPTD setempat dalam 
jangka waktu paling lambat lima belas 
hari kerja sejak diterimanya 
permohonan menerbitkan 
pertimbangan teknis. Pertimbangan 
teknis dari Kepala UPT/UPTD setempat 
memperhatikan: 

1.

2.

3.

4.

5.

a.
b.
c.

d.
e.

a.

b.

c. 

d.

e.

a.

b.

c.

Sekretaris Jenderal
Direktur Jenderal
Direktur Jenderal yang membidangi 
Panas Bumi; 
Kepala UPT/UPTD setempat 
Gubernur atau Bupati/Walikota 
setempat. 

Izin Panas Bumi atau salinan Izin 
Panas Bumi yang sah

Kontrak operasi bersama 
pengusahaan sumber daya panas 
bumi tahap eksplorasi 

Izin lingkungan

Pernyataan yang memuat sahnya 
seluruh dokumen yang dilampirkan, 
dengan dibubuhi materai. 

Persyaratan teknis terdiri dari 
pertimbangan teknis yang 
diterbitkan oleh kepala UPT/UPTD 
setempat, dan berita acara 
penandaan batas areal kegiatan 
usaha. 

dan rencana pengelolaan kawasan 
yang sudah ditetapkan, serta letak 
dan lokasi areal yang dimohon 
sesuai zona/blok yang ditetapkan

luas areal pemanfaatan kawasan 
yang dimohon dan informasi ada 
tidaknya perizinan pada areal yang 
dimohon

desain tapak (ruang publik dan 
ruang usaha) seperti keberadaan 
obyek dan daya tarik wisata alam, 
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areal pemanfaatan air, jalur 
lintasan/aktifitas satwa, lokasi cagar 
budaya atau situs sejarah

adanya keselarasan antara rencana 
pemanfaatan jasa lingkungan Panas 
Bumi yang dimohon dengan 
optimalisasi pengelolaan kawasan 
konservasi. 

d.

Pertimbangan teknis menjadi dasar bagi 
badan usaha atau badan layanan umum 
yang bergerak di bidang Panas Bumi 
untuk mengajukan permohonan 
penandaan batas areal kegiatan usaha 
kepada UPT/UPTD setempat. Dalam 
pelaksanaan penandaan batas areal 
yang dimohon, dilakukan supervisi oleh 
UPT/UPTD setempat. Hasil pelaksanaan 
penandaan batas areal kegiatan usaha 
pemanfaatan jasa lingkungan panas 
bumi dibuat dalam Berita Acara 
Penandaan Batas yang dilengkapi 
dengan peta hasil tanda batas dengan 
skala minimal 1:50.000. dokumen yang 
berisi laporan pelaksanaan penandaan 
batas, berita acara penandaan batas 
dan peta hasil menjadi persyaratan 
teknis untuk permohonan IPJLPB tahap 
eksplorasi kepada Menteri melalui 
KBKPM. 

Direktur Jenderal setelah menerima 
permohonan dalam jangka waktu 1 
(satu) hari kerja memerintahkan 
Direktur Teknis melakukan telaahan 
aspek teknis serta penyiapan usulan 
IPJLPB tahap eksplorasi 
selambat-lambatnya selesai dalam 
jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja dan 
hasilnya disampaikan kepada Direktur 
Jenderal melalui Sekretaris Direktorat 
Jenderal. Sekretaris Direktorat Jenderal 
setelah menerima hasil telaahan aspek 
teknis dalam jangka waktu 3 (tiga) hari 
kerja melakukan telaahan aspek hukum 
serta menyiapkan usulan IPJLPB Tahap 
Eksplorasi yang hasilnya disampaikan 
kepada Direktur Jenderal. 

Direktur Jenderal setelah menerima 
hasil telaahan aspek teknis dan aspek 
hukum selambat-lambatnya dalam 
jangka waktu 5 (lima) hari kerja 
menyampaikan hasil penilaian usulan 
IPJLPB tahap eksplorasi dengan 
dilampiri peta Areal Kegiatan Usaha 
dengan skala minimal 1:50.000 kepada 
Menteri melalui Sekretaris Jenderal. 
Sekretaris Jenderal setelah menerima 
usulan IPJLPB tahap eksplorasi dan Peta 
Areal Kegiatan Usaha, dalam jangka 
waktu 2 (dua) hari kerja menyiapkan 
konsep Keputusan IPJLPB Tahap 
eksplorasi dan meneruskan kepada 
Menteri. 

 menyetujui konsep Keputusan IPJLPB 
tahap eksplorasi, Menteri menugaskan 
Direktur Jenderal dalam jangka waktu 5 
(lima) hari kerja untuk menerbitkan 
Surat Perintah Pembayaran Iuran IPJLPB 
(SPP-IIPJLPB) tahap eksplorasi. 

Iuran IPJLPB tahap eksplorasi harus 
dilunasi selambat-lambatnya dalam 
jangka waktu 12 (dua belas) hari kerja 
setelah diterimanya SPP-IIPJLPB tahap 
eksplorasi. 

Pemegang IPJLPB tahap eksplorasi 
dapat mengajukan permohonan IPJLPB 
tahap eksploitasi dan pemanfaatan 
kepada Menteri melalui KBKPM, dengan 
tembusan: 

6. 

7.

8.

9.  

10.

11.

Sekretaris Jenderal; 

Direktur Jenderal; 

Direktur Jenderal yang membidangi 
Panas Bumi; 

Kepala UPT/UPTD setempat; dan 

Gubernur atau Bupati/Walikota 
setempat. 

a.

b.

c.

d.

e.
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Permohonan IPJLPB tahap eksploitasi 
dan pemanfaatan dilengkapi dengan 
melampirkan persyaratan: 

Sekretaris Direktorat Jenderal setelah 
menerima hasil telaahan aspek teknis 
dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja 
melakukan telaahan aspek hukum dan 
menyiapkan usulan IPJLPB tahap 
eksploitasi dan pemanfaatan yang 
hasilnya disampaikan kepada Direktur 
Jenderal. Direktur Jenderal setelah 
menerima hasil telaahan aspek teknis 
dan aspek hukum paling lambat dalam 
jangka waktu 5 (lima) hari kerja 
menyampaikan usulan IPJLPB tahap 
eksploitasi dan pemanfaatan dengan 
dilampiri peta Areal Kegiatan Usaha 
dengan skala minimal 1:50.000 kepada 
Menteri melalui Sekretaris Jenderal. 
Sekretaris Jenderal setelah menerima 
usulan IPJLPB tahap eksploitasi dan 
pemanfaatan, serta Peta Areal Kegiatan 
Usaha sebagaimana dimaksud pada 
ayat (8), dalam jangka waktu 2 (dua) hari 
kerja menyiapkan konsep Keputusan 
IPJLPB tahap eksploitasi dan 
pemanfaatan, serta meneruskan 
kepada Menteri.

Dalam hal menteri menyetujui konsep 
keputusan IPJLPB tahap eksploitasi dan 
pemanfaatan, Menteri menugaskan 
direktur jenderal dalam jangka waktu 5 
(lima) hari kerja untuk menerbitkan 
Surat Perintah Pembayaran Iuran IPJLPB 
(SPP-IIPJLPB) tahap eksploitasi dan 
pemanfaatan. (2) Iuran IPJLPB tahap 
eksploitasi dan pemanfaatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
harus dilunasi paling lambat dalam 
jangka waktu 12 (dua belas) hari kerja 
setelah diterimanya SPP-IIPJLPB tahap 
eksploitasi dan pemanfaatan.

Hasil Studi Kelayakan dan laporan 
hasil eksplorasi, terdiri dari: 

Kontrak Operasi Bersama 
Pengusahaan Sumber Daya Panas 
Bumi tahap eksploitasi;

Izin lingkungan. 

Lokasi dan jumlah sumur 
produksi dan reinjeksi; 

Rancangan sumur produksi dan 
reinjeksi; 

Fasilitas produksi uap; 

Rancangan pipa penyalur 
produksi (uap) dan reinjeksi (air 
kondensat dan air brine); 

Jaringan pendistribusian dari 
listrik yang dihasilkan; 

Fasilitas pembangkit listrik; 

Rencana jangka pendek 
(tahunan) dan rencana jangka 
panjang pemanfaatan jasa 
lingkungan Panas Bumi; 

Rencana pemberdayaan dan 
pengembangan masyarakat; 

Rencana keselamatan dan 
pengamanan 
lingkungan/kawasan; 

Upaya konservasi baik terhadap 
kawasan maupun tumbuhan 
dan satwa; 

Laporan hasil restorasi pada 
tahap eksplorasi; dan 

Rencana restorasi dan rencana 
pasca pemanfaatan Panas Bumi. 

12.

13.

14. 

a.

b.   

c.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
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Untuk pembangunan sarana prasarana, 
pembangunan sarana prasarana dan 
fasilitas produksi pemanfaatan jasa 
lingkungan panas bumi dilaksanakan 
sejak IPJLPB tahap eksplorasi dan/atau 
eksploitasi diterbitkan. Pembangunan 
sarana prasarana dan fasilitas produksi 
pada tahap eksplorasi meliputi: 

Pembangunan sarana pendukung 
ditempatkan di dalam kawasan 
konservasi dengan penggunaan ruang 
yang minimal dan efisien. Bangunan 
sarana dan fasilitas produksi serta 
sarana penunjang harus 
memperhatikan: 

Bahan bangunan tidak diambil dari 
dalam kawasan konservasi. Dalam 
rangka pembangunan sarana dan 
fasilitas produksi pemanfaatan jasa 
lingkungan panas bumi terdapat hal 
yang tidak bisa dihindari dan terjadi 
penebangan pohon, maka terhadap 
pohon yang ditebang tidak 
diperbolehkan untuk dimanfaatkan, dan 
untuk selanjutnya diserahkan kepada 
kepala UPT atau UPTD dengan berita 
acara serah terima.

16.Pembangunan sarana prasarana dan 
fasilitas produksi pada tahap ekploitasi 
dan pemanfaatan meliputi: 

Ketentuan sarana prasarana dan 
fasilitas yang dapat dibangun mengacu 
pada Izin Lingkungan. Pembangunan 
sarana prasarana dan fasilitas produksi 
Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas 
Bumi, pemegang IPJLPB dapat 
menggunakan alat berat. Sarana dan 
fasilitas produksi pemanfaatan jasa 
lingkungan Panas Bumi dibangun 
dengan ketentuan: 

15. 

16.

17.

18.

19.

a.
b.
c.

a.
b.

c.

d.

e.

a.
b.
c.

d.

a.

b.

c.

Akses jalan eksplorasi; 
Tapak sumur termasuk fasilitas 
Penunjang; dan 
pemipaan pasokan air. 

Kaidah konservasi; 
Sistem sanitasi yang memenuhi 
standar kesehatan dan kelestarian 
lingkungan; 
Efisien dalam penggunaan lahan dan 
hemat energi; 
Memiliki teknologi pengolahan dan 
pembuangan limbah; dan 
Konstruksi yang memenuhi 
persyaratan bagi kenyamanan, 
keamanan dan keselamatan. 

Akses jalan eksploitasi; 
Fasilitas produksi uap; 
Tapak sumur termasuk fasilitas 
penunjang; dan 
Fasilitas pembangkit listrik. 

Tidak menutup/menghilangkan jalur 
lintas tradisional masyarakat (kecuali 
seizin/persetujuan masyarakat 
dengan membuat jalur pengganti); 
Pembangunan atau terkait kegiatan 
lainnya tidak memotong jalur lintas 
satwa liar atau memotong kawasan; 
Pipa yang dibangun berada di atas 
permukaan tanah dengan ketinggian 
yang tidak mengganggu lalu lintas 
satwa; 

Dalam hal ditemui satu atau 
sekelompok vegetasi endemik atau 
yang dilindungi, agar ditetapkan 
sebagai kawasan perlindungan 
setempat (kelestarian fungsi 
setempat) dan tidak melakukan 
penebangan pohon; dan 
Tidak diperbolehkan 
memasukkan/introduksi vegetasi 
asal luar baik secara langsung 
maupun tidak langsung ke kawasan 
untuk keperluan apapun. 

d.

e.
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Lampiran 5. Prosedur perizinan IUPHHK-RE menurut Permenlhk no. 28 tahun 2018 

Prosedur perizinan IUPHHK-RE adalah 
sebagai berikut:

Pelaku usaha pemohon IUPHHK-RE 
merupakan pelaku usaha yang telah 
memperoleh Nomor Induk Berusaha 
(NIB) sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
Pemohon IUPHHK-RE oleh 
perseorangan dan Perseroan Terbatas 
sebagaimana dimaksud dalam 
www.peraturan.go.id 2018, modalnya 
tidak dapat berasal dari investor asing. 
Permohonan IUPHHK-RE, diajukan 
kepada Menteri melalui Lembaga OSS 
dilengkapi persyaratan. 

Penyampaian permohonan dan 
persyaratan permohonan kepada 
Lembaga OSS melalui sistem elektronik 
yang terintegrasi dan dokumen asli 
disampaikan kepada Direktur Jenderal. 
Persyaratan permohonan berupa 
Pernyataan Komitmen; dan Persyaratan 
Teknis. Pernyataan Komitmen terdiri 
atas:

Pernyataan Komitmen merupakan 
pernyataan Pelaku Usaha untuk 
memenuhi persyaratan Izin Usaha. 
www.peraturan.go.id 2018, 

Persyaratan Teknis terdiri atas:

1.

2.

3.

4.

a.
b.

c.

a.

b.

c.

d.

e.

Pembuatan Berita acara hasil 
pembuatan koordinat geografis 
batas areal yang dimohon; 
Pembayaran Iuran IUPHHK-RE 

pernyataan yang dibuat di hadapan 
Notaris, yang menyatakan kesediaan 
untuk membuka kantor cabang di 
Provinsi dan/atau di 
Kabupaten/Kota;

Pernyataan yang dibuat di hadapan 
Notaris, yang menyatakan perusahaan 
tidak masuk dalam kategori 
pembatasan luasan sesuai dengan 
ketentuan peraturan 
perundang-undangan;
Areal yang dimohon dilampiri peta 
skala minimal 1:50.000 untuk luasan 
areal yang dimohon di atas 10.000 
(sepuluh ribu) hektar atau 1:10.000 
untuk luasan areal yang dimohon di 
bawah 10.000 (sepuluh ribu) hektar, 
dengan mengacu pada peta Rupa 
Bumi Indonesia (RBI) dan disertai 
dengan berkas digital dalam format 
shape file (shp)
Pakta Integritas yang berisi pernyataan 
bahwa dokumen yang disampaikan 
asli dan menjadi tanggung jawab 
pemohon dan pernyataan bahwa 
dalam proses perizinan tidak 
mengeluarkan biaya selain yang 
ditentukan dalam ketentuan peraturan 
perundang- undangan
Rekomendasi dari Gubernur kepada 
Menteri yang berisi informasi tentang 
tata ruang wilayah Provinsi atas areal 
yang dimohon yang berada di dalam 
Peta Indikatif Arahan Pemanfaatan 
Kawasan Hutan pada Hutan Produksi 
yang Tidak Dibebani Izin Untuk Usaha 
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, 
dengan melampirkan peta skala 
minimal 1:50.000, dengan mengacu 
pada peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) 
dan informasi terkait keberadaan 
masyarakat setempat yang berada di 
dalam areal yang dimohon atau bukti 
tanda terima permohonan 
rekomendasi dari Gubernur yang 
melewati 10 (sepuluh) hari kerja; dan 
proposal teknis, berisi:
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1.

2.

3.

a.

b.

c.

Kondisi umum areal dan sosial 
ekonomi dan budaya masyarakat 
setempat pada areal yang dimohon

Kondisi umum perusahaan dan 
perusahaan tidak masuk dalam 
kategori pembatasan luasan sesuai 
dengan ketentuan peraturan 
perundang- undangan

Maksud dan tujuan, rencana 
pemanfaatan, sistem silvikultur yang 
diusahakan, organisasi/tata laksana, 
rencana investasi, pembiayaan/ 
cashflow, perlindungan dan 
pengamanan hutan

Pembuatan Berita acara hasil 
pembuatan koordinat geografis batas 
areal terhadap calon areal kerja dan 
hasilnya disampaikan kepada Direktur 
Jenderal paling lambat 10 (sepuluh) 
hari kerja; 

Penyusunan AMDAL atau UKL-UPL 
dan hasilnya disampaikan kepada 
Direktur Jenderal paling lama 150 
(seratus lima puluh) hari kalender
Pembayaran Iuran Izin Usaha dan 
bukti pelunasan disampaikan 
kepada Direktur Jenderal dalam 
waktu paling lambat 30 (tiga puluh) 
hari kalender sejak Surat Perintah 
Pembayaran IUPHH diterbitkan.

f. IL

Dalam hal rekomendasi dari Gubernur 
tidak diterbitkan dalam jangka waktu 
paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak 
diajukan permohonan, Lembaga OSS 
memproses permohonan izin.

Pemegang IUPHHK-RE wajib 
menyelesaikan pemenuhan komitmen. 
Pemegang IUPHHK-RE, dilarang 
melakukan kegiatan usaha sebelum 
menyelesaikan pemenuhan komitmen. 
Kegiatan usaha, dikecualikan dalam 
rangka menyelesaikan pemenuhan 
komitmen. 

Setelah IUPHHK-RE berdasarkan 
komitmen diterbitkan, Direktur Jenderal 
dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja 
memerintahkan kepada Pemegang Izin 
untuk menyelesaikan pemenuhan 
komitmen. Pemegang IUPHHK-RE, 
setelah menerima perintah pemenuhan 
komitmen, menyelesaikan: 

Pemegang IUPHHK-RE menyampaikan 
laporan penyelesaian pemenuhan 
komitmen untuk pelunasan Iuran Izin 
Usaha dan bukti pelunasan kepada 
menteri melalui Lembaga OSS dengan 
dokumen elektronik melalui sistem 
elektronik terintegrasi dan 
menyampaikan bukti asli kepada 
Direktur Jenderal. Bukti pelunasan Iuran 
Izin Usaha dianggap sah apabila kode 
billing yang tercantum pada Bukti 
Penerimaan Negara (BPN) berupa bukti 
transfer atau bukti setor melalui bank 
sesuai dengan kode billing yang 
terdapat pada data base Sistem 
Informasi PNBP Online (SIMPONI). 

Berdasarkan laporan penyelesaian 
pemenuhan komitmen, direktur 
jenderal dalam jangka waktu 2 (dua) 
hari kerja mengakses atau mengunduh 
serta melakukan pengecekan dan 
penelaahan atas dokumen penyelesaian 
komitmen.

5.

6.

8.

10.

11.
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Lampiran 6. Skema Prosedur MPB untuk kredit karbon

Pertemuan terbuka Kompas 
MPB dengan stakeholder

Penyusunan DRP
 oleh peserta

Sekretariat menerima 
laporan

Sekretariat menerima 
laporan Proyek Disetujui

Evaluasi 
kelompok ahli

Pertemuan internal 
komnas MPB

Evaluasi Tim 
Teknis

Evaluasi Sektoral

Pertemuan internal 
komnas MPB

Sekretariat menerima 
dokumen

Rekomendasi 
Komnas MPB

REVISI DRP

LENGKAPI DRP

YA

YA

YA

Focal Point

Partner Lokal

Entitas 
operasional

Pengembang 
proyek

Entitas 
operasional

Board eksekutif 
MPB

DNA

Perantara

Investor

Sekretariat DNA 

PDD

Persetujuan

Monitoring

Penerbitan 
CERS

Validasi dan 
registrasi

Verifikasi dan 
sertifikasi

National Climate Change commitee

a

b

Keterangan gambar: (a) Prosedur Penyusunan DRP sampai proyek disetujui masuk dalam 
mekanisme MPB; (b) Prosedur Proses PDD sampai penerbitan CERS dan ketertarikan investor 
membiayai program MPB

Proyek MPB dapat menghasilkan output konvensional seperti kayu dan hasil hutan lainnya, serta 
kredit karbon dalam bentuk CER. Nilai CER yang merupakan komoditas baru ini merupakan 
fungsi dari beberapa faktor berikut:

Kuantitas CERs yang sangat dipengaruhi oleh ukuran atau volume serta kualitas proyek 
yang telah disertifikasi. 
Harga CERs ditentukan oleh pasar yang masih belum matang dan terkesan spekulatif. 
Saat ini dikenal tiga macam sistem pasar: berorientasi proyek (baseline and credit), 
berdasarkan penawaran (cap and trade), dan sukarela (voluntary). Biaya transaksi terdiri 
dari biaya awal (untuk identifikasi, negosiasi, persetujuan dan validasi) dan biaya 
implementasi (pemantauan, verifikasi, dan sertifikasi).
Perlu dicatat bahwa proyek skala besar memiliki biaya transaksi yang lebih rendah 
dibanding proyek skala kecil.
Namun karena prosedurnya disederhanakan, proyek skala kecil diperkirakan dapat 
menghemat biaya transaksi hingga 67%.

a.

b.
c.

d.

e.

Perantara

Pendanaan Kawasan Konservasi melalui Mekanisme  Perjanjian Kerja Sama, Konsesi, dan Kredit Karbon 130



Akreditasi VCSProses registrasi 
VCS

Proponen proyek 
menyerahkan 
deskripsi proyek

Kredit karbon di bawah 
program gas rumah kaca yang 
disetujui dapat dibatalkan dan 
dikeluarkan sebagai VCU

Verra membuat 
catatan proyek 
di registrasiVerra

Validasi / badan verifikasi di 
bawah program GHG 
yang disetujui Pemrakarsa proyek 

mengajukan proyek
deskripsi dan segala 
yang menyertainya

Pengusul proyek sepakat dan 
telah menandatangani 
perjanjian yang dipersyaratkan 
dengan Verra

pemrakarsa proyek 
menyerahkan laporan 
pemantauan dan 
dokumentasi 

Elemen metodologi di bawah 
program GHG yang disetujui dapat 
digunakan untuk mengembangkan 
proyek di bawah Program VCS.

pengembangan jaringan 
kepada program penurunan 
emisi gas rumah kaca yang 
lain

Akreditasi di dalam
 VCS dan ISO 14065

Review 
metodologi VCS

Kompensasi untuk 
Pengembang 

Metodologi

akreditasi atau 
persetujuan untuk 

validasi 

Metode proses 
persetujuan

Lampiran 7. Skema VCS untuk Kredit Karbon
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Lampiran 8. Skema GS untuk Kredit Karbon

Lingkup 
proyek

Aktivitas 
program

 dan target 
sertifikasi

Rute 
persyaratan 

proyek

Prinsip dan 
kriteria 

yang 
disyaratkan

Persyaratan 
umum

Dokumentasi 
proyek dan 
persyaratan 

teknis

Seluruh tipe proyek 
dapat masuk ke dalam 
skema GS ini terutama 
yang memberi dampak 
emisi tinggi: sektor 
industri, pertambangan 
dan energi, kehutanan, 
dan transportasi

Proyek ini layak pada 
aktivitas yang multifase 
dengan berbagai 
intervensi dalam 
lanskap yang luas 
misalnya perkotaan 
atau sektor industri 
hulu-hilir

persyaratan dokumen 
berlaku pula pada 
proyek dengan 
aktivitas yang banyak 
dan melibatkan pekerja 
yang banyak

5 prinsip yang 
harus ditaati 
dan dijalankan

Semua proyek 
menerapkan standar GS

status sertifikat GS dapat 
ditingkatkan menjadi sertifikat 
kinerja GS

Pernyataan dampak:
Semua Persyaratan dalam 
dokumen ini dan dalam GS  
memiliki metodologi yang relevan 
dan dipenuhi sepenuhnya.

Metodologi dan / atau Persyaratan 
Produk tidak menerbitkan 
Pernyataan Dampak karena 
dibawah kelayakan GS, untuk itu 
penngusul proyek perlu melihat 
pedoman khusus,
metodologi atau Persyaratan 
Produk yang spesifik.

Semua syarat dan ketentuan 
hukum yang diperlukan dijalankan 
dan dipatuhi sepenuhnya. Perlu 
dicatat bahwa persyaratan produk 
tertentu dapat memberlakukan 
hukum tertentu

persyaratan / datang dengan 
syarat dan ketentuan khusus. 
Produk dan hukum lainnya 
dokumen
 juga harus 

Tipe proyek: proyek yang 
layak harus mencakup 
tindakan fisik dan 
mplementasi di lapangan

Dokumentasi tinjauan awal 
proyek

PDD Lengkap 
termasuk Rencana 
Pemantauan & Pelaporan.

Laporan Konsultasi 
Pemangku Kepentingan 
yang lengkap

Konteks setiap kegiatan, 
metodologi atau 
dokumentasi persyaratan 
Produk spesifik.

Lokasi proyek, wilayah 
proyek secara detail, 
lingkup dan batasan 
proyek dan skala proyek

Draf PDD termasuk Penilaian 
Prinsip Safeguarding, Dampak 
SDG diidentifikasi.

Regulasi negara untuk 
status legal, kajian amdal, 
HCV, HCS, dampak SDG, 
atau mengenai 
persayaraat penurunan 
emisi gas rumah kaca

Laporan Konsultasi 
Stakeholder

(a) Bukti dan dokumen 
pendukung seperti peta, hasil 
survei atau 
perhitungan

(b) Surat Pengantar yang 
ditandatangani dan Syarat 
dan Ketentuan.

Harus mendapatkan 
dukungan dari Official 
Development Assistant 
(ODA) dari negara 
masing-masing

Semua proyek 
menerapkan prinsip dan 
persyaratan

Proyek Bersertifikat GS:
Proyek Standar Emas yang berhasil 
menyelesaikan Verifikasi dan 
Tinjauan Kinerja (Sertifikasi Kinerja

Sertifikat GS dapat 
diterbitkan setelah 
diberikan pernyataan 
dampak dan produk dari 
hasil implementasi proyek
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Lampiran 9. Skema Plan Vivo dalam mekanisme kredit karbon

Dokumen usulan
 proyek

Validasi proyek

Pelaporan tahunan
 dan penerbitan 

sertifikat Plan Vivo

Mengembangkan 
PDD

Garis besar acuan 
daftar isi dokumen PDD

Prosedur validasi 
misalnya adanya surat 
lamaran, CV, 
komunikasi dengan 
validator, penyiapan 
TOR validator, 
kesepakatan kontrak

Ketika proyek dinyatakan memenuhi Standar Plan Vivo, proyek 
dicantumkan ke Register Proyek Plan Vivo di situs Plan Vivo dan 
menerima Sertifikat Registrasi Proyek. Plan Vivo Foundation dan 
koordinator proyek kemudian menandatangani Nota Kesepahaman 
(MoU). Dalam MoU, koordinator proyek berkomitmen untuk mengikuti 
Standar Plan Vivo dan menyediakan informasi akurat melalui laporan 
tahunan, dan Plan Vivo Foundation setuju untuk memeriksa proyek 
dan menerbitkan Sertifikat Plan Vivo berdasarkan prosedur.

Pendahuluan, maksud dan 
tujuan, informasi lokasi, 
informasi masyarakat, 
intervensi proyek, 
parsisipasi masyarakat, jasa 
ekosistem, spesifikasi teknis, 
manajemen resiko, 
pembagian manfaat, 
pemantauan, koordinasi dan 
pengelolaan proyek dan 
lampiran

A. Periode pelaporan 
tahunan berakhir

a.   Identifikasi pemeriksa 
potensial oleh koordinator 
proyek dari daftar yang 
disetujui oleh Badan Validasi 
dan Verifikasi (Validation and 
Verification Body/VVB). 
Tersedia di: 
www.planvivo.org/ourapproach/oversight-and-quality-assurance-verification/ 

c.   Jika disetujui untuk 
verifikasi, dibuat 
kesepakatan kontrak antara 
Plan Vivo dan pemeriksa 
berdasarkan kerangka ToR 
verifikasi. 

d.   Kunjungan verifikasi ke 
proyek oleh pemeriksa 
(melalui konsultasi dengan 
koordinator proyek).

e.   Persiapan dan 
penyerahan laporan 
verifikasi oleh pemeriksa 
kepada Plan Vivo

F. Laporan tahunan 
diunggah ke situs Plan Vivo

D. Laporan tahunan 
difinalisasi oleh koordinator 
proyek, berdasarkan umpan 
balik yang diterima 

E. Plan Vivo menerbitkan 
jumlah Sertifikat Plan Vivo 
yang diminta ke register 
Markit (biasanya dalam 
kurun 7-10 hari dari 
penerimaan persetujuan 
Laporan Tahunan final)

B. Laporan tahunan 
diserahkan kepada Plan 
Vivo oleh koordinator 
proyek tidak lebih dari 2 
bulan sesudah akhir periode 
pelaporan yang disepakati

C. Plan Vivo memberikan 
umpan balik terkait laporan 
kepada koordinator proyek, 
biasanya dalam kurun 3 
minggu sesudah 
penyerahan laporan 

b.   Persetujuan 
pemeriksa/organisasi 
verifikasi potensial oleh TAC 
Plan Vivo.

Registrasi

Verifikasi
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Lampiran 10. Skema prosedur REDD+ menurut Permenlhk no. 70 tahun 2017

Strategi pelaksanaan
REDD+

Mengembangkan 
PDD

Pelaporan pengukuran 
dan verifikasi

Sistem registrasi 
nasional

Sistem informasi 
safeguards

Pendanaan

Pemantauan, evaluasi 
dan pembinaan

Penyusunan program 
strategis, pengkajian ulang, 
penguatan kebijakan dan 
peraturan, penguatan 
kelembagaan dan pelibatan 
para pihak dan perubahan 
paradigma dan budaya kerja

Pelaksanaan REDD+ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
harus didaftarkan dan dicatat di Sistem Registri Nasional 
(SRN). (2) Registri REDD+ di Sistem Registri Nasional (SRN) 
ditujukan untuk:

Registri untuk pelaksanaan REDD+ di tingkat Nasional dan 
Sub Nasional mencakup data dan informasi:

pendataan aksi dan sumberdaya REDD+

menghindari penghitungan ganda (double counting) 
terhadap aksi dan sumberdaya REDD+ sebagai bagian 
pelaksanaan prinsip clarity, transparency dan 
understanding (CTU). 

Sistem Informasi Safeguards (SIS) ditujukan 
untuk menyediakan informasi implementasi 
safeguards secara transparan, konsisten, dan 
dapat diakses oleh semua pihak. 

Implementasi safeguards harus memenuhi 
prinsip, kriteria, dan indikator yang 
dijabarkan lebih lnjut ke dalam Alat Penilai 
Pelaksanaan Safeguards (APPS).

Pelaporan implementasi safeguards dalam 
pelaksanaan REDD+ di tingkat Sub Nasional 
dilakukan oleh pelaksana REDD+ kepada 
Direktur Jenderal selaku National Focal Point 
melalui SIS REDD+.

hibah
kerjasama/pembayaran program atau kegiatan yang 
berbasis kinerja (result-based payment)
anggaran pendapatan dan belanja negara
sumber lainnya yang sah.

Sumber pendanaan REDD+ dapat berasal dari : 

FREL/FR
hasil MRV
pelaksanaan safeguards
pendanaan
kegiatan pendukung
kontribusi terhadap capaian NDC.

Menteri melalui Direktur 
Jenderal melaksanakan 
bimbingan teknis 
pelaksanaan dan fasilitasi 
penguatan kelembagaan 
REDD+ di Sub Nasional.

Direktur Jenderal selaku 
National Focal 
Point bertugas 
mengkomunikasikan 
perkembangan pelaksanaan 
REDD+ di Indonesia kepada 
Sekretariat UNFCCC.

FREL/FRL ditetapkan berdasarkan data dan 
informasi yang mampu menggambarkan tingkat 
emisi setara aktivitas 
REDD+ pada rentang 
waktu tertentu. 

FREL/FRL sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dinyatakan 
dalam satuan ton 
karbondioksida ekuivalen 
per tahun (CO2e/tahun).

FREL/FRL Sub Nasional ditetapkan oleh Direktur 
Jenderal selaku National Focal Point UNFCCC.

Untuk menerima 
pembayaran atas hasil 
capaian pengurangan emisi 
(result based payment), 
maka pelaksanaan REDD+ 
harus dapat diukur, 
dilaporkan dan diverifikasi.

a.   Verifikasi dilakukan 
paling lama setiap 2 (dua) 
tahun sekali. Untuk 
kepentingan result based 
payment, proses verifikasi 
kegiatan REDD+ 
dilakukan pihak ketiga 
(verifikator independen).  

b.   Hasil pelaksanaan 
verifikasi dilaporkan oleh 
verifikator independen 
kepada Direktur Jenderal 
selaku National Focal 
Point UNFCCC 
melalui SRN.

Pelaksanaan REDD+ periode 
berikutnya menggunakan 
Wilayah Pengukuran Kinerja 
(WPK) REDD+ Nasional hasil 
peninjauan kembali yang 
ditetapkan dengan 
Keputusan Menteri.

A

B

A

B

C

A
B

C
D

Direktur Jenderal selaku National Focal Point 
bertanggung jawab melaksanakan pemantauan dan 
evaluasi terhadap pelaksanaan REDD+. 

Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan paling sedikit 
1 (satu) kali dalam satu tahun. 

Hasil pemantauan dan dilaporkan kepada Menteri.

A

B

C

A
B
C
D
E
F
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